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KATAPENGANTAR

“Hai-hati. Jangan mejadi dokfor pohon pisang
Sekal berbuah, sudah it mat?

eringatan dari Prof. Tkrar Nusa Bakdti, Ph. D, Guru

Besar Riset di Pusat Penelitan Polik Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada perternuan Alumni
Australia i Jakarta kurang ebih sepulul tahun yang ol sealu
menghantuisaya. Sampaihariini Peringatanitu didasarkan pada
Kenyataan bafwa banyak di antara alumn Australia yangketdka
merulis desertasi doktornya sangat serfus - sampad berdarah-
datah - tetapi seteah it tidak pernah lagt menghasilkan karya
tls Sepertinya, desertast doktor telah menguras habis potensi
intelektual mereka sehingga desertasi menjaci produk akbir
dan Karya tuls ademik terakhir yang dihasikan.

Dan, peringatan tersebut nyaris menjadi kenyataan pada
diri saya. Setelah menyelesaikan desertasi doktor pada tahun
2003 siam, sepertinya kemampuan dan semangat menuls saya
menjadi sirna. Sesekali saya hanya bisa menghasilkan artikel-
artikel ringan di surat Kabar lokal atau makalah-makalah
pendek kebutuhan seminar, Menuls buku yang lebih “serfus”
layaknya desertasi belum bisa saya wujudkan. Sebenarnya, di
data Komputer jijing saya ada file foder dengan nama “Book
Project” yang berii naskah buku untuk sedikitnya tiga judul
Namun demikian, kesibukan pekerjaan sebagai birokrat dan
dosen Sepertinya menyita seluruh waktu saya sehingga naskah
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buku yang ada belum satu pun yang dapat saya elesaikan. Safu-
dua-kali saya masth membuka dan mengedit naskah-naskah
terscbut tetapi Lebih banyak wakdu di mana saya melupakan
naskah-naskah tersebut. Sejujurnya, manajemen wakiu saya
urang bagus.

Tekt peringatan Pak Thrar menjadi Kenyataan dan
terinspirast oleh beberapa buku yang berisi kumpulan artkel-
artikel pendek para penulisnya, saya mencoba menghimpun
Kembali semua artkel yang pernah saya tuls. Ada yang ketemu
tetapi beberapa di antaranya sudah sulit diacak keberadaanny.
Dol sekian artikel yang saja ftemukan kembali, saya
mengelompokkan ke dalamtiga temabesar (walaupun beberapa
terkesan dipaksakan): birokrasi, akuntabiits, dan Kinerja, Tiga
Kelompok artikel i uga yang menjad fudul buku i

Bagian pertama, Birokrasi,terdapat sepulu artkel yang
dibuka dari tulisan saya di Harian Kompas yang mengkrits
lambannya respon dari perwaklan kita di Canberra terhadap
penggeledahan warga negara Indonesia i Austraa yang
dilakukan olehaparatkeamanan. Penggeledahan yang dilakukan
dengan alasan yang sering mengada-ada dan dipublikas secara
luas oleh media cetak dan elektzonik ini membuat warga
Indonesia di Australia merasa Ketakutan, Ketka tulisan ini
dimuat, pihak KBRI memberi Klarifikasi dan mengangeap
tulsan saya melakukan passing judgment yang selayaknya tidak
dilakukan oleh seorang calon intelektual. Tulian Lain pada
bagian pertanna antara in tentang penggunaan fafias negara
secara tidak bertanggung jawab oleh para birolat daerah,
pensiun din yang sekarang isunya mulai menghangat agi, dan
du artikel berbahasa Inggris.

Bagian Kedua, Akuntabiltas dan Korupsi, terdiei da
delapan artkel dimulai dengan pentingnya peran akuntabilitas
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bagi kinerja organisast pemerintah, disusul dengan tulisan
mengenai akuntabiitas moral penyelenggara negara dan
akuntabiltas politk anggota parlemen. Isu akuntabiltas sangat
penting dan masih relevan sampai saat ini delam Konteks
penyelenggara negara kita. Banyak kita jumpai penyelenggara
negara yang berdalih sepanjang tidak melanggar aturan
walaupun dari aspek akuntabilitas moral dan etika perilaku
tersebut sangat tidak layak bagi seorang penyelenggara negara.
Bagian ini diakhiri dengan artikel berbahasa Inggris yang
menjelaskan pendapat saya menyangkut korupsi di Indonest,
penyebab, dan bagaimana menyembuhkannya.

Bagian ketiga, Kinerja, trdiri derf delapan artkel secara
wmum beristpandangansaya entang perhunyakinerjaorganisasi
seklor publikdinili tidak hanya dengan ukuran-ukuran objekei
betbasis kuantitas sepert efiiensi dan efekiifitas tetapi juga
dengan ukuran-ukura subjektif berbasis kualtas. Dua artikel
terakhir pada bagian ini menyoroti kinerja lembaga legislaif
kita yang sepertinya masth relevan dengan Kondisisaat n.

Tulisan-tulisan yang selama ini berserakan i mana-
mana akhirnya dapat terkumpul menjadi sebuzh buku berkat
Kerja keras dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ingin
mengucapkan terima Kasih kepada saudara Fekrullah yang
dengan tekun menata ulang serakan artikel yang ada. Saya juga
berterimakasih kepada teman saya, Dr. Idris Patarai, yang sudah
bersedia menjach edior buku in. Penghargaan yang tinggi saya
berikan kepada Penerbit De La Macca yang sudah bersedia
menebitkan buku inf walaupun mungkin dalam perhitungan
laba-rugi, bukuni bahkan tidak akan sampai break-even-point
Kepada Bapak krar Nusa Bak yang pasti tidak pernah tahu
telah menghantui saya selama puluhan tahun dan semua pihak
yang sudzh membantu, yang idak mungkin saya sebutkan satu
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per satu, saya juga mengucapkan terima kasth dan penghargaan,
Semoga de, gagasan, dan pemikiran saya dalam berbagaiartkel
dan is bisa menjadi bahan diskust bagi kita semua, Amn,

Makagsar, April 2016

Penulis
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per st saya juga mengucapkan terima Kasth dan penghargaan.
Semoga de, gagasan, dan pemikiran saya delam berbagaiartkel
dan st bisa menjadi bahan diskusi bagtkitasemua, Amin.

Makagsar, April 2016

Penulis




PENGANTAR EDITOR

tatuhar, saya buru buru menemnuiProf Amir Imbaruddin

(i ruang kerjanya -Stia Lan Pettarani, Makassar. Sambil
menyodorkan buku yang baru saa saya selesatkan. i prof
buku saya yang baru, mohon perkenan prof memberi kata
pengantar’. Sebenarnya harapan saya yang terselp, ketika i,
adalah beliaw mau membaca, mengoreksi lalu mengiyahkan
dlau "1, jangan...”untuk beberapa hal yang bersiat proposis
yang berimplikasi Kontraversi. Namun dia menyambut bk,
dan....”"Saya baca-baca dulu nah?”

Sekali waktn  sya datang kembali, rencana mau
menanyakan kata pengantar yang saya maksud. Namun ketka
iu, saya malah disodor setumpuk tulisan dalam bentuk e
“Tni jodikan bk Tabulah saya Ketka iy, saya dipercaya
menjadi editor untuk buku yang saatini tengah ada di tangan
Anda. Dar situ pengantarnya’, ujarnya legas.

Terus terang, sebagai editor dan berbekal pengalaman
pernah menadi redaktur majalah, saya mencermati tulisan
tulsan yang diminta dfadikan buku tu, sekaligus saya belaar
dart penalaran lmiab, pengalaman empirik dan pikiren pikiran
mengaelitik penulis yang sekalipun, beberapa diantaranya,
peristivanya sudzh cukup lama namun maselahya tetap aktual
Hal ini sekaligus sebagai pertanda lambatnya satu perubahan
inegeri ini
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pernah menadi redaktur majalah, saya mencermati tulisan
tlisen yang diminta dijackan buku itu, sekaligus saya belajar
dar penalaran ilmizh, pengalaman empirik dan pikiran pkiran
menggeltk penulis yang sekalipun, beberapa- diantaranya,
peristivanya sudah cukup lama namun masalahnya tetap aktual
Hal inf sekaligus sebaga pertanda lambatnya safu perubahan
di negert ini,
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Kt Lewin (1951%111 teoringa mengenat perubahan
Jotce e theory menyatakan kondistatan keadaan merupakan
equlibriim (keseirmbangan) darf dua kekuatan yang berlawanan
dimana sis yang satu menunfut adanya perubahan (driving
orces), disisilin ada yang mempertahankan keberadaan (stafus
quio) dan mengharmbat perubahan (restaining forces).

Berdasarkan teori tu perubahan dapat dilakukan dengan
menambah ata memperkuat driving forces (ide perubahan)
dan mempekecil restraining forces (penghambat perubahan).

Kaitan antara teori Lewin mengenai perubaan, tulisan
tulisan dalamm buku nf dengen Kondisi akiual dewasa ini
menuniukkan lemnabinya bangsa kta memperkuat driving force,
sehingga restraining forces menjaci daya tanding yang membuat
bangsa ini dalam kondisi equiibrium yang tidak tuntas, samar
samar dan menimbulken pertanyaan skeptis: Sesungguhnya,
kita mengarch ke mana ? "Kita hilang bentuk...} menurut
bahasa para penyai

Demikian halnya, pada beberapa bagian akhir tulisan
Kolom dalam bukuini, penulsnyabergumam: "Mudahmudahan
inihanya masalah wakt,au mendeseh “Sermoga " yaituketika
menkeitisi aspek aspek birokrast kuntabilitas, pelayanan publik
yangmasth fauh dari yang semestinya. Namun nyatanya tatkala
tulsen tulisan dalam bentuk kolorm tersebut dirangkum dalam
satu buku setelah hampir sepuluh tahun, maseleh masalah
tersebut tetep “masth sepertiyang dulu” Itulah sebabuya buku
ini selalu relevan untuk disuarakan sebagai refleks terhadap
restraining forces bagi birokrasi dalam hal - akuntabilites dan
dalam hal  kinerja yang masth menggunakan pendekatan
pendekatan kuantitatf; dan bukannya subyektif (istilah Prof
Amir [mbaruddin) Kualitatif mikeo yang demokratis.

Vi
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Hal menardk lainnya dalam buke ini, adalah Kelom
mengenai korupsi “Commuption in Indonesia: Causes, Forms
and Remedies. Pada konklsigpasditegaskan bahwa * Korupsi
adalah masalah bagi negara maju dan berkembang, Di Indonesia
sebagian strategi menghapuskan korupsi sudh diidentifikasi
namun pencrapannya akan sult selama pemerintaban tidak
emokratis”

Namun apa yang teradi 7 Tarat penyakit, jolan
kesembuhan yang diharapkan melalui trap! “demokrast’
dimaksud, menjadi komplikatif dan kronds, karena sistem
demokeasi yang diadop dan mulai- diterapkan malah
menimbulkan masalah baru, yaitu karena demokrasi yang ada
di Indonesia saat ini cenderung korup, atau biang korupsiitu
sendiri! Nah, Ino? Itulah alasannya hingga buku in diber sub
judul “Sebuah Refleksi”.

Semoga fil folder dengan nama “Book Project” dalam
computer finjing Prof. Amir Imbaruddin, dalam waktu tidak
lama, dapat kita baca dalam bentuk buku. Siapa tahu bisa
mennunjukan posistita sekarang inf dan untuk berbenah bagi
tuuan yang bersifat never ending dan agar kit tetap optimis.

Bersarmaan dengan buku ini adalah, Kata pengantar
yang saya harapkan sejek awal, saya temukan dalam satu sub
judul “Making Decentralzation Work in & Unitary State”,
Di dalamnya mengutf pendapat Hyden (2007) “There s not
shortcut to- decentralized governance’, tidak ada jalan pintas
dalam esentralisast pemerintahan. Proppisini relevan dengan
buku saya “Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif
Pembangunan Politik di Indonesia” yang mendeskripsikan
pembangunan poliik mestilah dapat mencarf solusi mencapai
tujuan desentralisesi. Dalam “Making Decentralzation Wotk in
 UnitaryState’, tulisan Pak Amir, tujuan desentralisasitersebut
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dinobatkan  sebagai satu cara mencapat indikator indikator
emokratisas, elayanan publik dan akuntabilitas sebagaimana
sukses yang dicapai padaghéharapa negara berkernbang,

Mengacu pada pendekatan “konotasi geograli” vers
Hungtinton dan Dominguez, cara menirusepertiini dihalalkan”
dalam teort teori pembangunan politk, yakni: “Proses
perubahan poltk pada negara-negara sedang berkembang
menggunaken konsepXonsep dan metoda yang pernah
digunakan oleh negara-negara yang telah maju”

Satu g tulisan yang menardk disimak dalam buku i
yaitu “Pensiun Dint” terutama fika ita kaitkan dengan Ko
pecepatan Penyelengaraan Program Strategi Kota Makassar
yang pernah heboh, Topikini menawarkan dilakukannya Anjab,
analsis jabatan, sedikitnya sekali dalam lima tahun; bahkan
bukan hanya pada jabatan akan tetapi meliputikelembagaannya,
Menurut penuls, hal ini perhs untuk mengetahud apakah
cksistensi setiap institust pemerintah masih perlu atau sudah
saatnya dihapuskan, Kegiatan analiss inf akan menunjukkan
pula babwa institusi pemerintah sebenarnya bersiat dinari,
selalu berubah dan tidak abadi

Dengan demikian, Kaifanoya dengan NS (public
servants), jabatanitu buantah pekerjaan seumur hidup (ftime
employment), Katena kelembagaan satu intansi tidaklah bersifat
limitative, selamanya. Keberadaannya sesvai hasil analiss
fungsi lembaga. Analisis ini pada dasarnya meniai apakah
Kegiatan atau Layanan publik (public servies) yang selama ini
dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih
dibutuhkan oleh masyarakat atau tidek. Apabila hasl analisa
ini menunjukkan bahwa kegiatan atau layanan tersebut tidak
lagi dibutuhkan oleh masyarakat maka lembaga tersebut harus
dihapuskan (abolshed).
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dinobatken  sebaga satu cara mencapai indikator indiktor
emokratisasi,pelayanan publik dan akuntabites sebagaimana
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digunakan oleh negara-negara yang teah maju
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eksistenst setiap insttusi pemerintah masth perlu atau sudah
saalnya dihapuskan. Kegiatan analiss inf akan menunjukkan
pula bahwa ingtitust pemerintah sebenarnya bersifat dinamis,
selau berubah dan tidak abadi

Dengan demikian, kaitannya dengan PNS (publi
servants)jabatanitu bukanlah pekerjaan seumur hidup (iftime
employen), Karena kelembagaan satu infansitidaklah bersifa
imitative, sclamanya. Keberadaannya sesuai hasil analsi
fungst lembaga. Analiss ini pada dasarnya menila apakah
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dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih
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lagf dibutuhkan oleh masyarakat mak lembaga tersebut harus
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Seterusnya, dinamika kelembagaan ini, tidak hanya
bersifat penghapusan (abolished  Karena sudah tidak diperlukan
akan tetapt dapat bersiat sebaliknya, perbentukan (forming)
lernbaga baru sestai kebutuhan. Selah satu contoh mengenai
hal ini adalah Kota Makassar yang membentuk kelembagaan
baru KP3S yang ditentang bukan hanya oleh pemerintah pusat,
dalam hal inf Kementetfan Pendayagunaan Aparatur Negara
dn Relormasl Birokrasi, dianggap bertentangan dengan
ndang undang, tetapi pun difentang oleh pemangku jabatan
iu sendir, bahkan sampai pada tingkat PTUN.

Hal ini menark disimak ebih anjut pada konteks negara
Kesatuzn yaitu bentuk negara dimana wewenang legisatf
tertinggi i pusatkan dalam satu badan legidatf - nasional
Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada
pemerintah daerah. Pemerintah pusat berwenang menyerahkan
schagin kekuasaannya kepada daerah  berdasarkan hak
otonon, tetapi pada tahap terakhi, kekuasaan tertinggi tetap
pada pemerintah puset. Dengan demmikian kedaulatan negara

Kesatuan, baik ke dalam maupun eluar  sepenuhiya ter]eta@

pada pemerintah pusat (CE Strong )

Hakekopbiagara Kesatuan menurut CE. Strong faleh
edaulatannya tidak terbagi, atan dengan perkataan Lain
Kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi Hal ind terads
Karena konstitusinegarakesatuan tidak mengakuibadan egflatf
hin, selin darf badan legilatf pusat. Uniuk memastikan
pendapatnya i, CE. Strong akhirnya menyinmpulkan cif muthak
yang melekat pada negara kesatuan, yaitu adanya supremai
darf dewan perwakilan rakyat pusat dan tidak adanya badan
badan lainnya yang berdault.

Nemun pendapat CE Strong it mash ~ depat
diperhadapkan dengan faktor historldan konstitusi - Indonesia.
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Pasca proldamasi diteapkan UU No' 1945, entang Kedudukan
Komite Nasional Daerah yang seterusnya menjadi Badan
Perwakilan Rakyat Dacrah sehagai pencerminan kedaulatan
rakyat. Di Indonesta, di daerahpun pemerintahan dilakukan
secara. permusyawaratan (UUD Tehun 1945- amandemmen
IV). Lembaga legislatf; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
propinsi dan kabupaten/kota pygpediadaken melelui pemihan
Unnue. Perterintahan dacra propinsi, daerah kabupaten,dan
Kot memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang anggota
anggotanya dipih melald pemlthan umuum. (Pasal 18, ayat (3)
UUD 1943).

Lembaga legilatf adalah perwujudan  supermasi
rakyat yang berdaulat. Tanpa legislaif daerab, maka wilayah
negara in tetbagt tuntas atas wilayah administraiy belaka.
Saah satu Karakterristk daerah otonom yakai dicirikan
dengan kelembagaan perwakdan rekyat dagrah. Kelembagaan
perwujudan kekuatan rakyat yang erdaulat,  berkuasa,
dimana pendapatnya, suaranya bukan hanya sebagai rujukan
pengambilan keputusan akan tetapi perwuudan keputusan it
sendir

Berkenaan dengan itu, intl darf daerah otonom adalah
“spirast” bukan “kondist” Artinya, apirasi rakyat ftu yang
dijadikan sumberinspirastbagipengambil keputusan, pemegang
kewenangan dan kekuasaan. Lain halnya jika pendekatan
berdasarkan Kondist, peletakan kebiakan mendasarinya
bukan tuntutan melainkan berdasarkan kondisl. ilah Kondis
fnipun bisa tentatif, erkait kebijakan pusat.

Berkait dengan itu patut diperhatikan Kedudukan
produk produk legislatf di daerah, ditmana Peratutan Daerah
didudukkan sebagai sub istem perundang undangan nasional
Artinya adalah Kemandirian daerah dalam berotonomi tidak
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Komite Nasional Daetah yang seterusnya menjadi Badan
Perwakilan Rakyat Daerah sehagad pencerminan kedaulatan
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bukan tuntutan melainkan berdasarkan kondis. Islah kondis
inipun bisa tentati, berlkait kebijakan pusat
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produk produk legisatf di daerah, dinmana Peraturan Daerah

ignilukkan sebagai sub sistern perundang undangan nasional
tinya adalah kemandirian daerah delam berotonomi tidak
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berart daerah dapat membuat peraturan perundang undangan
atau Keputusen yang terlepas darf istem perundang undangan
secara nasionl,

Proposisi atau aturan main sistem  perundang
ndangan yang memposisikan dacrah ebih rendah darf pusat
adalsh pandangan pada pendekatan “hirarki dan struktur
pemerintahan; bukan pandangan atau pendekatan subtansi
“keinginan masyarakat” pada aspek sosiologis dan administras
pembangunan. Masyarakat i daerah tidak - memiliki
struktur dengan tingatan pemerinfahan atau legislti yang
berkedudukan di pusat, setiap warga negara mempunyai
Kedudukan yang sama dalam pendekatan hak dan Kewajiban,
fanpa memandang lokus,

Dengan demikian di dalam memabanmi paraturan daerah
semestinya bukan pada pendekatan tingkatan daerah akan
tetapi pada subtani yang dikandung satu aturan yang dikenal
dengan aspirasi daerah, aspirast masyarakat di daerah. Sekali
lagi dimanapun rakyat itu berdomisl-tidak berbeda hak dan
Kewajtbannya satu dengan yang lainnya dimuka hukom dan
pemerintahan. o~

Proposisi UU No 5 Tahun 1974, tidak mempergunakan
ofonomi sehuas Juasnya, Karena membahayakan keutuhan
NKRI, adalah proposii yang televan diterapkan dalam sistem
otoriter, masayarakat yang terbelenggu, Reformasi adalah satu
fise dimana masyarakat mendobrak Keterbelengguan dan
Kemudian menyuarakan hal hal yang perlu di atasi, antara lain
hak azasi manusia, demokeatisasi, tarnsparansi dan seferusnya,
Tidak satupun tuntutan reformasi 1988 itu yang membahayakan
NKRI, pernbubaran Negara, perubaban sistera pemerintahan
merfadi federal, tak satupun. Seluruh tuntutan reformasi
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esensinya menyelamatkan, memajukan NKRL Artinya melaui
teformasi kita sudah keluar dari ancaman “membahayakan” .

Atas dasar itu pemakaian istleh “membahayakan
keuwhan NKRT, Kaitannya dengan pemerintaban daerah
saat ini tidak relevan gl Bahkan Kondisi sebaliknya bisa
terjadi, apabila desentralsasi-otonomi daerah tidek berhasi
dilaksanakan, kesejahteraan tidek tercapai, pelayanan publik
tidek terukur, akibatnya terjadi kesenjangan. Ini malah bisa
memangundang disintegras

Aspek seluas luasnya, yang dinilai membahayakan ity
bukan hanya telah teruji antara lain melalui pelaksanzan
Undang Undang 32/2004 yang menggunakan prinsip seluas
Luashya tersebut, akan tetapi ssluas luasnya itu mengandung
aspek kesejahteraan.

Pemerintahan Dae?menjalankan olonomi seuas-
luashya, kecuall urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah pusat, dengan tujuan meningKatkan kesejahterzan
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah” Pasal 2
(3)UU Nomor 32 Tahun 2004,

Otonom seluas luasnya dalam perspektif pembahasan
fulsan ini, adalah otonomi yang diharapkan menjangkau hal
terdalam, hal terjaub, yatu hal yang belum dapat dipredksi
belum terpikirkan, batk pusat maupun dacrab sehingga sifat
sestatu yang belum bisa dipredikl itu ialah “aspirast yang
masth berada dalam benak dan pikivan masyarakat, dalam hal
ini masyarakat di daerah sebagai warga negara yang berdaulat

Oleh karena itu, pada pendekatan subtansi, bukan
hanya peraturan lebih rendah tingkatannya yang tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundangan yang diproduk

oleh lembaga yang lebih finggi tingkatannya, tetapi%an
perundangan yang lebih tinggi tingkatannya pun tidak bolh

Xii

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A
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Atas dasar itu pemakaian islah “membahayakan
keutuhan NKRI, Kaitannya dengan pemerintahan daerah
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terjadi, apabila esentrelisasi-otonomi daerah tidak berbasi
dilaksanakan, Kesejahteraan tidek tercapai, pelayanan publik
fidak terukur, akbatnya terjadi kesenjangan. Ini malah bisa
memangundang disintegrasi

Aspek seluas luasnya, yang dinilai membzhayakan it
bukan hanya teh terujl antara lain melahui pelaksanaan
Undang Undang 32/2004 yang menggunakan prins sehuas
luasnya tersebut, akan tetapi sesluas huasnya it mengandung
aspek kesejahteraan.

“Pemerintahan Daerdh  menjalankan otonom seluas-
luasnya, kecuali wrusan pemerintahan yang menjad urusan
pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masfarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah” Pasal
(3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Otonomi seluas huasnya dalem perspektif pembahasan
tlisan ind, adalzh otonoms yang diharapkan menjangkau hal
terdalam, hal terjauh, yaitu hal yang belum dapat dipreciksi,
belum terpikirkan, bk pusat maupun dacrah, schingga sifat
sestatu yang belum bisa diprediksl itu falah “aspirasf, yang
masth berada dalam benak dan pikiran masyarakat, dalam hal
ini masyarakat di daerah sebagai warga negata yang berdaulat

Oleh karena itu, pagan pendekatan subtansi, bukan
hanya peraturan lebih rendah tinghatannya yang ticak boleh
bertentangan dengan peraturan perundangan yang diproduk
oleh lembaga yang lebih tinggi tingKatannya, tetapi peraturan
perundangan yang lebih tinggl tinghatannya pun tidak boleh
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bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih rendah
tingkatannya pada aspek subtans, yailmagpek aspiras, aspek
Kedaulatan. Pasal 1 ayat (2) : "Kedaulatan berada di tangan
takyat dan dilzksanakan menurut Undang Undang Dasr’.
Pemahaman mengenai aturan yang kbih rendah
tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan afuran yang
lebih tinggs tingKatannya, adalah pemahaman atas pemikiran
bersifat sentralstik. Delam pendektan pemerintahan daerah,
aspirast diwadah ol sistem yang desentralisik
Berkenaan dengan itu, maka analisis jabatan, analisi
kelembagaan Kaitannya dengan  Kelembagaan  dacrah
disarankan pusat member diskresi kepada daerah menyusun
Kelembagaannnya sesuai kebutuhannya berdasarkan kajian
tkademik yang sekaligus menganaliss jabatan yang ada i
dalamnya, dan Kelau perhy, untuk Kepentingan menjaga NKRI,
hasil kajian dan analiss it ilegitienast pusat. Hanya saja, patut
diingat, yang begin begini biasanya higt cost ...,

Editor

Muhammad Idris Patarai
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PENGGELBAHAN WNI
DIAUSTRALIA DAN BUDAYA
BIROKRASI FEODAL

SELAIN berbagai implikasi poliik yang dapat terjadi,
penggeledahan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di
Australia beberapa hartterakhitr n juga menunjukkan betapa
masih kuatoya budaya birokrasi lama di kalangan aparat
pemerintab, termasuk para diplomat Kita yang bertugas i
betbagai kantor perwakilan i luar negerl. Budaya biroknas ala
Orde Baru tersebut i antaranya, idek sensiif dan responsf
akuntabilitas publik yang rendaby dan lemahnya Kemampuan
pengambilan keputusan Karena idak adanya empowermet,

MenyustltragediBalidandinyatakannyaorganisasifamagh
[samiyeh sebagai onganisasi terorts internasional, Pemerintah
Australia bertindak: cepat dengan melakukan penggeledahan
terhadap sejumlzh WNT yang dianggap mempunyal Kaitan
dengan, atau memilli- informasi tentang organdsadt ind
Penggeledahan yang diakukan i Kota Melbourne, Sydney; dan
Perth oleh Badan Keamanan dan Intelien Australia (ASIO) dan
Polis Federal Australia (AFP) tersebut sangat has ipublikasikan
oleh media cefak dan elekironk yang ada di Australia

Oleh Karena huasnya publikasi media massa dan adanya
anggapan bahwa alasan yang digunakan untuk melakukan
penggeledahan dianggap sangat mengada-ada (misalnya arena
pernah menghadirl ceramah Abu Bakar Bdasyi), masyarakat
Indonesia di Australia mengalams ketakutan yang sangat
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SELAIN berbagai implikasi politik yang dapat terjadi,
penggeledaban sejumlah warga negara Indonesia (WNI) i
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terhadap sejumish WNI yang dianggap mempunyai Kaitan
dengan, atan memilli informas tentang organisasi ind
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Oleh karena luasnya publikasi media massa dan adunya
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Indonesia di Australia mengalami ketakutan yang sangat.
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Walaupun Pererintah Australia sepenufinya merestui
penggeledaan tersebut, berbagai kalangan seperti pemimpin
gerefa, imam magjd, akademisi, dan civl Hhertarion i
Austraia melakukan protes, Mereka menila penggeledahan
yang dilakukan oleh ASIO/AFP dengan berseragam tempur
lengkapi semta otomatis, memecahkan jendela dan
mendobrak pintu rumah, itu bertentangan dengan hak-hak
asast menusta. (Sylney Morning Herald, 1/11/2002)

Anchnya, Pemerintah Indonesta sendir yang di Australi
tentu saja direpresentasikan oleh Kedutaan Besar Republk
Indonesia (KBRI) tidak melakukan keberatan {ethadap
perlakuan tersebut, Bahkan scbalknya, Kuasa Usaba Indonesia
yang juga ad-inferim Duta Besar Indonesia di Australi
menyatakan bisa memzhami sikap dan tindakan Pemerintah
Australiatersebut. (Tempo ferakfif 31/10/02)

Pernyataan Keberatan Pemerintah Indonesia justru
datangnya dari Jakarta melahu furu bicara Departemen Luar
Negerl yang mengingatkan Pemerintah Australia babwa
perileku ASIO/AFP melanggar Konvenst Wina dan hak-hak
asasi manusia,

Hix

SEBAGAT wakil negara, salah safu tugas KBRI di luar
negeri adalah membertkan perindungan dan rasa aman bagi
WNI yang ada di negara tersebut. Ketakutan yang melanda
masyarakat Indonesia di Australia dengan peristiva in antara
lain disebabkan oleh tidak adanya pernyataan keberatan dar
pihak KBRI Canberra, utamanya pada hari-hart awel terjadinya
penggeledaban fersebut
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Oleh Karena uasnyaliputan media massa, sangat mustahl
batwa para diplomat kita di Canberra fidek mengetahuiadanya
insiden tersebut. Juga, idak masuk akal apabila para diplomat
kita tidak mengerti bahwa cara-cara yang dilakukan dalam
penggeledaban tersebut melanggar Konvesi Wina dan hak-hak
asasi manusia,

Kalau demikian, mengapa tidak ada keberatan dari KBRI
Canberra pada saatitu?

Terlepas dari tata krama diplomatik, dari perspekif
budaya birokeasi, ada beberapa hal yang bisa menjelaskan
“diamnya’ para diplomat kita i Canberra atas insiden tersebut
schingga WNI merasa bahwa negara tidak pedult dengan nasth
mercka.

Pertamma, seperti juga para pefabat publik kita di Tanah
At para iplomat Kita i har negeri masih beranggapan balwa
masyarakat yang membutuhkan mereka, bukan sebalikaye.
Oleh karena i, masyarakat yang harus menghubungi para
diplomat tersebut apabila membutuhkan pertolongan.

Arogansi birokeast feodal seperti du tentu sfa keliru
Karena sebagai wakil negara merekalah yang seharusnya lebih
aktifuntok mencari tahu Kondisi masyarakat yang harus mereka
lindungi. Khususnya, dalam suasana ketaKutan seperti saat n

Birokrasi di era tahun 2000-an, kata Guy Petess (1998),
adalah birokeast yang melayani masyarakat. Bukan birokrasi
yang minta dilayans oleh masyarakat. Cirl utama birokras yang
melayan adalah sensit,responsif dan proaktif,tidak arogan,
pasi} dan menunggu.

Tidakresponsitnya para diplomat itaterhadap kebutuhan
masyarakat yang mereka harus lindungi juga berhubungan
dengan tidak adanya mekanisme yang mengharuskan para
birokat kita untuk akuntabel kepada masyarakat yang dilayani.

3
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Kinerja instansi pemerintah kifa selama inf hanya diukur
dengan indikator-indikator obyekif seperti outpu tetapi tidak
dilengkapi dengan indikator-indikator subyekif sepertitingkat
Kepuasan masyarakat yang dilayani. adi sepanjang anggaran
yang diberikan dapat dihabiskan, para diplomat kita seakan
tidak peduli dengan keluhan masyarakat yang merasa tidak
mendapat perlindungan dari negara.

Terakhir, lambannya perwakilan kita di Canberra dalam
memberikan tespons terhadap insiden yang dialams oleh WNI
di Australia dapat juga dijelaskan sebagai emahnya kemampuan
pengambilan Keputusan karena tidak adanya pendelegasian
wewenang pengambilan keputusan (empowerment).

Tempak jelas bahwa para diplomat kita harus menunggu
“petunjuk” darifakarta sebelum mengeluarkan suatu pernyataan.
Pacahal, seperti pada kebijakan desentralisasi, pembentukan
Kantor perwekilan akan st-sia karena tidak akan menghasikan
pelayanan publik yang lebth cepat apabila “budaya minta
petunjuk” masih tetap dipelhara.

Kelambanan pengambilan Keputusan inf akan semakin
patah apabila bitokeat di lapangan terdiri darf orang-orang
yang kaku mengikut aturan, takut mengambil sisiko dan selalu
mencari aman (risk averse).

Lambannya tespons pemerintah {erhadap penggeledaan
sejurnlzh WNI i Austraia tidok hanya menunjukkan semakin
tendahnya martabat bangsa di dunia internasional, tetapi
juga menguatken anggapan bawa budaya birokeast feodal
pemerintahan kita tidak berubah.

Tanpa melakukan perubahan mendasar pada perilak
bitokeasi feodal seperti ini, martabat dan Keselamatan warga
negara kita di loar negeri mustahil akan mampu dilakukan
secara maksimal oleh para diplomat kita. Akibatnya, kasus-
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Kasus pelanggaran hak-hak asas warga negara kita sepertt yang Kasus pelanggaran hak-hak asasi warga negara kita sepert yang
terjads di Malaysia, Australa, dan di berbagai negara lannya terudi di Malaysia, Australa, dan di berbagai negara lainnya
akan terus berulang, akan terus bertlang,




MOBLL Dﬁs SANG GUBERNUR

PRAKTISI pemerintahan di Indonesia pasti pernah
mendengar nama Gamawan Fauzi Sebelumn terpih menjadi
Guberuur Sumatera Barat, Gamaven menjabat sebagai Bupati
Solok selama dua periode; tahun 1995-2000 dan 2000-2005.
Istimewanya, welaupun pemiihan bupati yang dilakukan
oleh anggota DPRD pada waktu tu ditengarai sangat kentel
dengan prakdekcprektek money poltcs,Gamawan tidak pernah
mengehuarkan sat sen pun uang untuk terpikih menjadsibupati
Gamawan adalah bupati yang memperkenalkan tunjangan
daerah setelah menghapus semua honor-honor yang secara
tidak adi diterima hanyaoleh pegawai negeri yang teribat dalam
proyek. Gamawan juga yang menginisiasi pelayanan satu pintu
- yang saatinf banyak dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya
- unfok memudahkan pelayanan perizinan. Masth banyak lagi
prestasi yang telah dinkir oleh Gamawan sejek menjadi bupati
dan gubernur, yang tidak mungkin dapat dielaskan pada
rubrik opini yang terbatasin. Tulsan ini menyangkut gebrakan
terakhir Gamawan yang mengatur penggunaan Kendaraan
dinas dengan harapan agar - sepertinovasi-inovasi Gamaan
lainnya - dapat menjad; teladan bagi para gubernu, walikotz,
dan bupat yang ada di daerah i

Mengakiri tahun 2008, tepatnya pada tanggal 30
Desember Gamawan, menandatangani Peraturan Gubernur
(Pergub) Sumatera Barat Nomor 112 Tahun 2008 yang
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mendengar nama Gamawan Fauzi Sebelum terpilih menjadi
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Solok selama dua periode; tahun 1995-2000 dan 2000-2003.
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- untuk memudahkan pelayanan perizinan. Masth banyak lag
prestast yang telah diukir oleh Gamawan sejek menjac bupati
dan gubernur, yang tidak mungkin dapat diielaskan pada
rubeik opini yang terbatas . Tulsan ini menyangkut gebrakan
terakbir Gamawan yeng mengatur penggunaan Kendaraan
dinas dengan harapan agar - seperti novast-inovasi Gamawan
Lainnya - dapat menjad teladan bagi para gubernur, walikota
dan bupat yang ada di daerah ini
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Desember Gamawan, menandatangani Peraturan Gubernur
(Pergub) Sumatera Barat Nomor 112 Tahun 2008 yang
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mengatur penggunaan kendaraan dinas operasional i
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Secara umum pergub
ini mengharuskan semua mobi dinas masuk "kendang setelah
jan Kerjaatau stelah urusan yang menyangKut pekerjaan inila
selesal Mobil dinas tidak bisa agi dibawa pulang tetapi harus
diparkir di kantor masing-masing, Padabal, selama ini sudah
mepjadi rahasia umum di Kelangan pegawat pemerintah i
Indonesia, mobil dinas tdak hanya digunakan untuk keperhuan
dinas tetapi juga digunakan "pemitknya” untuk ancka keglatan
pribad, mulai dari mengantar anak sekolah, menemani keglatan
berbelanja hingga pikok. Lihatah di Kota Makassar, misalnya
Pada jam-am masuk dan pulang sekolah, dapat dipastikan kita
akan melihat mobi-mobil dinas, dengan berbagai merek dan
gaya,terparkir i depan sekolah, mulai TK sampai dengan sekolah
lanjutan, untuk menurunkan dan menakkan anak-anak dari
“penili” mobil-mobil dinas tersebut. Di kota Makassar ini, kita
juga akan dengan mudah menemukan kendaraan dinas terparkr
di pusat-pusat perbelanjaan, mulai dari mal-mal moderen sampai
engan pasar-pasar tradisional, btk pada waktu pagi, siang,
maupun malam har. Bahkan, di setiap iring-iringan Kendaraan
pengantar pengantin pun di daerah ini, hampir past kita akan
selalu menemukan kendaraan dinas terselp diantarany.

Korupsi

Dari perspekif imu adrministrast negara, penggunaan
failitas negara untuk keperluan pribads seperti ini termasuk
perilaku korupst Nye (1979), misalnya, mendefinisikan korupsi
sebagai perflaku yang menyimpang durf tugas-tugas atau peran
publik karena pertimbangan pribad (keluargs, teman), karena
pertimbangan uang atau status, atau Karena melanggar aturan,
Termaguk dalam kategorini, menurutNye, perilakusepertisuap,
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mengatur penggunaan kendaraan dinas operasional i
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Secara umum pergub
ini mengharuskan sermua mobi dinas masuk "Kandang setelah
jam Kerjaatau setelah urusan yang menyangkut pekerjaan dinila
selesai. Mobil dinas tidak bisa lagi dibawa pulang tetapi harus
diparkir di kantor masing-masing, Padabal, selama i sudah
menjadi rahasia umum di kelangan pegawai pemerintah di
Indonesia, mobil dinas tidak hanya digunakan untuk keperluan
dinas tetapt juga digunakan "pemitknya” untok aneka kegiatan
pribadi, mulai dari mengantar anak sekolab, menemant kegiatan
berbelania hingga pikedk. Lihatlah di Kota Makassar misalny.
Pada jam-jam masuk dan pulang seolzh, dapat dipastikan kia
akan melihat mobil-mobil dinas, dengan berbagai merek dan
gaya,terparkir idepan seKolah, mulai TK sampad dengan sebolah
lanjutan, untok menorunkan dan menaikkan anakeanak
“pemilk” mobil-mobil dinas tersebut. Di kota Makassar ini, kita
juga akan dengan mudeh menemukan kendaraan dinas terparkir
di pusat-pusat perbelanjaan, mulaidari mal-mel moderen sampai
engan pasar-pasar tradisional, batk pada waktu pagi, siang,
maupun malam hari, Bahkan, di seiap iring-ringan kendaraan
pengantar pengantin pun di daerah ini, hampir past kita akan
sealu menemukan kendaraan dinasterselp diantaranya,

Korupsi

Dari perspekif dmu administresi negare, penggunaan
fsilitas negara untuk keperluan pribads seperti in termasuk
pelakukorupsi. Nye (1979), misalnya, mendefinistkan Korupsi
sebagai perflaku yang menyimpang darf tugas-tugas atau peran
publik karena pertimbangan pribad; (keluarga, teman), karena
pertimbangan uang atau status, atau Karena melanggar aturan.
Termasuk dalam kategoriini, menurutNye, perilakusepertistap,
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nepotistne, dan penggunaan fastes publk untuk kepentingan
pribad. Permanfaatan mobil dinas untuk kepentingan pribadi
para‘pemnitkaya” tentu seja menguntungkan bagi mereka yang
mendapatkan jatah mobil. Tetapi pada saat yang bersamain,
perilaku sepertiinf cukup menguras uang negara

Dikatakan menguras uang negara Katena belanja unfuk
Keperluan mobil dinas tentunya tidek hanya sebatas pada
pemmbelian bahan bakar tetapd juga termasuk pengeluaran
yang berhubungan dengan pemelaraan, penggantian suku
cadang sampai dengan perbaikan kerusakan kendaraan apabila
terjad; Kecelakaan, Sudah menfads rahasia umum bahwa biaya
petbatkan mobil dinas tetap dibebankan kepada pemerintah
walaupun Kerusakan atau kecelakan tejadi pada saat mobil
dinas tersebut digunakan di luar keperuan dinas. Dengan
gambaran sepert ini dapat dbayangkan betapa beatnya beban
negara yang harus ditanggung negara Katena penyalahgunaan
Kendaraan dinas ini. Sebagai gambaran, menurut pehitungan
pemerintah Provinst Sumater Barat, Kebijakan memarkir
Kendaraan dinas setelah jam Kerja atau setelah urusan yang
Urusan dinas seesadnd, dapat menghemat anggaran pemetintah
provinsi sarmpad dengan Rp. 47 millar rupiah setahun. Jumlah
ini pun setelah dikurangf dengan pemberian insentif Rp 2 juta
sebulan bagi pejabat setingkat kepala dinas sebagai pengganti
biaya bolak-balk, rumah-Kantor tanpa mobil dinas. Selain
penghematan keuangan negara, kebijakan sepertiinijuga dapat
menjaci pembelajaran yang tak ternila harganya kepada anak-
anak kita - pemimpin bangsa masa depan - tentang apa yang
patut dan tidak patut dilekukan pada saat mereka menjadi
pejabat pemetintah. Pebelajaran yang sama dapat dberikan
Kepadaistr-striatau suam-suami yang kebetulan pasangannya
menikmatifaslitas publik seperti fni

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

nepotistne, dan penggunaan faslites publk untuk kepentingan
pribact. Peranfaatan mobil dinas untuk kepentingan pribadi
para ‘pemilknya” tentu saja menguntungkan bagl mercka yang
mendapatkan jateh mobil. Tetapt pada seat yang bersamazn,
perilaku sepertiinf cukup menguras uang negara.

Dikatakan menguras uang negara karena belanja untuk
keperhuan mobil dinas tentunya tidak hanya sebatas pada
pemmbelian bahan bakar tetapi juga termasuk pengeluaran
yang berhubungan dengan pemeliharaan, penggantian suku
cadang sampai dengan perbaikan Kerusakan kendaraan apabila
terjads Kecelakaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya
petbaikan mobil dinas tetap dibebankan kepada pemerintah
wlaupun herusakan atau Recelakan tejadi pada saat mobl
dinas tersebut digunakan di luar keperluan dinas. Dengan
gambaran sepert ni dapat dibayangkan betapa beratnya beban
negara yang harus ditanggung negara Karena penvalahgunaan
kendaraan dinas ini. Sebagai gambaran, menurut perhitungan
pemerintah Provingi Sumater Barat, Kebfjakan memarkir
kendaraan dinas setelah jam Kerja atau setelah urusan yang
urusan dinas seesatnd, dapat menghemat anggaran pemerintah
provinsi sampai dengan Rp. 47 miliar rupiah setahun. Jumlah
ini pun setelah dikurangi dengan pemberian insentif Rp 2 juta
sebulan bagt pejabat setingkat Kepala dinas sebagai pengganti
biaya bolzk-balik, ruma-kantor tanpa mobil dinas. Selain
penghematan keuangan negara, kebijakan sepertiin juga dapat
menadi pembelajaran yang tak ternila harganya kepada anak-
anak kita - pemimpin bangsa masa depan - tentang apa yang
patut dan tidak patut dlokukan pada saat mereka menjadi
pejabat pemerintah. Pembelgjaran yang sama dapat diberikan
epadaistr-istr atau suami-suami yang kebetulan pasangannya
menikmat failtas publk sepertiini.
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Komitmen dan Pengawasan

Usaha-usaha penghematan keuangan negara seperti ni
hanya dapat terwujud apabila ada omitmen darf pirmpinan
pemerintah daerah. Pada awelnya, kebfakan Gubernur
Sumatera Barat ini hanya diperuntukkan bagi PNS muli dari
levelkepaladinas hinggajajaran palingbawah Nemun demikian,
berdasarkan masukan dari berbagai pihak, Pergub tersebut
Kemudian direvisl pada Januari ini, dengen memastkan
gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris duerah sebagai bagian
yang harus tunduk pada Kebiakan tersebut. Satu-satunya
“Kesitimewaan” bagiKetiga pefabat teras infacalah batwa mobil
dinas mereka tidak perlu diparkir di Kantor gubernur, tetepi
di rumah dinas masing-masing. Walaupun diparkir di rumah
dinas, Gubernur Gamawan menjamin “kalou selesai kerja dan
saya mau pergi ke kebun, saya harus pakai mobil pribadi Tidak
boleh pakai mobil dinas” Sekeli lagl, Gubernur Gamawan
memperbhatkan komimennya sebagi seorang pemimpin.
Pernimpin yang elekdf seperti Kta orang-orang bijak, adelah
pemmimpin yang memberl aku-teladan, bukan yang hanya
bicara retorika belaka.

Selain- komitmen pimpinan, keberhasilan kebijakan
seperti inijuga akan ditentukan oleh pengawasan dan dukungan
kebijakan lainnya. Penggunzan kendaraan dinas di luar jam
Kerja atau untuk keperluan pribadi semakin dimungkinkan
Karena adanya kebijakan pemberian pelat hitam bagi sejurnlah
pejabat sehingga membuka kesempatan mobil dinas “berubab”
menjadi mobil pribadi Oleh karena itu, kebijekan memberikan
pelat hitam untuk kendaraan dinas operasional di inghungan
pemerintah daersh sudah waktunya dihentikan. Lembage-
lernbaga pengawasan independen yangadaseperti Ombudsman
yang baru saja dibentuk di kota Makassar mungkin dapat juga
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Komitmen dan Pengawasan

Usaha-uszha penghematan keuangan negara seperti in
hanya. depat terwuud apabila ada Komitmen dari pimpinan
pemmerintah daerah. Pada awalnya, kebifakan Gubernur
Sumatera Barat ini hanya diperuntukkan bagl PNS mulai dari
levelkepeladinashinggajajaran paling bawah Nomun demikian,
berdasarkan masukan dari berbagai pihak Pergub tersebut
kemudian direvisi pada Januari ini, dengan memasukkan
gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah sebagai bagian
jang harus tunduk pada Kebfakan tersebut. Satu-satunya
“kesitimewaan” bagiKetiga pejabat terasini adalah bahwa mobil
dinas mereka tidak perlu diparkir di antor gubernur, tetepi
(i rumah dinas masing-masing, Welaupun diparkir di rumah
dinas, Gubernur Gamawan menjamin “kalau slesai kerja dan
saya mau pergi ke kebun, saya harus pakai mobil pribadt Tidak
boleh pakai mobil dinas” Sekal lagi, Gubernur Gamawan
memperihatkan komitmennya sebagi Seorang peminpin.
Peminpin yang efekf, seperti kata orang-orang biak, adalah
pernimpin yang member! laku-teladan, bukan yang hanya
bicara tetorika belaka.

Sehin komitmen pimpinan, keberhasilan kebiiakan
sepetiin uga akan ditentukan oleh pengawasan dan dukungan
Kebijakan lainnya. Penggunzan kendaraan dinas di luar jam
Kerja atau untuk keperluan pribad semakin dimungkinkan
Karena adanya kebijakan pemberian pelat hitam bagi sejumlah
pejabat sehingga merbuka kesernpatan mobil dinas “berubah”
menjadi mobil pribadi. Oleh karena itu, kebijakan memberikan
pelat hitam untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan
pemerintah daerch sudah waktunya dihentikan. Lembaga-
lembaga pengawasan independen yangada seperti Ombudsman
yang baru saja dbentuk i Kota Makassar mungkin dapat juga
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meningkatkan perannya dalam mengawasi penyalagunzan
pemanfaatan kendaraan dinas ini. Terakhir, agar masyarakat
umum dapat berpartsipasi dalam pengawasan penggunzan
Kendaraan dinas, mungkin ada batknya apabila pada badan
semua kendaraan dinas diberi pengumuman dengan tulisan
yang besar dan mencolok Misalnya, “Mobil Operasional
Pemnkot Makassar. Hanya untuk Kepehuan Dinas. Silhkan SMS
keNomor... Apabila Anda melfhat Mobil I Diselahgunakan’
Semoga dengan ulisan sepertini “pemiik’ mobil dinastersebut
lebih sadar. Semoga
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meningkatkan perannya dalam mengawasi- penyalagunaan
pemanaatan kendaraan dinas ini. Terakhit, agar masjarakat
umum dapat berpartsipasi dalam pengawasan penggunaan
kendaraan dinas, mungkin ada batknya apabila pada badan
semua kendaraan dinas diberi pengumuman dengan tulisan
yang besar dan mencolok Misalnya, “Mobil Operasional
Pemkot Makassar. Hanya untuk keperluan Dinas. ilahkan SMS
ke Nomor.. Apabila Anda melhat Mobi Ind Diselahgunakan’
Semoga dengan tulisan sepertini “pemilik’ mobil dinas tersebut
Lebih sadr: Semmoga.




DARI MANA REFORMAST BIROKRASI?

HIRUK pikuk refoi yang tetjadi fma tahun terakir
nampaknya sudah mulai diraseken oleh masyareket sebagei
suatu hal yang tidak membawa berkah bagi mereka. Selain
Karena ekspektasi yang mungkin terlalu tinggi, kekecewaan ini
timbul karena lju reformasi yang terjadi pada tataran politk
tidak seiring dengan lju reformasi pada tataran birokeasl yang
mepjaci tik temu antara pemerintah dan masyarakat. Ada
Kecenderungan jajaran birokrasi sama sekall tidak: tersentuh
(stagnant) oleh arus reformasi yang terfadi sehingga Kinerja
birokeasi seat ini masth sama dengan Kinerja birokrasi sebelum
teformasi

lronisnya, sampai saat ini belum ferihat kebijakan
yang memadai dari pemerintah unfuk mempercepat hju
teformasi birokrasi, Yang ada baru sekedar hujafan dan cacl-
maki. Presiden Megawati, misalnya, mengibaratkan aparat
biroksasi pemerintaban yang dipimpinnya saat ind sebagi
Keranjang sampah. Seperti tidak mau Kalah, Menterl Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN), dalam berbagai
Kesempatan, meggambarkan birokrasi sehagal sosok yang
Kegemukan, tidak becus, mementingkan dirlsendiri, dan hanya
sekitar 40 persen PNS yang bekerja secara optinal, Walaupun
sinyalemen ini ada benarnya, pertanyaan yang lebih penting
ntuk dijawab tentu saja adalah apa yang sudh dilakukan oleh
pemmerintah untuk memperbaik kondisi ni

DARI MANA REFORMASI BIROKRASI?

HIRUK pikuk reformast yang teradi ma tehun terakhir
nampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarekat sebaga
suatu hal yang tidak membawa berkah bagi mereka. Selain
Karena ekspektast yang mungkin terlalu tinggf, kekecewaan in
tmbul karena lju eformasi yang terjadi pada tataran polick
tdak seiring dengan lju reformasi pada tataran birokrasi yang
menjadi tik temu antara pemerintah dan masyarakat. Ada
kecenderungan jajaran birokrasi sama sekal tidak tersentul
(stagnant) oleh arus reformasi yang terjadi sehingga kinerja
birokrasi saat ini masih sama dengan Kinerja birolaast sebelum
teforma,

Ironisnya, sampai seat ind belum terhat kebijakan
yang memadal dari pemerintah untuk mempercepat kju
reformasi birokrasi, Yng ada baru sekedar hujatan dan caci-
maki. Presiden Megawati, misalnya, mengibaratkan aparat
birokrasi pemerintahan yang dipimpinnya saat ini sebage
keranjang sampah. Sepertl tidak mau Kalab, Menteri Negara
Pendayagunaan Apatatur Negara (MenPAN), dalam berbagai
esempatan, meggambarkan- birokrasi sebagai sosok yang
kegemukan, tidak becus, mementingkan diri sendiri, dan hanya
sekitar 40 persen PNS yang bekerja secara optinual. Walaupun
sinyalemen ini ada benarnya, pertanyaan yang lebdh penting
unfuk dijawab tentu saja adalah apa yang sudah dilakukan oleh
pemerintah untuk memperbakd kondisi ini.
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Melakukan perubehan yang mendasar pada birokas
bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk kasus Indonesia yang
masalahnya sudah sangat kompleks, mencari jawaban ates
pertanyaan darl mana reformast birokeasi it harus dimulai
pun nampaknya sangat sulit. Namun demikian, mengingat
Keterbatasan Keuangan pemerintah akibat kriss ekonom yang
tefudi dan reatf besarnya jumnlah pegawai negeri sipi saat ini,
melakukan analiis fungsi lembaga (intitutonal analyss) dapat
dipilh pemerintah sebagai langkah awel dalam melakukan
teformasi birokrasi di Indonesta.

Hix

Pemerintahan yang memiliki Komitmen terhadap
penciptaan pelayanan publk yang moderen, berkualtas tinggi,
elsin, dan responsi terhadap keinginan masyarakatnya secara
berkala dan sistematis melakukan analiss fungsi lembaga
mereka. Analss yang dilakukan sedikitnya sekali delam lima
tahun ini bertujuan untuk mengetahu apakah eksistenst setiap
ingtiusi pemerintah masth perlu dipetahankan seperti apa
adanya, direstrukturisas, atau sudah saatnya untuk dhapusken.
Adanya Kegiatan sepertl ini menunjukkan bahwa institus
pernerintzh sebenarnya bersifat dinaumis yang selalu berubah
dan eksistensinya tidak abadi.

Walaupun pada prakicknya diakukan dengan sangat
Komprehenst, prinsip wtama analisis fungsi lembaga dapat
digambarkan secara sederhana dan hanya terdir dart beberapa
langkah. Pertama, analisis fungsi lembaga mempertanyakan
apakah hegiatan atau lyanan publk (public services) yang
sclamaini dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah
masih dibutubkan oleh masyarakat atau tidak. Apabila jawaban
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Melakukan perubzhan yang mendasar pada birokeasi
bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk kasus Indonesia yang
masalshnya sudah sangat kompleks, mencart jawaban atas
pertanyaan dari mana reformasi birokeasi it harus dimula
pun nampaknya sangat sulit, Namun demikian, mengingat
Keterbatasan keuangan pemerintah ekibat kriss ekonomi yang
terfadi dan relatfbesarnya jumlzh pegawad negeri ipil sat ini,
melakukan analsisfungstlembaga (instituional analyss) dapat
dipilh pemerintah sebagai langkah awal delam melakukan
teformasi birokrasi di Indonesia.
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Pemerintahan yang memilii Komitmen terhadap
penciptaan pelayanan publk yang moderen, berkualitas tingg,
efisien, dan responsif tethadap keinginan masyarakatnya secara
berkala dan sistematis meakukan analiis fungsi lembaga
mereka. Analiss yang dilakukan sedikitnya sekali delam lima
fahun ini bertujuzn untuk mengetahu apakah eksistensisetiap
ingttusi- pemerintah masih perlu dipetahankan sepert apa
adanya, direstrukturisas, atau sudah saatnya untuk dhapusken.
Adanya kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa institus
peeintah sebenarnya bersifat dinamis yang selalu berubah
dan eksistensinya idak abadi.

Walaupun pada prakicknya diikukan dengan sangat
Komprehensif, prinsip wtama analisis fungst lembaga dapat
digambarkan secara sederhana dan hanya terdir dart beberapa
lingkah, Pertama, analisis fungsi lembaga mempertanyakan
apekah kegiatan atau layanan publk (public services) yang
selamaini dilakukan delivered) oleh suatu ermbaga pemerintah
masth dibutuhkan oleh masyarakat atan idak. Apabila jawaban
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dari pertanyaan ini menunjukkan bahwa Kegiatan atau layanan
tersebut tidak lagi dibutukan oleh masyarakat meka lembaga
tersebut harus dihapuskan (sbolshed). Dengan demikian, usia
suatu lembaga pemerinteh termasuk aparatur di dalamnya
hanya seumur kebutuhan masyarakat atas pelayanan lembaga
tersebut

Apabila analisi pertama menunjukkan bahwa sebahagian
dari kegiatan dan layanan publik yang dilakuken oleh lembaga
tersebut masih ada yang dbutuhkan masyarakat maka langkah
Kedua yang harus dilakokan adalah merestrukiurisastlermbaga
tersebut. Unit-unit lembaga yang secara langsung melakukan
Keglatan atau menghasikan ayanan yang masth dibutuhkan
oleh masyarakat dapat dipertabanken. Sebaliknya, uni-
unit yang tidak memilki kontribusi terhadap layanan yang
dihasikan dapat dhapuskan. Dengan demikian, bentuk akhir
dar lembaga tersebut menjadi lebih ramping sesa dengan
Kebutuban. Sudah tiba seatnya pemerintah harus berani mem-
PHK pegawai negeri sipil yang kehadirannya tidak diperlukan
lagi. Kebijakan seperti ini tenfu saja dilematis tetapi dalam
jangka panjang akan sangat bermanfaat bagi useha-usaa
memodernisast birokrast pemerintah.

Selanjutnya, apabila analiss pertama menunjukkanbahwa
masyarakat masih membutuhkan semua kegiatan dan layanan
publik yang dibasilkan oleh lembaga pemerintah tersebut maka
petl dlakukan analisa lanjutan yang dapat menghasilkan dua
Kesimpulan dengan implikasi berbeda. Pertama, walaupun
masih masih dibutuhkan masyarakat, lyyanan publk tersebut
tidak lagi harus menjadi tanggung jawab pemerintah, Dengan
demikian, layanan tersebut harus dilakukan oleh pihak swasta
yangselamainidikenal sebagai privatisasl, Keputusan privfisas
ini akan menghapuskan lemmbaga pemerintah yg selama ini
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(ari pertanyaan ini menunjukkan bahwa Kegiatan atau layanan
tersebut tidak lagi dibutubkan oleh masyarakat maka lembaga
tersebut harus dihapuskan (abolished!). Dengan demikian, usia
suatu lembaga pemerintah termasuk aparatur di dalamnya
hanya seumur kebutuhan masyarakat ates pelayanan lembaga
tersebut

Apabila analisis ertama menunjukkan bahwa sebahagian
(ari kegiatan dan layanan publik yang dilakukan oleh lembaga
tersebut masth ada yang dibutuhkan masyarakat maka lingkah
Kedua yang harus dilakukan adalah merestrukturisesi lembaga
tersebut. Unit-unit lembaga yang secara langsung melakukan
Kegiatan atau menghasikan leyanan yang masth dbutuban
oleh masyarakat dapat dipertahankan, Sebaliknya, unit
unit yang tidak memilki kontribusi terhadap layanan yang
dihasilkan dapat dihapuskan. Dengan demikian, bentuk akhir
dari lembaga tersebut menjadsi lebih ramping sesual dengan
Kebutuhan, Sudah tba seatnya pemerintah harus berani mem-
PHK pegawai negeri sipil yang kehadirannya tidek diperlukan
lagl. Kebijakan seperti ind tentu saja dilematis tetapi dalam
jingka panjang akan sangat bermenfaat bagi usaha-usaha
memodernisast birokrasi pemerintah.

Selanjutnya, apabilaanaliss pertama menunjukkanbahwa
masfarakat masth membutuhkan semua kegiatan dan layanan
publik yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah tersebut maka
perlu dilakukan analisa lanjutan yang dapat menghasikan dua
kesimpulan dengan implikasi berbeda. Pertama, walaupun
masth masih dibutubkan masyarakat, ayanan publk tersebut
tidak lagi harus menjads tanggung jawab pemerintah, Dengan
demikian, layanan tersebut harus dilakukan oleh pihak swasta
yangselama ini dikenal sebagai privatisast. Keputusan privtises
ini akan menghapuskan lembaga pemerintah yg selama ini
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malakukan lyanan publik sekaligus meringankan beban
pemerintah Karena tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran
untuk menyediakan layanan publk tersebut.

Anatisis anjutan dapat juga menyimmpulkan bahwalayanan
publk tersebut mashh dibutubkan masyarakat dan masih
merupakan tanggungiawab pemerintah. Walaupun demikian,
Kesimpulan ini tidak berart bahwa pengadaan Layanan publik
tersebut harus secara langstung ditangani pemetintah. Apabia
pihak swasta ternyata mampu menghasilkan Kualitas layanan
yang lebih baik dengan harga yang lebih murah maka layanan
publk yang selama ini dilakukan oleh lembaga pemerintah
dapat diaihkan ke phak swasta walaupun anggaran masih
menjadi tanggung jawab pemerintah (contracting out).
Oleh karena lembaga permerintah tidak lagi secara langsung
memberikan layanan publik tersebut, eksistensi- lembaga
tersebut juga harus diakhiri atou minimal diciutkan sekedar
untuk melaksanakan fungst regulasi sgjo. Keinginan Wk
Presiden yang dikemukakan beberapa waktu yang lau untuk
membubarkan BKKBN mungkin dapat dilihat delam Konteks
ini. Maksudnya, walaupun lembaga inf dibubarkan, fungs-
fungsi BKKBN tetep dapat dinikemat oleh masyarakat,

L

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kinerfa birokras saat i
masih sangat jauh darf harapan pemerintah dan masarakat
Nemun demikian, menghujatkinerjabitokeasitapamelakukan
useha-usaha nyata untuk memperbaiki Kinerja tersebut tidak
akan memperbalki kondisi yang ada sekarang. Di tengah
Kesulitan untuk memutuskan dart mana reformas birokras
ini bisa dimulai, analisis fungsi lembaga dapat menjadi ik
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in bisa dimule, analisis fungsi lembaga dapat menjadi titk
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awal apabila pemerintah serius untuk melakukan perbakan
terhadap kondis birokras. Dengan melakukan analiss fungsi
lernbaga maka ada beberapa hasil posif yang dapat diperoleh
pablla dilakukan secara konsisten. Pertama, pemerintah
dapat menentukan lembaga mana yang eksistensinya sudah
tidek dibutuhkan lagi dan oleh karena itu harus dibubarkan.
Kedua, pemerintah juga dapat melakukan proses restruktursasi
kelembagaan pemerintah secara ebih bertanggung jawab, Tidak
sepet penghapusan Departernen Penerangan dan Departernen
Sostal di jaman pemerintahan Abdul Rahman Wahid yang
walaupun mungkin sangat beralasan tetapi terkesan emosional
dan mengada-ada. Ketiga, dengan melakukan analisis fungi
elembagaan, pemerinteh dapat  menunjukkan ~ kepada
para pegawai negeri sipil bahwa pekerjaan sehagai pelayan
masyarakat bukan hagl pekerjaan seumur hidup (lfetime
employment). Salah satu penyebab sendahnya kinerja birokrasi
Karena adanya anggapan di antara pegawal negeri sipil bahwa
pekerjaan meteka adalah untuk seumur hidup. Terekbir, dengan
melakukan analiss fungsilembaga secara konsisten pemerintah
apat menghemat anggaran yang cukup besar Karena tidak
petlu agi terus membiayei lembaga-embaga pemerintah yang
Kegiatan atau layanannya tidak lagidibutuhkan oleh masyarakat
atau yang fungsina dapat dijalankan oleh pihak swasta

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

awal apabila pemerintah serius untuk melakukan perbatkan
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KALAU SAYA MENJADI MENPAN

TULISAN  Feisal Tamin, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (MenPAN), tentang Kondisi birokrasi
Indonesia saat ini dan areh Kebijakan yang akan diambil untuk
memperbaiki Kondist tersebut (Republika 27/11/2002) sangat
menarik untuk ditindaklanjut. Hal in terutama arena tulisan
tersebut hanya memaparkan rencana grand policy yang akan
dilaksanakan tetapi belom dtlengkapi dengan alternafifkegiatan
operasional yangakan dilakukan agar tojuan darikebijakan yang
dipaparkan pada tulisan tersebut dapat terwujud. Kalau saya
menjaci MenPAN maka melaksanakan analiss fungs lembaga
(institufional analysis) terhadap semua lembaga pemerintah
yang ada sekarang akan saya pih sebagai langkah awal untuk
melakukan pekerjaan besar mereformasi birokeast yang ada
saat ini. Dengan melaksanakan analisis ini, erbagai kegiatan
sustlan untuk wewujudkan berbagai tujvan dari Kebijakan
yangdirencanakan oleh MenPAN, seperti aparatur negara yang

profesional, efsien, transparan dan melayan, akan dapat dapat
dlaksanakan.

i

Pemerintahan yang memilki Komilmen {erhadap
penciptaan pelayanan publk yang modeten, berkualtas tinggi,

elisien, dan responsi terhadep keinginan masyarakat yang
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dilayan, secara berkala dan sstematis melakukan analiss fungsi
lernbaga birokras mereka. Analiss yang dilakukan sedtkitnya
sekal dalem lima tahunini bertujuan untuk mengetahui apakah
sepert apa adanya atau sudah saatnya untuk direstrukurisas
atau dihapuskan. Adanya Kegiatan sepert ini menunjukkan
batwa birokrasi pemerintah sebenarnya bersifat inamis yang
selau berubah dan eksistensi suatu lembaga pemerintah tidak
thadi.
Pringip  utama %is fungsi lembaga ~adalah
memmpertanyakan apakah Kegiatan atau layanan publk (public
services) yang selama ini dilakokan (delivered) oleh statu
lembaga pemerintah mashh dibutuhkan oleh masyarekat
atau tidak. Berdasarkan prinsip i, analisis fungs lembaga
dupat menghasilan sediitnya tiga Kesimpulan dengan
implkasi kebijakan yang berbeda Pertama, h?ﬁnalisis dapat
menyimpulkan bahwa kegiatan atau layanan suatu lembaga
pemerintah tidak dibutuhkan lagt oleh masyarakat dan oleh
Karenaitulembagatersebutharusdihapuskan (abolished) Dengan
demikian, usia suatu lembaga pemmerinteh termasuk aparatur di
dalamnya seharusnya hanya seumur kebutuban masyarakatatas
pelayanan lembaga tersebut. Hal ini bisa dianalogikan dengan
Kehadiran seorang penjual di pasar yang hanya akan bertahan
sepanang masth ada pembel yang membutuhkan dagangan s
penjual. Dengan adanya penghapusan lembaga-lembaga yang
layanannya tidak lagl dibutuhkan oleh masyarakat maka selah
satu tujuan kebijakan reformasi. bigoksesi MenPAN berupa
penctapan jumlah pegawai negeri spil yang sesuai dengan
Kebutuhan dapat segera diwujudkan. Kebijakan zero growth
sudab tidak memadai lagi untuk difacikan sebagaisatu-satunya
Wpaya merampingkan birokras yang ada saat ini

7
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emkian, usia suatu lembaga pemerintah termesuk aparatur di
alamnya seharusnya hanya seumur kebutuban masyarakat atas
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Kedua, analisis fungsi lembaga dapat juga menghasilkan

Kesimpulan yang menunjukkan bahwa schahagian d
kegiatan dan layanan publik yang dilakokan oleh statu
lernbaga pemerintzh masih ada yang dibutuhkan masyarakat.
Kesimpulan seperti ini dapat ditindaklanjuti dengan Kebijakan
merestrukiurisast lembaga tersebut. Unit-unit lembaga yang
secaralangstung melakukan kegiatan atau menghasilkan layanan
yang masih dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipertahankan
Sebaliknya, unit-unit yang tidak memiliki kontribusi tethadap
layanan yang dihaslkan dapat dihapuskan. Dengan demikian,
bentuk akbir dari lembaga tersebut akan menjadi ebih ramping
searah dengan kebijakan MenPAN untuk menciptakan birokrasi
yang sestiai dengan ke

Ketiga, hasil analisis dapat juga menunjukkan bahwa
masyarakat masth membutubkan semua kegiatan dan layanan
publk yang dihasilkan oleh suatu lermbaga pemerintah,
Kesimpulan ini harus dianalisis Jebih Lanjut lagi untuk
mengetshui apakah layanan publk yang masth dibutuhkan
masyarakat tersebut masth harus menjadi tanggung jawab
pemerintah. Apabila ternyata bahwa layanan publik tersebut
dapat disediakan dengan lebih baik oleh pihak swasta maka
tanggung jawab pengadaan lavanan publk tersebut sebaiknya
diserahkan kepada pthak swasta. Hanya dengan demikian mzka
Kebijakan MenPAN yang ingin mendorong peran serta seklor
swasta sebagal salah satu unsur peloku akef dolam perumusan
dan pelaksanaan Kebfjakan ekonom nastonal dapat terwujud
Delam konteks ini maka sangat subt untuk memaharmi adanya
sejurnlzh pemerintah daereh yang mebentuk perusahaan taksi
atau membangun taman hiburan ala Disneyland karena selain
semakin membengkakkan birokrasi juga menaptkan peran
setta pihak swasta delam menyediakan layanan publik
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Kedua, analsis fungsi lembaga dapat juga menghasilkan
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rintah. Apabila ternyata bahwa layanan publk tersebut
% disediakan dengan lebih batk oleh phak swasta maka
tanggung jawab pengadaan layanan publik tersebut sebaikeya
diserahkan kepada pihak swasta. Hanpan Qemikian maka
ebijakan MenPAN yang ingin mendorong peran serta sekior
swasta sebagai salah sat unsur pelaku aktif dalam perumusan
dan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional dapat terwujud.
Dalam konteks ini maka sangat sult untuk memahar adanya
sejumizh pemerintzh daerah yang mebentuk perusahaan taksi
atat memmbangun taman hiburan ala Disneyland karena selain
semakin membengkakkan birokrasi juga menapiken peran
setta pihak swasta dalam menyediakan layanan publik
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Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagal layanan
publk seperti Kesehaten masih harus menadi- tanggung
jawab pemerinta. Namun demikian, tidak berarti bahwa
pengadaan layanan publik tersebut harus secara angsung
ditangani pernerintah. Apabila pihak swasta ternyata mampu
menghasikan kualitas layanan yang lebih baik dengan harga
yang lebih murah maka layanan publik yang selama ini
dilekokan oleh lembaga pemerintah dapat diaihkan ke pihak
swasta. walaupun anggaran mash menjadi tanggung jawab
pemerintah (confracting ouf). Oleh Karena pemerintah tidak
lagi secara langsung memberkan layanan publik tersebu,
cksistensi berbagai lembaga pemerintah juga harus diakhiri
atau minimal diciutkan sekedar unfuk meleksanakan fung
tegulas dan pengawasan saa. Keinginan Wakdl Presiden yang
dikemukakan beberapa waktu yang lalu untuk membubarkan
BKKBN mungkin dapat dilat dalam Konteks ini. Maksuduya,
walaupun lembaga in dibubarkan, fungs-fungsi BKKBN tetap
dapat dinikenati oleh masyarekat.

1t

Hasl] akhir dari analisis fungs lembaga adalah semakin
rampingnya birokeasi karena pemerinfah hanya  akan
mempertahankan suaiw lembaga yang layanannya masih
dibutuhkan oleh masjarakat. Sebagai MenPAN, saya sadar
bahwa kebijakan seperti ini akan dipandang kontroversial
oleh berbagai Kalangan dan dilemati bagi pemerintah. Pada
saat yang sama, saya juga berkeyakinan bahwa dalam jangka
paang kebijakan inf akan Sangat bermanfaat bagi useha-tsaha
memodernisest birokrasi, seperti peningkatan profesionalita
dan sistem remunerasi PNS. Sudah tiba satnya, pemerintah
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Hasi akbir dari analisis fungst lembaga adalah semakin
tampingnya birokrasl karena pemerintah hanya akan
mempertahankan suafu lembaga yang layanannya masth
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harus menunjukkan kepada para PNS balwa pekerjaan sebagai &m menunjukkan kepada para PNS bahwa pekerjaan sebage
pelayan masyarekat bukan agi pekerjaan seumur hidup Tjfetime pelayan masyarakat bukan agi pekerjaangqymur hidup (ljfetime
employmen) Karena anggapan seperti ni juga merupakan salah employmen) karena anggapan sepert nijuga merupakan salah
satu penyebab rendahnya kinerfabirokrasi satu penyebab rendabnya Kinerja birokask
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PEMBERDAYAAN PEGAWAL: APA, MENGAPA
DAN BAGAIMANA?

SELAIN pelayanan prima, pemberdayaan pegawaiadalzh
Kosa Kata Lain vang sepertinya “harus” diucapkan oleh para
pejabat pemerintah dalam berbagat Kesempatan. Tetapt seperti
pelayanan prin, tahukah kita apa yang dimaksudkan dengan
pemberdayaan pegawe? Tulisan singkat ini akan menjelaskan
pa sebenarnya yang dimaksuckan dengan pemberdayaan
pegawai, mengapa konsep yang berasal dari organisasi
bisnis inf perlu diadopst oleh organisasi publik, bagaimana
mengimplementasikan konsep ini apamanfaat mengaplikesikan
Konsep ini ke dalam organisasi publk, dan apa hambatan yang
apat menggagalkan usaha-usaha pemberdayaan pegawat i
dalam organisas,

Apa Pemberdayaan itu?

Konsep  pemberdayaan  (empowerment) -~ diartkan
secara berbeda-beda. Ada yang mengartkan konsep ini
secara sedethana sepertl “memberi daya” (fo give power) atau
adanya kelehuasaan bagi seiap individu untuk mengendalikan
dirinya sendiri. Ada juga yang mencoba menjelasan dengan
menginalogkan Konsep pemberdayaan dengan pemberian
lsensi atau surat isin (Applegarth dan Posner 20028). Dengan
analog terscbut mereka berpendapat bahwa pegawai yang
diberdayakan (empowered) adalah meteka yang telah diberi
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bisnis ni pertu diadopsi oleh organisasi publik, bagaimana
mengimplementasikan konsep ni.apamanfaatmengaplikastkan
onsep ini ke dalam organisasi publik, dan apa hambatan yang
apat menggagelkan usaha-useha pemberdayaan pegawai di
alam organisai,

Apa Pemberdayaan itu?

Konsep ~ pemberdayaan ~ (empowerment) - diartkan
secara berbeda-beda. Ada yang mengartian konsep ind
secara sederhana seperti ‘memberi daye (fo give power) atau
adanya eleluasaan bagf seiap individu untuk mengendalikan
dirinya sendirl. Ada fuga yang mencoba menjelaskan dengan
menginaloglkan Konsep pemberdaboasy dengan pemberian
lsensi atau surat isin (Applegarth dan Posner 20028). Dengan
analogl tersebut mereka berpendapat bahwa pegawai yang
diberdayakan (empowered) adalah mereka yang telah diberi
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lisensi atan kebebasan untuk bertindak dalam batas-batas
yang jelas guna mencap hasi yang telah disepekti bersama.
Sebaliknya, pegawai yang tidak diberdayakan (unemponered)
adalah mereka yang tidak diberi lsensi atau Karena pegawai
tersebut tidak menyadari adanya kebebasan tersebut. Cook
dan Macaulay (19%6:1) mengartkan pemberdayaan sebagei
penyebaran pengambilin keputusan dan tanggung jaweb
i delam organisasi, yang aken mendorong keterlbatan
para pegawai, dan yang berfufuan unfuk meningkatkan
kinerja organisesi. Dari defenisi-efenst yang dikemukalan
sebehumnya dapat irangkum bahwa pernberdayaan sebenarnya
adalah memberikan daya atau lisensi kepada pegawai-pegawai
di dalam organisasi agar mereka dapat mengambil keputusan-
keputusan.

Konsep pemberdayaan ini berkembang di dalam
organisast bisnis i awal tahun 1990-an. Oleh karena dianggap
mampu meningkatkan tidak hanya kinerja organdsast bisnis
onsep tersebut dicoba diperkenalkan di dalam organisas
publk. Kemungkinan penerapan Konsep ini ke dalam
organisast publik didasari pada kenyataan bahwa alasan-alasan
yang melatarbelakang lahirnya konsep ini df delam organisas
bisnis uga terjads di dalam organisasi publk. Pertama, konsep
ini berasumsi bahwa pada dasarnya setiap pegawai di dalam
organisast schenarnya sudah memilld daya (potensi) bk
berupa pengetabuan, skap, atau keterampilan, Oleh karena it,
useha-usaha pemberdayaan pada dasarnya hanya bertujuan
untuk mengeluarkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh
pata pegawai di dalam organisast

Kedua, konsep pemberdayaan juga diatarbelakangi oleh
asumsi balwa pegawai yang berhubungan langsung (front-
line staf) dengan pelanggan (untuk organisasi bisnis) atau
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lisenst atau kebebasan untuk bertindak dalam batas-batas
yang jelas guna mencapa hasl yang telah disepakat bersama.
Sebaliknya, pegawai yang tidak diberdayakan (unempowered)
adalah mereka yang tidak diberi lisensi atau Karena pegawal
fersebut tidak menyadari adanya kebebasan fersebut. Cook
dan Macaulay (19%:1) mengartkan pemberdayaan sebaga
penyebaran pengambilan keputusan dan tanggung jawab
di delam organisasi, yang akan mendorong Keterkbatan
para pegawai, dan yang bertujuan untuk meningkatkan
Kinerja organisast. Dari defendsi-defenisi yang dikemukakan
sebelumnya dapat irangkum bahwa pemberdayaan sebenarnya
adalah memberkan daya atau lisensi kepada pegawai-pegawal
di dalam organisasi agar mereka dapat mengambil keputusan-
keputusan.

Konsep pemberdayaan ini berkembang di dalam
organisast bisnis di awal tshun 1990-an. Oleh karena dianggap
mampu meningkatkan tidek hanya kinerja organisast bisnis,
konsep tersebut dicoba diperkenalkan di dalam organisas
publ. Kemungkinen penerapan Konsep ini ke delam
organisasi publik didesari pada kenyataan bahwa alasan-alasan
yang melatarbelakangi lahirnya konsep ini di delam organisas
bisnis uga terjdi di dalam organisasi publik. Pertama, konsep
ini berasumsi bahwa pada dasarnya setiap pegawai di delam
organisasi sebenarnya sudah memiiki daya (potensi) baik
berupa pengetahuan, sikap, atau keterampilan, Oleh karena it
usaha-usaha pemberdayaan pada desarnya hanya bertujuan
untuk mengehvarkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh
para pegaiai di dalam organisasi.

Kedua, konsep pemberdayaan juga dilatarbelakang] oleh
asumsi bawa. pegawai yang bethubungan langsung (front-
line staf) dengan pelanggan (untuk organisasi bisnis) atau
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masyarakat atau stake older (untuk organisasi publi) adalah
orangyang palingmengetehuikeinginan pelanggan/masyarakal.
Oleh karenaitu, seyokyanyalah apabila mereka yang mengambil
Keputusan terbaik tentang apa-apa yang harus dilakukan untuk
memenuhi harapan-harapan pelanggan/ masyarakal. Ketig,
Konsep ini mengasumsikan bahvwa kemungkinan implementas
suatu keputusan akan menjadi lebih besar apabila keputusan
tersebut dibuatoleh meteka yang aken melaksanakan keputusan
tersebut, dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh
orang hin. Karena umumnya keputusan-keputusen di delam
organisas! dilaksanakan atau iimplementasikan oleh stef meka
Kemungkinan irmplementasi keputusan tersebut akan menfadi
Lebih besar apabila keputusan tersebut dibuat oleh staf. Asumsi-
asumsi yang melatasbghbangt lahirnya konsep pemberdayaan
in tidak hanya belaku pada organisas bisnis tetap! juga pada
organisast publik.

Manfaat Pembedayaan?

Secara umum pemberdayaan pegawai diyakind akan
meningkatkan produktifitas organisast yang di sektor bisnis
apat diukur dari semakin besarnya Keuntungan. Walaupun
tidek diukur dalem bentuk keuntungan (karena umumnya
tidek mengejar keuntungan), manfaat pemberdayaan pegawei
di dalam organisasi publk depat dijelaskan dari ssi bawahan,
pimpinan, dan masjarekat yang menerima pelayanan. Bagi
pegawai bawahan, pemberdayaan dapat meningkatkan rasa
banggs, tasa percaya dirf, dan hepuasan herja karena usahanya
dihargai. Karena merasa usahanaya dihargai, pegawai bawahan
akan selalu terdorong unfuk menggunakan pengetabuan
dan etrampilannya untuk berinovast dalam bekerja, dalam
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masyarakat atau stake holder (untuk organisast publk) adalah
orangyang paling mengetahu keinginan pelanggan/masyarakat.
Oleh karenaitu, seyokyanyelah apabila mereka yang mengambil
Keputusan terbaik tentang apa-apa yang harus dilakukan untuk
memenubi harapan-harapan pelanggan/ masyarakat. Ketiga,
onsep ini mengasumsikan bahwa kemungkinan implementst
suatu keputusan akan menjadi lebih besar apabila Keputusan
tersebut dibuatoleh mereka yang akan melaksanakan keputusan
tersebut, dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh
orang hin. Karena umumnya keputusan-keputusan di delam
organisasi dilaksanakan atau diimplementastkan leh stef, maka
Kemungkinan implementast keputusan tersebut akan menjads
lebih besar apabila keputusan tersebut dibuat oleh staf, Astumsi-
asums yang melatarbelzkangi lahirnya konsep pemberdayaan
i tidak hanya berlaku pada organisa bisnis tetapi juga pada
organisasi publik

Manfaat Pembedayaan?

Secara umum pemberdayaan pegawai diyakini akan
meningkatkan produkiftas organisasi yang di sektor bisnis
apat diukur dari semakin besarnya keuntungan. Walaupun
tidak diukur dalam bentuk keuntungan (karena umumaya
tidak mengejar keuntungan), manfaat pemberdayzan pegawai
(i dalam organisast publk dapat dijelaskan dari sst bawahan,
pimpinan, dan masyarakat yang menerima pelayanan. Bagl
pegavai bawahan, pemberdayaan depat meningkatkan rasa
bangg, tasa percaya dirf dan kepuasan kerfa karena usahanya
(ihargai. Karena merasa usahanaya dihargal, pegawai bawahan
dkan selau terdorong untuk menggunakan  pengetauan
dan Ketrammpilannya untuk berinovasi dalam bekerja, dalam
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mengambil keputusan dan dalam mengemukakan saran-saran
untuk meningkatkan Kinerja organisasi,

Karena pengambilan keputusan menyebar di dalam
organdsast maka beban kerja pimpinan dapat cikurangl
Selanjutnye, waktu huang yang dimilii pimpinan sebagai
akibat darf adanya pemberdayaan pegawai dapat digunakan
untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan untuk hal-
hal yang lebih penting/strategis. Dan Karena pegawai bawahan
termotivasi unuk mengemukakan pendapat-pendapataya,
emungkinan pimpinan untuk mendapatkan ide-ide baru dar
pegawai bawahan juga semakin besar,

Bagi orgenisasi, pemberdayaan  pegawai  akan
meningKatkan efisiensi, efekiifites organisasi kualitas layanan.
Peninghatan kualitas layanan sebagat has] darf pemberdayaan
pegavai pada akhirnya akan megjnstion Kepuasaan
masyarakat, Hal ini dapt terjadi Karena, pada dusarnya,
masyarakat lebih senang berurusen dengan staf yang dapat
mengambil keputusan dan membutubkan pelayanan segeta (on-
the-spof), bukan pelayanan yang berjenjang (berlapis dengan
betbagai persetujuan).

Bagaimana Memberdayakan Pegawai?

Karena pemberdayaan pada dasarnya adalzh penyebaran
pengambilan keputusan dan i delam organisesi wewenang
pengambilan keputusan terbanyak selalu berada di pucuk
pimpinan, usaba-usaha pemberdayaan pegawai hanya akan
menjadi kenyataan apabila dimulaf dari pimpinan tertinggt di
dalam orgungiqai Blanchard, Carlos, dan Randolph 1998:25).
Adapun lzﬁ-langkah yang perl diaknkan - dalam
mewujudkan pemberdayaan pegawai di dalam organisasi
dijelaskan oleh Diana Tracy sebagai berikut,
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mengambil keputusan dan dalam mengemukakan saran-saran
nfuk meningkatkan Kinetja organisasi.

Karena: pengambilan keputusan menyebar di- dalam
organisasi maka beban kerj pimpinan dapat dikurang
Selanjutnya, wakdu luang yang dimitki- pimpinan sebaga
akibat dari adunya pemberdayaan pegawad dapat digunakan
unfuk meninghatkan kemampuan manajerial dan untuk hal-
hal yang lebih penting/strategis. Dan Karena pegawai bawahan
termotivasi wniuk mengemukakan pendapat-pendapatnya,
kemungkinan pimmpinan unfuk mendapatkan ide-ide baru dari
pegawat bawahan juga semakin besar

Bagl orgundsasi, pemberdayaan  pegawal  akan
meningkatkan efiiensi, elekiiites organisasi kualitas layanan.
Peninghatan kualitas Layanan sebagai hasl darf pemberdayaan
pegawal pada akhimya akan meninglathan Kepuasaan
masyarakat. Hal ini dapat terjadi Karena, pada dasarnya,
masfarakat lebih senang berurusan dengan staf yang dapat
mengambilkeputusan dan membutuhkan pelayanan segera (on-
the-spof), bukan pelayanan yang berjenjang (berlapis dengan
berbagai persetujuan).

Bagaimana Memberdayakan Pegawai?

Karena pemberdayaan pada dasarnya adalah penyebaran
pengambilan keputusan dan i dalam organisasi wewenang
pengambilan keputusan terbanyak selalu berada di pucuk
pinmpinan, usaha-useha pemberdayaan pegawai hanya akan
menjadi kenyataan apabila dimulai dari pimpinan tertinggi di
dalam organisast (Blanchard, Carlos, dan Randolph 1998:25).
Adapun langkah-langkah veng perly dilakukan  dalam
mewujudkan pemberdayaan pegawai di dalam organisasi
dijlaskan oleh Diana Tracy sebagai ekt
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Pertamma,perhu dijlaskan Kepada setiap pegawai apa yang
menjadi tanggung jawab mereka. Setelah tanggung jawab ini
dipahami, pegawal tersebut fuga harus diberi wewenang yang
setara dengan tanggung jawab yang mereka miiki. Nemun
emikian, untuk setiap wewenang dan tanggung jawab yang
diberikan harus diengkapi dengan standar kinerja yang
diharapkan dari para pegawai yang bersangkutan. Kedua,
agar setap pegawal dapat memenubi standar kinerja yang
diharapkan maka pelatihan dan pendampingan (mentoring)
harus dilakukan. Selain tu, para pegawai juga harus diberikan
sebanyak mungkin informasi menyangkut berbagai hal yang
tejad i dalam organisasi karena informastinf akan membantu
pata pegaal dalam pengambilan Keputusan yang tepat

Ketiga, bagaimanapun tingkat kinerja yang dihsikan
oleh pegawai, pimpinan perls memberkan umpan-balik
(fedback). Pegawat yang berkinerja baik dan dapat memenuhi
standar yang diharapkan harus diberi penghargaan. Namun
emikian, pimpinan dan seluruh anggota organisasi uga harus
dapat menerima apabila masth ada pegawai yang belum mampu
memenuhi standar kinerja yang sudeh ditetapkan. Terakbir
tetap tidak kalah pentingnya dalam menentukan kebethasllan
useha-usaha pemberdayaan di dalam suatu organisas adalah
memberikan Kepercayaan (frust) Kepada setiap pegawai dan
mempetlakukan mereka dengan penub rasa hormat (digniy).

Dengan adanya langhah-lngkah ~ dalam  proses
pemberdayaan seperti yang diuratkan ini, Secara tersiat dapat
juga dikatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses
untuk menyiapkan pegawai di dalam organisasi agar dapat
mengambil keputusan-keputusan, Halinizh yang membedakan
pemberdayaan dengan pendelegasian wewenang, Pendelegasian
wewenang dapat dilakukan secara serfa merta dengan satu
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Pertama, perlu dijlaskan kepada setiap pegawai apa yang
menjadi tanggung jawab mereka. Setelah tanggung fawab ini
dipahann, pegawai tersebut juga harus diberi wewenang yang
setara dengan tanggung jawab yang mereka miki. Nemun
emikian, untuk setiap wewenang dan tanggung jawab yang
diberikan harus dilengkapi dengan standar kinerja yang
diharapkan dari para pegawai yang bersangkutan. Kedua,
agar setiap pegawai dapat memenuhi standar kinerja yang
diharapkan maka pelatihan dan pendampingan (menforing)
harus dilakukan. Selain tu, para pegawai uga harus diberikan
sebanyak mungkin informasi menyangkut berbagai hal yang
terjadi didalam organisasi kavena informasiinfakan membantu
para pegawai dalam pengambilan keputusan yang tepat

Ketiga, bagaimanapun tingkat Kinerja yang dihasikan
oleh pegawai, pimpinan perla memberikan umpan-balik
(fedback). Pegawa yang berkinerja baik dan dapat memenubhi
standar yang diharapkan harus diberi penghargaan. Namun
emkian, pimpinan dan seluruh anggota organisast uga harus
apat menerima apabila masth ada pegawat yang belum mampu
memenuhi standar kinerfa yang sudzh ditetapkan. Terakir,
tetai tidak kalah pentingnya dalam menentukan kebethasilan
usaha-usaha pemberdayaan di dalam suatu organiss, adalah
memberikan Kepetcayaan ({rust) Kepada setiap pegawai dan
memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat (digify),

Dengan adanya  langhahlngkah ~ dalam ~ proses
pemberdayaan seperti yang diuraikan ini, secara tersiat dapat
juga dikatakan bahwa pemberdayean adalah suatu proses
unfuk menyiapkan pegawai di dalam organisasi agar dapat
mengambil keputusan-keputusan. Hal inilah yang membedakan
pemberdayaan dengan pendelegasian wewenang, Pendelegasian
wewenang dapat dilakukan secara serta merta dengan satu
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perintah, isan atau tertuls, sedangkan pemberdayaan siatnya
berproses, yang dimulai dengan menyiapkan pegawai agar
dapat menjalankan wewenang pengamblan Keputusan yang
didelegasikan kepada mereke.

(Gagal Pemberdayaan?

Walaupun ~ langhah-lngkeh ~ seperti  yang  tehh
diteranghan sebelumnya sudah diimplementasikan, usaha-
uscha pemberdayaan pegawai delam organisasi belum tentu
dapat terwujud karena beberapa hal. Fektor-faktor penghambat
Keberhasilan pemberdayaan ini ada yang berasal dari
pegawai it sendiri tetapi ada juga yang berasal dar pimpinan,
Hombatan yang berasal dari pimpinan lamanya. adalah
Keengganan untuk membagikan Kekuasaan atau wewenang
mereka dengan alasan bahwa hal tersebut akan mengurangi
wibawapimpinan, Hambatan ainnyaadalahkeinginanpimpinan
untuk melabarkan perubaban dengan sekejap (impatience) tanpa
menyiapkan atau mempertimbangkan kemampuan staf untuk
menerima dan melaksanakan wewenang baru. Pimpinan seperti
iniberasumsi bahwastal memiliki pengetabiuan dan ketrampilan
untuk melakukan program pemberdayaan tanpa harus diberi
pelathan atau pendampingan. Usaha-usaha pemberdayaan
dapat uga digagalkan oleh kurangnya komunikast yang terbuka
dar pimpinan sehingga pegawai tidek memilki nformasi yang
cukup untuk dapat mengambil keputusan yang batk. Selain
ifu, pemberdayaan pegawai juga akan sulit terwujud apabila
pimpinan idak melakukan monitor dan umpan balk sehingga
pegawai dapat mengetahui apekeh Kinerja mereka sudah sesuai
engan apa yang diharapkan. Unpan ballk dan montor juga
diperlukan oleh pegawai utamanya agar mereka mengetahui
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perintah, lisan atau tertuls sedangkan pemberdayaan siatnya
berproses, yang dimulai dengan menyiapkan pegawai agar
dapat menjalankan wewenang pengambilan Keputusan yang
didelegasikan kepada mereka

(Gagal Pemberdayaan?

Walaupun ~ langah-hngkah — seperti  yang  telah
diterangkan sebelumnya sudah diimplementasikan, uscha-
usaha pemberdayaan pegawai dalam organisasi belun tentu
dapat terwujud karena beberapa hal. Faktor-fakor penghambat
eberhasilan pemberdayaan pegawai ini ada yang berasal dar
pegawai it sendiri tefapi ada juga yang berasal dari pimpinan,
Hambatan yang berasal darl pimpinan wamanya adalah
keengganan untuk membagikan Kekuasaan atau wewenang
mereka dengan alasan bahwa hal tersebut akan mengurangl
wibawapimpinan, Hambatanlainnyaadalahkeinginanpinmpinan
untuk melakukan perubahan dengan sekejap (impatience) tanpa
menyiapkan atau mempertimbangkan kemampuan staf untuk
menerima dan melaksanakan wewenang baru. Pimpinan seperti
iniberasums bahwa staf memiliki pengetabuan dan Ketrampilan
unfuk melakukan program pemberdayaan tanpa harus diberi
pelahan atau pendampingan. Usaha-usaba pemberdayaan
Pugadigaga]kan oleh Kurangaya komunikasi yang terbuka
art pimpinan sehingga pegawai tidak memilki informasi yang
cukup untuk dapat mengambil keputusan yang baik. Selain
iu, pemberdayaan pegawai juga akan sult terwujud apabila
pinupinan tidak melakukgpmanitor dan umpan btk sehingga
pegawai dapat mengetahut apakah Kinerfa mereka sudah sesuai
dengan apa yang diharapkan. Umpan balk dan monitor juga
diperlukan oleh pegawal utamanya agar mereka mengetahud
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langkah-Jangkah yang harus mereka lakukan apabila kinerj
tersebut belum sestai dengan yang diinginkan

Selain factor-fakior yang berasal dari pimpinan, usaha-
useha pemberdayaan dapat juga gagal Karena berbagai hal yang
berasal dari pegawai yang ingin diberdayakan. Sebagai contob,
ada pegawai yang sudah cukup puas dengan kondis kerja yang
mereka jalani sehingga mereka tidek mau lag] dibebani dengan
tanggung jawab yang baru. Selain itu, ada juga tipe pegawai
yang lebih senang bekerja atau bergantung pada keputusan yang
dibuat atesan. Kedua tipe pegawai yang seperti ini berpotensi
untuk menggagalkan usaha-usaha pemberdayaan pegawai
di dalam organisast Karena mereka merasa tidak perhy untuk
diberdayakan lagi. Selin itu ada juga jenis pegawai yang
cenderung selalu Kaku dengan aturan yang ada dan “ngebos”
apabila pimpinan tidak ada. Tipe pegawal sepertini juga dapat
menghambat proses pernberdayaan karena tujua pemberdayaan
yangantaralainmemberikan kelonggarankepada pegawaiuntuk
berimprovisasi dan membuat keputusan menjad; terhambt.

Penutup
Konsep pokok pemberdayaan pegawai i dalam organisas

sehenarnya adalah penyebaran  pengambilan Keputusan.
Dengan demikian, pengambilan keputusan pada organisasi
yang memberdayakan pegawainya fidak lagi terpusat hanya
pada pimpinan tetapi menyebar sampai pada pegawai terdepan
yang setiap saat berhubungan langsung dengan masyarekat
yang membutukan pelayanan

Karena di dalam setiap organisasi pimpinan selalu
merupakan permegang wewenang pengambil keputusan erbesar,
uscha-usaha pemberdayaan pegawai di delam suatu organisasi
tidek mungkin depat terwujud kalau komitmen tersebut idak
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langkah-langkah yang harus mereka lskukan apabila kinerj
tersebut elum sestat dengan yang diinginkan.

Selain factor-faklor yang berasal dari pimpinen, useha-
usaha pemberdayaan dapat juga gagal Karena berbagai hal yang
erasal dari pegawai yang ingin diberdayaKan. Sebagai contob,
ada pegawad yang sudah cukup puas dengan kondis ketja yang
mereka jalan sehingga mereka tidak mau lagi dibebani dengan
tanggung jawab yang baru. Selain itu, ada juga tipe pegawai
yang lebih senang bekerja atau bergantung pada keputusan yang
dibuat atasan. Kedua tipe pegawai yang seperti ini berpotensi
unfuk menggagalkan usaha-usaha pemberdayaan pegawai
di dalam organisasi karena mereka merasa tidak perlu untuk
diberdayakan lagi. Selain itu ada juga jenis pegawai yang
cenderung selalu Kaku dengan aturan yang ada dan “ngebos”
apabla pinpinan tidak ada, Tipe pegawai seperti ni juga dapat
menghambat proses pemberdayaan karena tujua pemberdayaan
yangantaralainmemberikan kelonggarankepada pegawaiuntuk
berimprovisast dan membuat keputusan menjadi terhamba.

Penutup

Konsep pokok pemberdayaan pegawai i dalam organises
sebenarnya adalah penyebaran  pengambilan keputusan.
Dengan demikian, pengambilan keputusan pada organisasi
yang memberdayakan pegawainya tidak lagi terpusat hanya
pada pimpinan tetapt menyebar sampai pada pegawai terdepan
yang setiap saat berhubungan langsung dengan masparakat
yang membutuhkan pelayanan

Karena di dalm setiap organdsast pimpinan selaln
merupakan pemegang wewenangpengambil keputusen erbesar,
usaha-usaha pemberdayaan pegawai di delam suatu organisasi
tidak mungkin dapat terwujud kelau komitmen tersebut tidak
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dimulai dari pucuk pimpinan. Oleh Karena itu, pimpinan
organisasi yang masih melhat penyebaran pengambilan
Keputusan sebagai usaha yang mengurang kewibawaan dan
atau hekuasaan mereka, tidak mungkin dapat menerapkan
Konsep pemberdayaan di dalam organisast. Sebalknya, staf
atau bawahan yang merasa tetbebant apabila dibert wewenang
yang lebih besar, misalnya dalam bentuk Kemungkinan untuk
pengambilan keputusan juga bisa menggagalkan uscha-useha
pemberdayaan di dalm organisasi,
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imulat dart pucuk pimpinan. Oleh karena itu, pimpinan
organisasi yang masth meihat penyebaran pengambilan
keputusan sebagai useha yang mengurangi Kewibawaan dan
atau hekuasaan mereka, tidak mungkin dapat menerapkan
konsep pemberdayaan di dalam organisasi. Sebaliknya, staf
atau bawehan yang merasa tetbebani apabila diber wewenang
yang lebih beser, misalnya dalam bentuk kemungkinan untuk
pengambilan Keputusan juga bisa menggagalkan usaha-usaha
pemberdayaan di dalm organisast

2
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Once, lnd and cam% Were the ey strdegic esources. Now,
Kinowledge 5 our key strtegic esource and learning i our key
strategic sill

Algore, Lifelong Learning Summit" January 1999

Pendahuluan

SEHEBAT apa pun lernbaga poliik membuat kebijakan
publik, birokrast yang buruk bisa dengan gampang membuat
implementasi sebuah kebijakan remuk. Edward I, misalnya,
mengemukakan bahwa selin faktor Komunikasi dan
Ketersediaan sumber daya, struktur birokeasi dan disposis
para birokeat (PNS) sangat menentukan berhasi tidaknya
implementasi suatu kebijakan publik. Strukur birokrasi yang
dimasudkan oleh Edward 11T adaleh tersedianya organisasi
un administrasi yang sestaf dengan karakterisik Kebijakan
publk yang akan diimplementasikan. Sedangkan disposis
pata PNS adalah stkap dan perflaku birokrat yang sefalan
dengan kebfakan publik yang mereka harus implementasikan.
Sebaik apapun suatu kebijakan publik dibuat apabila PNS tidak
besikap positiftethadap kebijakan tersebut maka implementsi
kebijakan dimksud tidek akan efektif

Hanpir sepuluh tahun terekbi, angin reformadt bertiup
Kencang di negara ini. Sayangnya, reformast yang terjadi di
Indonesia didominast oleh seformast politk dan sepertinya
mengabadkan reformasi birokrasi/kepegawaian. Dasar Negara
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“Once, land and capital were the ke strategic esources. Now
Knowledge s our keystrtegic resource and leamming i our key
strategic il

Algore, “Lifelong Learning Summif’January 1999

Pendahuluan

SEHEBAT apa pun lembaga poliik membuat kebijakan
publik, birokrasi yang buruk bisa dengan gampang membuat
implementast sebuzh kebiekan remuk, Edward I, miselnya,
mengemukekan bahwa selin faktor Komunikasi dan
Ketersediaan sumber daye, struktur birokrast dan disposis
para birokrat (PNS) sangat menentukan berhasil tidaknya
implementasi suatu kebijakan publik. Struktur birokeast yang
dimasudkan oleh Edward I adalah tersedianya organisasi
an admindstrasi yang sesuai dengan Karakeristik kebiiakan
publik yang ekan dimplementaskan. Sedangkan disposis
para PNS adaleh sikap dan perilaku birokeat yang sejalan
dengan kebijakan publik yang mereka harus implementastkan.
Sebaik apapun suatu kebijakan publk dibuat apabila PNS tidak
bersikap posiifterhadap kebijakan tersebut maka implementsi
ebijakan dimaksud tidak akan efekti.

Hamnpir sepuluh tahun terakhir, angin reformad bertiup
encang di negara ind. Seyangnya, selormasi yang terjadi d
Indonesta didominast oleh reformast poltk dan sepertinya
mengabkan reformasi birokrasilkepegawatan. Dasar Negara
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yang dabulu dianggap sakeal sudah diamendemen beberapa
ali: Undang-undang pemiihan wnum yang baru tehh
menghasdkan pimpinan nasional dan puluban gubernus, bupati,
dan walikota melalui pemihan langsung. Kewenangan yang
selama ini hanya menjodi milik pemerintah pusat, oleh undang-
undang otonom, telah sebahagian besar dilimpabkan ke
pemmerintah provinsi Kabupaten atau kota. Terakbit, reformasi
mendasar di bidang politk dilengkapi dengan undang-undang
ant korupsi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupst

Kebalikan dari- perubahan besar yang telah terjdi
i bidang politk ini, Kepegawaian Indonesia sepertinya
mengalami atau mempertahankan stafus quo. Berbagai lporan
memperkhatkan bahwa selama periode reformasi di berbagai
bidang, tidek banyak perubahan yang terjadi pada manajemen
Kepegawaian. Sister rekrutmen dan promosi masih jauh dar
prinsip-prinsip berdasarkan meritokrasi . Selain belum dapat
mermenuhi kebutuhan pegawai secara layak, sister penggafian
yang ada pada saat ini uga belum berkaitan lingsung dengan
kinerja Karena sistem penilaan Kinerja pegawai juga belum
memadul. Sehin itu, kompetensi pegawal lemeh dengan
disiplin dan akuntabilites yang kurang, Pegawai negert sluman
mashh ada, korupsi mash merajaela dengan penegakan
hukum yang timpang, Dengan kata hin, Kondisi birokrasi i
Indonesia magih behum efisenand efekif el ini menyebeblan
tingginya keidakpuasan masyarakat Karena mereka merasa
tidak mendapatkan pelayanan yang memadai darf pegawai
pemmerintah.

Dalam  kampanyenya, Presiden Susilo  Bambang
Yudoyono dan Jusuf Kella (SBY-JK), misabnya, menekankan
pentingnya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrast
Kedua hal ini saling terkait erat, karena disadari bahwa tidak
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yang dahulu dianggap sakeal sudah diamendemen beberapa
kali: Undang-undang pemilhan umum yang baru tehh
menghasilkan pimpinan nasional dan puluhan gubernur, bupati,
dan walikota melahui pemilihan langsung, Kewenangan yang
selama ini hanya menjads ik pemerintzh pusat, oleh undang-
undang otonormi, telah sebahagian besar dilimpabkan ke
pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Terakhit, relormasi
mendasar di bidang poltik dilengkapi dengan undang-undang
ant korupsi dan pembentukan Komisi Perberantasan Korupsi.

Kebalikan dari perubahan besar yang teah terjadi
di bidang politk ini, kepegawaian Indonesia sepertinya
mengalami atau mempertahankan stafus quo. Berbagai lporan
memperkhatkan bahwa selema periode reformasi di berbegat
bidang,tidak banyak perubahan yang terjadi pada manajemen
kepegawaian. Sistem rekrutmen dan promosi masih jauh
prinsip-prinsip berdasarkan meritokrasi . Seloin belum dapat
memenubi kebutuhan pegawai secara layak, sistem penggajian
yang ada pada saat ini juga belum berkaitan lingstng dengan
Kinerja karena sistem penilaian kinerja pegawai juga belum
memadal. Selin itu, Kompetensi pegawad lemah dengan
disiplin dan akuntabilitas yang kurang, Pegawa negeri sihuman
mash ada, korupst mash merajalela dengan penegakan
hukum yang timpang, Dengan kata Lo, kondisi birokrast di
Indonesta masth belum efisien and ekt Hel ini menyebabkan
tingginya ketidekpuasan masyarakat Karena mereka merasa
tidak mendapatkan pelayanan yang memadai duri pegawai
pemetintah

Dilam  Kampanyenya, Presiden Susilo  Bambang
Yudoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK), misalnya, meneknkan
pentingnya pemberantasan korupsi dan reformast birokrasi
Kedua bl ind saling terkait erat, karena disadari bahwa tidak
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mungkin dapat memberantas korupsi tanpa upaya reformasi
bitokrasi pemerintabian, Namun demikian,setelah kurang lebih
dua tahun berkuasa, kebijakan mengenai reformasi birokrasi
di Indonesia belum berbentuk. Kondisi birokrasi pemerintah
saat ini masih kurang lebih sama dengan yang digambarkan
oleh Bank Pernbangunan Asia (ADB) pada tahun 2004 ketka
pasangan SBY-JK mulai erkuasa, seperti berfkut ini:

Pertama, sistem administrast kepegawaian tidak kondusi
untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
dan peningkatan Kinerja. Kedua, organisasi pemerintah, baik
di pusat maupun i daerzh, belum didesain dan diisi dengan
sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan
masyarakat. Ketiga,gjidan Kesejahteraan peganai masih belum
mampu untuk meningkatkan kinerja dan mencegah Korupst
Keempat, pelatihan pegawal negeri masih menerapkan metode-
metode tradisional dan belum berfokus pada peninghatan
Keterampilan teknis dan manejerial. Kelima, Klasiikasijabatan,
penlaian keterampilan dan kompetenst jabatan, rekrutmen,
penempalan, mutasi dan promosi belum berdasarkan prinsip-
prinsip meritokras, Terakhir, penempatan dan promosi masih
menggunakan sistim tertutup dan belum jelas hubungan antara
temunerasidan insentif dengan Kinea.

Kondisi seperti ini juga diungkapkan oleh Departemen
Dalam Negeri (Depdagri) dalam laporan yang dibuat pada
tahun2005. Lebihelasnya, Depdagri antaralain, meniaibawa
jumlah pegawai negeri yang dimiliki oleh pemerintah daerah
saat ini umumnya cenderung melebihd jumlah yg diperlukn.
lronisnya, walaupun jumbahnya berlebh, pada saat yang
suna, pemerintah daerah fuga Kekurangan tenaga-tenaga atau
ekspertise tertentu, Halinf antara ain disebablan oleh distribusi
alau penerimaan pegawai yang kbih banyak tenaga-enaga
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mungkin depat memberantas korupsi tanpa upaya relormasi
birokrasi pemerintahan. Namun demikian,setelah kurang ebih
dua tahun berkuasa, kebijakan mengenai reformasi birokrasi
di Indonesta belum berbentuk Kondis birokeast pemerintah
sual fni masih kurang lebih sama dengan yang digambarkan
oleh Bank Pernbangunan Asia (ADB) pada tahun 2004 ketika
pasangan SBY-JK mulet berkuasa, seperti berikut ini:

Pertama, sstem administrai Kepegawaian tidak kondusif
unfuk menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
an peningkatan Kinerja. Kedua, organisasi pemerintah, baik
di pusat maupun di daerah, belum didesain dan i dengan
sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan
masyarakat. Ketige, gajidan Kesejahteraan pegawaimasih belum
mampu untuk meningkatan Kinerja dan mencegah korupsi
Keempat, peatihan pegawai negeri masth menerapkan metode-
melode tradisional dan belum berfokus pada peninghaten
Keterampilan teknis dan manejerial. Kelima, Kasifkastjabatan,
penlaian keterampilan dan kompetensi jabatan, rekrutmen,
penempatan, mutas dan promosi belum berdasarkan pringip-
prinsip merifokrasi, Terakhir, penempatan dan promosi masih
menggunakan sistim ertutup dan belum jelas hubungan antara
temunerastdan insentif dengan kinerja.

Kondis sepert ini juga diungkapkan oleh Departemen
Dalam Negeri (Depdagti) dalam laporan yang dibuat pada
tahun2005. Lebijelasnya, Depdagri antara i, menilaibahwa
jumlah pegawai negeri yang dimilikd oleh pemerintah daerah
saat inf umumnya cenderung melebihi jumlah yg diperluken.
lronisnya, walaupun jumbahnya berlebh, pada saat yang
sama, pemerintzh daerah uga Kekurangan tenage-tenaga atan
ekspertis tertentu, Halinf antara hin disebablan oleh distrbusi
atau penerinaan pegawai yang lebih banyak tenaga-tenaga

il




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

administratf dibandingkan dengan tenaga-tenaga teknis yang
melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Masalah
hin yang ditemukan adaleh maraknya Kasus-kasus puira
daerah dalam pengangkatan pejabat atau promosi pegawai. Hal
ini mengindikasikan Kecenderungan semakin dipoliiasinya
pegawai negeri sehingga berakibat pada rendabinya netralitas
dan profesionalisme mereka. Selein 1tu, dengan ofonomi,
mobilitas pegawai negeri bak secara horizontal maupun vertikel
sangat tendah sehingga akan sulit untuk mengharapkan PN
sebagai perckat Kesatuan bangsa (nation buiding) seperti pada
tesin-resim sebelumnya. Terakir, Depdagri juga menemukan
masalah menyangkut kurang jelasnya perencanaan SDM dan
pengembangan karir pegawal dan maraknya pelaksanzan
pendidikan dan pelathan (diklat) yang tidak berdasarkan
Kebutuhan karena tidak diakukannya analisa kebutuhan diklat
(training need assessmen),

Kajian yang dilakukan oleh berbagai organisasi donor
(USAID 2006) juga menyimpulkan, anfara Lin, bawa
kelembagaan pemerintah daerah dan pusat serta manajemen
pegavai negeri di Indonesta membutuhken reformast agar
dapat mendukung reformasi yang terjdi pada bidang-bidang
hinnya. Pada kelembagaan misalnye, kajian ini menyimpulkan
babwa sejumlah pemerintah kabupaten kota dan provinsisudah
melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan Karakleristik
dan kebutuhan daerah mereka, yang menghasikan strukur
organisast pemerintah daerah yang tamping, Namun demikian,
secara umun pemerintah kabupaten/kota dan provinsi masih
cenderung betlebihan dalam membangun organisasi mereka
schingga membeban anggaran belanja negara.

Sedangkan yang berhubungan dengan manajemen
sumber daya manusia aparatur juga ditemukan berbagai
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adminstratf dibandingkan dengan tenaga-tenaga ek yang
melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Masalah
Lin yang ditemukan adalah mareknya Kasus-kasus putra
daetah dalam pengangkatan pejabat atau promosi pegawai. Hal
ini mengindikasikan Kecenderungan semakin dipolitisasinya
pegawai negeri sehingga berakibat pada rendafinya netralitas
dan profesionalisme mereka. Selain itu, dengan otonomi,
mobilitas pegawai negeri bk secara horizontal maupun vertkal
sangat tendah sehingga akan sulit untuk mengharapkan PNS
sebagai perekat esatuan bangsa (nation buiding) sepert pada
tesim-resim sebelumnya. Terakhis Depdagri juga menemukan
masaleh menyangkut kurang jelasnya perencanaan SDM dan
pengembangan Karir pegawai dan maraknya pelaksanaan
pendidiken dan pelathan (diklat) yang tidak berdasarkan
kebutuhan Karena tidak dilakukannya analisa kebutuhan diklat
(1aining need assestmen).

Kajian yang dilakukan oleh berbagai organisasi donor
(USAID 2006) juga menyimpulkan, antara Lin, bahwa
kelembagaan pemerintah daera dan pusat serfa manajemen
pegawai negeri di Indonesia membutuhkan reformasi agar
dapat mendukung reformast yang terjad pada bidang-bidung
lainnya, Poda kelembagaan misalnya, kaftan ind menyimpulkan
ahnwa sejumlah pemerintah kabupaten/kota dan provinsisudah
melakukan penataan kelembagaan sesual dengan karakierisik
dan Kebutuban daerah mereka, yang menghasikan struktur
organisast pemerintah dacrah yang ramping, Namun demikian,
secara umum pemerintah kabupaten/kota dan provinsi masih
cenderung berlebihan dalam membangun organisast mereka
schingga membebani anggaran belanja negara.

Sedangkan yang berhubungan dengan manajemen
sumber daja manusia aparatur juga ditemukan berbagai
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persoalan, antara [ain, masih terklu banyeknya instansi
pusat (seperti MenPAN, LAN, BKN; Departemen Keuangan,
epartemen teknis lainnya) yang terlbat dalam manajemen
Kepegawaian dengan koordinasi yang lemah dan cenderung
beruszha menguatkan kewenangan masing-masing, Selain it
tekruitmen, penempatan dan promosi pegawai masth belum
berdasarkan asas meritokrasi(merit systemm). Hal ini disebabkan,
antara Lain, Karena belum jelasnya deskripsi pekerjaan bagi
setiap pegawai (job description), lemahnya hubungan antara
prestast kerja dan kenaikan pangkat, promosi dan gai atau
insenti, instrumen pengukuran kinerja yang lemah, dan belum
jeasnya perencanaan dan perkembangan Karir. Permasalahan
juga masih nampak pada pendidikan dan pelathan (diklat
yang belum berdasarkan kebutuhan (supply-driven rather than
emand-driven), disiplin dan penegekan hukum kepegawaian
yang masih lemah, dan perencanaan pensiun yang belum
ada dengan paket pensiun yang tidak menarik sehingga ada
Kecenderungan pegawai untuk memperpanjang usia pensiun
(USAID 2006).

Pengembangan Karir dan Diklat Berbasis Kompetensi

Dariberbagai has kjfan yang disebutkan terdahulu depat
disimpulkan adanya berbagai kendala dalam mangjemen PN§
di Indonesia Saat ind, termasuk di antaranya, Kurang jelasny
petenicanaan SDM dan pola pengembangan Karir pegawai
serta mash maraknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
(diklat) yang tidak berdasarkan kebutuhan. Pada dasarnya, UU
Kepegawaian No 43/19%9 dengan tegas menerangkan bawa
“Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah eseluruhan upaye-
upaya untuk meningkatkan efiiensi, efektivitas dan derajt
profesionclisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewejiban
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persodlan, antara ain, masth terlalu banyaknya instansi
pusat (seperti MenPAN, LAN, BKN, Departemen Keuangan,
epartemen tekais lainnya) yang terlibat dalam manajemen
kepegawaian dengan koordinast yang lemah dan cenderung
berusaha menguatkan kewenangan masing-masing, Selain it
tekruitmen, penempatan dan promost pegawai masih belum
berdasarkan asas meritokrasi(merit system). Hal ini disebabkan,
antara lain, Karena belum jelasnya deskripsi pekerjaan bagi
setiap pegawat (job description), lemahnya hubungan antara
prestasi Kerja den kenadkan pangkt, promosi dan ga atau
insentif,instrumen pengukuran kinerja yang lemah, dan belum
jelasnya perencanaan dan perkernbangan karir. Permasalahan
juga masih nampek pada pendidikan dan pelatihan (diklat)
yang belum berdasarkan kebutuhan (supply-driven rather than
emand-driven), isiplin dan penegakan hukum kepegawaian
yang masih lemah, dan perencanaan pensiun yang belum
ada dengan paket pensiun yang tidak menarik sehingga ada
kecenderungan pegawai untuk memperpanjang usia pensiun
(USAID 2006).

Pengembangan Karir dan Diklat Berbasis Kompetensi

Dariberbagat hasl kjfan yang disebutkan terdahuu dapat
disimpulkan adznya berbagai kendala dalam manzjemen PN
di Indonesia saat ini, termasuk di antaranya, kurang jelasnya
perencanaan SDM dan pola pengembangan karir pegawai
serta mash maraknya pelaksanzan pendidikan dan pelatihan
(diklat) yang tidak berdasarkan kebutuhan. Pada dasarnya, UU
Kepegawaian No 43/19%9 dengan teges menerangkan babwa
“Mangjemen Pegawai Negeri Sipl adalah eseluruhan upay-
upaya untuk meningkatkan efiiens, efektivitas dan derajat
profesionlisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewaiiban
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epegawaian, yang meliputi - perencanaan,  pengadaan,
pengembangan kualtas, penempatan, promosi, penggejien,
Kesejahterzan, dan pemberhentian. (Pasal | Ayat 8). Uniuk
dapat melakukan hal tersebut maka sejak awal penerimazn,
setiap PNS harus melalui analiss jabatan dan deskripsi
pekerjaan serta diselekst berdasarkan spesifikasi kompetensi,
Analsis fabatan (job analyss) berfungst untuk mengetahui
apa tugas dan fungs jabatan tersebut sedangkan deskrips
pekerjaan (job description) memberkan informasi nama
jabatan, pengorganisasian pekerjaan (siapa atasen langsuung
dan siapa bawahannya), tanggung jawab, an tugas dan fungsi
ulama. Sedangkan spesifikasi kompetensl jabatan (persormnel
pecification)  menjelaskan — pengetahuan,  keterampilan,
Kualifikasi pendidikan, diklat, dan pengalaman bk yang "wailb
maupun “pendukung” yang harus dinliki untuk menduduki
jabatan tertentu serta enjang Karir yang tersedia untuk jabatan
terebut.

Berdasarkan hal in dapat disimpulkan bahwa, disamping
pola arir yang jelas, past transparan, dan berdasarkan prinsip-
prinsip meritokeasi, tersedianya analiss jabatan, deskripsi
pekerjaan, dan spesifkasi Kompetenst jabatan menjadi syarat
mutk yang harus dipenubi untuk terciptanya pola Karir
yang baik dan penyelenggaraan diklat berbasis Kompetensi
Dengan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan oleh seiap individu pegawai den Kompetensi yang
harus dimilid untuk dapat mengemban tugas dan tanggung
jawab tersebut maka pejabat yang bertanggung jawab terhadap
Kinerja pegawai dapat menlai apakeh peganwai yang ada saat i
memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Kesenjangan antara
Kompetenst yang dimiliki dan kompetenst yang dipersyaratkan
untuk jabatan dimaksud dapat menjadi dasar pelaksanzan
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kepegawaian, yang  meliputi - perencanaan, - pengadaan,
pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggeiian,
Kesejahteraan, dan pemberhentian” (Pasal 1 Ayat 8). Untuk
dapat melakukan hal tersebut maka sejak awal penerimazn,
setiap PNS harus melaui analiss jabatan dan deskripsi
pekerjaan serta diseleksi berdasarkan spesifikast Kompetensi.
Analisis jabatan (job analyss) berfungsi untuk mengetahu
. tugas dan fungsi jabatan tersebut sedangkan deskrips
pekerjaan (job description) memberkan informasi. nama
jebatan, pengorganisasian pekerjaan (sapa atasan langsung
dan siapa bawzhannya), tanggung jawab, dan tugas dan fungsi
ulama. Sedangkan spesifikasi Kompetensi jabatan (personnel
pecifcaton)  menjelaskan  pengetahuan,  keterampilan,
kualiikasipendidtikan, diklat,dan pengalaman baik yang “wailb'
maupun ‘pendukung” yang harus dimiiki untuk mendudukd
jabatan tertentu serta jenjang Karir yang tersedia untuk jbatan
terebut,

Berdasarkan hel ini dapat disimpulkan bahwa, disamping
pola arir yang jelas, past transparan, dan berdasarkan prinsip-
prinsip meritokasi tersedianya analiis jabatan, deskripsi
pekerjaan, dan spesifkasi Kompetensi jabatan menjadi syarat
mutlk yang harus dipenubhi unuk terciptanya pola karir
yang baik dan penyelenggaraan diklat berbasis Kompetensi,
Dengan adana kejelasan tugas dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan oleh setiap individu pegawai dan Kompetensi yang
harus dimilki untuk dapat mengemban tugas dan tanggung
jawab tersebut maka pejabat yang bertanggung jawab terhadap
Kinerja pegawai dapat menilai apakah pegawal yang ada saat i
memilki Kompetenst yang dipersyaratkan. Kesenjangan antara
kompetenst yang dimilki dan kompetenst yang dipersyaratkan
unfuk fabatan dimaksud dapat menjadi dasar pelaksanaan
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diklat berdasarkan kompetensi (competency based training/
(CBT). Hal ini sebenarnya yang dimaksudkan dalam Pasal 3 PP
101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabaten PN yang
menyatakan bahwa “sasaran Diklat adalzh terwujudnya PNS
yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan
jabatan masing-masing.

Diklat berdasarkan kompetenss (CBT) memiliki beberapa
ciri-ciri, yang dalam berbagai praktek pelaksanaan dikdat PNS
di Indonesia belum mengadopsi cir-cirf tersebut walaupun
“niat baik” untuk tu teah ditunjukkan oleh PP 101/2000.

1. CBT menckankan pada Kompetensi apa yang harus
imiliki peserta pada akhir pelatihan. Sepanjang
Kompetent tersebut dapat dicapai oleh peserta pelatihan
maka tidak penting siapa yang mengaja, kapan dan
dimana pelatihan tersebut berlangung, dan sumber
belgjar apa yang digunakan. Pada dikdat-iklat PN di
Indonesia, berbagal persyaratan administrasi- masih
sering digunakan dalam menentukan siapa yang depat
mengejar,dimana pelaihan harus dilakokan, dan sumber
belyjar yang mana yang harus dipergunakan.

2. CBT bertujuan agar peserta mampu melakukan fuges
dan tanggung jawabnya di tempat kerja dengan baik
Oleh Karen it idealnya, pelatihan dan penilaian juga
berlangsung di termpat kerja dan dalam kondisi . Atau
minimal, pelatihan kadang-kadang berlangsung di kel
kadang-kadang i fempat Kerja. Sebaliknya, umumaya
dildat PNS kita djoubkan daritenmpat kerja. Diasramaken.

3. CBT bertujuan untuk meningkatkan kompetensitertentu/
spesflk peserta. Oleh karena tu, setiap pelatihan dibuat
alau didesain untuk mencapai Kompetensi dan outcome
tertentu. Pelatihan seperti ini umumnya berlangsung

%

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

diklat berdasarkan kompetensi (competency based! training/
CBT). Hal ini sebenarnya yang dimaksudkan dalam Pasal 3 PP
10172000 tentang Pendidtkan dan Pelatihan Jabatan PNS yang
menyatakan bahwa “sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS
yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan
jabatan masing- masing’,

Diklat berdasarkan kompetensi (CBT) memiliki beberapa
cii-irf, yang dalam berbagai praktek pelaksanaan dikdat PNS
di Indonesia belum mengadops ciri-cirt tersebut walaupun
“niat badk” untuktu teah itunjukkan oleh PP 101/2000.

L. CBT menekankan pada kompetensi apa yang harus
imiki peserta pada akbir pelatihan. Sepanjang
kompeteni tersebut dapat dicapat oleh peserta pelatihan
maka fidak penting siapa yang mengaiar, kapan dan
dimana pelatihan tersebut berlangung, dan sumber
belajar apa yang digunakan. Pada dikat-diklat PNS di
Indonesia, berbagai persyaratan administrasi masih
sering digunakan dalam menentukan siapa yang apat
mengejar,dimana pelatihan harus ilakukn, dan sumber
elaar yang mana yang harus dipergunakan.

. CBT bertujuan agar peserta mampu melakukan tugas
dan tanggung jawabnya di tempat kerja dengan bk
Oleh Krena it idealnya, pelatiban dan penlaian juga
berlangsung i tempat ketja dan dalam kondisi il Ateu
minimal, pelatihan kadang-kadang berlangsung di kelas
kadang-kadang di tempat erja. Sebalikaya, umumnya
dildat PNS kita dijaubkan daritermpat kerja. Diasramakan.

3. CBT bertujuan untuk meningKatkan kompetensitertentu/
spesik peserta. Oleh karena itu, setiap pelatihan dibuat
alau didesain untuk mencapai Kompetensi dan outcome
fertentu. Pelatiban sepertt ini umumnya berlangstng
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antara 18 - 60 jam. Di Indonesia, umurmnya Diklat PNS
berlangsung selama berminggu-minggu bahkan beberapa
bulzn dengan materi yang sangat banyak sehingga fidak
jelas kompetensi apa yang sesungguhnya ingin dicapai.
Sebagai contok, kurikubun Diklat Kepemimpinan
Tingkat IV dan IIT terdiri dari empat kelompok: (iga
kafin dan satu aktualisasi) dengan jumlah 22 materd
berbed. Salzh satu mater “Manajemen SDM, Keuangan,
dan Materil" sebenarnya dapat menjad; tiga jenis diklat
berbeda. Mater “Kordinasi dan Hubungan Kerja” dapat
menadi satu jenis diklat. Demikian pula dengan mater
“Pemecahan Masalzh dan Pengambilan Keputusan” dan
materi ainnya dapat beridir sendiri menjads satu jens
dikdat

4 CBT fokus pada outcome, bukan input. Dengan
demikian, CBT tidak mempersoalkan di mana dan
kapan peserta memperoleh Kompetenst tersebut (pada
pekerjaan sebelumnya atau pada bangku sekola/kuliah)
kompetensi tersebut akan diakui secara resmi.

5. CBT mengenal Recognition of Prior Learning (RPL) atau
semacam sistem akreditasi di perguruan tinggi, Dengan
emikian peserta dikdat tidak perlu menglkuti semua
materi apabila mereka sudah memiliki kompetensi yang
ingin dicapai pada mater tersebut, Menurut CBT, adalah
fidak efisien dan pemborosan melath pegawai yang
sudah meilki kompetensi yang akan dilatihkan. Pegavai
seperti ini bahkan akan mengacaukan Kelas apabila
dipaksa mengdkuti mater! yang mereka sudah Ketabu
(Iustrast: Doktor manajemen ikut Pim IT di Yokyakarta,
Widyaiswaranya S1).
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antata 18 - 60 jam. Di Indonesfa, umumnya Diklat PNS
berlangsung selama berminggu-minggu bahkan beberapa
bulan dengan matert yang sangat banyek sehingga tidak
jelas kompetensi apa yang sesungguhnya ingin dicapal
Sebagai confok, kurikulum Diklat Kepemimpinan
Tingkat IV dan 11T terdiei dari empat kelompok (tiga
kajtan dan satu aktualisasi) dengan jumlah 22 materi
berbeda. Salah satu materi “Manajemmen SDM, Kevangan,
dan Materdl” sebenarnya dapat menjads tiga jenis diklt
berbeda. Materi “Rordinasi dan Hubungan Kerja” dapat
menjadi satu jenis dilat. Demikian pula dengan mater
“Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan” dan
materi afnnya dapat beridir sendief menfads sau jenis
diklat.

4 CBT fokus pada outcome, bukan input. Dengan

demikian, CBT tidek mempersoallan di mana dan
kapan peserta. memperoleh kompetensi tersebut (pada
pekerjaan sebelumaya atau pada bangku sekolah/Kuliah)
kompetensitersebut akan diakui secara resmi

5. CBT mengenal Recogaiion of Pior Learning (REL) atau

semacann sistem akveditast i perguruan tinggl Dengan
emikian peserta diklat tidak perln mengikuti semua
materi apabila mereka sudah memilii kompetensi yang
ingin dicapad pada mater tersebut Menurut CBT, adalah
fidek efisien dan pemborosan melath pegawi yang
stdah meilki Kompetens yang akan dilaihkan. Pegawai
sepertl ini bahkan akan mengacaukan Kelas apabila
dipaksa mengikuti materi yang mereka sudah ketabui.
(Iustrasi: Doktor manajemen &ut Pim IT df Yokyakarta
Widyaiswaranya S1).
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6. CBT lebih mengutamakan keterampian dibandingkan
dengan pengetahuan,

Selin - mengadopsi  Karakferislk  diklat  berbasik
Kompetens, PP 1012000 juga mempersyaratkan bahwa
"metode diklat disusun sesuai dengan tujuan dan progeam diklat
bagiorang dewasa” (Pasal 18). Untuk dapat menerapkan metode
diklat bagi orang dewasa, maka karakteritik orang dewasa
dalam proses belejar-mengajar perlu dipahami. Sama halnya
dengan CBT, Karakterisik orang dewasa seperti discbutkan
di baweh ini sepertinya belum maksimal diadopsi oleh para
penyelenggara dikdat-diklat PNS di Indonesia

1. Orang dewasa memiliki pengalaman dan fnformasi yang
memadai. Oleh karena itu, proses belajar mengajar di
elam diklat sedapat munglin melibatkan dialoh dan
dius dengan memanfaatkan pengalaman- peserta
sebagai bahan pelatihan.

2. Orang dewasa menniki niaf, kepercayaan, dan pendapat
yang berbeda. Oleh karena it orang-orang yang terbat
alam diklat PNS harus dapat menghargai perbedaan
epercayaan, sistem nilai, dan gaya hidup peserta
serta memberikan kesempatan seluas mungkin untuk
mengemukakan pendapat mereka berbeda dan beradu
argumentasi (berdebat)

3. Orang dewasa memiiki gaya dan kecepatan belajar
yang berbedz. Oleh karena it sedapat mungkin strategi
diklat divariasikan misalnya dalam benfuk diskusi dan
pemeczhan masalah dalam kelompok-kelompok kecl,
Variasi juga diperlukan dalam bentuk auditory visul,
tacile (tangible and touchable) dan metode patsipatil
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6. CBT lebih mengutamakan keterampilan dibandingkan
dengan pengetahuan,

Selain - mengadopsi  Karaklerisik  klat  berbasik
kompetensi, PP 1012000 juga mempersyaratan bahwa
"metode diklat disusun sesuai dengan fujuan dan program dikat
bagiorang dewase”(Pasal 18). Unfuk dapat menerapkan metode
diklat bagi orang dewasa, maka Karakteritik orang dewasa
alam proses belajar-mengajar perlu dipahami. Sama halnya
engan CBT, karakteristk orang dewasa seperti disebutkan
di bawah ini sepertinya belum maksimal diadopst oleh para
penyelenggara diklat-ciklat PNS di Indonesia

1. Orang dewasa memiliki pengalaman dan informasi yang
memadei. Oleh karena itu, proses belajar mengajar di
alam diklat sedapat mungkin melibatkan dialoh dan
didusi dengan memanfaatkan pengalamen peserta
sebagai bahan pelatihan.

1. Orang dewasa memilii nai Kepercayaan, dan pendapat
yang berbeda. Oleh Karena itu orang-orang yang teribat
alam iklat PNS harus dapat menghargai perbedaan
kepercayaan, sistem niki, dan gaya hidup peserta
serta. memberikan kesempatan seluas mungkin untuk
mengemukakan pendapat mereka berbeda dan beradu
argumentast (berdebat).

3. Orang dewasa memiliki gaya dan kecepatan belajar
yang berbeda. Oleh karena it sedapat mungkin strategi
diklat divariaskan misalnya dalam bentuk diskost dan
pemecahan masalzh dalam kelompol-kelompok kecl
Variast juga diperlukan dalam bentuk auditory, visual,
factil (tangible and touchable) dan metode patisipait
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4 Orang dewasa tahu apa yang mereka inginkan. Oleh
Karena itu mereka umumaya tidak suka hanya ‘diguruf®
atau isuapin’

5 Orang dewasa selalu menghubungkan pengetahuan
dan informasi baru dengan informasi atau pengalaman
sebetumnya. Untok it dalam dikdat NS sebatkaya
konsep dan teori harus dihubungkan dengan keadaan
praktikal/sesungguhnya dan umumnya orang dewasa
tidak senang metode ceramah,

6. Orang dewasa secara phisik gampang lelah. Oleh karena
iu, break” secara tegular diperukan, yang untuk metode
cerameh minimal sefiap 45-60 menit, (Tustrast, Kasihan
melihat peserta Pim 1T yang sudah sangat leah duduk
dalam kelas seharian).

7. Orang dewasa punya harga diri dan ego yang tinggi
Karena setizp individu orang dewasa berbeda (termasuk
epercayaan diri dan ego) maka setiap pendapat harus
dihargi

8. Orang dewasa cenderung beljar unfuk pemecahan
masalah. Untuk itu untuk setiap materf yang diberikan
harus elas bentuk aplikasinya ditempat kerja

Penutup

Reformas di bidang kepegawaian adalah hal mendesak
yang harus dilakukan agar tujuan reformasi menyeluruh yang
sudah dimulai di bidang politk dapat terwujud. Reformasi
mandjemen kepegawaian yang mendesak dilakukan meliputi
petencandan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan,
promosi, penggafian, kesejhteraan, dan  pemberhentian
(pensiun).
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4. Orang dewasa tahu apa yang mercka inginkan. Oleh
Karena tu mereka umumaya tidak suka hanya ‘digurui®
alau “isuapin’

5. Orang dewasa sehlu menghubungkan pengetahuan
dan informasi baru dengan informasi atau pengalaman
sebelumnya. Untuk o dalam klat PNS sebaknya
onsep dan teort harus diubungkan dengan keadaan
praktikal/sesungguhnya dan umumnya orang dewasa
tidak senang metode ceramzh.

6. Orang dewasa secara phisik gampang lelah. Oleh karena
ifu, break” secara regular diperlukan, yang untuk metode
ceramah minimal setiap 45-60 mentt, (Tustrasi. Kasthan
melihat peserta Pim 11 yang sudah sangat leoh duduk
dalam kelas sehartan).

7. Orang dewasa punya harga diri dan ego yang tinggi
Karena setiap individu orang dewasa berbeda (termasuk
Kepercayaan diri dan ego) maka setiap pendapat harus
dihargal

8. Orang dewasa cenderung belajar untuk permecahan
masalah. Untuk ifu untuk setiap materf yang dibertkan
harus elas bentuk aplikasinya di tempat kerja

Penutup

Reformasi i bidang Kepegawaian adelah hal mendesak
yang harus dilzkukan agar tujuan reformast menyeluruh yang
sudah dimulal di bidang politk dapat terwujud. Relormasi
mandjemen kepegawaian yang mendesak dilakukan meliput
petencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas penempatan,
promosi, penggaiian, kesejahteraan, dan  pemberhentian
(pensiun).
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Agar  diklat berbasis Kompetensi dapat dijadikan
instrumen pengembangan karir pegawai maka di samping pola
Karir yang jelas, past, transparan, dan berdasarkan prinsip-
prinsip merifokasi tersedianya analiss jabatan, deskripsi
pekerjaan, dan spesifikasi Kompetensi jabatan menjadi syarat
mutlk yang harus dipenuhi. Dengan adanya kejelasan tugas
dun tanggung jawab yang harus dilaksanzkan oleh setiap
individu pegawai dan kompetensi yang harus dimiliki untuk
dapat mengernban fugas dan tanggung jawab tersebut meka
pejabat yang bertangguung jawab terhadap inerja pegawa dapat
menlai apakah pegawai yang ada saa i memilki kompetensi
yang dipersyaratkan. Kesenjangan anfara kompetens yang
dimilki dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan
dimaksud dapat menjadi dasar pelaksanaan diklat berdasarkan
Kompetenst (compefency based fraining/CBT). Dan Kompetensi
yang dimitki dari hasil mengikut didat dapat difadikan sebagai
salah satu dasar dalam pengermbangan Karir pegawal, Hasilnya,
tidak adalagi diklat PNS yang tidak jelas kompetensi yang ngin
dicapai dan etiap diklat yang dikuti mempunyai dempek posif
terhadap pengembangan Karir pegawa.

Dengan kewenangan yang dimilik, pemerintah dacrah
schenarnya dapat menyusun pola manajemen kepegawaian
duerah mereka sebagai Komplimen terhadap menajemen
Kepegawaian yang berlaku secara nasional yang dalam banyak
aspek sudah tidak memadaiLagt (out of date).
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Agar diklat berbasis kompetensi dapat - dfjaciken
instrumen pengernbangan karir pegawai maka di samping pola
Karir yang jelas, past, transparan, dan berdasarkan prinsip-
prinsip meritokras, tersediany analisis jabatan, deskripsi
pekerjaan, dan spesifikasi Kompetensi jabatan menjadi syarat
mutlk yang harus dipenuhi. Dengan adanya Kejelasan tugas
Gan tanggung jawab yang harus dileksanakan oleh setiap
individu pegawai dan kompetensi yang harus dimiliki untuk
apat mengernban tugas dan tanggung fawab fersebut maka
pejabat yang bertanggung jawab terhadap Kinerja pegawai dapat
menilai apakeh pegawai yang ada saat ini memiliki kompetensi
yang dipessyaratkan. Kesenjangan antara kompetensi yang
dimiiki dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan
dimaksud dapat menjadi dasar pelaksanaan dlat berdasarkan
Kompetenst (competency based training/CBT). Dan Kompetensi
yang dimiliki dari hasil mengikut dikat dapat dijadikan sebagei
salab satu dasar dalam pengembangan Karir pegawai. Hasilnya,
tidak ada lagtdiklat PNS yang tdak elas kompetensi yang ngin
dicapai dan setiap ikt yang dikuti mempunyai dampak posi
terhadap pengembangan Karir pegawa,

Dengan kewenangan yang dimilik, pemerintzh daerah
sebenarnya. dapat menyusun pola manajemen Kepegawaian
acrah mereka sebagai Komplimen terhadap manajemen
epegawaian yang berlaku secara nastonal yang dalam banyak
aspek sudah tidak memadai lagi (ouf o date)
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PENSIUN DINI

PADA setiap kesatan memberlkan kulizh kepada
pata pegawad negeri sipil (PNS) yang mengikut pendidikan
dan ltthan (dikat) saya selalu melontarkan pertanyaan apakah
Kantor mereka diliburken atau ditutup karena mereka sedang
mengikuti diklat, Tentu saja, para PNS ini selalu menjawab
tidak karena, Katanya, pekerjaan mereka sudah didelegasikan
Kepada pegawai lainnnya. Kalan begitu, kata saya selanjutnya
menyimpulkan, “bapak-bapak dan u-ibu ini adalah PNS yang
sebenarnya idak dtbutubkan dan sebaikya diberhentikan sae

Oleh banyak pihak; utamanya para PNS, kesimpulan saya
ini banyak ditentang Karena dianggap tidak ilmiah. Namun
emikian, Kenyataan sehari-harl juga. menunjukkan bawa
jumlah PNS saat ini sudah melebihi darf yang sebenarnya
dibutuhkan. Bukankah para PNS yang tampak berkeliran di
pasar, mnal, jalan atau yang asyik bermain catur, domino, atau
nonton Inul ditelevis,pada jam.-fam erja, adalah buktiempiris
bahwa kehadiran mereka sebenarnya tidak dibutubkan di
Kantor mereka nnasing-masing!

Oleh karena it saya tidak merasa kaget mengetahu nia
pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pensiun dind bagi
PN mulaitahun 2004, yang atanya, ebagai konsekuensiteks
dari PP 812003, Sebab, seftinya, tanpa kehadiran PP 8/2003,
pemerintahan yang memiki komitmen tethadap penciptaan
pelayenan publik yang moderen, berkualita tinggi, eisien, dan
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PADA setiap kesempatan memberikan kuliah kepada
pata pegawad negert sipil (PNS) yang mengihuti pendidikan
dan atihan (diklat) saya selahs melontarkan pertanyaan apakah
kantor mereka diliburkan atau ditutup karena mereka sedung
mengluti diklat, Tentu saja, para PNS ind selalu menjawab
tidak karena, Katanya, pekerjaan mereka sudah didelegastkan
kepada pegawai lainnnye. Kalan begitu, kata saya selanjutnya
menyimpulkan, “bapak-bapak dan bu-tbu inf adelah PNS yang
sebenarnya tidak dibutuhkan dan sebaikeya diberhentikan saja”.

Oleh banyak pihak, utamanya para PNS, kesimpulan saya
ini banyak ditentang karen dianggap tidek miah. Namun
emkian, Kenyataan sehari-hari juga. menunjukkan bahwa
jurlah PNS saat inf sudeh melebihi dari yang sebenarnya
dibutuhkan. Bukankah para PNS yang tampak berkeliaran di
paset, mal, jelan atau yang asyik bermain catur, domino, atau
nonton Inul ditelevis, pada jam-jam erja, adalah bukti empris
bahwa Kehaditan mereka sebenarnya tidak dibutuhkan di
antor mereka masing-masing”

Oleh karena itu saya tidak merasa kaget mengetehu nia
pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pensiun dind bagi
PNS mulaitahun 2004, yang atanya, ebagai Konsekuensiteknis
dari PP 8/2003. Sebab, sefainya, tanpa kehadiran PP 82003,
pemerintaban yang memidki komitmen tethadep penciptaan
pelayanan publik yang moderen, berkualita tinggi eisten, dan
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tesponsifterhadapheinginan masyarakatseharusnya melakukan
analisis fungsilembaga secara berkela dan sstemats

Andlsis yang dilakukan sedikitoya sekali delam ima
tahun ini bertujan untuk mengetabui apakah eksistenst setiap
institusi pemerintah masth perlu dipertahankan seperti apa
adanya, irestrukturisasi tau sudah saatnya untuk dihapuskan.
Adanya kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa institus
pemerintah sebenamya bersifat dinamis yangselalu berubah dan
cksistensinya tidak abadi. Dengan demikian pekerjaan sebagai
pelayan masyarakat (public servans) bukanlah pekerjaan seumur
hidup (ifetine employment). Adanya anggapan di antara PN
bahwa pekerjaan mereka dijamin sepanjang hayat adalah salah
satu penyebab rendahnya kinerja birokrastkitasat nd

Untuk- dapat menenfukan kelompok PNS yang akan
dikutsertakan dalam program pensiun dini dan agar
mendapatkan dukungan Karena dinilai sebagal langkah yang
rasional, kebijakan pensiun dini dapt dimulal dengan analsis
fungsi lembaga. Analisis ini pada dasarnya menilai apakah
Kegiatan atau Layanan publik (publc services) yang selama ini
dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih
dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Apabila hasil anlisa
ini menunjukkan bahwa kegiatan atau layanan tersebut tidak
lagi dibutuhkan oleh masyarakat maka lembaga tersebut harus
dihapuskan (abolished). Dengan demikian, usia suatu lembaga
pemerintah termasuk aparatur di dalamnya hanya seumur
kebutuban masyarakat afas pelayanan lembaga fersebut
Aparatur yang bekerja pada lembaga yang ayanannya tidek lagi
dibutuhkan oleh masyarakat dapat difadikan sebagai “Kloter”
pertarna kebfjakan pensiun dini

Analisis fungsi lembaga dapat juga menunjukkan bahwa
schahagian dari kegiatan dan layanan publik yang dilakukan
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responsifterhadap keinginan masyaraket seharusnya melakukan
anliss fungsilembaga secara berkala dan sistematis.

Analisis yang dilakukan sedikinya sekali dalam lima
tahun ind bertujuan untok mengetahi apakah eksistensi setiap
institusi pemerfntah masth perlu dipertahankan sepertl apa
adanya,direstrukturisas} atau sudah saatnya untuk dhapusken.
Adanya kegitn seperti ini menunjukkan bahwa institus
pemerintah sebenarnya bersiat dinamis yangselelu berubeh dan
cksistensinya tidak abadi. Dengan demikian pekerjaan sebaga
pelayan masyarakat publi servants) bukanlah pekerjaan seurur
hidup (Ffetime employment). Adanya anggapan di antara PNS
bahwwa pekerjaan mereka diamin sepanjang hayat adelah selah
satu penyebab rendahnya kinerja birokrasikita saat ini.

Untuk dapat menentukan kelompok PNS yang akan
diikutsertakan dalam program pensiun dini dan agar
mendapatkan dukungan Karena dinilai seagal langkah yang
tastonal, kebijakan pensiun din dapat dimulai dengan analiss
fungst Jembaga. Analiss ini pada dasarnya menilai apakah
Kegiatan atau Layanan publk (public servies) yang selama in
dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih
dibutubkan oleh masyarakat atau tidak. Apabila hasl anclisa
ini menunjukkan bahwa kegiatan atau layanan tersebut tidak
lagf dtbutubkan oleh masyarakat maka lembaga tersebut harus
dihapuskan (abolished). Dengan demikian, usia suatu lembaga
pemerintah termasuk aparatur di dalamnya hanya seumur
kebutuhan masyarakat atas pelayanan lembaga tersebut
Aparatur yang bekerja pada lembaga yang layanannya tidak lag
dibutubkan oleh masyarakat dapat dijacikan sebagai “Kloter”
pertama kebijakan pensiun dini.

Analisis fungs lerbaga dapat juga menunjukkan bahwa
sebahagian dari kegiatan dan ayanan publik yang diakukan
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oleh suatt lembaga pemerintah masth ada yang dibutuhkan
masyarakt. Hasil analsis sepert ini dapat disikepi dengan
melakukan restrulturisas lembaga. Unit-unit lembaga yang
secaralangsung melakukan kegatan atau menghasilkan layanan
yang masih dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipertahankan.
Sebaliknya, unit-unit yang tidak memiliki kontribusi terhadap
layanan yang dihasikan dapat dihapuskan. Dengan demikian,
bentuk akbirdarilembag tersebut menjads ebth ramping sestai
dengan kebutuhan. PNS yang mengisi unit-unit yang harus
dihapuskan tersebut dapat dimasukkan ke delam kelompok
Kedua pelaksanaan program pensiun dini,

Apabla analisis fungsi lembaga menyimpulkan bahwa
masyarakat masih membutuhkan semua kegiatan dan layanan
publikyangselamainidihasikanoleh suatu lembaga pemerintah
maka perlu dilakukan analisalanjutan yang dapat menghasilkan
dua kesimpulan dengan implikast berbeda. Pertama, walaupun
masih dibutuhkan masyarakat, layanan publik tersebut tidak
lagi menjadi tanggung jawab pemerintab. Dengan demikian,
layanan tersebut harus dilakukan oleh pihak swasta yang seama
ini dikenal sebagai privatisast. Reputusan privatiasi ind akan
menghapuskan lembaga pemerintah yg selama ind malakukan
layanan publik sekeligus menghasikan PNS yang berpotensi
untuk difkutsertakan dalam progtam pensiun dini

Kesimpulan kedua dapat juga menunjukkan bahwa selain
masih dibutuhkan masyarakat, layanan publik yang dimaksud
masih merupakan tanggung jawab pemerintah, Walaupun
demikian,kesimpulaninitidakberartibahwapengadaan layanan
publik tersebut harus secara langsung ditangani pemerintah.
Apabila pihak swasta ternyata mampu menghasilkan Kualitas
layanan yang lebih baik dengan harga yang lebih murab, maka
penyediaan layanan publk tersebut dapat dialibkan ke pibak
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oleh suatu lembaga pemerintah masih ada yang dibutuhkan
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Apabla analiss fungsi lembaga menyimpulkan babwa
masfarakat masth membutuhkan semua Kegiatan dan layanan
publikyangselamaini dihasikanoleh suatulembagapemerintah
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layanan tersebut harus dilakukan oleh pihak swasta yang selama
inf dikenal sebagai privatsesi. Keputusan privatisasi ini akan
menghapuskan lembaga pemerintah yg selama ini malakukan
layanan publik sekeligus menghasikan PNS yang berpotensi
tnfuk difkutsertakan dalam progtam pensiun dini

Kesimpulan kedua dapat juga menunjukkan bahwa seain
masth dibutuhkan masyarakat, layanan publik yang dimaksud
mash merupakan tanggung fawab pemerintah. Walaupun
demikian,kesimpulan nitidakberarti bahwapengadaan ayanan
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swasta welaupun anggarannya masih menjach tanggung jawab
pemerintah (confracting ouf). Karena pemerintah tidak lagi
secara langsung menyediakan layanan publik yang dimeksud,
cksistensi lembaga tersebut juga harus diakbit atau minimal
diciutkan sekedar untuk melaksanzkan fungst regulast safa.
PNS yeng selama ini menalankan lernbaga tersebut selanjutny
dapat diprogramkan untuk mengikut pensiun dini.

Ketka pemerintah daerah sedang hangat-hangatnya
menata kelermbagaan mereka, dibulan-bulan awalimplementasi
Undang-undang 29/1999, saya pernzh melakukan “protes”
kepadasalahsatuharian yang cuupternamadiMakassarkarena,
dengan judul-udul yang sangat provoketf, menyayangkan
hilangnya beberapajabatan eselon akibat penataan kelembagaan
di berbagai pemerintahan kabupaten/kota di Sulawesi Seatan.
Sepertinya  harian ini lebih bersimpati kepada pejabat yang
harus hehibngan kedudukannya dari pada- penghematan
anggaran yang terjadi karena dihapuskannya jabatan-jabatan
yang tidak lagi dibutohkan. Semoga kaliini simpati kit lebih
Kepada negara dan bukan pada individuindividu. Sizpa sih
yang takut pensiun dini
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swasta wlaupun anggarannya masih mejadi tanggung jawa
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secara angsung menyediakan layanan publik yang dimaksud,
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PNS yang selama ini menjalankan lembaga tersebut selanjutny
dapat diprogramkan unfuk mengikuti pensiun dini.

Ketka pemerintzh daerah sedang hangat-hangatnya
menata kelembagaan mereka, di bulan-bulan awal implementasi
Undang-undang 29/1999, saya pernah melakukan “protes”
epadasalahsetuharian yang culaup ternamacdi Makassar karena,
dengan judul-fudul yang sangat provoktif, menyayangkan
hilangnya beberapa jabatan eselon akibat penatean kelembagaan
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POLITISASI BIROKRASI

Pengantar

BIROKRASTideal ala Max Weber mensyaratkan beberapa
Kriteria yang harus dipenubi. Antara lain, (1) adanya fungst
fungsi jabaten atan pembagian kerja yang diatur secara tegas
(2) kewenangan yang dimiiki pegawa bersifat impersonal atau
bebas secara pribadi. Dengan denildan, keputusan-Kkeputusan
yang diambil pegawai tersebut hanya didasarkan pada aturan
semala dan tidak dipengarubi oleh motif atau Kepentingan
pribadi; (3) para pegawal direkeut berdasarkan Kalifkasi
profesional yang ditunjukkan atau potenst kompetensi yang
biasanya dibukiikan dengan diploma (fazah) yeng diperoleh
melalui ujfan; (4) pegawai pemerintah mendapatkan gaii dan
tunjangan Linnya seperti hak-hak pensiun dan bagi mereka
yangsudah bekerja dengan baik berhak mendapatkan keamanan
Kerja dan promost berdasarkan senioritas dan ateumeriktokrasi;
dan (5) hirarki jabatan dalom organisast eles di mana pegawai
pada level yang lebih rendah diawasi atau bertanggung jawab
pada pegawai yang berada pada level i atasnya.

Gambaran  birokeasi Weber di atas  seolah-obah
menegaskan bahwa birokrasi di negara manapun akan selalu
seperti itu dan menafikan perbedaan karakeristk birokrasi
berdasarkan kondist atau budaya politik setempat. Birokeas
Klasik ala Jerman dan Perancis, misalnya, terkenal sangat

profesional dan efisien walaupun cenderung terkesan tidak
fleksibel (rigid) dan menjaga jarak (aloof), babkan menaruh
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POLITISASI BIROKRASI

Pengantar

BIROKRASTideal ala Max%mensyaratkanbebempa
keiteria yang harus dipenuhi. Antara lain, (1) adanya fungsi
fungsi jabatan atau pembagian ketja yang diatur secara tegas;
(2) kewenangan yang dimiiki pegawai bersifat impersonal atau
bebas secara pribads. Dengan demikian, keputusan-Keputusan
yang diambil pegawai tersebut hanya didasarken pada aturan
semata dan tidak dipengaruhi oleh motif atan Kepentingan
pribadi; (3) para pegawai direkeut berdasarkan kualifkas
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biasanya dibuktikan dengan diploma (fazah) yang diperoleh
melalui uan; (4) pegawai pemerintah mendapatkan gaji dan
tunjangan hinnya seperti hak-hak pensiun dan bagt mereka
yang udah bekerjadengan baikbberhak mendapatkan keamanan
erjadan promost berdasarkan senioritas dan ataumerktokras;
dan (5) hirarki jabatan dalam organisas jelas di mana pegawai
pada level yang lebih rendah diawast atau bertanggung jawab
pada pegawad yang berada pada evel i atasnya

Gambaran  birokeast Weber i atas ~ seolab-olah
menegaskan bahwa birokrasi di negara manapun akan selelu
seperti itu dan menafikan perbedaan Karakeristk birokrasi
berdasarken kondisi atau budaya poltk setempat. Birokeas
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curiga, pada aktor-aktor poliik. Sebalknya, birokrasi i Inggris
dan Amerika Jebih “bersahabat” dan dapat menerima kontrol
pata politst karena memosisikan diri mereka sebagai pelaksana
Keinginan dart pemerintaban yang terplih.

Birokrasi yang digambarkan oleh Weber juga sepertinya
menark gari tegas antara poltk dan administras, antara
politsidanbirokrat. Poits sepertinamanya, ertugas membuat
policy (kebfakan) yang merupakan ranah politk sedangkan
birokrat sekedar menjalankan kebijakan tersebut dan tebebas
dar pengaruh politk Keadaan sepertiinf hampir tidak pernah
ditemnukan karena pada kenyataannya, birokeat atau pegawai
pemerintah juga terlibat dalam aktifitas politk, walaupun
dengan cara yang berbeda dengan para politisi Munglin idak
tampak di permukaan, birokrat misalaya harus berhadapan
dengan berbagai kelompok Kepentingan yang menyuarakan
Keinginan-keinginan dan harapan-harapan mereka  yang
mana merupakan akiifites poliik Juga biroknat senior yang
menenpati posis hirarki tertinggi setiap saat memberikan
pertimbangan-pertimbangan kepada, atau melakukan kontak
dan bekerja bersama-sama dengan para polis

Politisasi Birokeasi: Suatu Keniscayaan

Dikotomi politik-administrasi sepertl yang diinginkan
oleh Weber yang dalam lieratur administrast negara dikenal
sebagai ‘old public administration” mendapatkan dukungan
Kuat dari Woodrow Wilson, dosen yang kemudian menjadi
presiden Ameriks. Pernyataan Wilson yang sangat terkenal
dalam hal pernsahan yang tegas antara politk dan bitokrasi ni

adalah: q
“Adrinistration ies utsice the proper sphere of politcs
Administrative questions are not political questions. Although
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curig, pada%akmr politk. Sebalikaya,birokas di Inggri
dan Amerika lebih “bersahabat” dan dapat menerima kontrol
para polits karena memosisikan diri mereka sebagai pelaksana
Keinginan dari pemerintahan yang terpih,

Birokrasi yang digambarkan oleh Weber juga sepertinya
menark garl tegas antara politik dan administras, antara
politsidanbirokrat. Poits sepertinamanya,bertugasmembuat
policy (kebijakan) yang merupakan ranh politk sedangkan
birokeat sekedar menjalankan kebijeken tersebut dan terbebas
dari pengaruh politk. Keadzan sepertiini hampr tidak pernah
diternukan karena pada kenyataannya, birokrat atau pegawai
pemerintah juga terlibat dalam aktitas politk, walaupun
dengan cara yang berbeda dengan para politsl Mungkin tidak
tampek di permukaan, biroksat misalnya harus berhadapan
engan berbagai kelompok Kepentingan yang menyuarakan
keinginan-keinginan dan harapan-harapan mereka yang
mana merupakan aktiftas polik. Juga birokeat senior yang
menempati posisi hirarki tertingg setiap saat memberikan
pertimbangan-pertimbangan Kepada, atau melakukan kontak
dan bekerja bersama-sama dengan para poliisi

Politisasi Birokrasi: Suatu Keniscayaan

Dikotorn politik-administrast seperti yang diinginkan
oleh Weber yang dalam Hteratur administrasi negara dikenal
sebagai ‘old public administration” mendapatkan dukungan
uat dari Woodrow Wilson, dosen yang kemudian menjadi
presiden Amerika. Pernyataan Wilson yang sanget terkenal
alam hal pemvisahan yang tegas antara politk dan birokrasd ini
adalah:

“Administration lies outsice the proper sphere of politics.
Administrative questions are not political questions. Although
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politcs sets the tasks of administration, it should not be suffered
to manipulatets offices”

Namun demikian, pandangan dikotomi seperti ini
sepertinya tinggal memjadi Kelfan-kajian akademik semata
dan sangat sulit untok menemukan hal tersebut dalam praktek
epemerintahan saat . Sepertisudah dijelaskan diawal tulisan
ini birokrat saat ini terlibat dalam aktifitas politk dan polits
pun tidak mungkin menahan diri untuk tidak melakukan
intervensi pada birokras.

Dalam ajian administrasi negara, intervensi politk
terhadap birokeast pemerintah sedikitnya disebabkan oleh dua
alasan. Pertama, poliisi ingin memastikan bahwa kebijakan-
Kebijakan yeng mereka buat diimplementasikan oleh para
bitokrat. Sebagai aktor dominan dalarm implementasi kebijakan
publk; pegawai pemerinteh memilii hekuasaan yang besar
dalam menenfukan keberhasian suatu kebijakan, dibandingkan
para politsi. Hal ini disebabkan karena akdor politk (menterf,
misalnya, atau gubernur, bupati, dan walikota di pemerintah
daerah) tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol
implementasi  kebijaken yang - dilakukan oleh  pegawai
pemerintah. Sebaliknya, dengan peran implementasi yang
dominan para birokrat dapat saja“memelintr” kebiakan politik
yang tersebut di lapangan, baik karena keadaan yang memaksa
atau Karena kepentingan dari para birokrat it sendiri

Mengingat jabatan politk setiap saat berganti, pejabat
politlk di departemen atau pemerintsh daerah memiliki
pengelahuan teknis yang ferbates dibandingkan pegawai
negeri senior katena merupakan jabatan karir. Oleh Karena
iu, untuk dapat merastikan keberhasian kebijakan-kebijakan
yang terkalt pada Kementrian atau pemerintah daerah yang
dipimpinnya, pejabat polik tersebut sangat - tergantung
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politcs sets the tasks of administration, it should not be suffered
to manipulate ts ofces”

Namun- demikian, pandangan dikotomi seperti ini
sepertinya. tinggal menjadi Kafan-kafan akademik semata
dan sangat st untuk menemukan hal tersebut dalam praktek
kepemerintahan saatini. Sepert sudah dijelaskan di awal tulisan
ini, birokeat saat ini terlbat dalam aktifitas politik dan polits
pun tidak mungkin menahan dirl unfuk tidak melakukan
intervensi pada birokrasi

Delam ajian administrasi negara, intervensi politik
terhadap birokeast pemerintah sedikitnya disebabkan oleh dua
alasan. Pertama, polisi ingin memastikan bahwa kebijakan-
kebijakan yang mereka buat diimplementasikan oleh para
birokrat. Sebagai aktor dominan dalam implementasi kebijakan
publik, pegawai pemerintah memiliki kekuasaan yang besar
dalam menentukan keberhasilan suatu kebiakan, dibandingkan
pata politst. Hal ini disebabkan katena aktor politk (menterd,
misalnya, atau gubernur, bupati, dan walikota di pemerintah
daerah) tidak memiiki kemampuan untuk mengontrol
mplementasi kebijekan yang - diakukan oleh  pegawai
pemerintah. Sebalknya, dengan peran implementasi yang
dorninan para birokrat dapat saja “memelintis”kebijakan politk
yang tersebut di lapangan, baik karena keadaan yang memaksa
atau Karena kepentingan dart para birokatitu sendir

Mengingat jabatan politk setiap saat berganti, pejabat
politk di departemen atan pemerintah daerah memiliki
pengelahuan teknis yang terbatas dibendingkan pegawai
negeri senior Karena merupakan jabatan karir. Oleh Katena
iu, untuk dapat memastikan keberhasilan kebfjakan-kebfjakan
yang ferkeit pada Kementrian atau pemerintah daerah yang
dipimpinnya, pejabat politk tersebut sangat tergantung
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pada informasi dan “bimbingan” dari para birokrat senior
Berdasarkan kenyataan tersebut, penggantian birokrat senior
yang biasanya menglkuti kedatangan pejabat politk yang baru
mendapatkan pembenaran - untuk menjamin bahwa informasi
dan advis yang diberdkan oleh birokrat senior tersebut sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.

Kekhawatitan behwa ~ biroknat tidak ~ sepenuhnya
menjalankan kebiakan yang dibuat oleh aktor-aktor politk
yang menyebabkan intervensi politk dalam birokrasi sepert
ini terjadi bahkan di negara-negara komunis yang menokak
pernisahan antara birokeasi dan politk. Walaupun, jabatan-
jibatan birokeasi penting teah diduduki oleh birokrat
yang merupakan Kaderkader partal komunis, birokras
masth beruseha - dan sering berhasl] - untuk “memelintir”
implementasi kebijakan-kebfjakan yang dibuat oleh polits
pattal.Di Cina, misalnya, pada tahun 1987, pemerintah komunis
Cina sengat gencar mengingatkan biroleasi pemerintah di
daerah untuk menjalankan kebijakan-ebfjakan nasional yang
telah ditetapkan oleh para poliisi partai komunis. Bahkan,
‘mala-mata’ pemerintah pusat yang terdiri dari orang-orang
Kepercayaan partal komunis harus diturunkan ke daerab-
aerah untuk melakukan pengawasan dan menjamin bawa
implementasi kebijakan publik di daerah benar-benar sesuai
dengan yang digariskan politk pemerintah partat komunis.

Di negare-negara demoleasi beral pun, intervensi
polit untuk mengontrol birokresi juga terjodi walaupun
dengan cara yang berbeda. D Jerman, misalnya, birokeat senior
yang bersimpati Kepada partai pemerintah yang berkuasa akan
diternptkan pada “Sensiive adwminitrative posiions”. Praktek
sepert ini dapat diterima walaupun biayanya mahal karena
pegawai negeri yang kehilangan jabatan Karena alasan polits
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pada informast dan “bimbingan” dari para birokrat senior
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seperti ini mengambil pensiun dini dan menerima pesangon dan
hak-hak hinnya secara penub. Di Finlandia, sak stelah perang
dunia kedua, ntervensi politk tem birokrasi sangat kentl
sehingga “very diffcultfor civi servants who are nof committed
poltcall o advance o lading posts in administration”

Politisasi Manajemen SDM Pemerintahan Daerah

Apa yang sudah digambarkan pada bagian terdahulu
menegaskan bahwa intervenst politik ke dalam birokrasi tidak
hanya terjadi pada negare- negara sedang berkembang atau yang
secara polits tidek demokrati, tetapt fuga terjadi di negara-
negara yang secara eonomi sangat maju dengan sistem politk
yang demokratis. Yang berbeda dengan apa yang terjadi di
Negara Kesatuan Republk Indonesia (NKRI) i - apelag sejak
ofonomi daerah berlangsung - adalah intensites dan masifnya
intervensi politk tersebut. Pada negara-negara maju seperti
Inggris, Amerika, Jerman, dan Australia, intervensi politk
bitokrasi hanya terjadi pada posisi-posisi kunci secara terbatas
(politicalappointments dan minister Sadvisorystaff). Sebalkaya,
intervensi politk birokeasi i pemerintah daerah terjadibahkan
pada posisi-posisi yang secara nyata tidak memilii kewenangan
yang berarti Berikut inf akan digambarkan berbagal intervensi
tersebut berdasarkan aspek-aspek umurm atau pendekatan
Utama manajemen sumber daya manusia, Justrasi, data dan
informasi pada bagian ini umumnya berdasarkan beberapa
hasil peneliian di mana penulis terlbat di dalamaya.

Rekrutmen
Di Indonesia, seperti uga di banyak negara berkembang

linnya, hubungan Kekeluargaan yang kental gpmadanya
kewajiban luhur" bag keluarga yang mampu untuk menolong
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sepetiinimengambil pensiun dini dan menerima pesangon dan
hak-hak linnya secara penuh. Di inlandia, sjak stelzh perang
dunia kedua, intervensi polik terhadap birokas! sangat kental
schingga very diffcult for civil servants who are nof committed
poltcally o advance o leading posts in adinitration”

Politisasi Manajemen SDM Pemerintahan Daetah

Apa yang sudah digambarkan pada bagian terdahulu
menegaskan bawa intervens poltik ke dalam birokrast tidak
hanya terjadi pada negara- negara sedang berkembang atau yang
secara polits tidek demokrati, etepi fuga terjadi di negara-
Negara yang secara eXonomi sangal maju dengan sistem politk
yang demokratis. Yang berbeda dengan apa yang terjadi di
Negara Kesatuan Republk Indonesia (NKRI) ini - apalagisejak
ofonomi dactzh berlangsung - adalah intensitas dan masifoya
intervensi politk tersebut. Pada negara-negara maju seperti
Inggris, Amerika, Jerman, dan Australia, intervensi politk
birokrasi hanya terjadi pada posis-posis kunci secara terbatas
(politcalappointmentsdanministerSadvisorystaff). Sebeliknya,
intervensi politk birokrasi i pemerintah daerahterjadibahkan
pada posisi-posist yang secara nyata idak memilii kewenangan
yang berarti Berikut ini akan digambarkan berbagai intervensi
tersebut berdasarkan aspek-aspek umum atau pendekatan
ulama manajemen sumber daya manusia, lustrast, data dan
informasi pada bagian ini umumnya berdasarkan beberapa
hasil peneliian di mana penulis tedbat di dalamnya.

Rekrutmen

Di Indonesta, seperti juga di banyak negara berkembang
Linnya, hubungan kekehuargaan yang kental dan adanya
“Vewafban lubur” bagikeluarga yang mampu untuk menolong
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anggota kelwarga yang kurang mampu seringkalf dirujuk
sebagai penyebab maraknya intervensi dalam proses rekrutmen
an seleksi pegawai negeri sipil. Walaupun secara normatif
tekrumen pegawai negeri di Indonesia didasarkan pada
prinsip-prinsip meriktokeasi pada kenyataannya, proses seleksi
penerimaan PNS yang dilakukan pemerinteh daerah selelu
beraroma Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itervens poftk i
luar birokrasi dapat berasal partai politk dan dari pimpinan dan
anggota legislti di daerah. Namun demikian, rekrutmen yang
menyalahi prinsip-prinsip penerimaan pegawai berdasarkan
profesionalisme dan kompetenst i tetjaci bukan hanya karena
intervensi dari aktor politk lokel saja tetapt juga berasal dari
internal birokrasi daerah ity sendiri, Khususnya dari pejabat
eksekutif tetinggidi dacrah. Bentuk ain intervend politk yang
menyebabkan lermahaya proses rekrutmen dan seleksi PNG juga
berasal dari warga masyarakat lokal yang menginginkan agar
“putra-putti daerah” diprioritaskan dalam setiap penerimaan
INS.

Kesalahan  terhadap terjadinya ~ intervensi ~ dalam
tekrutmen dan scleksi PNS di daerah mungkin tidak bisa
dlimpahkan hanya kepada pemerintah daerah saja. Bisa jadi
apa yang dilakukan merupakan hasil dari “berguru” pada apa
yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Walaupun pemerintah
pusat berusaha keras memberikan pembenaran yang rasional,
penganghatan sehuruh pegawai honoter dan, kemudian,
sekretaris desa, menjad: pegawai negeri adalah kebijakan yang
syarat dengan pertimbangan polts, Pemerintahan sepertinya
ingin memberdkan perhatian dan empatinya kepada ribuan
pegawai honorer yang telah mengabl bertahun-tabun pada
negara melalu instansi fempat mereka bekerja. Spekalastpolitk
pun berkembang bawa rekruitmen tersebut bernuansa polits
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Karena dapat mendongkrak popularitas pemerintah di mata
rakyat. Apalagisaat ini, popularitas sangat berpengaruh dalam
politk seiing berubahnya tatanan konstitust dalam pemilihan
presiden yang bersfat langsung dipiLh oleh rekyat

Hal yang sama dapat dikatakan terhadap kebijakan
penerimaan PNS setizp tahunnya di tengah-tengah kecaman
betbagai pihak bahwa sebenarnya jumlah pegawai di Indonesia
sudah berlbih(over-stafing). Pembenaran poltikdarikebijakan
inibisa jadi adalah sebagat usaha untuk menanggulangi masih
tingginya tingkat pengangguran dan lemahnya penyerapan
tenaga erja di sektor swasta. Terakir, walau pun sulit untuk
dibuktikan, penetapan formastpegawai tahunan yang dilakukan
oleh pemerintah pusat juga disinyalir kental dengan intervensi
polik dan atau intervensi Linnya (bargaining) sehingga
formasi yang diterima seringhali tidak sesuai dengan kebutuhan
permerintah daerah,

Promosi

Baikbirokrast Weber maupun teoriteorimanzjemen SDM
menekankan pentingnya promost pegawai yang didasarkan
pada pertimbangan meritokra, df mana pegawai yang
memiliki Kompetensi terbaik yang seharusnya dipromoskan,
Bahkan, selain aspek korpetens}, pendekatan mangemen SDM
straefik mensyaratkan agar promosi juga harus dibubungkan
dengan rencana pengembangan SDM secara menyehuruh untuk
mencapal tujuan-tujuan organisasi. Berbagat kebijakan formal
Kepegawaian pada dasarnya sudah mensyaratkan promosi harus
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objekif berupa
Kompetenst, prestastkerja, dan seniorias (Pasal 17 UU 43 Tahun
1999). Senioritas erat kaitannya dengan persyaratan golongan
atau Kepangkatan dari pegawad yang akan dipromosikan.
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Namun yang lerjaﬁlgat betbeda dengan apa yang
secara normatif sudah diatur oleh perundang-undangan yang
ada. Intervensi-intervenst politik dalam setiep promosi jabatan
di pemerintah daerabs terus terjadi sampai saat i sehingga
jabatan diduduki oleh pegawai yang tidak sesuai dengan
Kompeten, tidak menunjukkan prestasi kerja yang istimew,
batkan belum memenubi persyaratan kepangkatan. Dalam
banyak Kasts, pergantian pimpinan daerah (gubernur, bupat
atau walikote) ikt dengan pergantian pejabat eselon [1, 11,
batkan 1V, Kadang-kadang terasa ‘Tucu” ada pejabat eselon
yang diangkat oleh pejabat politk sebelumnya perdasarkan
pertimbangan Kompetensi yang dimilki oleh pefabat eselon
tersebut tetapi ilengserkan oleh pejabat plitk yang baru juga
dengan alasan yang sama: Kompetensl

Untuk menepis Kesan adanya intervensi politk dalam
Kiltannya dengan promosi-pegawai, Badan Pertimbangan
Jibatan dan Kepanghatan (Baperjakat) yang ada umunya
masth dilibatkan. Meskipun demikian, gubernu, bupati atau
wakikota seringkali memilii calon untuk dipromosikan dalam
jabatan tertentu dan umumnya Baperjakat “tidak mampu’
untuk menolak Keinginan tersebut. Selain ity, beberapa
pimpinan daerah juga mencoba menepis kesan adanya
intervensi polik dengan melakukan apa yapsememler dikenal
dengan istilah it and proper test, baik yang dilakukan sendii
oleh unit kepegawaian pemerintah daerah maupun dengan
bekerja sama dengan lembaga “independen’. Namun demikian,
dalam beberapa Kasus, pejabat yang akbirnya dinyatakan
memenuhi syarat atau Jubus dalam proses tersebut selalu dapat
dibubungkan dengan pejabat politk: tim sukses, putra daerah,
Kerabat atau pun keluarga, Bahkan di Makassar, ada pegawai
yang sudah dinatakan tidak lulus it and proper test etapi tetap
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Nammun yang terjad sangat berbeda dengan apa yang
secara normatif sudab diatur oleh perundang-undangan yang
ada. Intervensi-intervensi politk dalam setiap promosi jabatan
di pemerintah daerab terus terjadi sampai saat ini sehingga
jabatan didudukd oleh pegawai yang tidak sesvai dengan
Kompetens, tidak menunjukkan prestasi kerja yang istimewa,
bahken belum memenuhi persyaraten kepangkatan. Dalam
banyak Kasus, pergantian pimpinan daerah (gubernur, bupat,
atau walkota) ikt dengan pergantian pejabat eselon I1 1T,
bahken 1V, Kadang-kadang terasa ‘Tucu” ada pejabat eselon
yang diangkat oleh pejabat politk sebelumnya perdasarkan
pertimbangan Kompetensi yang dimilki oleh pejabat eselon
tersebut tetapi dlengserkan oleh pejabat palitk yang baru juga
dengan alasan yang sama: kompetensi.

Untuk menepis kesan adanya intervensi polik dalam
kaitannyadengan promosi pegawai, Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepanghatan (Baperjakat) yang ada umumnya
masth dilbatkan. Meskipun demikian, gubernur, bupai atau
walikota seringkali memiliki calon untuk dipromosikan delam
jabatan tertentu dan umumnya Baperjekat tidek mampu”
untuk menolzk keinginan tersebut. Selain i, beberapa
pimpinan daerah juga mencoba menepis esan adanya
intervenst poltik dengan melakukan apa yang populer dikenal
dengan istilah it and proper test, baik yang dilakukan sendil
oleh unit kepegawaian pemerintah daerah maupun dengan
bekerja sama dengan lembaga “Independen Namun demikian,
Qalam beberapa Kasus, pejabat yang akhirnya dinyatakan
memenubi syarat atau lulus dalam proses tersebut selalu dapat
dihubungkan dengen pejabat politk: tim sukses, putra daereh,
Kerabat atan pun keluarga, Bahkan di Makassar, ada pegawai
yang sudah dinyatakan tidakulus At and proper test etapi tetap
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dipromosikan pada jabatan struktural sehingga pada saa it,
di kalangan pegavwai, istilah inf diplesetkan menjad: “fee and
proper st

Siah satu penyebab “mudahnya” intervensi- politik
dalam promosi pegaai di daerah adalah karena sampai saat
ini ukuran-ukuran Kompetensi dan prestas kerja yang dapat
digunakan untuk menilai seorang pegawai sangatlemah. Sudah
menjads rahasia bahwa Daftar Penilian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) sangattdak rlevan dalam menila prestasi Kerja pegawal
Persyaratan golongan dan Kepangkatan menjadi satu-satunya
kriteria yang dapat secara objektif diukur juga tidak memadai
Karena banyaknya jumlah pegawai yang memenubi persyaratan
dar aspek i schingga tidak sult bagi gubernur, bupati atau
watota untuk mempromosikan orang-orang yang mereka
inginkan,

Mutasi

Walaupun gaungnya. tidak sebesar pada rekrutmen
dan promosi, mutasi pegawai negerl di daersh juga tidak
lepas dari intervensi politk. Dibandingkan sebelum otonomi
dacrah, frekuensi mutasi pegawai batk pada level staf pelaksana
maupun pada level pejabat eselon pada saat ind sangst sering
terads sehingga banyak yang menduduki suatu jabatan dalamk
Wakiu yang telative singhat, Sayangnya, mutast yang dilakukan
bukan Karena alasan unfuk - peningkatan  profesionalisme
pegavai (semacam tour of duty) atau unfuk meningkatkan
Kinerja organisas tetapt hanya didasarkan pada keinginan dan
pertimbangan subjekif dari gubernu, bupati atau walikota
Mutasi pegawad yang terllu sering dan posisi dalam jabatan
yang terlau pendek berakibat Kurang optimalnya Kontribusi
pegawai tersebut bagi nstansinya.
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Bakk UU 32 Tahun 2004 maupun PP 9 Tahun 2003
mengatur, antara Jain, perpindzhan pegawa antar pemerintah
daerah harus mendapatkan persetujuan dari gubemur dan
bupati/walikota, Welaupun tidak terlalu menjolok sejumlah
peganvaijuga mengeluhkan adanya intervensi dalam pemberian
persetujuan  perpindahan semacam ini. Pegawai yang
memniliki konekst dengan pejabat politk dapat dengan mudah
mendapatkan persefujuan tersebut. Sebaliknya, ada pegawai
yang sebenarnya mendapatkan tawaran jabatan yang lebih
bak (promosi) di pemerintah daerah yang lin namun tidak
mendapatkan persetujuan darl bupati/walkota i tempat asa
mereka

Pensiun

Pensiun dapat dikatakan sebagai tahapan akhir dari kari
seorang dalam birokrasisehingga kemungkinannya sangat kecl
untuk terjadinya intervens! dalam tahap nd. Pada kenyataannya,
intervensi politik juga masth ditemui pada fase ni. Yang pling
banyak ditemukan adaleh kasts perpanjangan usia pensiun
bagi pegawai yang mendudui abatan struktural dan dianggap
berjasa kepada, atau memiliki hubungan dengan, gubernur
atau bupat/walikota. PP 32 Tahun 1979 memang memberikan
peluang untuk perpanjangan usia pensiun bagi pejabat dan
esclon tertentu, Namun dalam banyak Kasus, perpanjangan
usia pensiun dilakukan bukan berdasarken pertimbangan
Kelangkaan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut
tetapi ebih didasarkan pada pertimbangan subjektif misalnya
schagai hadiah"Karena sudah menjadi tim sukses pada pikada.
Selain berakibat pada Kinerja organisasi, perpanjangan usia
pensiun bagl pejabat struktural seperti juga juga menghambat
Karir pegawal lainnya.
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Baik UU 32 Tahun 2004 maupun PP 9 Tahun 2003
mengatur, antara lain, perpindzhan pegawai antar pemerintah
daereh harus mendapatkan persefujuan darl gubernur dan
bupati/walikota, Walaupun tidak terlalu: menjolok sejumlah
pegaiai juga mengeluhkan adanya intervensi dalam pemberian
persefifuan perpindahan semmacam  ini. Pegawal yang
memilki koneksi dengan pejabat politk dapat dengan mudah
mendapatkan persetujuan tersebut. Sebaliknya, ada pegawai
yang sebenarnya mendepatkan tawaran jabatan yang lebih
bk (promosi) di pemerinteh daerah yang hain namun tidak
mendapatkan persetujuan darl bupatifwalikota di tempat asa
mereka.

Pensiun

Pensiun dapat dikatakan sebagai tahapan akhir dari Kari
seorang dalam birokeasisehingga kemungkinannya sangat kecl
unfuk terjadinya intervensi dalam tahap ini. Pada kenyataannya,
intervenst politk juga wﬁitemni pada fase . Yang paling
banyak ditemukan adalah kasus perpanjangan usia pensiun
bagi pegawai yang menduduki jabatan struktura dan dianggap
berjasa kepada, atau memilki hubungan dengan, gubernur
atau bupati/walikota. PP 32 Tahun 1979 memang memberikan
peluang untuk perpanjangan usia pensiun bagl pejabat dan
esclon tertentu, Namun dalam banyak Kasus, perpanjangan
usia pensiun dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan
kelangkaan kompetensi yang dinuiliki oleh pejabat tersebut
tetapi ebih didasarkan pada pertimbangan subjetif misalnya
sebagai“hadiah” Karena sudah menjads tim sukses pada pilkada.
Selain berakibat pada Kinerja organisasi, perpanjangan usia
pensiun bagi pejabat struktural seperti juga juga menghambat
Karir pegawai linnya.
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Menyadari bahwa jumlah pegaai yang dimiliki sudah
melebihi dari kebutuhan sejumlab pemerintah daerah seperti
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jokiakarta, pernah
merencanzkan unfuk melakukan penataan kepegawaian
yang agak radikal dengan menawerkan pensiun dini kepada
pegawai mereka yang sudah memenuhi Keiteria tertentu dan
engan paket pesangon yang menarik (golden shake-hands].
Nemun, lagilagi, Karena intervensi politk dari pemerintah
pusat, kebifakan ini tidak dapat diirmplementastkan walaupun
sejumizh pegawai sudab siap untuk menerina tawaran fersebut.

Penutup

Intervensi politk terhadap birokeasi adalah suatu
Keniscayaan. Hal ini terjadi bukan hanya pada negara-negara
sedang berkembang dengan tingkat perekonomian yang belum
maju dan wolitik yang tidak demokeatis tetapi juga
terjadi di negara-negara maju yang tinghat perekonomiannya
sudah sangat maju dengan sistem poliik demokeast lberal
Perbedaannya adaleh pada negara-negara maju intervensi
politk pada birokrasi bersfat terbatas dan selektif sedangkan
di pemerintah dacrah di Indonesia intervensl tersebut sungat
masi

Karena. merupakan suatu keniscayaan, menghentikan
secara menyehurub intervensi poliik pada birokeast pemerintah
daerah tidak mungkin dapat dilakukan. Oleh karena i,
meminimalisir intervensi politik tersebut dengan, antara
hin, menyempurnakan berbagai Kelemahan yang dimiliki
oleh Kebijakan atau peraturan perundangan yang mendasari
prakiek manajemen Kepegawaian di Indonesta saat inf adalah
pilinan yang lebih realists. Pada aspek rekrutmen, misalnya,
sistem penerimaan pegawai terpusat (centralized recruitment)
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Menyadari bahwa jumlah pegawai yang dimilki sudah
melebihi dart kebutuhan sejumlah pemerintah daerah seperti
Pemerintah Provinst Daerah Istimewa Jokjakarta, pernah
merencanakan untuk melekukan penataan kepegawaian
vang agak adikal dengan menawarkan pensiun dind kepada
pegawai mereka yang sudah memenuhi Kriteria tertentu dan
engan paket pesangon yang menarik (golden shake-hands).
Nammun, lagi-lagi, Karena intervensi poliik dari pemerintah
pusat, kebfjakan ini tidek dapat diirmplementasikan walaupun
sejumiah pegawai sudah siap untuk menerina tawaran tersebut.

Penutup

Intervensi politk terhadap birokrast adalah suatu
eniscayaan. Hal ini terfadi bukan hanya pada negara-negara
sedang berkembang dengan tingkat perckonomian yang belum
maju dan sistem poltk yang tidek demokeatis tetapi juga
terjads i negara-negara maju yang tingkat perekonomiannya
sudah sangat maju dengan sistem poliik demokrasi kberal
Perbedaannya adalah pada negara-negara maju intervensi
politk pada birokeast bersfat terbatas dan selektif sedangkan
di pemerintah darah di Indonesia intervensi tersebut sangat
masit

Karena: merupakan suatu keniscayaan, menghentkan
secara menyeluruh intervensi poliik padabirokeasi pemerintah
daerah tidok mungkin dapat dilakuken. Oleh Karena i,
meminimalisir intervensi  polik tersebut dengan, antara
Lain, menyempurnakan berbagai kelemahan yang dimiliki
oleh Kebijakan atau peraturan perundangan yang mendasari
prakiek manajemen Kepegawaian di Indonesia saat inf adalah
pikhan yang lebih realistis. Pada aspek rekrutmen, miselnya,
sstem penerimaan pegawai terpusat (centralized recruitment)
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bisa dipertimbangkan unfuk meminimalisir intervens! aktor
politk lokal dalam proses rekrutmen. Pemerintah daerah
hanya memberdkan kriteria pegawai yang mereka butuhkan
tetapi proses seleks dilakukan secara terpusat oleh lembaga
independen. Seloin ito, sudah waktunya untuk membuka
Kesempatan adanya rekrutmen berdasarkan pertimbangan
politk (poltical appointments) dengan aturan yang jelas dan
delam jumlah dam posis yang terbatas.

Kebijakan zero growth yang akhir-akhir ini sepertinya
sudah “dimatikan’ oleh pemerintah sebatknya dihidupkan
Kembali untuk mengerem laju overstafing termastk rekrutmen
pegania terselubung yang dilakukan oleh berbagai perguruan
finggl kedinasan yang mahasiswanya langsung diangat
menjaci pegawal negeri. Seain itu, pemerintah daerah yang
sudah memikki jumbah pegawai yang dianggap cukup harus
diberi tanggung jawab untuk membiayai sendirf pegawai baru
yang mereka terima dan tidak lagi disediakan oleh pemerintah
melalui meknisme dana alokasi umurm (DAU).

Untuk meminimalsir promosi dan mutasi- pegawai
yang terkesan syarat dengan pertimbangan polits, berbagi
aspek darf undang-undang Kepegawaian yang ada saat ini juga
membutuhkan penyempurnaan. Krleria Kompetens jabatan
dan pengukuran prestas Kerja pegawal, misalnya, harus jeas
schingga dapat membedakan pegawai yang berprestasi dengan
yang tidak berprestast. Selain ifu, perencanaan karir (career
path) bag setiap pegawa harus menjads Kewajiban bag setiap
unit organisast pemerintah, Selanjutnya, untuk menghindari
mutast yang terkesan terjadi setap saat, mungkin ada baiknya
apabila waktu minimal seorang pegawai delam menduduki
jabatan tertentu perlu juga diatu.
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bisa dipertimbanghan untuk meminimalisir intervensi akior
polik lokal dalam proses rekrutmen. Pemerintah daerah
hanya memberikan krieria pegawai yang mereka butubkan
tetapi proses seleks dilakukan secara terpusat oleh lembaga
independen. Selain itu, sudah waktunya untuk membuka
esempatan adanya rekrutmen berdasarkan pertimbangan
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alam jumlah dan posis yang terbatas.
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yang meteka terima dan tidak lagi disediakan oleh pemerintah
melalui meknisme dana alokast umum (DAU).
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yang terkesan syarat dengan pertimbangan polits, berbagei
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sehingga dapat membedakan pegawai yang berprestasi dengan
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apabila waktu minimal seorang pegawal dalam menduduki
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Kebijakan mengenai usia pensiun sudah wektunya
dipertegas sehingga peluang untuk memperpanjang usia
pensiun dapat dihentkan. Tentu saja, Kebijakan ini perlu
idubung dengan Kebijakan paket pensiun yang lebih
‘manusiaw” sehingga pegaiai yang memasuki usia pensiun
tidek lagi berusaha untuk memperpanjang usa pensiunnye.
Terakhir, sudah waktunya pemerintah memikirkan Kebijakan
pensiun dini dengan paket yang menartk unfuk menjadi salah
satu piihan yang bagi pegawat negert yang menginginkannya

5

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

Kebijekan mengenai usia. pensiun sudah waktunya
dipertegas sehingga peluang untuk memperpanjang usia
pensiun dapat dihentikan. Tentu sqja Kebijakan ini-perlu
didukung dengan Kebijakan paket pensiun yang lebih
‘manusiaw!” schingga pegaval yang memasuki usia pensiun
tidak lagi berusaha untuk memperpanjang usia pensiunnya.
Terakhi, sudah waktunya pemerintah memikirkan kebiiakan
pensiun dinf dengan paket yang menarik untuk menjadi salah
satu pilihan yang bag pegawai negert yang menginginkannya.
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PEMERINTAHAN “PA PAJA PAJK”

BEBERAPA waktu yang lalu Departemen Dalam Neger
dan Departemen Keuangan mengungkapkan adanya ratusan
Peraturan Daerah (Perda) produk pemerintah propinsi
dan pemerintah kota/ kabupaten di sgharuh Indonesia yang
bermasalab. Perda-perda bermasalah int ciminta untuk segera
dianulir karena, antara lain, sangat memberatkan masyarakat
dan tidak kondusif dengan fdim berusaba, Selain alasan-alasan
yang sudah dikemukakan tersebut, perda-perda bermasalah
ini juga mengingatkan saya pada seorang Kawan yang, dengan
keitis ala g dan- senimannya, mengatakan bahwa
wajah pemerintahan sekarang ini telah beubah dari pelayan
masyarakat ke pemerintaban pa paja paja.

Bagt masyarakat Sulawesi Seatan, stlah atau ungkapan
pa paja’ paja’ tentu sudab tidak asing lag di teinga kit
Awalnya,itilah ini, mungin, dengan Konotasi netral, diberikan
Kepada pegawal pemerintah yang betugas memungut pajek atau
tetribusi dari masyaraat. Belakangan, istlab ini sepertinya
mengalan pergeseran makn sehngga sekarang, sepertinya,
julukan in diberikan lebih banyak kepada seseorang, yang
tanpa alasan yang benar (illeal) dan biasanya diserta dengan
ancaman, meminta otang lin (Korban) unfuk menyerahkan
harta bendanya, baik dalam bentuk uang maupun dalarm bentuk
materiainnya, Oleh karena tuistioh pa paja pai’, saatini, lebih
bunyek digunakan dalam Konotast negatif sepert pemerasan
atau perampokan.
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PEMERINTAHAN “PA PAJA PAJR”

BEBERAPA waktu yang lalu Departemen Dalam Neger
dan Departemen Keuangan mengungkapkan adanya ratusan
Peraturan Daerah (Perda) produk pemerintah propinst
an pemerintah kota/ kabupaten di seluruh Indonesia yang
bermasalah, Perda-perda bermasalah ini diminta untuk segera
dianulir karena, antara hin, sangat memberatkan masyarakat
dan tidak kondusif dengan iklm berusaba. Selain dlasan-dlasan
yang sudah dikemukakan tersebut, perda-perda bermasalah
inijuga mengingatkan saya pada seorang Kawan yang, dengan
kriis ala wrtawan dan senimannya, mengatakan bahwa
wajah pemerinfahan sekarang ind telah berubah dari pelayan
masfarakat ke pemerintahan pa paj paja.

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, istlah atau unghapan
pa paja’ paja tentu sudah tidak asing lagl di telinga kita
Awalnya, isilah i mungkin, dengan Konotasi netral,diberikan
epada pegawad pemerintah yang betugas memungut pajek atan
tetrbusi dari masyarakat. Belakangan, istilah fni sepertinya
mengalami pergesetan makna sehingga sekarang, sepertinya,
julukan ini diberkan lebih banyak Kepada seseorang, yang
tanpa alasan yang benar (ilgal) dan biasanya diserta dengan
ancaman, meminta otang hin (kotban) untuk menyerahkan
harta bendanya, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk
materi ainnya. Olehkarena ituistlah pa paja paje’ satin,lebih
banyak digunekan dalam Konotast negatf sepert pemerasan
atau perampokan.
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Delam konotas negatif sepertiinilah, nampakaya, kavan
sayatadimeqmakanistﬂah pemerintahan pa paja paja’. Yang
artinya Kurang lebih, pemerintah yang hanya pandai menarik
paiak dan restribust darf masyarakat faing regime) teapi idak
diimbang dengan penyediaan Layanan publik yang memadai,
Yang lebth payah lagi, katanya, pa paja’ paja’ llgal yang non-
pemerintah hanya hadir pada saat-saat tertentu, di tempat-
lmpal Ly dan secara sembunyi-sembunyi. Sebalkaye,
pemerintahan pa paja paja hadt seiap sat, di erbagad tempat,
secara terang-terangan, dan Karena itu merecoki hampir sermua
aktiitas sosial ekonomi masyarakat

Untuk mendukung argumen (enteng pemerintahan pa
paja o, Kawan sayamemaparkan berbagai contoh yangterjadi
sehari-hari. Misalnya, dalanya, hampir setiap bulan, telangga
saya mengeluhkan kehadiran pemerintahan pa paja’ paja’ di
tekening pembayaran istrik mereka, Yang dimaksud dengan
pemerintahan pa paja’ paja’ i sind adalah rekening retribusi
sampahyang harusdibayarsetiapbulan karena isatukan dengan
tekeninglstrk. Padzhal, katanya, sampah mereka idak pernah
diangkut olch pemerintah yang bernama dinas kebersthan,
Sedangkan, di dalam rekening listrk itu sendiri, Katanya
melanjutkan, masyarakat sudah lama mengelubkan kehadiran
pemerintahan pa paia” paja’ dalam bentuk pajak penerangan
jalan. Masyarakat merasa pajak seperti i seharusnya hanya
ditarkk dari mereka yang menikmati penerangan jalan, Tidak
ditarkk dari masyarakat yang jalan-falan i sekitar rumahnya
galap-pekat di malam hari Karena tidak berlampu jalan.

Contoh Lain, kata rekan saya, para pemiik hotel dan
testoran juga pernah mengeluhkan kehadiran pemetintahan
pa paja’ pajdi halaman-halaman hotel dan restoran mereka.
Pemerintaban pa paja’ paja’ di tempat-tempat sepert ini
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Dalam konotasi negatifseperti inilab, nampakaya, kawan
saya tadi menggunakan istilah pemerintahan pa paja paja. Yang
artinya Kurang lebih, pemerintah yang hanya pandai menarik
pajak dan restribusi dari masyarakat (asing rgine) tetapitidak
diimbang dengan penyediaan ayanan publik yang memadai.
Yang lebih payah lagi, katanya, pa paja’paja’ llegl yang non-
pemerintah hanya hadir pada saat-saat tertentu, di tempat-
ternpat tertentu, dan secara sembunyi-sembunyl. Sebelikaya,
penerintabian pa paja paja hadirsetiap saa,di erbagei lempal,
secara terang-terangan, dan Karena itu merecoki hampir semua
aktiitas sosil ekonomi masyerakat.

Untuk mendukung argumen tentang pemerintahan pa
paja i, kavwan sayamensaparkan berbagai contoh yangterjadi
scharl-hari, Misalnya, Katanya, hampir setiap bulan, tetangga
saya mengeluhkan kehadiran pemerintaban pa paja’ paja’di
tekening pembayaran listrk mereka, Yang dimaksud dengan
pemerintaban pa paja’ paja’ i sini adalah rekening retribusi
sampahyang harus dibayarseiapbulan karenadisetukan dengan
tekening lstrk. Padahal, katanya, sampah mereka tidak pernah
diangkut oleh pemerintah yang bernama dinas kebersihan.
Sedangkan, di dalam rekening lisrik ity sendivi, Katanya
melanjutkan, masyarakat sudah lama mengeluhkan kehadiran
pemerintaban pa paja paja’ dalam bentuk pajak penerangan
jelan. Masyarakat merasa pajak seperti ini seharusnya hanya
ditarkk dari mereka yang menikmati penerangan jalan. Tidak
ditarkk dart masyarakat yang jalan-jalan di sekitar rumahoya

-pekat di malarn hari Karena idak berlarpu jalan.

Contoh Lain, Kata sekan saya, para pemilik hotel dan
testoran juga pemah mengeluhkan Kehaditan pemerintahan
pa paja’paja’ i halaman-halaman hotel dan sestoran mereka.
Pemerintaban pa paja” paja’ di tempal-tempat sepert ini
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berwujud, antara L, retribusi parkr. Para pengusaha ini
mengeluh Katena halaman parkir tersebut berada i atas
tanahy miik mereka dan dbangun dengan biaya sendir
untuk memudahkan para pelanggan mereka yang umurmnya
menggunaken kendaraan. Pengusaha boleh safa menolak
kehadiran pernerintah yang menarik retribus parkr dari para
pelanggan yang menggunakan halaman hotel dan restoran
asalkan pemilk usaba bersedtia membayarfuran parkir bulanan,

Paraorangtua,tambzh rekansaya tadi yang menggunakan
Kendaraan unfuk mengantar-jemput anak-anak mereka
sekolah juga pernah mengeluhkan kehadiran pemerintahan
o paja’ paja yang berwujud retrbust parkir ind. Betapa tidak,
mereka harus membayar retrbust parkir pemerintah meskipun
Kendaraan mereka hanya berhenti sejenak di jalan di depan
sekolah. Para orang tua yang menurunkan atau menaikan
anak-anak mereka di jalan i depan sekolah harus membayar
kepada pemerintab.

Masyarakat, khususnya pengusaha dan sopir angutan

antar Kotz juga mengelukan kehadiran pemerintahan pa paji’

paja dihampir sepanjangjalan direpublikini. Ada pemerintahan
o paj paja’yang berseragam polsi ada juga yang berseragam
pamongpraja. Yang berseragam polii katanya, biasanya hadir
di tempat-tempat yang straegis dan agak lengang sedangkan
yang berseragam pamongpraja dapat dipastkan hadir dibatas-
batas wilayah Kabupaten atau Kota dan di terminal-ferminal,
Apa pun seragamnya, pemerintahan pa paja' paja’dala wujud
sepert 1ni, bagl pengusaha dan sopir angkutan, sealu berari
pengeluaran biaya tambahan,

Pemerintahan pa paja paja’ juga hadie di pabrik
di perkebunan, di sawah dan di pantai. Di pabrik, wujud
pemerintahan pa paja’paja berancka rupa. Selain yang Klasik
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berwujud, antara Lain, retribusi parkir. Para pengusaha ini
mengeluh karena halaman parkir tersebut berada di ates
tanch mitk mereka dan dbangun dengan biaya sendir
unfuk memudahkan para pelanggan mereka yang umumnya
menggunakan kendaraan. Penguseha boleh saja- menolak
Kehadiran pemerintah yang menark retribus parkr dart para
pelanggan yang menggunakan halaman hotel dan restoran
asalkan pernilk usaba peagectia membayariuran parkir bulanan.

Paraorangtua,tambah rekansayatadi yang menggunakan
kendaraan untuk mengantar-jemput anak-anak mereka dart
sekolah juga pernzh mengeluhkan kehadiran pemerintahan
o paja’ paja yang berwujud retrbusi parkir ni. Betapa tidak,
mereka harus membayar retrbusi parkir pemerintah meskipun
kendaraan mereka hanya berhenti sejenak di jalan di depan
sekolah. Para orang tua yang menurunkan atau menaikkan
anak-anak mereka di alan i depan sekolah harus membayar
Kepada pemerintah.

Masyarakat, Khususnya pengusaba dan sopir angkutan
antar kota, juga mengeluhkan kehadiran pemerintahan pa pojo
paja dihampir sepanjangjalan direpublikini Ada pemerintahan
o paj’ paji yang berseragam pols ada juga yang berseragam
pamongpraja. Yang berseragam polisi katanya, biasanya hadir
di tempat-fempat yang strategis dan agak lengang sedangkan
yang berseragam pamongpraja dapat dipastkan hadir d batas-
batas wilayah kabupaten atau Kota dan di terminal-terminal
Apa pun seragamnya, pemerintahan pa paj paja’delam wijud
seperti ini, bag pengusaha dan sopir angkutan, selalu berart
pengeluaran biaya fambahan,

Pemerintahan pa paja’ paje” juga hadie di- pabedk
di perkebunan, di sawah dan di pantai. Di pabrik, wujud
pemerintaban o paja’ paja’beraneka rupa. Sehain yang Klasik
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sepertl pajak Keuntungan, ada juga wujud pemerintzh yang
telatif baru. Misalnya, pemmerintah hadir delam rupa retribusi
alat pemadam Kebakaran. Ini artinya, pemilk pabrik harus
membayar retrbusi Karena mereka melengkapi- pabriknya
dengan alat pemadam ebakaran, Jadi, untuk berjaga-jaga dari
bahaya kebakaran punpengusahﬁus membayar pemerintah.
Ada juga sosok pemerintahan pa paja’paja’ i pabrik berupa
pajak generator. Karena pasokan listrik dari perusahan negara
tidak terlalu andzl, banyak pengusaha yang melengkapi pabrk
mereka dengan generator. Unfuk itu, lagilagh, pengusaha harus
membayar pemerintzh.

Di sawch dan perkebunan rakyat pun pemeriniah
merasa perlu unfuk hadir. Bukan untuk membantu para
petani meningkatkan hasil produksi mereka tatapi untuk turut
menikmati hasiljerih payah para petani yang kadang-Kadang
tidak mencukupi untuk kebutuhan petani dan Keluarganya.
Di antara produksi petani, pemerintahan pa paja’ paja” hadir
dalam bentuk retribusi pascapanen atau retrbust penggunzan
pupuk. Terakbir di pantai, di mana para nelayn berlabuh dan
menurunkan hasil tangkapan mereka, pemerintah tidak mau
Ketinggalan unfuk melibatkan dir. D sini pemerintahan pa
paj’ paja’ hadir dalam wujud retribust s laut atau semacam
i,
Conloh-contohym%isebutkantemansayatadihanyalah
sebagian hecil darl wujud kehadiran pemerintahan pa paji’
paja dalam hampir semua aspek kehidupan sosial ekonomi
masyarakat.ﬁau begitu, kata saya mencoba menyimpulkan,
pemerintaban pa paja” paja” sepert ini sejenis mabluk gab,
antara ada dan tiada. Pemerintah pa paje” paja’ ada etika
akan menarik keuntungan darl masyarakt dan menghilang
Ketika waktunya untuk melaksanakan kewaiban menyediakan
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sepert pajak Keuntungan, ada juga wujud pemerinteh yang

relatifbaru. Misalnya, pemerintah hadir delam rupa retribus
alat pemadam kebakaran. Ini artinya, pemilk pabrik harus
membayar retrbusi karena mereka melengkapi- pabrikya
dengan alat pemadam Kebakaran, Jadi, untuk berjag-jaga dari
bahaya kebakaran pun pengusaha harus membayar pemerintah.
Ada juga sosok pemerintahan pa paja’ paja i pabrik berupa
pajak generator. Karena pasokan Histrik dari perusahan negara
tidak terlalu andl, banyak penguseha yang melengkapi pabrik
mereka dengan generator. Untuk it lagig, penguscha harus
membayar pemerintah.

Dii sawah dan perkebunan sakyat pun pemeriniah
merasa perlu untuk hadir. Bukan untuk membantu para
petani meninghatkan hasi produksi mereka tatapi untuk turut
menikmati hasil jerih payah para petani yang Kadang-Kadang
tidak mencubupi untuk kebutuhan petani dan keluarganya.
Di antara produksi peani, pemerintahan pa paj paja’ hadir
alam bentuk retrbusi pascapanen atau retrbusi penggunaan
pupuk. Terakbir, i pantai, df mana para nelayan berlabuh dan
menurunkan hasi tangkapan mereka, pemerintah tidak mau
etinggalan untuk melibatkan dirk. D sin, pemerintahan pa
paja’paja hadir dalam wujud retrbust sl Taut atau semacam
iu.

Contoh-contoh yang disebutkan teman sayatads hanyelah
sehagian ecil dari wujud kehadiran pemerintahan pa paji
poja’ dalam hampir semua aspek kehidupan sosial ekonomi
masfarakat. Kalau begitu, kata saya mencoba menyimpulkan,
pemerintaban pa paja” paja” sepert i sejenis mahluk gab,
antara ada dan tiada. Pemerintah pa paia’ paja’ ada ketika
akan menarik keuntungan dari masyarakat dan menghilang
Ketika waktunya untuk melaksanakan kewafiban menyediakan
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pelayanan publk yang memadai bagi masyarakat. Penomena ini
perss sama d?an perilaku partai-partai politk i Indonesia.
Berlomba mendekati rakya di tahun-tahtnenjelang pemilu
sepertisaatini danmelupakan rakyat segerasetelah perhitungan
stata berakhir
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POLICY BRIEF: HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT AND REGIONAL AUTONOMY

]ntroductio

DECENTRALISATION came with a big bang to
Indonesia. In 2001, decades of centralised rule were radically
teversed with the transfer of numerous functions and massive
funding to regional governments. New electoral processes
were introduced and provisions for accountabilty debated and
instaled. The original Laws from 1999 have even been revised
to take account of many issues and problems that have arisen
during implementation, But amidstall tisattention and action
one aspect of decentralisation has remained largely ignored, and
that s human resoutce management (HRM). As our research
has found, HRM is the forgotten dimension of decentralsation
inIndonesia.

Our restarch project investigated the HRM Laws, the
tegulations which apply to regional governments, the existing
HRM practices, and the atitudes of public servants to them.
The team collected documents and interviewed key personnel
in central agencies and i nine regional governments in three
different parts of Indonesia. A questionnaire was also delivered
to public servants in each of the nine regions to discover their
opindons on HRM matters. From these enquirles we have
identified a number of policy issues, which if addressed could
lead 1o significant improvements in regional government
performance.
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The Need for Incremental Reform

The manner in which an organiSatios personnel are
organised has a major effect on what thet rganisation achieves.
Our research project has tevealed shortcomings in the ways
personne] ate organised in Indonesias regional governments.
The HRM structures and practicesarehavinga negativeeffecton
the achievement of developmental goals. Reform of HRM could
make 4 significant contribution to itmproved organisational
efficency and effeciveness which wil mean enhanced service
delivery. Through HRM reforms there ae opportunitis to
provide citizens with better qualty services ata lower unit ost.

The HRM reform program should be incremental. Our
tesearch has revealed nosupport in the public service at regional
or central levels for a radical reform program. To engage in
such a strategy would be dangerous as i risks alienating those
most affected—public servants at alllevels, These offcials could
oppose, Irustrate and ulimately destroy an overly ambitious
teform program. In the process, citizens could suffer welfare
lossesfrom declines in service delvery.

While the organisational climate for radical change is
highly unfavourable, hat for incremental change is moderately
favourable. Our research found leading government offiials at
both central and regional levels supportive of change in HRM.
Some regional leaders had alreada‘stituted modest reforms
aimed at improving government petformance while severa]
central government ministres had also introduced publi
service teforms, Staff members of regional governments were
mote cautious in their attitudes to change as our questionnaire
survey tevealed. Responses to questions shoved that staff
memmbers were typically risk averse although not adamantly
and universally opposed to change. However, their genera]

03

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

The Need for Incremental Reform

The mamer i which an organisations personnel are
organised has a major effect on what that rganisation achieves.
Our research project has revealed shortcomings in the ways
personnel are organised in Indonestas regional governments.
TheRM tructuresand practicesare havinga negativeeffect on
the achievement of developmental goels. Reform of HRM could
make a significant contribution to improved organisational
eficiency and effeciveness which wil mean enhanced service
delivery. Through HRM reforms there are opportunities to
provide ciizens with better qualty services ata lower unit cost

The HRM reform program should be incremental. Our
tesearch has revealed nosupport n the public service at regional
or central level for a radical reform progtam. To engage in
such a straegy would be dangerous as t risks alienating those
most affected—public servants at lllevels. These officils could
oppose, fustrete and ultimately destroy an overly ambitious
reform program. In the process, ctizens could sufer welfre
losses from declnes in service delvery

While the orgenisational climate for radical change is
highly unfavourable, tha or incremental change is moderately
favourable. Our research found leading government officials at
both central and regional evels suppartive of change in HRM.
Some regional leaders had already instituted modest reforms
aimed at improving government perormance while several
central government ministres had also introduced publi
service eforms, Steff members of regional governimens were
mote cautiousin their atttudes to change as our questionmaire
survey tevealed. Responses to questions showed that staff
members were typically risk averse although not adamantly
and universelly opposed to change. However, their general

63




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

satisfaction with the status quo indicated that there would be
aneed for change agents to persuade and demonstrate to staf
the benefits that HRM changes would bring, Advocates of publi
service change could also mobilise the opinions of citizens to
introduce reform programs. Other research indicates citizens’
growing political awareness and a more active civil society in
Indonesia, both of which could be used to jusify and leverage
teforms o the HRM system in regional governments.

AStrategic Approach to HRM

From our- semi-structured nferviews with Leading
personnel from central government personnel agencies headsof
tegion, heads of dinas (sub-national government departments)
and heads of regional personnel offces the research team
came to the conclusion that for successful reform to take place,
there was a need for a new HRM ‘mindsel” Current thinking
and practice on FRM in Indonesias regional and central
governments are characterstcally bureaucratic. Personnel are
administered rather than being viewed as resources that can be
organdsed in particular ways to achieve organisational goals
The prevailing bureaucratic mindset emphasises process and
compliance rather than performance and results. HRM is kept
separate rom other organisational activties especilly the core
activities which produce the organisation's outputs. HRM in
tegional governments is placed into discrete personnel unts
where the application of rules set by central government s the
primary task

In developing counris there has been growing inferest
in moving from bureaucratic personnel admirdstration towards
Srategic Human Resource Management (SHRM). This
transiion s inits infancy in Indonesia where our review of the
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existing research showed that even privatesector frmshave been
very sow in embracing SHRM. Government organisations have
been even less innovative but could undoubtedly benefltfrom
adopting some of the thinking and resultant practical meastres
characterisic of SHRM.

But what is SHRM? Tt emerged as & complement to
Steategic Management which itselfis a et oftechniquesto focus
on and achieve the purposes of the organisation. SHRM can be
viewed as one of those techniques oriented to organisational
goal achievemment. This distinguishes it fom  traditionel
personnel management which prevalls in Indonestds regional
governments and focuses on conformance with rules and
standardised processes. According to the tenets of SHRM, an
organisation’s HRM practices should be ‘ntegrated or aigned
with overall srategic plans to obtain enhanced individual and
organisational performance

Thee are various models of SHRM but three features
ate common to most and relevant to regional government in
Indonesa:

o Vertical integration: linking an organisations HRM
practices o the ach'a‘nent of strategic godls

v Horizontal integraion: the linking of an organisaton’
iffrent HRM activiis to faclitte organisational goal
achievement

Devolution: the delegation of HRM functions to line
managers These principles of SHRM allow considerable
variation in HRM design. This is necessary as organisational
environmentsdifferand requirediferent modesof fit o faciitate
organdsational goal achievement. But whatever the design
choice, SHRM demands focus on results, performance and on
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organising stffto acheve goals. For regional governments to
improve thedr performance it is highly desirable that some of
the SHRM thinking s absorbed by leaders and disseminated to
staff s that the conditions ae creaed for eforms, This shit in
thinking does not,howeves, entaildispensing with standardised
processes and conformity with rules. These ate necessary
clemnents of HRM as they can provide staf and citzens with
confidence and securlty. However, standardised processes and
rules should be reconsidered and revised to become more
oriented to goal achievement, Who Should Setthe Framework
for HRM? Our surveys of staff and government leaders atall
levels and in diverse organisations revealed lttle or no support
for devolution of authority for HRM to sub-nation levels of
government, Our questionnaire surveys of public servants in
tegionl governmentsn three areas of Indonesia—Central Java,
Southern Sumatra, and Sulawesi-revealed that 90 per cent of
personnel in each area ‘agreed or Strongly. edthatHRM rules
or regulations should be determined by central government,
There is undoubedly mistrust of HRM rule-setting by regional
governments, & state-of-affairs found in many developing
countris. Questionnaire sesponses showed that job securty
was heavily associated with central government control rather
than with sub-tational government control. Sem-structured
interviews with leading offcel in the personnel agencies of
central government found fnterest n reform but not in ceding
significant HRM authority to reglonal governments. Heads of
tegion, heads of dinas and heads of egional personnel bureaus
were tote ambivalent about assuming more HRM authorites
and in most cases had not considered such a policy shit. They
were oriented fo personnel management within the framework
set by central government but which allowed them some
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smell space for manoeuvre. These research indings suggest
that it would be prudent to maintain central control over the
rules and regulations governing HRM as to move stzongly in
the opposite direction would run the heavy risk of generating
considerable opposition. Such opposition could muster poliical
support and could certainly obstruct reform iniiaives leading
to policy fadure. Even if policy is made, withouta citcal mass
of support that policy will fall in implementation. The history of
public administration reforms n developing countrs isttered
with such ailures. This does not mean that we should maintain
the dtatus quo. There could be room for delegating additional
authorites to regional governments but with the proviso that
practices of transparency and accountabiity accompany any
such transfer. There are certanly eficiency and effctiveness
gins to be made from decentralising some additional
authorities to segional governments without threatening the
overall positon of central government personnel agencies
However,theremaybeaneedfo rat'alise it the centreas HRM
functions are currently distibuted across atleas ive agencies
Such rationalisation in the name of improved coordination has
been flagged by the Government of Indonesiain Law 43 of 1999
with reference to the creation of a Civl Service Commission.
This provision of the Law has yet o be implemented.

lmproving Recruitment and Selection

SHRM recognises that organisations operate in turbulent
environmentsand needstaffwho canachieve organisational gols
in such challenging conditions. This means that organisations
need to recruit high quabty staf. Unfortunately, recruitment
practices for Indonestds sub-national governments fll short
of the ‘good practices recommended by SHRM advocates. The

07

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

smell space for manoeuvre. These research findings suggest
that it would be prudent to maintain central control over the
rules and regulations governing HRM as to move strongly in
the opposite direction would run the heavy risk of generating
considerable opposttion. Such apposition could muster poliical
suppart and could certainy obstruct reformm iniiatives leading
to policy felure. Even if polcy s made, without a ritcel mass
of suppart that plicy wilflin implementation. The history of
public administration reforms n developing countees i ittered
with suh fadhures. This does not mean that we should maintain
the dtatus quo. There could be room for delegating additional
authorites to regional governments but with the proviso that
practices of transparency and accountabilty accompany any
such transfer. There are certanly eficiency and effectiveness
gins to be made from decentralising some additional
authorites to regional governments without threatening the
ovetall position of central government personnel agencies
Hovever,there maybea need to rationaliseatthe centreas HRM
functions are currently distibuted across at leastfive agencies.
Such rationalsation in the name of improved coordination has
been flagged by the Government of Indonesia n Law 43 of 1999
with reference to the creation of a Civil Service Commission.
This provision of the Law has et t be inmplemented.

Improving Recruitment and Selection

SHIRM recognises that organisations operate in turbulent
environmentsand needstaffwhocanachieveorganisationalgocls
in such challenging conditions. This means that organisations
need to recruit high quality staff. Unfortunately, recruitment
practices for Indonesids sub-national governments fall short
of the ‘good practices’recommended by SHRM advocates. The

o7




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

curtent system is cumbersome, over-centralised, has lements
of irrelevancy, encourages ineffciency; and does not guarantee
the recruitment of the most appropriate candidates

Theprocesstocusesontequests rom regional governments
being scrutindsed and approved by central government, It i
the central government through MenPan (the Ministry of
Administrative Reform) which makes the annual approval of
the formas (iteraly ‘formation’ but loosely translated as ‘new
positons) for each sub-national goverment. The approved
formasi will indicat the number of new public servants that can
berecruited byregional governments.To qualifyfor recruitment,
candidates must sit an exam, the same exam whether one is a
doctor, dentist, engineer, teaches, conputer operator or clerk. I
is 2 general knowledge testand has litl or no relaionship with
job vacances, career paths and professional attainment,

Regional  government leaders are aware of the
shortcomingsof the ystem and complained fo theresearchteam
about not being able to recruit the right taff because decisions
on the formasiare out oftheir hands. However, we did discover
that when recruitment of public servants was more under sub-
national governments in the carly days of decentralisation
there were rmany complints of nepoti and corruption, This
entailed re-centralsation and emphasises the policy issue that
any decentralisation of recrutment must be accompanied by
transparency and accountability measures which can beand are
enforced

O of the reasons why sub-national governments do not
complain 00 loudly about recrutment policy and practice is
that they do not have to find the wages from within their own
budgets. In approving the formas, the central government also
approves the allocation of funds to cover the wages ofthe new
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public servants. Thus, there is no incentive towads the eficient
management of personnel or o have the appropriate numbers
of people with the requisite skils in each functional area. If
sub-national governments had greater budget responsibilty for
their public servants, it can be assumed that there would be a
considerable growth of interestin matters of efficency.

The system of recruitment does not allow lateral entry
Persons who have demonstrated professional success in the
private or non-governmenta sectors cannot be individually
tectued. They must go through the universel recruitment
procedure. This means a potential loss of talent to the public
service. Loosening up recruitment processes assst in getting
the appropriately skilled persons into regional governments.
Whether the culture of the public service would welcome such
newcomers (perhaps viewed as latecomers) 15 an ssue that
would need addressing,

Fimall, the nalionﬁe examination system requires
teview toevaluate s performancein recruiting the mostsutable
applicantsfor public service positions. Should there be a variety
of paths nto the public servicef Perhaps such paths could diffe
according to professional groups orthe urgency of the needs of
sub- national governments,

Making Merit More Important in Promotion and
Advancement

Promotion in the Indonesian public service whether
it the centte or in regional governments is supposedly based
on merit. The best-performing staff should be promoted.
Questionnaire interviews with regional government slaff
tevealed that an overwhelming majority—92-97 per cent—
believed that performance'should be the most important factor
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in promotion. Thus, staff appear to share the merit- based view
of promotion, However, approximately onedn three interviewees
o rated seniority as annost important citerion for promotion
thus indicating that commitment to et may be tempered by
other, perhaps contradictory notions of the legiimate bass for
promotion,

While  Government Regulation  Number 12/2002
staes that advancement within  rank (golongan) i based on
performance, experience, sendority or lngth of service, the
tealityof promotion in regional governments is that the crierion
of ength of service reigns suptemne. The performance appraisl
instrument i weak (as will be seen laterin this policy paper)
and staff advancement within their particular rank is automatic
every our years.

There arethree types of promotion:

+ Advancement through diffeent levels of a persons
functional area. For example, for academics from lecturer
assstant (asiste dosen) throughto professor (guru besar)

+ From non-structural to structural positons

Advancement from a lower to a higher vl (eseon) of
structural postion. Central government regulations determine
these promotion processes and, for structuralpositions prescribe
compulsory training for recruitment/promotion to each of the
four eselon. The training is, however, less about management
and leadership skills than familiarity with and compliance
to government rules and adherence to nationalit ideology.
Furthermore, in our semi-structured interviews and literature
teviews we found consistent reference to favouritism and
corruption in the promotion to and within structural posiions,
Caseswere confidentially cited which demonstrated how loyalty
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personl links and money have been used foradvancement. The
major problern with the promotion system is that it does not
necessarly reward performance. Advancement is not based
on achievement but on length of service. There i certainty in
ones incremental advance through the level of one golongan
and while this may reward loyalty and compliance it does Lite
to acknowledge or encourage performance improvement.
Indeed, one will advance every four years even if attendance
is poor and work minimal. One should be careful, however, in
tecommending movement 1o an enttely performance-based
promotion g s ou tesearch found that the egitimacy of
length of serviceor senioriy as bases for promotion are deeply
entrenched in the perceptions of al ranks

Similarly, promotion into and between structural ranks
certainly found to be wanting if examined from a performance
perspective. The Key ssue s how to tranlorm a declared
commitment fo promotion on meritfnfo a ealty. One possible
entry point would be to review the whole system of personnel
dassification with a view to enhancing opportunites for
functional positions. Currentincentivs create istortionsin the
disribution of labour within government. Also needing review
i the elatve ack of atention to manegement and leadership
training, that i training which aims to buld the sills and
Knowledge of applicants for and holders of structural positions.

Making Training Demand-Oriented

Human Resource Development (FIRD) i about nvesting
ina range of activities whichare aimed at improving individual,
team and organisational performance. Training has been and
continues fo be the dominant mode of HRD for Indonesian
public servants. Contempotary HRD activitis associated with
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dassification with a view to enhancing opportunities for
functional positions. Current incentives create distortions in the
distibution of labour within governiment. Also needing review
i the elaive lack of attention to management and leadership
training, that i, training which aims to build the skills and
knowledge of applicantsfor and holders of structural posiions.

Making Training Demand-Oriented

Human Resoutce Development (HRD) i about investing
ina range of activites which re amed atimproving individual,
team and organisational performance. Trainng has been and
continues to be the dominant mode of HRD for Indonesian
public servants. Contemporary HRD activities associated with
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SHRM, such as organisational earning, knowledge management
and talent management, have not made any headway insegional
governments in Indonesia,

Although training for regional government personnel has
along history in Indonesiaour research found various problems
with contempotary practies. There are three types of training
for regional government  personnel—leadership, functional
and technical. Leadership teaining is for the four eselons which
comprise the structural positions. As already stated, this
training has been found to be highly formalised, covering too
maty subjects in too Litle depth, very general and focusing
mote on loyalty o the tatethan on performance. It however,
extremely popular with some courses (eg for eseon Tin one of
the study areas) oversubscribed. Thiss due tothe desirabityof
eselon posiions because of thei income-carning opportunites
and not through any structured program of earning o enhance
individual and organisatonal performance

The popularity of eselon {raining stands in contrast to
technical and functional traning, While these types of training,
ifwelldone, do promisetoimproveindividual and organisational
petformance they are not assoctated with improvement in
career opportunitis. Thus, during our research it was reported
that the Makassar campus of the National Ingtitute of Public
Administration (Lembaga Administasi Negara - LAN) found
dificulty in illing 25 places for free functional training courses
such as Introduction to E-Government, Improving Service
Quality and Improving Presentation Skils for Trainers. By
contrast LAN-Makassar sometimes had to turnaway fee-paying
public servants rom eselon T raining even though the class sze
could be up o 100 persons.
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Technica training s essentialfor profssionals n regional
government tokeepup-to-date with developments in their ields
of specialisaion. During the years of centralised government
this traning was organised and funded by central government.
Decentralisaton has entaled the delegation of responsibiltes
and mance for technical training to regional governments. But
our enquires revel that budgets allocaed fortechnicaltraining
ate small, leading o neglect of this activity. The result of such
neglect i a skll shortage with egional public servants faling
to keep up with changes in practice and technology which
would contribute to improved individual and organisational
petformance

Despitethe problems with raining and budget reductions
therearesti] substantial funds for training whichhhave generated
new traning business with central government agencies and
private training centres sellng training to local government
organisations, Where paid allowances and travel are involved,
the training courses receive the support of regional public
servants. But such training is strongly supply-driven and not
the result oftraning needs analysis It encourages renl-seeking
behaviour and is not satisfying demands which could lead to
petformance improvemment,

The fundumentalproblemmof HRD inregionalgovernments
i that it is not strategically aligned with the achievement
of organisational goals. The training that is delivered is not
necessarily thatwhich is most requiredtoimproveindividualand
organisational performance, Trainingis certainlyassociated with
individual advancement, afact which probably exphinssome of
the survey tesponses we collected. Indeed these responses were
in general favourable towards training, For example, 56 per cent
of respondentsin each area believed that training opportunities
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had improved under decentralisation; between 79 and 87.3 per
cent thought that training had helped to improve performance
(athough it was uncleara to whether ecucation and pre-service
professional training were being refered to]; and between 39.3
and 62.4 per cent thought that training was based on the needs
of individuals and organisations.

Such generally positive responses suggest that persuading
staffof the need forrefomm ofthe training system may be raught
with diffculty. A majority percetve the prevailing syster to be
satsfactory, a view not necessarly shared by leaders n regional
and central government, and certainly not what the research
team concluded from their review of the evidence, Indeed,
the research tea tecommends a teorientation of the current
training arrangements o a more demand-driven system in
which the focus of concern is performance improvernent.

Rewarding Performance

In-the view of SHRM, reward systems are means of
atracting motivating and rewerding staffo perform el towards
theachievement of organisaionalgoels. Law 43 of 1999 appearsto
mirror these sentiments but ourresearch i regional governments
in Indonesia found a complex and highly bureaucratic system
of renmuneration which is not oriented towards encouraging
performance improvement and affaining tesuls,

InTndonesta, civil servants are placed in a ank (golongan)
according to educational achievement and will then receive an
incremmental increase every two years, with a i in grade within
the rank every four years. The ncreases ingrade or salary do not
necessarily ental any incteases in workload or responsi- by
and there are acronyms popularly used n the Endonesian publi
service 1o indicate the absence of any reationship between
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petformance and remuneration (eg PGPS - Pintar Goblok
Pendapatan Sama - clever and stupid public servans receive
exactly the same salary). Thus, among the golongan the salary
system is not a motivational ool

Within the structuzal positions there 15~ perhaps
greater cortelation between different eselons, workloads and
tesponsibilty. But the great atraction of eselon positons s the
superior earning power. This is especially manifested in the
allowances that such positions attract, There are allowances for
functional positions but those available to structural posts are
more plentiful and rewar?

They arerarely directly elated to performance but moreto
the opportunities available for occupants of particulr positons
and to dientelstlinks, Other research by the Government of
Indonesia and World Bank has questioned the extensive and
cumbersome system ofallowances labelling it non-transparent,
discretionary and prone to abuse and accusingitof contributing
to the ‘weak link'between remuneration and ither personal or
group performance

When public servants were asked about who should
etermine salaries there was a clear preference for central
government control. Between 533 and 728 per cent of
interviewees wished salaies to be set by central government
while only between 114 per cent and 174 per cent disagreed.
There was, howeer, less support for the current systemn of
allowances paid on top of basic salaris. Between 50.8 and 5.8
per cent of inferviewees believed that the current system of
allowances was not fair while only between 16.2 and 19.1 per
cent fudged the system o be fi.

Itis cear that the Indonesian public service has a salary
system whichisoverlycomplexandoften ackingintransparency.
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The urgent requirement s for remmuneration to be more cosely
linked with professionalism and performance. However, the
introduction of performance management sjstems should
proceed with extreme caution as results elsewhere indicate
that numerous problems can occur with pootly designed and
implemented interventions. There are current experiments in
Indonesia which appear promising such as: e introduction of
petformance-based pay into central government agencies such
asthe Ministey of Finance and the National Auditor offie; the
Teachers Law of 2003 which attempts to rofessionalise teaching
toraise the quality o education; and the fntroduction of project
allownce sharing and performance indicators i a ew regional
governments.

Managing Performance for Organisational Improvement

A core assumption of SHRM is that the performance
of individuals and groups can be managed to achieve greater
organisetional efficency and efectiveness  towards  the
attainment ofrganisational goal. s, however, an area of HRM
in tegional governments in Endonesia that is underdeveloped
espite frequent references and exhortations to improve
emnployee petformance ot inerja pegawai,

Much of the oficial effort put into performance
management revolves around the attitudes and behavioural
standards expected of civl servans. 1deas of oyalty to the stte
and the state ideology and upholding the image and integity
of the civil service are typically emphasised. The guidelines
and associated punishment system for dealing with breaches of
the various tegulations are extensive. Despite this, discipline is
allegedly low and disciplinary meastres are vague, superfcial
and not necessarly enforced. For example, other research has
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shown absenteeism to be widespread (19 per cent for primary
schools and 40 per cent for health centres) but statitis relating
to disciplinary measures do not reflect hissiuation
Rerformance standards in terms of outputs or outcormes
were found to be lacking and Litle understood in most of the
tegional governmentssurveyed in our research, Restructuringin
the pursuitof erformancegaing was tareastegional governments
{ollowed mechanistic principles prescribed in nationwide rules
to determine the shape of their organdsations. This miltated
against innovative testructuring to produce government
orgenisations geared to saisying the needs and uniqueness of
situations facﬂ individual regional governments, One major
problem our research identified was the lack of incentive for
heads of egion and dias to seek efciency and eflectvenessin
stafing arrangements, The approval of a regional governments
Jormasi by central government means that the funds to pay the
salares of allin the formasiwill low from central government to
the region. Thisrelieves regional authorities from considerations
of stafing effiiency and effeciveness.
Allivilservantsin regionel overnment dohave anannual
appraisal using the Daflar Pendlaian Peloksanaan Pekerjoan,
DP3—literally ‘List of Appraisa of Tasks Performed. There is
an impressiv st of qualities and achievements that the DP3 i
supposed to eveluate. These include allgiance, performance,
tesponsibity, compliance, honesty, cooperation, iniiatve
and leadership. n practice it appeared from our interviews
and observations that DP3 was oriented especialy towards
alegiance o the stateand notto heachievementof ersonaland
organdsational goals. DP3 does litte to identify and encourage
good goal-oriented performance and possibly Less to spot
weaknesses and take remedial action. But D3 is important as
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civilservantsneeda good clasificationto qualifythem forsalary
rises, promotion and transfer. As the DP3 forms are allegedly
flled in often by supervisees rather than supervisors, it appears
that the process has itk value for improving the efficiencyand
effetiveness of regional government organisations.

O questionnaire survey showed overwhelming support
forperformanceappraisalamongstaffinalegionalgovernments.
Between 95.6 per cent and 97 per cent either agreed or strongly
agreed that performance appraisal was important, Resulls were
mote ruxed when atttudes to DP3 were probed. Inallthe ateas
we surveyed, the most popular responses did not agree with the
proposiion that DP3 was a good instrument for performance
appraisal but there were substantial numbers who approved of
i Neutral responses were Lower than usual possiby indicating
strong and divided feelings on this matter. This contrasted with
enquiries into whether career opportunities were enhanced
under decentralisation. One in three respondents gave non-
commital replis indicatinga degree of ambivalence.

Recommendations

Our research has demonstrated the need for the reform of
current HRY, regulations and practices to faiitate the process
of public sector reform in regional governments in Indonesta.
Our findings Tead tothe following policy recommendations

Recommendation 1: That reform of HRM should be an
incremental process. Recommendation 2 Thata more strfegic
orientation to HRM should be ntroduced into the organisation
of regional government.

Recommendation 3: That the basic framework for HRM
in regional government should continue to be set by central
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government but options should be explored to decentralse
particular HRM  functions to promote more efficient
adminisration.

Recommendation 4 That the annual formasi process
should be reviewed and revised with the objectives of making
the recruitment system more eficient and effective, and giving
tegional governments more responsibilty and accountabliy in
this process.

Recommendation g“nat markel-driven options for
rectuitment and transfer should be introduced.

Recommendation 6: That there should be increased
emphasis on meritin promotion and advancement.

Recommendation 7 That there should be a move towards
more demand- driven traning with a clea relationship between
training and individual and organisational performance.

Recommendation §; That there should be exploration of
ways to simplif the system of remuneration fo regional publi
servas

Recommendation %: That curtent systems of performance
management be reviewed and revised to align them with the
achievement oforganisetional goals
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MAKING DECENTRALIZATION WORK IN A
UNITARY STATE

‘Thete s no shorteutto decentralized governance
(Flyden 2007, p226)

Abstract

TIDAK ada jalan pintas untuk ~ desentralises
pemerintahan. Metode dan alasan desentralisasi terus menerus
berubsh walaupun alasan utamanya tetap bahwa pemerintah
daerah akan lebih efektif melaksanakan tugas pembangunan
dan pelayanan. Di negara kesatuan yang selama puluhan
fahun mengadopsi sistern pemerintahan yang sentralistis
ada beberapa hal yang menentukn suksesnya desentralisas
Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah, pertama, pemerintah
pusat yang berdaya (srong), kapasitas pemerintah daereh yang
memadat untuk melaksanakan kewenangan yang difimpabkn,
emampuan pemerintah daerah melakukan inovast yang sulit
dilakukan pada sistem sentralistis, mekanisme dan ingtrumen
yang dapat menjamin penegakan akuntabilitas pemerintah,
dan kemampuan daerah untuk melibatkan dan mendapatkan
dukungan dar esehuruhan stakeholders termasuk civi society
yangada di daerah.

80

MAKING DECENTRALIZATION WORK IN A
UNITARY STATE

‘Thee s no shortcut to decentralized governance
(Hyden 2007, p226)

Abstract

TIDAK ada jalan pintas untuk  desentralises
pemerintahan. Metode dan alasan desentralisas terus menerus
berubah walaupun alasan utamanya tetap bahwa pemerintah
daerah akan lebih efektif melaksanakan tugas pembangunan
dan pelayanan. Di negara kesatuan yang selama pulohan
fahun mengadopsi sistem pemerintahan yang sentralisis
ada beberapa hal yang menentukan suksestya desentralisasi.
Faktor-faktor tersebut diantaranya adalzh, pertama, pemerintah
pusat yang berdaya (strong), kapasttes pemerintah dacrch yang
memada unfuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahken,
kemampuan pemerintah daerah melakukan inovast yang sulit
dilakukan pada sistem sentralisis, mekanisme dan instrumen
yang dapat menjarmin penegakan akuntabilitas pemerintah,
dan kemampuan daerah untuk melibatkan dan mendapatkan
dukungan dart kesehuruhan stakeholders termasuk civl society
yang ada di daerah.

l




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

Introduction

For many years effective local governance has been
advocated as a necessary element of development. However,
the favoured modes of decentralization and the rationales for
then have changed over the years. Britsh colonial authorites
used local government to socialize subject populations into
democracy and to promote capitalist economic development
(Hicks 1961; Smith 1985). Inthe 19605, the UN was advocating
ecentralization as an essential means of promoting effecive
government in developing countries (UN 1961). This could be
through ‘held administration’ or democrabigalhg eected local
governments. In the early 1980, Conyers%was reporting
ecentralization in its poliical form as ‘the latest fashion in
development administration. By the 1990s decentralization was
atacting considerable attention and support romn the World
Bank (2000) often in association with “participation’ (

Bank 1996 and 1997). With the advent of the new millennitm,
democratic decentralization had assumed the status of
development orthodoxy (Blunt and Turer 2007).

While experimentation and  often #iasm for
ecentralization have been evident for along time, the promised
tewards of decentralization have not always been realized.
Indeed, there have been many diseppointments, some filse
starts and even failures. But there have also been successes, In
thi paper [ will eflect on these experiences to see what they can
tell us about making decentralization work. This is not meant to
be an exhausipemmalysis of how to make decentralization work
but should be seenas  selecive st of issues and lessons.
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Indeed, there have been many disappointments, some false
starts and qensailures, But there have elso been successes. In
this paper [ wil refle e experiences fosee what they can
tell usabout making decentralization work. Thisis not meant to
bean exhaustive analyss of how to make decentralization work
but should be seen asa selective lstof issues and lessons
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Decentralization for What?

The most basic consideration in any experiment with
ecentralization is the question, Why are we decentralizing!
It is a simple and fundamental question but often one that is
notgiven due consideration. Such an oversight can have adverse
tepercussions as the answer to Why ate we decentralizing?
should guide the design of decentralization. 1t important to
Know the purpose of decentralizaion rather than simply follow
afashion because others are doing it or that it s a governmental
arrangement favoured by donors. A clear justification for
ecentralization gives direction topolicyandtsimplementation.
Itis a benchmark againgt which government actions can be
measured by both officals and ciizens.

In-general there are various interrelated reasons for
ecentralization but three reasons seem 1o explain most
iniiatves. Firsty, there is the desire to extend and deepen
democracy: This has been prominent in the lows and rationales
for decentralizaion in Indonesia and the Philippines, although
pethaps not always cleary delineated. The idea of giving ‘power
to-the people tends to find widespread support amongst
ciizens who generally welcome the idea of participating in
local decision-making even ifit is only through the election of
offcials. 1t also appeals o local elites and those aspiring to join
this privileged group. An integral aspect of the democratization
impetus for decentralization s that twillenhance accountability
tolocal populations and as such reduce corruption and improve
public sector management. We will probe deeper into this in
a later section. The second reason for decentralization i the
promise of improved services leading to rising indicators of
human development in such areas as health, education and
income. Offcals are able to react more quickly to the specifi
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needs and demands of local populations. Allocative effciency
is improved and citizens get what they want and need rather
than be subject to the decisions of distant central bureaucracy.
Thirdly, decentralization can be justified in terms of promoting
national unity andaccommodating centrifugaltendencieswhich
might threaten the ntegrity ofthe state. By giving out powerand
authority to subrational governments, central government can
forestll secessionist tendencies and satisfy local demands for a
greater say in local afars. In this way, decentralzation can be
viewed as promoting unity in diversity.

Implementing Decentralization

In decentralization initiatives, a great deal of attention
is devoted to planning. Decentralization planning can be
seen as an arend info which stakeholders seek entry and, once
in, strive to get their points of view accepted and the new
institutions designed to their king, While the big ssues of the
new system generate considerable debate—What functions
ate {0 be decentralized? Which territories should have what
authorities?—thetecan alsobe much negotiation about minutiae
and there are unique country specific issues which can absorb
much energy and time. The outcome of the planning process
is a decentralzation {ramework determined by politics and not
according to the raional instruments of planning, That should
not be seen o detract from the process or make it irrational. It
i how policy s made. However, i this process has not involved
tegional participation and support, roblemsshouldbe expected
in implementation.

Even if decentralization planning is a political process
this i not to say that planning cannot be well done in the view
of the participans. However, things can go awry in two ways.
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Firstly, iflocal representatives are not engaged in planning then
implementation is likely to suffer. When local people are not
involved in the design of decentralzation then they may well be
ambivalent about its implementation. At worstthey could even
sabotage the implementation. Planning for decentralization
improves with loca involvernent and feedback. Secondly, there
needs to be ful appreciation of the job to be done—specifying
desired outputs, calculating the needed inputs and anticipating
problems which might emerge in implementation. All oo often
such considerations are overlooked leading to problems in
implementation.

After the planning comes the transition to the new
decentralized order. This fist implementation step is
tundoubted ygapmeial for the future success of decentralization
butits ot suffcient to enstre thatstccess. Theaim of transition
is o ensue that the new institutions function, that finances are
flowing as anticipated, and that the new or modifed processes of
governanceare in operation. But such transiion does not ensure
that decentralization works in the sense that it is contributing
to the achievement of the goals of %lra]ization. This
consideration emphasizes the importance ofclearly defining the
purpose of decentralization as stressed in the previous section.
It is after successful transiton to decentralized government
that officials and citizens in regions can actuall get on with the
job of using the new institutions, processes and opportunities
to make developmental gains, Unfortunatel, decentralization
sommetimes s@e transition stage with local offcals failing
to make the most of the opportunities that should be offered
by decentralized governance. This situation can be caused by
such things as decentrazation frameworks which have been
ooy designed, local elites who try to monopolise the benefit
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of decentralzation, o fack of capacity in regional governments.
The answer may be to review and revise the legishtion and
implementation regulations or it could require pressure from
ciizens and central gov Thee is o single answer
What it is important to recognize i that once the transition to
ecentralization has been made that does not mean the end
of the matter. Decentralization i an ongoing process. Review,
teform and realignment are invariably tequired to ensure that
the system is oriented to achieving the goals of decentralization
in 2 constantly changing environment.

Remembering the Centre

O of the key factors for successful decentralization i
a strong central government. This may seem paradoxical but
as Hotcheroft (2001, p4d) and others have argued  strong
foundation of prior centralization’ i  necessary basis for
successful decentralizaton. The importance o tis i requently
nderestimated and overlooked. However, it 5 quite easy to
emonstrate why sttong central government is & necessary
conditon of an effctive decentralized system of governance.

Central governments take the lead in  planning
ecentralization. They organizethereviewsoflegislation,contract
the experts for specialst advice, supervise the drafting of lows
and regulations, and make sure that they are formally approved.
Central governments also have supervisory duties. They are
important actors in decentralized governments' accountability
tegimes. For exampl, they have a national responsibty to
ensure that standards are being met actoss the country and
that servicesare being delivered. Central governments have the
job to see that local governments are complying with national
Laws and regulations while they are the arbiters when serious
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complaints are made against leading local offical. It i central
governments that organize proceedings and have the authority
to dismissthese oficils if cases against them are proved. Such
upward accountability for local governments complements the
downward accountabilty of those governments to the citzens,
A further central government responsiblity i the organization
of local elections and the formulation of the rules which govern
those elections. Finally, central governments requently control
the finance that pays for local overnments. s often the case—
for examplein Indonesia, hilippinesand elsewherein Southeast
Asia—that the largest shate of local government revenue cones
from the central governmen. The centtal government generally
collects the major taxes and then provides local governments
theirshare as specified in the national legisation.

These examples dlearly demonstrate that  central
government plays a major tole in local-level governance. This
i 1o be expected as both local and central governments are
both organizations of the state. While successful decentralized
governance requites strong central government this oes ot
mean domination by central government. The centre should
have multpleand complex elationships with local governments
ina decentralized system. Thus it supervises, monitors, controls
and facltaes. The central government must perform such roles
to ensure that decentralization works.

Building Capacity

Afrequent critcist of lpsskgovernments in decentralized
systemns i that they lack capacity. That i, they do not have the
tesources, especially the human resources and organizational
systemns, to perform the tasks that have been allocated to thern.
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These deficits are seen tolead to poor performance and, at worsl
declining indicators of human development.

There is a variety of measures which can be utilzed to
build capacity but the particular combination of initiatves will
depend on the prevailing conditions. Sometimes there will be
system-wide problems which need addressing and which require
central government intervention. At other times the problems
wil be specific to a particular local government or group of
local governments. Training i 2 longstending technique of
capacity building, whose popularty is enhanced by its non-
threatening nature. But scarce resources can be squandered if
inappropriate training s given, Correct diagnosis of training
needs is an important frststep in quality training and vial for
good training course design. Restructuring local government
organtzations s often necessary for improving efficiency and
effectiveness of service delivery but is an initative that will
encounter resistance. Some staff or stakeholders willfee their
interess threatened. Good change management leadership is
essential to overcome such resistance and secure the support of
statin implementing change. This support i essental f change
istosucceed. Thereareother capacily-building nitatives suchas
providing incentives, making clear career paths,ensuring merit-
based promotion, reviewing and changing work processes, and
introducing electronic governance. And ifit proves too diffcul
to build adequate capacity within entthen services and
functions can be contracted out tﬁvﬂe sector or NGOs.

Ensuring Accountability

Conternporary lierature on decentralization stresses
the central role of accountabilty, the cornerstone of publi
governance and management’ (Aucoin and Heintzman 2000,
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p45). This s the process wheteby the public places its trust in
offcials to carry out thei responsibilites in the public nferest
In return these offcals are obliged to report justfy and be
judged on their actions’ (Turner et ol 2003). But why is this
important? Three basic reasons are suggested.

Firstlythere i the traditional argument thataccountabiliy
is necessary o prevent the abuse and misuse of public authority
In short, accountabiy is the antidote to corruption. When
accountabiliy systems are neffective this givs rise to siuations
in which corruption can thrive. Secondly, good accountability
tegimes provide the assurance that public resources wil be
dealt with in a proper manner, that offictal actions will be in
Keeping withthe leter and spiritof the law and that offcials will
undertake their work in accordance with the values of public
service. Thirdly, there i a managerial pay-offfrom an effective
accountabity systemy that is, accountabilty should promote
continuousitmprovementingovernanceandpublicmanagement.
What these threefactorsadd up o s that accountabiity s oneof
the clearest demonstrations of democraic governance

Indecentralized systems of government it s often argued

that accountablity to the clizenry i easier to enforce tharm

for central government. This is because the local government
offcials are close to the peaple they are meant o serve. Citzens
should therefore be more aware of the officals actions and have
better access to them than i they wete many ilometers away
in the capital city. Citzens are in dose proimity to the local
government offictals making decisions and providing services.
However, this is not necessarly what happens. Indeed in some
cases local eltes sefze and maintain authority and are able to
subvert accountabilty. The result is that these eliaeﬂts,

there s no impetus to improve the quality or efficiency of publi
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services, and citzens fal o teap the m benefis of locel
governance. It could even be argued thatt i easer to be corrupt
it the local Jevel than the national level in situations where
tegional ‘Strongmen’ gain control of offce and where central
government is weak or ineffcient.

A wide range of devices are avaable to promote local
level accountability. Some are operating in Indonesia where the
legislationhasconsistentlytressed thecentraltyofaccountablty
in regional autenomy: Accountability reports by heads of regfon,
transparent decision-making systems, local ombudsmen, civi
sodety participation, performance measurement, minimum
standards, participatory budgeting, complaints procedures,
codesofethicsforpublicservanisandsurveysof ctent satisfaction
ate just some of the many accountabiity iniiatives that can be
employed by local-level governments.Itis not enough that they
exist, there must also be commitment to their implementation.
For example, the establishment of a complaints box does not
mean that complaints are treated seriously in a transparent
process. Such a process must be put in place and made known
to cifizens. A worthy code of ethics for publc offiials may be
written and published but the values and behaviours in the
code will not automatically characterize the actions of oficials
Furthermore, thete are instances in which the instrumens of
accountabiity are improperly used to fight political battles
among contenders for offictal offie rather than being used to
promote democtatic development. For example, political ivals
mobilize accountabilty instruments o oustincumbents

Promoting Innovation

One of the potential benefts of decentralizaion is that
it provides the opportunity for localleaders to innovate for the

8

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

services, and citizens fal to reap the promised benefits of locel
governance. It could even be argued thatt i easerto be corrupt
at the local level than the national level in situations where
tegional ‘Strongmen’ gain control of offce and where central
sovernment is weak or ineflcient

A wide range of devices are available to promote local
level accountability. Some are operating in Indonesia where the
legislationhasconsistentlystressed thecentralityofaccountability
integional autonomy. Accountabiity reports by heads ofregion,
transparent decision-making systems, local ombudsmen, civi
society particpation, performance measurement, minimum
standards, participatory budgeting, complaints procedures,
codesofethicsforpublicservanisandsurveysof cientsatistaction
ate just some of the many accountabiity initiatives that can be
employed by local-level overnments. It is ot enough that they
exist, there must also be commitment to their implementation
For example, the establishment of a complaints box does not
mean that complaints are treated seriously in a transparent
process. Such a process must be put in place and made known
tocitizens. A worthy code of ethics for public officials may be
written and published but the values and behaviours in the
code will not automaticaly characterze the actons of ofcials.
Furthermore, there are instances in which the instruments of
accountability are improperly used to fiht political battles
among contenders for offiial office rather than being used to
promote democtatic development. For example, political ivals
mobilizeaccountabilty instruments o oustincumbents

Promoting Innovation

One of the potential benefits of decentralization is that
It provides the opportuniy for localleaders to innovate for the

8




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

beneft of the ciizens n their terrtory. This can be described as
public entrepteneurship involving Tocal officals who develop
ideas, mobilize coalitions, and make strategic choices about how
to advance new organizational or policy agendas, even in the
facef political oppositon, public apathy or capacity constraints’
(Grindle2007, pé4). A range offactors explain why some mayors
and governors demonstrate Such entreprencurial talents. These
include commitment, personality, persistence and political
networks (Grindle 2007). But these offcials also requite spacein
which they can develop and implement their innovative ideas.
IFthey are shackled by bureaucratic procedures, igid human
tesource management systems, and lmited funding possibiltes
then public entrepreneusship will prove tobe almost mpossible

Butit i through the creative leadership of the top elected
offcials that progress can be made in local government, In the
Philippines, since 1994 the annual Galing Pook awards reward
municipaliies, clies and provinces for their fnnovations in
nineteen areas of their operations. There has been strong
compettion between these subnationel governmermecially
in the areas of environmental protection, enterprise and
livehood development, health and nutriion, welfare services
and agriculturl programs (Carifo 2007). Even the pooresttowns
have won awards thus demonstrating that even in conditions
of scarcty and poverty there may stll be opportuniies for
advancement through public entrepreneurship. For exampl,
in Anao municipalty a Rural Industrialzation Can Happen
(RICH) program has made use of the ubiquitous ylang-ylang
flower previously only gsedfor garlands (Carifio 2007). Now
i is incorporated into-pertumes and cosmetics, Community
onmership of roadside trees has organized, seedlings distributed,
matket support provided. The leaders of Opol in Mindanao have
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transformed this poor municipality into a centte of ecoculturel
tourism and sustainable agro-industris. s loca ta returns have
incteased and it s being used as a model by other municipaliies.
While such successes make welcome and inspiring news, there s
always the issue of how the benefical changes can be sustained.
There is a danger that f the public entrepreneurs are not re-
elcted, their achievements may notbe maintained.

Engaging Civil Society

Writers on decentralization frequently  emphasize
the importance of cooperation with civl society, especially
through non-governmental organizations (NGO or LSMs) and
community organizations. Several benefits are seen to derive
from such cooperation:

Pressure on local governments to be more participatory
and responsive, Generation of social capital (trust, norms,
networks, communications), bridging and bonding, Increased
capacity for local collective action. Improved beneficiary
targeting of services (for example, focused on the poor,
disadvantaged and marginalized). Improved matches between
services and beneficary preferences. Enhanced potential for
scaling up service delivery (Brinkerhoff, . etal. 2007, p190).

A vibrant civl society is seen to have the potential t
make a major contribution {o the development of democrati
governance and socioeconornic development. But such benefis
are not automatically achieved. Firstl, there actually needs
to-be a civil society with organizations that are capable and
sustainable. Whete such a situation does not occur, it may be
in the best interest of citzens to urge the local government
to support the development of such organizations. Secondly,
there should be trust between the local government and civi
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sodety organizations. Lacking trust makes a partnership
uncomfortable and possibly unworkafeeRhut sometimes there
is suspicion on both sides about the motivations of the other
parties. Local overnments are sometimes viewed by ivlsociety
Organtzations s trying to exercise too much control. Conversely
local governments may be suspicious and the methodologies
used by civl soctety organizations. Local overnments may also
fee that civil sociey organizations are not accountable. These
situations (and there are others) show that there is considerable
opportunity for tensions to arise in the relationship between
local governments and civil society organizations. Building
trust will help toreduce such tensions and contribute to working
partnerships that benefit the population athage.

A third issue is that cvil society organizations are
sometimes assumed to share some universal characterisics
These include flebility, rapid responsiveness, innovative
approaches to development issues, and ease of access to and
empathy with the poor and marginalized. While this may be
the case for many civil socity organizations it should not be
assumed that these desirable characteristics are evident in
il case. They need to be demonstrated empirically. As Judith
Tendler (1997) found in her Braziian study there were some
NGOs which were more bureaucratic than the government in
theiroperations whilesome partsof thegovernment bureaucracy
had  the structural characteristics and work processes more
usually assodiated with NGOs. Finall, there is the matier of
participalimﬁrequently assumed that citizens are eager
to lake advantage of the participatory opportunites offered
by democratic local governance. However, we need to heed
the longstanding warning of Johnston and Clark (1982, pl71)
that participation is ot a free good and that that the poor will
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invest their participation when they believe t will secure them
Valuable benefits not otherwise available at comparative costs
Cizens can also suffer from participation fatgue while the
incorporation of participation into development initatives can
increase complexity, and therefore time and quite possibly cost.
This s not o dispute the value of participation rather to stress
the need to gve careful consideration to e nature and number
of participatory initiatives.

Conclusion

My brief review of isues and lessons for making
decentralization work revealsthat there are many matters which
tequite the attention of local governments and their partners
in central government, the private sector and civil society. It
should be obvious that some, perhaps all, o the ssues are not
amenable o immediate solution. As the quote atthe beginning
of this paper dlarly states, There s no shortcut to decentralized
governance (Hyden2007,p226). Furthermote,the issuesneed to
be sorted outin cooperative ways. Cooperation may be between
different levels of government or between local governmentand
civl society organizations, It may also be between the diferent
actors within local governments. The overriding aim should be
to seek the most effctive modes of decentralized governance,
the ones which help to achigyatle goals of decentraliztion.
Indeed it would be a mistake to view decentralization as an
end in dtself. Decentralization is a means to achieve other
Worthy goals such as deepened democracy, improved service
delvery and greater accountabilty. Innovations and successes
from various developing countris demonstrate tha we can be
optimistic about using decentralzation to bring about improved
governanceand rising evels of human development.
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AKUNTABILITAS DAN
KINERJA ORGANISASI PUBLIK

PROFESOR Robinson menyatakan adanya revolus
akuntabiltas baru di pemerintahan Indonesia. Hal tersebut
dikemukakan secara impisit bahwa sstem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (AKIP) yang sedang dikembangkan oleh
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagei
bagian darf revolust tersebut (Media Indonesia 8 Juli 2002,
Tulisan ini menganggap bahwa pengukuran Kinerja instansi
pemerintah yang sangat erat hubungannya dengan akuntabilites
scharusnya juga dilengkapi dengan ukuran-ukuran subyektif
Karena indikator-indikator obyektifyang digunakan selama i
termasuk AKIP yang dikembangkan BPKP - kurang memenuhi
hatapan dan cenderung tidak sejalan lagl dengan tunfutan
peningkatan akuntabilites di pemerinfahan.

it

Secara sedethana ﬁabilitas publik dapat dianggep
schagal suatu proses atau mekanisme di mana pegawal atau
organisast publik dapat diberikan sangs apabila perlaku dan
alau kinerja mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
(Mulgan 2000). Daridehinisinitelhat katanerat antara kinerja
organisast publik dengan akuntabiltas. Tanpa mengetahui
Kinerja yang diharapkan, tingkat akuntabiltas instansi publik
fidak mungkin detahui. Sayangnya, pengukuran kinerja
organisast publik selama ini masih didominasi oleh indikator-

07

AKUNTABILITAS DAN
KINERJA ORGANISASI PUBLIK

PROFESOR Robinson menyatakan adanya. revolust
akuntabiitas baru di pemerintahan Indonesia. Hal tersebut
dikemukakan secara implisit bahwa sislemﬁilitas kinerja
instansi pemerintah (AKIP) yang sedang dikembangkan oleh
Badan Pengawas Keuangan dan Permbangunan (BPKP) sebagai
bagian darf revolusi tersebut (Media Indonesta § Juli 2002).
Tulsan ini menganggap bahwa pengukuran kinerja instansi
pemerintah yang sangat erat hubungannya denganakuntabilita
seharusnya juga dilengkapi dengan ukuran-uuran subyektf
Karena indikator-ndikator obyektif yang digunakan selama ni -
termasuk AKIP yang dikembangkan BPKP - Kurang memenubi
hatapan dan cenderung tidak sejalan agi dengan tuntuten
peningkatan akuntabilites di pererintahn.

Hht

Secara sederhana akuntabiitas publk dapat dianggap
sebagal suatu proses ata mekanisme di mana pegawai atau
organisasi publik dapat dibertkan sangsi apabila perilaku dan
alau kinerja mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
(Mulgan 2000). Dari defunisiniterkhat kaitan exatantara Kinerfa
organisasi publik dengan akuntabiltas. Tanpa mengetahui
Kinerja yang diharaphan, tingkat akuntabiltas instansi publik
tiak mungkin diketahui. Seyangnya, pengukuran Kinerja
organisasi publik selama ind masth didominasi leh indikator-

97




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

indikator objekif seperti output, efisiensi, elekiiftas, dan
produkiftas Karena dianggap memenubhi standar manajerial
yaitu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan
jumlah layanan atau jasa publik yang dihasilken. Pengukuran
kinetja instansi publik hanya dengan indikator-indikator
obyekif sepert ni dianggap sudah tidak memadat lagt dengan
tuntutan pecunya pemerintahan yang semakin akuntabel,
tesponsif dan demokratis.

Ada beberapa argumentasi mengapa indkator-indikator
obyebif yang digunakan selama ini dianggap tidak memadai
lagi untuk mengukur kinerja organisast publi, terutama dalam
hubungannya dengan tuntutan peningkatan  akuntabiias
i pemerintahan. Pertama, terminologl seperti output,
efisiensi, efektifitas, dan produkiftas sering membingungkan
dun digun?ecara fidak tepat Kading-kadung orang
menggunakan Kata eisiensi padabal yang dimaksudkan adalah
elektifitas atan produkeiftas. Kedua, mengukur output dengan
indikator obyektif seperti perbandingkan antara biaya dan
pelayanan atau fasa publik yang dihaslkan sebenarnya hanya
menunjukan nilaf simbolk tetaptidak memberikan informasi
mengenaimanfaatatandampakterhadap merekayang menerima
atau menggunakan jasa publk tersebut. Dinas kebersihan kota
misaknya yang mengukur Kinerjanya berdasarkan panjangjalan
yang sudah dibersihkan atau berapa banyak rumah tangga yang
sudah dilayani tidak memberdkan gambaran mengenai tingkat
Kebersihan jalan tersebut dan tingkat Kepuasan rumah tangga
yang dilayani atau kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh
petugas sampah yang bekerja asal-asalan.

Ketiga, pengumpulan data untuk mengukur Kinerj
organisasi. publik dengan indikator obyekif secara tekeis,
administratf dan polits juga tidak mudah. Kesulitan tekis
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terjadi karena umumnya output organisasi publik tidak
berupabarang tetapi jasa atau layanan yang “diproduks!’
dan “dikomsums” pada saat yeng bersamaen dan tidek ada
harga. Akibatnya, apa yang telah dibasilkan oleh, dan ingkat
Keberhasilan, suatu organisasi publik tidak dapat diketabui
secara past. Miselnya, apa output yang dihasikan oleh sebuah
museum? Apakeh keberhasilan museum diukur darf jumlah
pengumung yang datang alau pendapatan yang dihasilkan
art penjualen tiket? Karena data. obyektif untuk mengkur
kinerja organisasi publik berasel darf dalam organisasi publik
i sendir,Secara administratif data yang akurat sulit diperoleh
Karena suatu instansi dapat saja menyembunyikan data yang
menunjukkan kegagalan instansi tersebut atau memanipulasi
data agar instansi tersebut terkesan berhasil. Demikian juga
para politsi dapat dengan sengafa mengaburkan data yang
dikhwatikan akan menimbukan sentimen publik yang
merugikan para poliisttersebut,

Selain hal-hal yang disebutkan tadi terlalu mengandalkan
indikator-indikator obyektif dalam mengukurkinerja organisasi
publik dapat berekibat buruk pada kualtas pelayanan. Oleh
Karena tu, semakin besar tunfutan agar Kinerjagagganisas
publ juga diukur dengan indikator-indikator subyekifsepert
tingkatkepuasaan masyarakat erhadap kualites pelayanan yang
mereka lerirrdi Amerika Serikat sefak 1970an, persepsi dan
tingkat Kepuasan masyarakat ferhadap pelayanan yang mereka
terima sudah digunakan untuk mengukur inerja organisasi
publik. Ketika tuntutan agar pemerintah semakin demokatis
dan organisast pubik semakin responsif dan akuntabel terhadap
masyarakat yang dilayan ukuran-ukuran subyekef seperti
tingkat kepuasaan masyarakat semakin relevan unfuk digunakan
ntuk mengukur kinerja organisast publik.
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Menurut Guy Peters (1998) administrasi publk di era
fahun 2000-an adalah administrasi publik yang melayani
pelanggannya. Oleh karena it kaedah utama membahagiakan
pelanggan, seperti yang disinyalir oleh Professor Robinson,
tidak lagi hanya millk organisasi bisnis tetapi juga sudah
harus menjad mantra organisasi publik. Bukankah organisasi
publik pada dasarnya diciptakan untok melayani masyarakat?
Untuk itu, memahami tingkat kepuasaan masyarakat yang
(ilayani menjadi sangat penting dan pendapat mereka harus
mejadi- pertimbangan utama dalam mendesain pelayanan
publk. Selain itu, memberi kesempatan kepada masyarakat
unfuk menilai Kualites pelayanan yang mereka terima juga
sangat penting Karena kebanyakan organisast publk bersifat
monopolis sehingga masyarakat tidak memilki alernatif ain
untuk mendapatkan layanan tersebut, Ketika mekanisme “exit”
tidak tersedia maka “voice” menjadi satu-satunya sarana bagi
pelanggan unfuk menyalurkan ketidakpuasan mereka terhadap
pelayanan yang mereka ferima.

Selain alasan-alasan flosofstadi, manfaat prakis ainnya
seperti pendapat opini publik yang disampatkan melaluisurvey
penlaian masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam
memahami perbedaan kebutuhan masyarakat antara kelompok
sostal tertentu, membantu pemerintah mendesain cara
pelayanan yang terbaik, dan membantu pemerintah menilai
tingkat kepuasaan terhadap kualites pelayanan yang ada. Selain
iu, hasil survey terseut dapat juga memberikan gambaran
mengenai perlu tidakaya mekanisme pelayanan berubah dan
pendapat masyarakat terhadap masalah-masalah tertentu yang
sedang berkembang,
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AKUNTABILITAS MORAL
PENYELENGGARA NEGARA

KEENGGANAN a DPR Akbar Tanjung, yang
telah divonis bersalah dalam Kasus korupsi, Jaksa Agung
MA. Rachman, yang “ceroboh” tidak memasukkan salah satu
rumah mewah yang dimilki ke dalam formuli daftr kekayaan
KPKN, dan Gubernur DKI Sutiyoso serta sejumlah anggota
legilatif yang disinyal sebagai penebar dan penikmat suap,
untuk mengundurkan dirl darf jabatannya masing-masing
menunjukkan rendahnya etika publik dan akuntabiitas moral
(moral acconntabilty) para penyelenggara negara di republik
ini. Perilaku sepertini fuga akan membuat masyarakat semnakin
Kehilangan kepercayaan (trusf) terhadap para penyelenggara
negara, sedangkan Kepercayaan merupakan tonggek penting
dalam pembentukan pemerintahan yang berwhawa dan
bermoral

bEi)

Negara, menurut Hegel, bukan sekedar sebuah organisas
melainkan suatu organisme motal (moral organdsn). Oleh
Karena itu, seluruh akifitas negara selayaknya merupakan
aktifitas moral. Artinya, seluruh aktifitas para penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungiawabkan tidak hanya secara
hukum formal tetapijuga secara moral. Atau dengan Kata hin,
selin tidak melanggar aturan hukum, semua perdeku pejabat
publik harus berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan ettka
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yang sesual dengan, dan oleh karena itu dapat diterima oleb,
norma-norma yang berlakn dalam masyarakat. Hal inlah yang
dimaksudkan oleh Divivedi (1987) sebagai akuntabiitas moral
yang harus dimilki oleh sefiap individu penyelenggara negara.

Sayangnya, apa yang digambarkan pada awal tulisan
ini- menunjikan bahwa para pejabat publik yang dinili
“bermasalal’ oleh masyarakat selau berlindung di bakik
pendekatan hukum formal untuk mempertahankan kedudukan
mereka dan untuk berkelit bahwa apa yang mereka lakukan
aalah benar. Karena melakukan upaya banding dan tidek diatur
dalam tata ertib DPR, Akbat Tanung masth merasa layek untuk
mempertahankan posisinya. Karena tidak dapat dibuktkan,
tuduhan kencang terjadinya suap pada pemilihannya sebagai
gubernur tidak sedikit pun mengurungkn niat Sutiyoso untuk
terus meminapin DKL Demikian fuga dengan sejumah anggota
legislatif yang disinyalir sebagaipenikemat stiap. Sedangkan MA
Rachman merasa bahwa hanya presidenlah yang berhak menilai
apakah diamasih ayak atau tidak memimpin Kejaksaan Agung
walaupun masyarakat mangangeap kepemilikan rumah mewah
adalah indikast ketidakjujuran dan ketidaklayakan untuk tetap
mempertahankan kedudukannya,

Argumentasl parapenyelenggara negara sepertl ini
terjadi Karena mereka hanya menggunakan pendekatan
obyekt (objectivist approach) dalam menili etika dan
moralitas. Pendekatan ini menganggap bahwa selelu ada
standar-standar nyata, obyektif dan absolut yang berasal i
luar iri manusia untuk menilai kebenaran atau ketidakbenaran
(rithness or wrongness) semua perilak manusia. Oleh Karena
ifu, perilaku seseotang dianggap etis dan bermoral sepanjang

tidak bertentangan dengan hukum, aturan atau tata tertib yang
berlaku.
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mempertahankan kedudukannya,
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Pada hal sesunggunya, hukum, aturan dan tata fertb
kurang memadat untuk difacikan sebaga satu-satunya ukuren
etka dan moralitas. Selin karena tidak mungkin menciptakan
semua aturan hukum unfuk setiap akiiftas manusia, juga ada
kecenderungan manusia untuk sengafa mengabaikan dan
atau memanipulasi aturan hukum yang ada. Oleh karena it
pendekatan nterpretasi (inferprefvist approach) terhadap ettka
dan moralitas tidak meyakini adanya standar-standar obyektif
dan absolut yang berasel darthuar dirl manusia, sepertt aturan
hukum, yeng dapat dijadikan vkuran unfuk mentla etika
dan moralitas perilaku manusia. Sebaliknya, pendekatan ini
berpendapat bawa akal budi atau Kesadaran manusia (human
consciousness) yang berasal dari calam dir sefiap individu
adalzh satu-satunya ukuran untok menilai etka dan moralita
perilakn manusia

Mereka yang pedull pada penegakan etika administrasi
negara. sepertinya sepakat untuk menggabungkan Kedua
pendekatan ini. Oleh karena itu, selain hukum, aturan dan tata
tertb yang ada, suara hati atan hati nuran (conscience) juga
diakaisebagaisalah safu dasar untuk mentlaietka dan moralitas
perilaku para penyelenggara negara. Hukum, aturan dan tata
tertb adalab sumber penilaian etika dan moralta yang berasl
dari uar sedangkan suara hati adalah dasar penilaian etika dan
moralitas yang berasal dartdalam diri para penyelengara negara.

Karena multi interpretast terhadap suatu aturan hukum
dapat dengan mudab terjadi, mendai etka dan moralita
perlaku pejabat publik dengan menggunzkan hukum, aturan
dan tata terti juga dapat menghasikan penilaan yang tidak
seragam. Misalnya, dengan interpretasi aturan hukum yang
mereka lakukan, para pendukung Akbar Tanjung, MA
Rachman dan Sutiyoso merasa bahwa tindakan mereka untuk
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tetap bertahan pada kedudukannya masing-masing adalah
benar, etis dan bermoral. Sebaliknya, dengan interpretas
berbeda terhadap aturan hukum yang sama, idak sedtkit yang
berkesttmpulan batnwa tindakan mempertahankan kedudukan
dar para penyelenggara negara ini tidak etis dan bertentangan
dengan prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang berlaku
dalam masyarakat.

Ketika terjadi pertentangan interpretasi aturen hukum
sepertl inilsh maka pendekatan interpretasi- seharusnya
menjadi pedoman dalam  mendli etika dan moralitas
perileku penyelenggara negara. Dengan didasari hati nurani,
pertentangan efistidaknya pecilaku para penyelenggara negara
dapat dihindari kavena diyakini bahwa pertimbangan hati
nuran setiap manusia tethadap suatu perflaku adalah identk.
Karena peniian hal nurand yang identk itulah sehingga
tercipta prinsip-prinsip moral, etika atau norma-norma yang
diyakind dan berlaku dalam satu kelompok masyarakat.

Berbedadenganpejabatpublik pangmemilkikepentingan
untuk mempertahankan kedudukannye, rakyat umumnya lebih
bebas mengemukakan perilin berdasarkan pertimbangan
hati nurani mereka. Dan oleh Karena pertimbangan etika
dan moralitas berdasarkan hati nurant selalu identik, maka
sesungguhnya dapat dipastikan babwa hati nurani para
penyelenggara negara yang sedang mendapat sorotan publik
saat ini identk dengan pentlaian yang dikemukakan oleh
masyarakat luas. Bahwa tindakan mereka bertahan pada
Kedudukan masing-masing sebenarnya tidak etis karena
bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan norma-norma
yangbexlaku dalam masjarakat sebagaimana yang diungapan
dalam berbagai media massa
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tetap bertahan pada Kedudukannya masing-masing adelah
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Persoalannya sekarang adalah apakah para penyelenggara
negara ini mau mendengarkan hatl nurani mereka atau tetap
berlindung dibalik argumentasi afuran hukum. Hanya saja
petlu diingat bahwa kepercayaan masyarakat akan sirna apabila
perilku para penyelenggara negara bertentangan dengan
prinsip-prinsip moral, etika dan norma-norma yang diyakini
oleh masyarakat. Sedangkan kepercayaan masyarakat adalah
syarat mutlak pembentukan pemerintahan yang berwibawa dan
bermoral.
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Persoalannya sekarang adalah apakah para penyelenggara
negara inf mau mendengarkan hati nurani mereka atau tetap
berlindung dibaltk argumentasi aturan hukum. Hanya sai
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KINER]Aanggotalegislatifitakembalimendapatsorotan.
Kalau pada masa Orde Baru mereka dianggap inferor yang
hanya tahu satu kata, setju i jaman reforma saat ni mereka
dianggap terlalu superior. Kasus pemecatan Wali Kota Surabaya
ol¢h DRPD Surabaya dan usulan pencopotan Sekretaris Negara
Bambang Kesowo oleh Tim 12 KomisiIDPR, hanya merupakan
puncak gunung es dari pameran superioritas yang diperthatkan
oleh para anggotalegislatfdiEndonesia, Pada pengantar laporan
jaiakpendapattentang perlu tidaknya lembagarecalldihiduplan
Kembali, harian ini mensinyalir eksistensl para anggota DPR
saat ini nyaris tak tergoyangkan (Kompas, 29/07/2002). Media
hin bahkan ada yang mengibaratken para anggota legisatif
sebagai dikiator yang sombong, pongah dan arogan (Media
Indonesia,16/7/2002). Selain apa yang sudah digambarkan
di berbagai media massa, perilaku yang dipertontonkan oleh
para anggota egislatif kit juga menunjukken ketidakpahaman
mereka atas Konsep akuntabilias politk yang mereka harus
petankan dan bagaimana menjalankan peran tersebut secara
sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, apa yang dipamerkan
oleh para anggota legislaf dapat juga dlihat sebagal ineriority
conplex sebab pada dasarnya kapasitas mereka sangat tidak
memadai dibandingkan dengan kemampuan eksekuti yang
mereka harus hadapt
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KINERJAanggotalegislatifkitakembalimendapatsorotan
Kalau pada masa Orde Baru mereka dianggap inferior yang
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1t

Menurut Dwivedi dan Jabra (1989) Konsep akuntabilitas
poltk pada negara demokratis pada hakikatnya mengakui
ekuasaan politk badan legisatif unuk mempengaruhi
eksckutif dalam pengambilan keputusan publik. Dengan kata
lin kehadiran akuntabiltas politk yang diperankan oleh
legilaif dapat menjamin institusi dan pegawai pemerintzh
untuk - meleksanakan ~kebijakan-kebijakan ~ publik  yang
ditetapkan oleh badan legislatif. EXsistensi akuntabiites politk
juga- sekaligus dimaksudkan untuk mencegeh pemerintah
mengambil dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang
bertentangan dengan keinginan rakyat yang direpresentasikan
oleh badan legilatf.

Sepintas lalu, konsep akuntabiltas politk sepert ini
menunjukkan kekuasaan legislatil yang sangat besar dalam
mengatur cksekutf, Konsep ini juga terkadang dianggap
sehagai dominasi absolut legisatf terhadap ekseluti sepert
yang cenderung dipertontonkan oleh sebahagian besar anggota
legstati Kita saat ini. Pemahaman seper ini jlas eliru karena
derajat akuntabilitas yang sehat dan bertanggung jawab pada
hakekatnya ditentukan oleh hubungan-saling-mempengaruhi
yang sehat dan bertanggung jawab antara insfitutsi yang
akuntabiltasnya harus ditegakkan dan instiusi yang harus
menegakkan akuntabilitas tersebut. Delam  hubungannya
dengan akuntabilites poltk legislatf yang dibahas pada tulisan
ini maka derajat akuntabilitas yang sehat dan bertanggungjawab
ditentukan antara lin oleh bagaimana legisatf atau DPR/D
(sebagai insttust yang harus menegakkan akuntabitas politk)
secara sehat dan bertanggung jawab mempengaruhi kebijakan-
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Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahi/dacrzh (schagai
insituts yang harus dtbangun derajat akuntabiltasnya).

Sedikitnya ada tiga hl yang dapat dijacikan barometer
untuk menilai apakah akuntabilias politk ditegakkan dengan
shat dan bertanggung jawab. Pertama, seberapa besar
kemanpuan legislaif mempengaruhi Kebijakan publik yang
dibuat oleh pemerinteh, Hal ini dapat diukur dari frekuensi
kehadiran dan kualitas argumentasi yang dikemukakan oleh
anggota legisatf dalam repat-tapat pengambilan keputusan
publk dengan pemerinteh. Kenyataannya, tingkat kehadiran
anggota legisatf dalam rapat-tapat pengambilan Kebijakan
publk yang sirategis dengan pemerinteh - seperti yang
diributkan akhir-akhir i - sangat mengecewakan. Bagianggota
legislaif yang "kebetulan” hair, banyak di antara mereka yang
tidak bersuara. Bagi mereka yang sempat bersuara, Kualitas
pendapat atau argumentasi yang dikemukakan- terhadap
betbaga isu publik masth sangat tidak memenub syarat unfuk
dapat dikategorikan berbobot. Dengan kenyataan sepert ini
legislatif menjadi sangat tidak berdaya untuk secara sehat dan
bertanggung jaweb mempengaruhi berbagai Kebijakan publik
yang dibuat pemerintah.

Alat ukur kedua penegakan akuntabitas poltk secara
sehat dan bertanggung jawab dapat ciibat dari mutu interaksi
dan komunest yang terfad antara legislatf dan pemerintah.
Hal ini dapat dinilel deri kulitas dan kuantitas informasi
yang diberdkan pemerintah kepada legislatif dan sejauh mana
informasi tersebut dimantzat untuk mempengaruhi Kebijakan
publi yang akan diambil pemerintah. Hanya saa, untuk
dapat memanfaatkan berbagai informasi yang diberikan oleh
pernerinteh pengetabuan para anggola legislatf terhadap
masalah tersebut harus memadai. Tanpa pengetahuan yang
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cukup mka berbagai kebijakan publik yang akan diambil oleh
pemerintah tidak akan mampu dipengarub oleh legislatif

Ketidakberdayaan ~legisatil  Karena  Keterbatasan
pengetahuan dapat diihat dart Lolosnya berbagai rancangan
ndang-undang yang diajukan pemerintah tanpahambatan atau
pedebatan yang berart diparlemen. Keterbatasan pengetauan
menyebabkan anggota legidatif tidak mampu mencermati
dun memberdkan kontribusi yang berarti terhadap berbagai
rancangan kebijakan yang dijukan oleh pemerintah. Demikian
juga dengan rapat-tapat konsultasi antara pemerintah dan
legislati terkesan base- basi belaka di mana wakdl pemerinntah
memberikan ceramah kepada legislaf dan wekd legilaf
memberikan ceramah belasan,

Ketiga, penegakan akuntabiitas politk yang schat dan
bertanggung jawab hanya dapat terjadi Kalau ada batasan
wewenang yang jels antara kebijakan publik yang dapat
dan tidak dapat diintervensl oleh legisatf (discrefionary and
nondiscretionary deciion-making spheres). Dengan kata Lain
tidek sernua kebijakan publik yang diambil pemerintah harus
mendapat perseujuan legislatif Harus ada domein independen
di mana birokeasidapat mengambil dan melaksanakan berbagai
Kebijakan publk tanpa menunggu persetujuan egsltf Dengan
profesionalitas dan eksperts yang dimilki, banyak Kebijakan
publik yang dapat dilaksanakan secara efisen apabila birokrasi
memniliki kebebasan mengambil keputusan dan bertindak tanpa
harus menunggu mandat parlemen, Terleih Kalau indikator-
indikator yang digunakan oleh legislaif untuk menolak
betbagai kebijakan yang akan diambil pemerintah tidak rasional
dun terkesan mengada-ada. Penolakan legislatf atas sejurnlah
calon duta besar yang diajukan oleh pemerintah beberapa
wakiu yang lalu hanya karena umur mereka sudah terlalu tua
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atau masih sangat muda adalah salah satu contoh befapa tidak
rasionalnya pertimbangan yang dilakukan oleh egislatf dalem
menggagalkan kebjakan yang akan diambil oleh pemerintzh,

Singkat kata, penegakan akuntabilites politk yang sehat
dan bertanggung jawab hanya dapat terwujud apabila egisatif
marmpu mennpengarub kebiakan pemerintah melalud nferaksi
dan Komunikast yang berkualitas melahul adu argumentasi yang
betbobot. Untuk iu Kapasitas legislatif harus melebihi atau
sedikitnya seimbang dengan kemampuan yang dimilki oleh
pernerintah. Karena kemampuan anggota legiatf kitasaat ni
masth jauh dibandingkan dengen kemampuan eksekutif maka
yang terjadi adala infeiorify complex i mana anggota legisatf
akan mencart cara hain untuk menujukkan superioritasnya
sebagai kompensasi atas etidakberdayaan mereka. Antara lin
engan tidak mengindahkan adanya batasan wewenang yang
jelas antara kebiakan yang dapat dan tidak dapat ditervensi
olch legilati

Menghidupkan kembali lembaga recall mungkin salah
sat solus jangka pendek untuk meningkatkan akuntabitas
politk legisatf. Namun demikian, sudah tiba seatnya anggota
legislatif diplh langsung oleh masyarakat yang diwakill
Dengan demikianmasyarakat mengenal dengan past siapa yang
mereka harus tuntut kelau Kinerja legilatif untuk mengawesi
pemerintah melempemn atau fika kepentingan mereka tidak
terbela i legislati
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KOTAK POS 5001

Pendahuluan

DALAM  ilmu  administrasi  negare, akuntabilts
(accountability) secara sederhana sering didefimisikan sebagai
suatu mekanisme di mana Kerja atau perllaku sektor publik
dnfatan aparatur negara dapat diawasi mdiberikan
sanksi apabila melanggar norma-orma. masyarakat dan/
atau aturan perundang-undangan yang berlaku (Dwivedi dan
Jibba, 1989:5). Mekanisme ini sangat penting karena, antara
lin, hanya sektor publik yang memiliki legitimasi untuk
menggunaken kekuasaan (power) yang didelegasikan oleh
negara. Adanya mekanisme i akan menghindari setor publik
menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Pemerhati mu administrasi negara umumnya hanya
mendiskusiken peningkatkan akuntabilitassektor publk melalui
mekanisme formal. Sebaliknya, tulisan ini- menyimpulkan
bahwa selain usaha yang terus menerus untuk mengefekffkan
Kerja mekanisme formal, perlu juga dictptakan mekanisme
informal untuk meningkatkan akuntabilits sektor publik

Mekanisme Parlemen

Mekanismeakuntabiltasberbedaantar satunegaradengan
negara lainnya, tergantung sstem pemerintahan yang dianut. Di
negara-negara demokrasibarat, misalnya, mekanisme parlernen
(parliamentary - mecharism) dianggap sebagai mekanisme
akuntabilitas formal yang tertua (Thynne and Goldring, 1987:33;
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Maheswary, 1983:460). Mekanisme ini percaya bahwa setiap
tindakan dan perilaku aparatur pemerintah, baik itu yang
berhubungan dengan masalah keuangan maupun Kegiatan
lannya harus dapat dipertanggungiawabkan di paemen.
Nemun demikian, seflan dengan semakin besar dan
ompleksnya birokeasi, mekanisme palemen dianggap tidak
marnpu g untuk megawasi segala kegiatan sektor publik dan
aparatur negara. Menurut Haque (1994), bahkan di negara-
negara yang mempunya radisi demokrast yang kuat,kekuasaan
dalam wrusan Kenegaraan teah berpindeh dari polits i
palemen e tangan para birokrat senior Para birokat Inggris,
Jerman dan Jepang, menurut Pempel (1984:86), misalnya,
sepakat bahwa merekalah, bukan para polits di parlemen, yang
mengatas segala masalah-masalah yang dihadapi oleh negara
Ada beberapa penielasan yang dapat menerangkan
penomena dominasi birokeat tethadap poltisiini. Pertama, ada
Kecenderungan bahwa poltst di parlemen tidak mempunyai
informasi yang memadai mengenai keglatan dan fungsi setiap
epartemen (Maheshwari, 1983; Hague, 1994). Oleh karena it
pata birokeat dapat meneyembunyikan informas-informasi
yang mungkin akan mendapat keitk yang tajam darf para
politsi. Kediua, keterwkilan (representativeness) para poliisi i
parlemen juga dipertanyakan. Terlepas dari retorika demokrasi
yang sering dikumandangkan oleh negara-negara Kapitalis
patlemen di Amerika, misalnya, etap didonvinasi oleh para elit
Kelas atas, dan sangat sedikit wekil rakyat di negara adh kuasa
ini yang berlatar elakang sostalekonom yang rendah (Parenti,
1988:198-212). Belumn agi ka maselah keterwaldlan ini iliat
dari seg ras dan jender. Di Australa, hampir tidak ada anggota
parlemen yang berasal dari suku asli (aborfin), sedangkan
anggota parlemen wanita di negara-negara demokrasi bara,
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menurut peneltian Aberbach, dkk. (1981:47), berkisar antera
4 persen ([nggris dan Ttlia) sampai 14 persen (Belanda)
Tidak mengherankan jika banyak kebijakan publik yang dibuat
oleh pemerintah, yang sebenarnya melanggar hak-hak kaum
minoritas, dengan leluasa mendapat persetujuan parlemen,
Belum lagi ika polits d parlemen dikenal sebagai orang-orang
yang hanya datang, duduk, diam, dengar, dan duit

Mekanisme Menteri

Selain mekanisme  parlemen, di negare-negara yang
menganut sistern Westminster seperti Australia dan Inggri
dikenal juga mekanisme menteri (ministerial mechanism)
untuk menjamin akuntabiitas sektor publik. Mekanisme ini
beranggapan balwa selain harus bertanggung jawab kepada
patlemen, seorang menterl uga harus mengawasi segala
tindakan aparat negara di dalam departemen yang menjadi
tanggung jawabya (Thynne and Goldring, 1987:56).

Nemun demmikian, mekanismementerijuga dipertanyakan
Kemampuannya untuk menegakkan akuntabilitas sekior publik
Karena berbagai hal. Pertama, sebagai pejabat yang diangkat
berdasarkan pertimbangan politik dan hampir selalu diganti
setiap setelah pemilihan umum, pengetahuan seorang menteri
terhadap segala hal yang terjadi di departemen sangat terbatas
(Subramaniam, 1983:432). Kedus, tidek adenya mekanisme
untuk menghukum mentert karena terjadi pelanggaran i dalam
epartemen yang menjadi tanggung jawabmya. Mekanisme
menterl untuk menjamin terwujudnya akuntabiitas sektor
publi hanya merupakan komvensi tampa sangsi hukum.
Mekanisme menteri hanya merupakan kesadaran moral
Karena seorang menteri akan fetap memangku jabatannya
sepanang dia disenangi oleh presiden atau perdana menteri
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yang mengangkatnya (Maheshwari, 1983464). Tidak ada
hukum yang mengharuskan seorang menteri Kesehatan,
misalnya, harus mengundurkan diri hanya Karena banyk kasus
malaprakiek yang terjads di rumah sakit pemerintah, Tidak juga
seorang menter perhubungan harus menyerahkan jabatannya
Kalau banyak ecelakaan halu lintas yang terjadi di lau, darat
ataupun udara. Apalagi kalau mengundurkan diri bagiseorang
pejabat pemerintah dianggap tidak sestai dengan budaya luhur
suatu bangsa. Akibatnye, birokrasi yang cenderung semakin
besar djalankan oleh aparatur negara dengan pengawasan yang
sangat minim dari menteri

Pengadilan Administrasi

Penegakan akuntabiltas sektor publik di- banyek
negara juga ditempuh dengan membentok Pengadilan Tata
Ustha Negara (administrative tribunal) di mana keputusan-
Keputusan pemerintah dan perilakn aparatur negara dapat
divjt keabsahannya (McCallurm, 1984:164). Namun demikian,
sepertl yang terjadi di negara kita, kehadiran institust ini
belum dimarnfaatkan secata maksimal oleh masyarakat. Publk
mungkin engan untuk mengadukan masalzhnya ke PTUN
Karena prosedut teknis dan hukum yang dilalui di pengacilan
merupakan hal yang masih asing bagi masyarakat kebanyakan
di negara kita. Belum lagi biaya yang harus ditanggung jika
harus menggunakan fasa penaschat hukum. Sebegaimana yang
pernah dikemukakan oleh Benyanin Manghudilaga, banyak
perkara yang digjukan ke PTUN yang sebenarnya di huar
juriscikst insttusi ni.
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Perlunya Mekanisme Informal

Seain perhunya usaha yang terus menerus untuk
memberdayakan mekanismeformal, maka perhu pula diciptakan
mekanisme informal unfuk menegakkan akuntabiitas sektor
publk. Di Austraian Capital Territory, Canberra (semmacam
Daerah Khusts Toukota) yang pademennya relaif vokal dan
institust pengactlannya terkenal sangat mandir sebagaimana
lasmnya di negara-negara demokrast barat, Pemerintah Parta
Buruh pada tahun 1992 menyediakan satusaluran telepon bebas
pulsa atau cuma-cuma (ACT Wastewatch Hotline) yang dapat
digunakan oleh publik mengadukan segala keluhan, keberatan
dan protes terhadap keputusan-keputusan pemerintah dan/atau
terhadap pelayanan sektor publik dan perilaku aparatur negara.
Saluran telepon yang ditempatkan di Kantor Chief Ministe
(setingkat gubernur) sangat diminati oleh masyarekat yang
fidak perlu Khawatir akan keselamatan mereka karena dapat
tetap merahasiakan identitasnya. Jika penelepon meninggalkan
alarnat, Chief Miniser sebagad pejabat pemerintahan tertinggi i
ACT (Canberra) akan memberkan jawaban mengenai tindakan
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan
Keluhan atau protes yang dilzkukan oleh penelepon. Dart hasll
studi kasus yang penulis lakukan, saluran telepon fni sangat
membantu pemerintah menyempurnakan berbagai Kebijakan
dan prosedur pelayanan masyarakat di Canberra,

Spekulasi dan modifikasi mekanisme informal
di Indonesia : Kotak Pos 5000

Dilndonesia, Kotak Pos 5000 merupakan salah satu contoh
mekanisme informal untuk menighatkan akuntabiias sebtor
publk. Walaupun belun terdoumentasi dengan balk, telah
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tetap merahasiakan identitasnya. Jika penelepon meninggalkan
alammat, Chif Miviser sebaga pejabat pemerintahan tertinggi di
ACT (Canberra) akan memberikan jawaban mengenai tindakan
apa yang sudeh dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan
Keluhan atau protes yang dilakukan oleh penelepon. Dart hasll
studi kasus yang penulis lakukan, saluran telepon ini sangat
membantu pemerintah menyempurnzkan berbagai kebijakan
dan prosedur pelayanan masyarakat di Canberra

Spekulasi dan modifikasi mekanisme informal
di Indonesia : Kotak Pos 5000

Dilndonesia, Kotak Pos 5000 merupakan salah satu contoh
mekanisme informal untuk menighatkan akuntabiitas sebdor
publk. Walaupun behum terdokumentasi dengan balk, telah
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banyak Kasus-Kasus penyelewengan yang dapat dibongkar karena
pengaduan masyarakat ke Kotak pos i Kantor wakilpresiden in.

Ada beberapa kelebthan mekanisme informal seperti
Kotek Pos 500 dan Wastewatch Hotline ini- dibandingkan
dengan mekanisme formal. Pertama, perbakan berbagai
Kebijaksanaan pemerintah dan periak aparatur negara dapat
dilakukan dan penyelewengan dapat dicegah tampa hingar
bingar masyarakat, Hal in sangat penting Karena budaya
birokrasi Kita saat ini masth sellu ingin menang sendiv
Kalau berhadapan dengan masyarakat. Birokrasi kita belum
mampu mengaku salah atau Kbilaf atas segala keputusan dan
tindakan yang dilakukan. Buktinya, hampir semua aparatur
negara menggukan banding terhadap keputusan PTUN yang
memenangkan masjarakat, ata bahkan fidak mematohi
Keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum.
Kedua, jurisdiksi mekanistme informal tidak erbatas, sedangkan
jurisdikst mekanisme formal seperti PTUN sangat terbatas
Ketiga, murah, karena masyarakat tidak memerhukan biaya,
Kalau misalnya, semua surat ke Kotak Pos 5000 tidak perlu
diberi perangko.

Nemun demikian, untuk lebih mendayagunakan fungsi
Kotek Pos 5000 sebagai sarana penduung meingkatkan
akuntabiltas sektor publk, ada beberapa hal yang mungkin
dapat dilakukan. Pertama, Kepercayaan masyarakat tethadap
kera Kotak Pos 5000 perlu ditumbubkan. Hal ini dapat
dilakukan, miseloya, dengan penerbitan berkala mengenai
petbakan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang diakukan
berdasarkan laporan masyarakat yang diterima melaui Kotak
Pos 5000. Demikian pula dengan keamanan individu-individu
yang mengadu ke Kotak Pos 5000 harus mendapatan jaminan
dart pemerinteh. Jangan niat baik unfuk memperbatks birokrasi

116

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

banyak Kasus-Kasus penyelewengan yang dapat dibongkar karena
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tindakan yang dilakukan. Buktinya, hampir semua aparatur
negara mengyjukan banding tethadap keputusan PTUN yang
memenangkan masyarakat, ataw bahkan tidak mematuhi
keputusan pengadilan yang sudah memilki kekuatan hukum
Kedua, jurisdiksi mekanisme informaltidak terbatas, sedangkan
jurisdiksi mekanisme formal seperti PTUN sangat terbatas
Ketiga, murch, karena masyarakat tidak memerhukan biaya,
alaw misalnya, semua surat ke Kotak Pos 5000 tidak perln
diberi perangko.

Namun demikian, untuk lebih mendayagunakan fungsi
Kotak Pos 5000 sebagai sarana pendukung meingkatkan
akuntabiltas sektor publk, ada beberapa hal yang mungkin
apat dilakukan. Pertama, Kepercayaan masyarakat tethadap
kerja Kotek Pos 5000 perlu ditumbubkan. Hal inf dapat
dilakukan, miselnya, dengan penerbitan berkala- mengenai
perbatkan berbagat kebfjaksanaan pemerintah yang dilakukan
berdasarkan laporan masyarakat yang diterima melaui Kotak
Pos 5000. Denikian pula dengan kearmanan individu-individu
yang mengadu ke Kotak Pos 5000 harus mendapatkan jaminan
ari pemerintah. Jangan niat baik untuk memperbatki birokrasi
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yang ada dengan, (misalnya), melaporkan adanya- dugaan
Korupsi malah berbaltk mengorbankan i pelapor yang dianggap
telah memfitnah atau mencemarkan nama baik pejabat tertentu.
Pemerintah juga sebatknya tanggap tethadap semua laporan
yang masu, walaupun mungkin banyak pengirim surat yang
tidek berani mencamtumban identitasnya

Kedua, untuk lebih meringankan tugas Kotak Pos 5000
dan mengefektitkan fungsi pengawasan, ada baiknya ntuk
membuat Kotak Pos 500 di setiap kantor gubernur dan Kotak
Pos 50 di setiap kantor bupati. Dengan adanya kotak pos-kotak
pos ini aparatur pemerintah i dacrah secara psikologis akan
merasa terus diawasi oleh masyarakat, Hal ind sangat penting
Karena, sekali agi, erhubungan dengan budaya birokrasi kita
yang mash ‘melihat ke atas. Aparatur pemerintah di tingkat
propinsl sangal menghindari Kesalahannya diketahui oleh
gubernur, Hal yang sama juga terjadi pada aparatur pemerintah
di tingkat yang lebih rendab Dengan adanya kotek pos-hotak
pos ini pelayanan dan periaku aparatur pemerintah tethadap
masyarakat diharapkan akan semakin baik
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yang ada dengan, (misalnya), melaporkan adanya dugaan
orupsi malah berbalik mengorbankan i pelapor yang dianggap
telah memfitnah atau mencemarkan nama baik pejaba tertentu.
Pemerintah juga sebaiknya tanggap terhadap semua laporan
yang masuk, walaupun mungkin banyak pengirim surat yang
tidak berani mencamtumkan identitasnya

Kedua, untuk lebih meringankan tugas Kotak Pos 5000
dan mengefektifkan fungst pengawasan, ada baiknya untuk
membuat Kotak Pos 500 di setap kantor gubernur dan Kotak
Pos 50 di setiap kantor bupati. Dengan adanya kotak pos-kotak
pos ini aparatur pemerintah di daerah secara psikologis akan
merasa terus diawast oleh masyarakat. Hal ind sangat penting
Karena, sekali lagi, berhubungan dengan budaya biroksasi kit
yang masih ‘mehat ke atas. Aparatur pemerintah di tingkat
propinsi sangat menghindari Kesaahannya diketahui oleh
gubernur. Hal yang sama juga terjadi pada aparatur pemerintah
di tingkat yang lebih rendab. Dengan adanya kotak pos-kotak
pos ini pelayanan dan perilaku aparatur pemerintzh tethadap
masyarakat diharapkan akan semakin bk




OMBUSDMAN: MENINGKATKAN AKUNTABI-
LITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pendahuluan
Dewasa i kelidz%lasan terhadap Kinerja pelayanan
pemerintah semakin terbuka diungkapkan oleh masparakat
Hampir setiap hari keluhan masyarakat dapat Kita baca di
media massa atau kita dengarkan melalui media elektronik
Juga, hampir setiap hari kita dapat menyakstkan ekspresi
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
yang diwjudkan melaui aksi-aksi demonstrasi. Dalam banyek
Kasus, aksi demonstrasi ?erakhir anarkis

Ada- beberapa faktor yang menyebabkan semakin
maraknya ckspresi ketidakpuasan masyaraket ind. Pertama,
layanan publik yang disediakan oleh pemerintah semakin
luas cakupannya dan semakin banyak jendsnya seiring dengan
semakin berkembang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Kedua, semakin meninghatnya Kebutuhan - masparakat
sering tidak sealan dengan Kemampuan sumber daya yang
dimik oleh pemerintah untuk menyediakan semua tunfutan
masyarakal. Ketiga, kualits pendidikan masyaraket yang relatif
semakn baik berakbat pada semakin meningkatnya harapan
masyarakat terhadap kuakitas layanan publik yang lebih baik
Masalah ini tidek hanya dihadap oleh pemerintah di negara
berkembang tetepi juga dhadapi oleh pemerinteh di negara
maju. Perbedaannya adalah pemerintah di negara maju segera
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OMBUSDMAN: MENINGKATKAN AKUNTABI-
LITAS DANKUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pendahuluan

Dewasa ini Ketidakpuasan terhadap Kinerja pelayanan
pemerintah semakin terbuka diungkapkan oleh masyarakal.
Hampir setiap harl Keluhan masyarakat dapat kita baca i
meda massa atau kita dengarkpui media elektrontk.
Juga, hampir sefiap hari kita dapat menyaksikan ekspresi
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
yang diwujudkan melah aksi-aksi demonstrasi, Dalam banyak
asus, aksi demonstrasi ini berakhir anarkis.

Ada- beberapa fakdor yang menyebabkan semakin
maraknya eksprest ketidakpuasan masyarakat ini. Pertama,
layanan publik yang disedickan oleh pemerintah semakin
luas cakupannya dan semakin banyak jenisnya seiring dengan
semakin berkemnbang dan meninghatnyakebutuhanmasyarakat.
Kedua, semakin meninghatnya Kebutuhan masyarakat
sering tidak sejelan dengan Kemampuan sumber daya yang
ik oleh permerintah untuk menvediakan semua tuntutan
masfatakat. Ketiga, kualitas pendidikan masyarakat yang relati
semakin badk berakibat pada semakin meningkatnya hatapan
masyarakat tethadap kualitas p publk yvang lebih baik
Masalah ini tidek hanya dchadap oleh pemerinteh di negara
berkembang tetapt juga dhadapt oleh pemerintah di negara
maj. Perbedaannya adalah pemerintah di negara maju segera
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dapat menemukan solusi menarik dan inovatif untuk mengatas
masalah lemahnya akuntabifitas publik ni.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas publik adalah
pendekatan, mekanisme, dan prakiek-prakiek yang digunakan
oleh pemangku Kepentingan (stakeholders) untuk menjamin
bahwa kinerja pelayanan publk yang diberikan oleh pegawai
atau lembaga pemerintah sesuai dengan harapan masyarakal.
Ini berarti bahwa tidak hanya kebfjakan yang mendasari
akuntabilitas tetap juga istem elembagaan yang tesedta yang
dapat memotivasi penyedia layanan (public service providers)
untuk menyediakan layanan publik sesuai dengan level Kualitas
dan jenislayanan yang diapkn.

Burkaya  kualtas pelayanan publik pemerintah
dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemerintzh
dalam banyak hal merupakan satu-satunya penyedia layanan
tersebut (monapoly) sehingga tidak ada insentif bag pegawai
pemerintah untuk bekerfa secara fisen. Pegawai pemerintah
tidk merosa bertanggung jaweb  (akuntabel) Kepada
masyarakat yang menerima layanan Katena gaii mereka tidak
terguntung dari tingkat efisensi mereka dalam bekerja atau
scherapa baik mereka melayani masyarakat, Kedua, di banyak
negara berkembang masyarakat atau penerinia layanan publik
tidak mempunyai insenti atau kemampuan untuk memuntut
pemerintah agar lebih akuntabel atau memberikan pelayanan
yang efisen dan berkualitas. Kurangnya kekuasaan politk
dan informest yang dimiliki masyarakat dan faktor-faklor
Kelembagaan lainnya menyebabkan hal ini terjadi. Ketige
akuntabilitas publiksejauh ini terlalu berfolus pada mekanisme
supervisi dan Kontrol internal (hierarchical control) yang
dilakukan oleh setiap atasan atau pinpinan di dalam organisasi
pemerintah itu sendir. Berdasarkan Ketiga penyebab buruknya
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dapat menemukan solusi menarik dan inovatif untuk mengatasi
masalah lemahnya akuntabiltas publk ini

Yang dimaksud denggpmauntabiltas publk adalah
pendekatan, mekanisme, dan prakiek-prakiek yang digunakan
oleh pemangku Kepentingan (stakeholders) untuk menjamin
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[ni berarti bahwa tidak hanya kebifakan yang mendasari
akuntablita tetapi uga sister kelembagaan yang tersedta yang
apat memotivasi penyedia Layanan (public service providers)
unfuk menyediakan layanan publik sesuai dengan level kualitas
dan enis layanan yang diharapkan.

Buruknya kualitas pelayanan  publik  pemerintah
dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemerintah
alam banyak hal merupakan satu-satunya penyedia layanan
tersebut (monopoly) schingga tidak ada insentif bagi pegawai
pemerintah untuk bekerja secara efisen. Pegawai pemerintah
tik merasa bertanggung jawab (akuntabel) Kepada
masfarakat yang menerima layanan Karena gaji mercka tidak
tergantung dari tingkat efisiensi mereka dalam bekerja atau
seberapa baik mercka melayani masyarakat. Kedua, di banyak
negara berkembang masyarakat atau penerima layanan publik
tidak mempunyat insentlf atan kemampuan untuk menuntut
pemerintah agar lebih akuntabel atau memberikan pelayanan
yang efisien dan berkualitas. Kurangnya Kekuasaan politik
dan informasi yang dimiiki masyarekat dan fakior-fektor
kelembagaan lainnya menyebabkan hal ini terjadi. Ketiga,
akuntablitas publiksefaul initerlalu berfokus pada mekanisme
supervisi dan Kontrol internal (hierarchical control) yang
ilakukan oleh setiap atasan atau pimpinan di dalam organisasi
pemerintahitu sendiri, Berdasarkan ketiga penyebab buruknya
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kinerja lyanan pemerintah ini maka dapat- disimpulkan
bahwa masalah akuntabiltas pemerintzh adalah masalah yang
Kormpleks. Solust untuk memecahkan masalah akuntabilitas ini
harus memperhatikan Karekterisik layanan pubk itu sendir
dan Karakteristk masyarakat atau penetitna layanan tersebut,

Tulisan ind dimaksudkan untuk memberikan kerangka
Konseptual ~ (conceptual ~ framewor) terhadap  masalah
akuntabilitas pelayanan publik dan mengidentiasi mekanisme
alternatif untuk menguatkan akuntabiitas pelayanan publik
tersebut, Aren utama naskah akademik i adalah bahwa
akuntabilitas pelayanan publik hanya dapat ditingkatkan
apabila kontrol hirarki internal dan eksternalterhadap penyedia
pelayanan publik diperkuat dengan Keinginan masyarakat
untuk menekan atau menyuarekan (voice) Keberatan mereka
melahui mekanisme alternatif seperti ombudsman. Lenbaga
ini sudah terbentuk pada tingkat nasional dan akhir-2kbir ini
sedang populer dibentuk oleh pemerintah daerah.

Konsep dan Mekanisme Akuntabilitas Publik

Walaupun para abli sepakat pentingnya akuntabiltas
dalan organdsast publik, mereka mendefenjan akuntabiites
secaraberbeda, Minocha(1983), Inamdar (1983), dan McCallum
(1984) mendefendsikan akuntabiitas sebagt kewaitban hukum
untuk memberi jawaban atau mempertanggungawablan
tindakan seorang pejabat publk, khususnya dalam kaitannya
dengan keuangan, Namun demikian, Dwivedi dan Jabbra
(1989%:5) mengangaap delenisi dan pendekatan hukum ini
kurang memadai. Mereka mengadopsi defenisi akuntabiitas
yang lebih kompleks sebagat:

"the methods by which a public agency or a public ofcil
fulfls ts duties and obligations, and the process by which that
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Kinerja glaganan pemerintah ini maka dapat disimpulkan
bahnwa masalah akuntabiltas pemerintah adalah masalah yang
kompleks. Solusi untuk memecahkan masalah akuntabiitas ini
haros memperhatikan Karakteristk layanan publk it sendir
dan Karakteristk masyarakat aau penetina layanan tersebut

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka
konseptual ~(conceptual ~ framework) terhadap ~ masalah
akuntabilitas pelayanan publik dan mengidentikasi mekanisme
alternatf untuk menguatkan akuntabiitas pelayanan publik
tersebut. Argumen utama naskah akademik ini adalah bahwa
akuntabiltas pelayanan publik hanya dapat ditingkatkan
apabila kontrol hirarki internal dan eksternalterhadap penyedia
pelayanan publik diperkuat dengan Keinginan masyarakat
tnfuk menekan atau menyuarekan (voice) Keberatan mereka
melalui mekanisme alternatif sepertl ombudsman. Lembaga
ini sudah terbentuk pada tingkat nasional dan akbir-akbit ind
sedung populer dibentuk oleh pemerintah daerah.

Konsep dan Mekanisme Akuntabilitas Publik

Walaupun para abli sepakat pentingnya akuntabilta
dalam organisast publik, mereka mendefenisikan akuntebiitas
secaraberbeda, Minocha (1983), Inamdar (1983), dan McCallum
(1984) mendefendsikan akuntabiias sebaga kewaiiban hukum
unfuk memberi jawaban afau mempertanggungawabkan
tindakan seorang pejabat publik, Khususnya dalam kaitanoya
dengan keuangan. Namun demikian, Dwivedi dan Jabbra
(1989:3) menganggap defenisi dan pendekatan hukum ini
kurang memadai. Mereka mengadopsi defenisi akuntabilitas
yang lebih kompleks sebagai:

“the methods by which a public agency ora public oficial
flfl it duties and obligatins, and the process by which that
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agency or the publicoffical s required o account for a sanction”
(metode atau cara di mana pegawai atau lembaga pemerintah
memenuhi fuges dan langgung jawabnya dan proses di mana
pegaivai atau lembaga pemerintah slap menerima sangsi atau
huluman fika terjadi kelalaan)

Berdasarkan defenisi tersebut Dwivedi dan Jabbra
(1989:5-7) lebh jauh menelaskan bahwa sedtkitnya ada lima
jenis atau mekanisme akuntabilitas publik, yaitu, ekuntabilita
organisast atau adminisrasi, akuntabiltas hukum, akuntabilites
profesional, akuntabilitas politk, dan akuntabiltas moral
Akuntabilits organisasi atau administrast (acministrafive
bureaucratic accountabilly) adalah pengawasan yang dilakukan
oleh pegawatyang memilikihirarkilebihtinggiterbadapperilaku
atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai pada level yang
lebih rendab, biasanya dalam organisasi yang sama. Menurut
Appleby (1952), halini merupakan bagian dari sistem kontrol
internal yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan
kepada pimpinan (atasan) apabila mereka tidak puas dengan
pelayanan yang diberikan oleh seorang pegawat (bawahan).

Akuntabilitas hukum (lega accountabilfy) berhubungan
dengan ketersediaan mekanisme hukum yang dapat digunakan
oleh warga negara untuk menentang keputusan yang dibuat
oleh pegawal atau lembaga pemerintah, Mukhopadhyay (1983)
mencontohkan akuntabitas hukum Ketika seorang pegawai
ilau Jembaga pemerintah harus mempertanggungjawabkan
Keputusan yang mereka buat di pengadilan. Dengan konsep
kuntabiltas hukum ini maka masparakat yang tidak
puas dengan Keputusan pemerintah atau perlaku pegawai
pemerintah dapat meganjukan keberatan melalui pengadilan,
back pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara
(admiistrative fribunal). Pengadilan menjads instrumen yang
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agency orthe publicofficial s required toaccount for a sanction”
(metode atau cara di mana pegawal atau lembaga pemerintah
memenuhi fuges dan tanggung jawabaya dan proses di mana
pegavai afau lembaga pemerintah siap menerima sangel atau
hukurman jika terjadi kelalaian)

Berdasarkan defenisi tersebut Dwivedi dan Jabbra
(19895-7) lebih jauh menjelaskn bahwa sedtkitnya ada lima
jenis atau mekanisme akuntabilites publk, yaito, akuntabilitas
organisasi atau administrasi, akuntabiltas hukum, akuntabilites
profesional, akuntabilitas politk, dan- akuntabiltas moral.
Akuntabiitas organisasi atau administrasi (administrative/
bureaucratic accountability) adalah pengawasan yang dilakukan
oleh pegawai yang memiikihirarkilebihtinggiterhadapperilaku
atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai pada level yang
lebih rendab, biasanya dalam organisas yang sama. Menurut
Appleby (1952), hal ini merupakan bagian dart sistem kontrol
internal yang memungkinkan masyarakat untuk meaporkan
epada pimpinan (atasan) apabila mereka tidak puas dengan
pelayanan yang diberikan oleh seorang pegawai (bawahan .

Akuntablitas hukum (legal accountabiity) berhubungan
dengan ketersediaan mekanisme hukum yang dapat digunakan
oleh warga negara untuk menentang keputusan yang dibuat
oleh pegawad ataulembaga pemerintah, Mukhopadbyay (1983)
mencontohkan akuntabilfas hukum Ketika seorang pegawai
afau lembaga pemerintah harus: mempertanggungiawabkan
keputusan yang mereka buat di pengadilan. Dengan konsep
kuntabiltas hukum ini maka masparakat yang tidak
puas dengan keputusan pemerinteh atau perlaku pegawai
pemerintah dapat meganjukan keberatan melalui pengadtlan,
bk pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara
(administrative tribunal). Pengacilan menjads instrumen yang
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memutuskan apakah keputusan atau perilaku pegawa atau
lermbaga pemerintah telah melanggar hek-hak magyarekat
termasuk dalam memberikan pelayanan publik.

Akuntabilitas politk (polical accountability) beranggapan
bahwa pegawai dan lembaga pemerintah bertanggung jawab
Kepada masyarakat melalui lembaga poliik. Oleh karena it
agar akuntabiltas pegawal atau lembaga pemerintah dapat
ditingkatkan maka masyarakat harus mampu- mengkrits
lernbaga poliik yang selanjutnya akan menekan pegawai atau
lernbaga pemerintah. Dengan Kata Lain, apabila magyarekat
tidak puas dengan pelayanan yang diterima dari pegawat atau
lembaga pemerintah maka mereka harus melaporkannya
Kepada aktor poltik yang merupakan wakil atau representas
mereka

Semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah terhadap
tenaga-tenaga teknis profesional seperti dokter, guru atau abli
hukum menghadirkan apa yang disebut dengan akuntabilites
profesional ~ (professional ~ accountabiliy). — Akuntabilites
profesional beranggapan bahwa para pegawa negeri profesional
ini, di dalam bekerjo, didasari dan akan selau tunduk pada tika
profesi mereka masing-masing dan akan menerima hukuman
apabila delam menjalankan tugas dan Kewajibannya melanggar
etika profesi. Norma yang mengatur perilku profesional
dianggap scalu sejalan dengan Kepentingan masyarakat.
Terakbir, akuntabilitas moral (moral accountabiliy) didasari
pada anggapan bahwa dalam setiap tindakan dan keputusan
yang dibuat pegawai pemerintah sealu menjungjung tinggi
nili-nilal moral yang beralu di masyarakat, Niai-nilai moral
ini oleh Mukhopadhyay (1983479) scagai alat Kontrol yang
elekif yang dapat mencegah pegawal pemerintah bertindak
atau beperilaku yang merugikan masyarakat,
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memutuskan apakah keputusan atau perilaku pegawa atau
lembaga. pemerintah telah melanggar hak-hak magjarekat
fermasuk dalam memberikan pelayanan publik.

Akuntabilitas politk poliicalaccountability) beranggapan
bahwapegawai dan lembaga pemerintah bertanggung fawab
kepada masyarakat melalui lembaga poliik. Oleh karena it
agar akuntabilitas pegawai atau lembaga pemerintah capat
ditingkathan maka masyarakat harus mampu- mengkritsi
lennbaga poliik yang selanjutnya akan menekan pegawai atan
lembaga pemerintah. Dengan Kata lain, apabila masjarekat
tidak puas dengan pelayanan yang diterima dari pegawai atau
kmbaga pemerintah maka mereka harus melaporkannya
kepada aktor politik yang merupakan wakil atau representas
mereka

Semakin meningkatnya Kebutuhan pemerintah terhadap
tenaga-tenaga tekais prﬁanal seperti dokter, guru atau ahl
hukum menghadirkan apa yang disebut dengan akuntabilitas
pofesional  (professional  accountabilty).  Akuntabiitas
profesional beranggapan bahwa para pegawt negert profesional

G’ni, di delam bekerja, didasaridan akan selalu tunduk pada eika

profesi mereka masing-masing dan akan menerima hukuman
apabila dalam menjalankan tugas dan Kewajibannya melanggar
etika profest. Norma yang mengatur perilaku profesional
dianggap sclalu sefalan dengan Kepentingan masyarakal.
Terakchir, akuntabilites moral (moral accountablty) didasari
pada anggapan bahwa dalam setiap tindakan dan keputusan
yang dibuat pegawai pemerintah selalu menjungjung tingei

fai-nilai moral yang beralu di masyarakat. Niai-nili morel
ini oleh Mukhopadhyay (1983479) sebagat alat kontrol yang
eletif yang dapat mencegah pegawai pemmerintzh bertindak
atau berperilaku yang merugikan masyarakat
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Akuntabilitas Publik dan Kualitas Layanan

Ada beberapa alasan mengapa ekuntabiltas pegaai
dun lembaga pemerintah perhy ditegakkan. Pertama, pada
sistemn pemerintohan yang demokeats, akuntabiitas dapat
menjadi instumen agar pegawai pemerintah berperlaku dan
bertindek sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam sister
demokrasi, lembaga dan pegawai pemerinteh diciptakan
oleh masyarakat untuk melayani masyarekat dan oleh Karena
it harus bertanggung jawab epada masyarakat. Karena
hanya pemerintah vang memilki legitimasi untu memaksa
(coersive), adanya akuntabilitas dapat mencega pegaai atau
lernbaga pemgeiatah menyalagunakan kekuasaannya. Keduz,
akuntabiltas publk penting karena pegawai atau lembaga
pemerintah dapat saja lalai menjalankan kebijakn yang sudah
ditetapkan atau alpa menjalankan kewjibannye, baik disengaja
ataupun tidak disengaja atan dilaksanakan dengan setengah
hati, AKibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara
optimal dan masyarakat tetap diperlakaukan tidak adi

Ketiga, akuntablitas publik penting ditegakkan agar
efisensi penggunaan sumberdaya publk dapt tetcapai dan
menghindari terjadinga “non-feasance, "malfasance” dan
“over-feasance” (Mukhopadhyay 1983:474). Non- feasanceterjadi
apabila ernbaga atau pegawai pemerintah tidak melaksanakan
Kewajtban yang sudah diamanatkan oleh konstitusi,badk karena
malas maupun karena perlaku korup, sehingga merugikan
masyarakat (misalnya pegawai pemerintah yang orup
masyarakat tidak menerima beﬁraskin jang merupakan
haknya). Malfeasance terjadi apabila lembaga atan pegawad
pemerintah memjalankan Kewafbannya tetapt dengan cara
yang tidak efiien atau bahkan mengakibatkan kerugian kepada
masyarakat bk karena lalai maupun atena ketidekmampuan
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Akuntabilitas Publik dan Kualitas Layanan

Ada beberapa alasan mengapa akuntabiltas pegawai
Gan lembaga pemerintah perhy ditegakkan. Pertama, pada
sistem pemerintahan yang demokeats, akuntabiitas dapat
menadi instumen agar pegawal pemerintah berperlaku dan
bertindak sesuai dengan Keinginan masyarakat. Dalam sisemn
demokrasi, lembaga dan pegawai pemerintah diciptakan
oleh masyarekat wntuk melayani masyarekat dan oleh Karena
ltu harus bertanggung jawab Kepada masyarakat. Karena
hanya pemerintah yang memiliki legitimasi unty memaksa
(coerste), adanya akuntabilitas dapat mencegah pegawad atan
lembaga pemerintah menyalagunakan Kekuasaannya. Kedua,
akuntabilitas publik penting karena pegawa atau lembaga
pemerintah dapat saa lalai menjalankan kebijakan yang sudeh
ditetapkan atau alpa menjalankan kewaibannya, baik disengaia
ataupun tidak disengaja atan dilaksanakan dengan setengah
b, Akibatnya, kesejabteraan masyarakat tidak tercapai secara
optimal dan masyarakat tetep diperlakukan tidak adil

Ketiga, akuntabiltas publik penting ditegakkan agar
elisiensi penggunaan sumberdaya publik dapat tercapai dan
menghindari terjadinya “non-feasance, “malfeasane” dan
"over-feasance” (Mukhopadhyay 1983:474). Non-feasanceterjadi
apabila lembaga atau pegawat pemerintah tidak melaksanakan
Kewajiban yang sudah diamanatkan oleh konstitusi,badk karena
malas maupun Karena perlaku korup, sehingga merugikan
masyarakat (misnya pegawai pemerinteh yang korup
masyarakat tidak menerima beras raskin yang merupakan
haknya). Malfosance terjadi apabila lembaga atau pegawai
pemerintah menjalankan Kewajibannya tetapi dengan cara
yang tidak efisien atau bahkan mengakbatkan kerugian kepada
masyarakat bak karena lalaf maupun Katena Ketidekmampuan
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(misalnya dﬁr pemerintah yang melakukan malprakick),
Oner-feasance terjadi apabila lembaga atan pegawai pemerintah
melaksanakan tugasnya melebihi darf apa yang diamanatkan
oleh undang-undang sehingga merugikan masyarekat.

Dengan kata lain, dalam sistemn pemerintahan yang
demokeatis, akuntabilitas publk dapat menjamin lembaga atau
pegawai pemerintzh untuk memenubi Kewajibanya kepada
masyarakat sestai dengan yang diamanatkan oleh konstitust
Singkatnya, dengan akuntabilites publik maka akan ada jaminan
bahwa pemerintah akan memenuhi hakehak masyaraka,
termasuk dalam penyediaan layanan publi sestai dengan
harapan masyarakat.

Kritik Terhadap Mekanisme Aluntabilitas Publik

Seper'ﬁng disingung pada awal paper akademik i,
salah satu penyebab lemabnya kinerja pelayanan pemerintah
adalah Karena tidak adanya alternatif penyedia layanan yang
dapat diptih oleh masyarakat (monopoly) sehingga tidak ada
insentif bagi lerbaga atau pegawai pemerintah unfuk bekerja
secara efisien dan memberkan pelayanan yang berkualitas
Ekonom Albert Hirsman (1970) dalam karya Kasiknya "Exi
Voiceand Logalt’, menjelaskan babiwa ada dua mekanisme yang
dapat dipih oleh pelanggan yang tidak puas dengan Kualitas
yang diterima darl enyedia layanan (baikitu harga, waku, atau
pelayanan pegawai). Pelanggan dapat melakukan Exif (pindah
ke penyedia layanan Lainnya) atau melakukan Voice (melakukan
protes). Mekanisme Exit menjadi piihan terbaik apabila
terdapat banyak penyedia layanan dengan kualitas yang sama.
Penyedia lyanan yang ditinggalkan pelanggannya akhirnya
harus meningkatkan kualitas layanan atau menjadi bangkrut
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(misalnya dokter pemerintah yang melakukan malprakiek].
Over-feasance terjadi apabila lembaga atau pegawai pemerintah
melaksanakan tugasnya melebihi dari apa yang diamanatkan
oleh undang-undang sehingga merugikan masyaraket.

Dengan kata lain, dalam sistemn pemerintahan yang
demokratis, akuntabiltas publk dapat menjamin lembaga atau
pegawai pemerintah untuk memenubi kewabannya epada
masyarakat Sestaf dengan yang diamanatkan oleh konstitusi
Singkatnya, dengan akuntabiitas publik maka akan adajaminan
bahwa pemerintah akan memenubi- hakchak masyarakat
fermask dalam penyediaan layanan publk sesai dengan
harapan masyarakat

Kritik Terhadap Mekanisme Akuntabilitas Publik

Seperti yang disingung pada awal paper akademik ini,
salah satu penyebab lermahnya kinerja pelayanan pemerintah
adaleh Karena tidak adanya alternatf penyedt layanan yang
dapat dipiih oleh masyarakat (monopoly) sehingga tidak ada
insentif bagi lembaga atau pegaw pemerintah untuk bekerja
secara efisien dan memberikan pelayanan yang berkualites.
Ekonom Albert Hirsman (1970) dalarm Karya Klasiknya "Exit
Voice and Loyalty’; menjelaskan bahwa ada duamekanisme yang
dapat dipikh oleh pelanggan yang tidak puas dengan Kualias
yang dierima dart penyeia ayanan (baik tu harga, waktu, atan
pelayanan pegawai. Pelanggan dapat melakukan Exit (pindah
ke penyedia layanan ainnya) atau melakukan Voice (melakukan
protes). Mekanisme Evit menjadi pihan terbaik apabila
terdapat banyak penyedia layanan dengan Kualitas yang sama.
Penyedia ayanan yang ditinggalkan pelanggannya akhirnya
harus meningkatkan Kualitaslayanan atau menjadi bangkrut.
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Berbeda dengan pelayanan yang disediakan oleh sektor
swasta, banyak sekali pelayanan publik seperti listrk, polis,
paspor, atau berbagal zin yang dapat diperoleh dari penyedia
layanan Linnya. Untuk pelayanan sopai ini, pelanggan
(masyarakat) hanya memiki mekanismyﬂice apabila mereka
tidek puas dengan Kalitas layanan yang mereka terima.
Seperti dengan mekanisme Exi, mekanisme Voicein, menurut
Hirsman, juga dapat meningkatkan Kualites layanan.

Masyarakat yang megungkapkan keluhan mereka di
berbagai medtia massa atau mereka yang turun ke jlanjelan
melakukan demonstras, pada dasarnya sedang menggunakan
mekarisme Voice agar pemerinteh memperbalki- berbagai
hal sestai dengan tunfutan mereka. Savangnya, mekanisme
akuntabiltas secara nformal ind diragukan efektiftsny Behkan
sebaliknya, beberapa Kasus demonstrasi berubah menjads anarkls
schingga melenceng jaub dart tjuan yang ingin dicapal

Mekanisme Voice untuk memperbaki pelayanan publik
sering juga dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan
pegawai atau lembaga pemerintah kepada pejabat yang
mempunyai Kewenangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh,
masyarakat dapat melaporkan ke Walikota Makassar perilaku
pegawai atau pelayanan kantor dinas Kota Makasar yang
dianggap merugikan masyarakat, Namun demikian, mekanisme
penegakan akuntabilitas birokrasl (bureaucratic accountabily
mechanism) sepert in juga dianggap kurang efekif karena
adanya kecenderungan Kepala pemerintahan (chief executive)
untuk melindungi pegawai atau lembaga pemerintah yang
menjadi tanggung jawabnya, Kegagalan pegawai atau lembaga
pemerintah yang menjadi tangguung jawabnya juga merupakan
Kegagalan Kepala- pemerintaban yang mempunyai dampak
politk yang besar
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Berbeda dengan pelayanan yang disediakan oleh sektor
swasta, banyak sekali pelayanan publik seperti isrk, polisi
paspor, aau berbagl izn yang dapat diperoleh dari penyedia
ayanan innya, Untuk pelayanan seperti ini, pelanggan
(masyarkat) hanya memiliki mekanisme Voice apabila mereka
tidak puas dengan Kualitas lyanan yang mereka terima.
Seperti dengan mekanisme Exit, mekanisme Voice i, menurct
Hirsman, juga dapat meningkatkan kualitas ayanan.

Masyarakat yang megungkapkan keuhan mereka di
berbagai media massa atau mereka yang turun ke jalanjelan
melakukan demonstras, pada dasarnya sedang menggunakan
mekenisme Voice agar pemetintzh memperbalki- berbagad
bal sesuai dengan tuntutan mereka. Sayangnya, mekanisme
akuntabiltassecara informual ind diragukan efetifitasnya. Bahkan
sebaliknya, beberapa Kasus demonstrasiberubah menjadi anarkis
sehingga melenceng jauh dari tjuan yang ingin dicapai

Mekaniste Voice untuk memperbaiki pelayanan publik
sering juga dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan
pegavai atau lembaga pemerintah kepada pejabat yang
mempunyai Kewenangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh,
masyarakat dapat melaporkan ke Walikota Makassar perilaku
pegavai atau pelayanan kantor dinas Kota Makassar yang
dianggapmerugikan masyarakat, Namun demikian, mekanisme
penegakan akuntabiltas birokrasi (bureaucratic accountabilty
echanism) seperti i juga dianggap kurang efekif karena
adanya kecenderungan Kepala pemerintahan (chief executive)
unfuk melindungi pegawal atau lembaga pemerintah yang
menjadi tanggung jawabnya. Kegagalan pegaiai atau lembaga
pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya juga merupakan
kegagalan epala pemerintahan yang mempunyai dampak
politk yang besar
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Mekanisme Voice unfuk memperbalki layanan publik
dapat juga ditempuh masyarekat dengan menyampakan
keluhan' mereka ke parlemen (parliamentary or  poltcal
accountabilty mechanism) atan mengaiukan tuntutan i
pengadtlan (legal accountability mechanism). Namun demikian,
Kedua mekanisme akuntabiltas ind juga dianggap tidak efektif
Karena berbagai sebab. Pertama, anggota parlemmen umumnya
tidak memilikinformast yang emadai untuk dapat digunakan
meniai apakah pegawai atau lembaga pemeriniah telah
melahikan atau merugikan masyarakat, Hal ini melemahkan
Kapasitas parlemen untuk menegakkan akuntabiltas pegaai
atau lembaga pemerintah (Haque 1994). Kedua, anggota
parlemen unumnya tidak memiiki kemampuan teknds yang
mermadu schingga tidak manpu menila apakah kebfjakan yang
dibuat pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan
masyarakat atan tidak Terakhir, anggota parlemen umumnya
arilatar belakangosfa ekonomimenengah sehinggakebijakan
pemerintah yang menguntungkan kelompok nf - walaupun
merugikan kelompok minoritas - idak aken akan dikeits di
patlemen (Post 1982).

Seperti halnya ganisme akuntabiltes - parlemen,
penyaluran Voice melahui mekanisme pengadilan fuga memiliki
beberapa kelerahan. Pertamma, prosedur pengajuan keberatan
di pengadilan umumnya sangat panjang dengan auran-aturan
teknis dan hukum yang kompleks. Oleh karena i, keberatan
masyarakat yang tidak berhubungan dengan ancaman
Keselamatan fis atau iwa biasanya harus menunggu bertabun-
tahun untok disidanghan. Kedua, masyarakat yang mengajukan
Keberatan di pengadilan harus mengehuarkan biaya berperkare,
termasuk membayar penasihat hukum, sehingga masyarakat
miskin tidak depat memanfaatkan mekanisme ini. Terakhir,
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Mekanisme Voice untuk memperbaiki layanan publik
dapat fuga ditempuh masyarekat dengan menyampatkan

ake]uhan mereka ke pademen (parkiamentary or polifcal

accountabilty mechanism) atau mengaikan tuntutan i
pengadtlan (legal accountability mecharism). Namun demikian,
kedua mekanisme akuntabilitas ind juga dianggap tidak efekiif
arena berbagai sebab. Pertama, anggota parlemen umumnya
tidak memiliki nfortastyang memadai untuk dapat digunakan
meniai apakah pegawai atau lembaga pemerintah telah
melalaikan atau merugikan masyarakat, Hal ini melemahkan
kapasites parlemen untuk menegakkan akuntabilitas pegawai
atau lembaga. pemerintah (Haque 1994). Kedu, anggota
palemen umumnya tidak memiki kemampuan teknis yang
memadai sehingga tidak marupu mendlai apakah Kebfjakan yang
dibuat pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan
masfarakat atan tidak. Terakhi, anggota parlemen umumnya
darilatar belakangsosial konomimenengah sehingga kebiiakan
pemerintah yang menguntungkan kelompok in - walaupun
merugikan kelompok minoritas - idak akan akan dikrits di
patlemen (Post 1982).

Seperti  halnya mekanisme  akuntabiltas  parlemen,
penyaluran Voice melahul mekanisme pengadlan juga memiliki
beberapa kelermahan. Pertama, prosedur pengajuan keberatan
di pengadilan umumnya sangat panang dengan aturan-aturan
tekns an hukum yang kompleks. Oleh kavena iy, keberatan
masjarakat yang tidak berhubungan dengan ancaman
eselamatan fs ata fiwva biasanya harus menunggu bertabun-
fahun untuk disidangkan. Kedua, masyarakat yang mengajukan
eberatan i pengadilan harus mengeluarkan biaya berperkar,
termasuk membayar penasthat hukum, sehingga masyarakat
miskin tidak dapat memanfaatkan mekanisme ind. Terakhir,
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independens pengacilan diberbagainegara juga dipertanyakan
sehingga keputusan pengadian sering tidak berpihak kepada
masyarakat, baik Karena tekanan pemerintah maupun karena
perlaku korup pengadilan it sendirl (Olowu dan Ayeni 1989).

(Ombudsman: Mekanisme Alternatif Akuntabilitas Publik

Karena Kelemahan-kelemahan berbagal - mekanisme
ahuntabilitas sepertl yang sudah dieloskan maka terasa
perlu untok menghadirkan mekanisme untuk meningkatkan
akuntabilitas publk pegawai atau lermbaga ?erintah. Di
banyak negara, Komisi Ombudsman (secara harafiah berart
“wakil") adalah selah satu alternatifyang banyak dipiih untuk
meningkatkan akuntabitas pegawi atau lembaga pernerintah.
Komisi Ombudsman pertama kali hgri di Swedia pada awal
abad ke 19, Walaupun saatini ada perbedaan antara satu negara
Qengan negaﬂainnya, di masa awal, Komisi Ombudsnan
dibentuk dengan undang-undung (atan Peraturan Daerahy)
dan dipimpin oleh pejabat tinggd pemerintah yang independen
(Zagoria 1988 dan Rowat 1983). Kormist Ombudsnan ururmnya
dibentek pada tingkat nasional walaupun i beberapa negara
Komisi Ombudsman juga dibentuk pada level pemerintah
daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Komis! Ombudsmanbertanggung jawabkepada parlemen
dun berfungsi menerima pengaduan masyarekat terhadap
betidakadilan atau Kesewenang-wenangan, ketidaknyamanan,
ataw kesalahan (maladministration) yang - dilekukan  oleh
pegawal atau lembaga pemerintah. Komisi Ombudstnan
selanjutnya. menyampaikan pengaduan masyarekat tersebut
Kepada lembaga pemerintah yang diadukan untuk kemudian
mencari solusi atas masalah tersebut. Nemun demikian,
Komisi Ombudsman juga depat melakukan penyelidikan
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independensi pengacilan di berbagai negara juga dipertanyakan
sehingga keputusan pengadian sering tidak berpihak kepada
masyarekat, baik karena tekanan pemerintah maupun Karena
perilaku korup pengadilan it sendii (Olowu dan Ayeni 1989).

(Ombudsman: Mekanisme Alternatif Akuntabilitas Publik

Karena Kelemahan-kelemahan berbagai - mekanisme
akuntabiltas seperti yang sudah dielaskan maka terasa
pethy untuk menghadirkan mekanisme untuk meningkatkan
akuntabiltas publik pegawai atau lembaga pemerintah. Di
banyak negara, Komis Ombudsman (secara harafiah berart
"wakil') adalah selah satu alternatif yang banyak diplih untuk
meningkatkan akuntabiitas pegawai atau lembaga pemerintzh.
Komisi Ombudsman pertama kali berdiri di Swedia pada awal
abad ke 19, Welaupun saatini ada perbedaan antara satu negara
dengan negara innya, di masa awal, Komisi Ombudsman
dibentuk dengan undang-undang (atau Peraturan Dactaby)
dan dipimpin oleh pefabat tinggi pemerintah yang independen
(Zagoria 1988 dan Rowat 1983). Komisi Ombudstnan umurnnya
dibentuk pada tingkat nasional walaupun di beberapa negara
Komisi Ombudsman juga dibentuk pada level pemerintah
daerah provingiatau Kabupaten/ota,

Komisi Ormbudsmanbertanggungjawab kepada parlemen
dan berfungsl menerima pengaduan masyarakat terhadap
ketidakadilan atau Kesewenang-wenangan, ketidaknyamanan,
o Kesalahan (maladministration) yang dilakukan oleh
pegawai alau lembaga pemerintah. Komisi Ombudsman
selanjutnya. menyampadkan pengaduan masyarakat tersebut
kepada lermbaga pemerintah yang diadukan untuk kemudian
mencart solust atas masalah tersebut. Namun demikian,
Komisi Ombudsman juga dapat melakukan penyelidikan

127




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

atas inisatf mereka sendiri (Ayeni 1987). Unurnnya Komisi
Ombudsman - memiliki kewenangan untok  menyelciki
pengaduan masyarakat dan jka terbukd pengaduan masyarakat
tersebut benar maka Komisi Ombudsman memberikan
tekomendasi perbatkan (Weeks 1978, Withshire 1989). Di
banyak negara, fika lembaga pemerintah menolak unuk
menguba Kebiiakan atan memperbaiki prosedur pelayanan
sestai dengan rekomendasi Komisi Ormbudstnan, maka Komis
Ombudsman dapat melaporkan lembaga pemerintah tersebut
ke presiden atau perdana mentri sebagai chief executive atau
pejabat pemerintah tertinggl, Apabila lembaga pemerintah
yang dilaporkan merupakan perangkat daerah otonomn sepert
di Indonesia, misalnya, Komist Ombudsman melaporkannya
kepada. Gubernur atay Bupati/Walikota. Sebagai langkah
terakhit, Komisi Ombudsman uga dapat melaporkan lembaga
pemerintah tersebut ke parlemen, menjelaskan alasan kenapa
lernbaga pemerintah tersebut dinyatakan bersalah. Karena
laporan in akan tersebar di antara anggota parlemen yang
menjadi lwan pemerintah dan juga kepada media, maka
lernbaga pemerintabs tentu saja akan menghindari hal ersebut,
Kecuall lembaga pemerintah tersebut sangat yakin bahwa
Komisi Ombudstnan yang salah (Corbett 1992)

Menurut laporan Bark Pembangunan Asia (ADB)
tahun 2004, elekiftas atau Kinerja Komisi Onubudsman
bervariasi dari satu negara dengan negara innya dan sangat
ditentukan oleh kredibilitas anggota dan dubungan politk
untuk memberdkan kewenangan yang besar dan independen
kepada Komisi Ombudsman unfuk bekerja. Di Philiping,
anggota Kormist Ombudsman diberi Kewenangan yang singat
besar walaupun masyarakat Philipina sendiri menlai bahwa
Komisi Ombudsman Phiipina kurang efektif. Di Vanuatu,
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atas nisiatif mereka sendirf (Ayent 1987). Unumnya Komisi
Ombudsman memiliki kewenangan untuk - menyelidiki
pengaduan masyarakat dan ika terbukdi pengaduan masyarakat
tersebut benar maka Komisi Ombudsman  memberikan
tekomendasi perbatkan (Weeks 1978, Withshire 1989). Di
banyak negara, fika lembaga pemerintah menolak untuk
mengubah Kebijaken atan memperbaiki prosedur pelayanan
sesta dengan tekomendast Kommist Ombudsenan, maka Komis
Ombudsman dapat melaporkan lembaga pemerintah tersebut
ke presiden atau perdana mentri sebagai chief executive atan
pejabat pemerintah tertinggi. Apabila lembaga pemerintah
yang dilaporkan merupakan perangkat daerah otonom sepert
di Indonesia, misalnye, Komisi Ombudsman melaporkanny
kepada Gubernur atau Bupati/Walkota. Sebagai langkah
terakhit, Komisi Ormbudsmman juga dapat melaporkan lembaga
pemerintah tersebut ke parlemmen, menjelaskan alasan kenapa
lembaga. pemerintah tersebut dinyatakan bersalah. Karena
laporan in akan tesebar di antara anggota parlemen yang
menjadi lawan pemerintsh dan juga kepada media, maka
lennbaga pemerintah tentu saja akan menghindart hal tersebut
kecuall lembaga pemerinteh tersebut sangat yakin bahwa
Komist Obudstman yang salah (Corbett 1992).
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Komisi Ormbudsman diberi kewenangan yang besar termasuk
pengaduan masyarakat terhadap perusahaan negara (BUMN).
Namun ernikian, Komisi Ombudsman yang berkinerja sangat
baik ini dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1999, Korsi
Ombudsman di Kepulauan Salomon st oleh pegawai negeri,
anggota parlemen, dan wakd-wakl pemerintah hainnya yang
sungat tidak independen. Hasilnya, pengaduan yang masuk
didominasi oleh pegawai negeri dan anggota parlemen yang
memperjtangkan kepentingan mereka sendiri dan tidakada
pengaduan dari masyarakat umum. Di Inggris masyarakat yang
tidak puas dengan pelayanan pegawad atau lernbaga pemerintah
mengadukan maselahoya ke parlemen yang selanjutnya
melanjutkan ke Komist Ombudsman.

Setelah meneliti Komisi Ombudsman Selandia Baru
sclama lebih darf sepuluh tabun, Hill (1976) menyimpulkan
bahwa hanya sekitar sepuluh persen pengaduan masyarekat
yang dianggap benar yang dapat diselesﬁn oleh Komisi
Ombudsman. Sementara itu, penelitian yang cilakukan oleh
Perry (1973) menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar dua
minggu bagi Komis Ombudsman Jerusalem unfuk merespon
Keluhan masyarakat, Seperti juga di Austraia, Kurangnya
sumberdaya adalah penyebab utama lemahnya kinerja Komisi
Ombudsman  (Bayne 1988). Terakhir, Komisi Ombudsman
wnumaya dihubungioleh masyarakat setelah merasa dirugikan
oleh pegavai atau lembaga pemerintah. Komisi Ombudsman
jarang sekali memperbakd atau mencegeh keputusan lembaga
pemerintah sebelum masyarakat dirugikan (Danet 1978).

Berdasarkan kenyataan-Kenyataan tersebut maka kehati-
hatian dan kecermatan diperlukan oleh setiap pemerintahan
yang berencana membentuk Komisi Ombudsman, Ko
Ombudsman sukses di Swedia karena karakerisik masyarakat
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lokal dan budaya polik yang mendukung, Pembentukan
Komisi Ormbudsrman harus didasari pada komitmen politk
untuk meninghatkan akuntabiltas dan kualitas pelayanan
pemerintah. Komist Ombudsean harus disi oleh orang-orang
yangindependen dan fujur. Pembentukan Komisi Ombudsman
yang sekedar sebagai simbol dan tanpa Komitmen politik hanya
akan mengancurkan kredibiitas pemerintah.

Pada dasarnya, Komisi Ombudsman tidak diperlukan
apabila sistem pemerintehan yang ada sudah responsif dan
akuntabel serta mekanistme pengaduan masyarakat yang efektif
sudab tersedia. Sebalikaya, pada sistem pemerintahan yang
tidek responsif dan akuntabel, kehadiran Komisi Ombudstman
yang independen dan terpercaya juga tidak akan menbuatnya
bekerja secara efektf. Dengan kata Lin, kehadiran Komi
Ombudstan seharusnya fidak dilibat sebagai pengganti
mekanistne akuntabitas dan pengaduan yang sudah ada etapi
harus dimaknai sebagat pelengkap dari mekanisme penagakan
akuntabilitas dan Knalites pelayanan publik yang sudah ada
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CAN YOU%UNT ONACCOUNTABILITY

A NUMBER of tudies on accountabilty in government
agencies'mdiﬁhatdegreeofaccountabililycorrelales posiively
with performance and responsiveness in delivering services
and that the existence of authoritaive oversight indtitutions
i a prerequiste for improving accountabilty (for example
Haque 1994; Hughes 1994 Chapter 10; Paul 1991a, 1991b, 1992;
Thynne and Goldring 1987). For these reasons, many academics
and practitioners argue that the unsatisfactory performance of
most government agencies s related to the weakness of both
administrative and politcal accountability, and consequently
that to increase the capacly of government agencies to delver
services, their public accountabiity must be strengthened. It s
therefore not suzprising tofind policy proposalsin Indonesia to
strengthen the capacity of the local parliament to carry out fs
functions. For example, in 2000, the Geselschaft fir Technische
Zusammenarbeit (GTZ), or German International Cooperation
Agency,and Unifed States Agency or International Development
(USALD), on the basis of their study of the capacitis of loca
governments and legislatures, put forward a policy proposel
to strengthen the capacity of local parliaments in Indonesta.
This polcy proposal recommended a number of interventions
it the systemn, institutional and individual level, including the
establishment of standards or minimum requirements o assess
local parliaments” performance, and the improvement of the
tectutment system for political paries so that their members
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in the ocal parliaments have a capacity equivalent to or greater
than the capacity of the executive members they have o oversee.
(GTZ and CLEAN 2000; Rohdewohld 2000) International
agencles like GTZ and USAID believe that by implementing
such recommendations,the capacity of ocal parliaments can be
increased and the accountabilty of local government agencies
enhanced, and that,in turn, the capacity of local government
agenciesto delver services of a quality expected by their lents
on time can also be fncreased.

This artice reports evidence from a study of local
sovernmentagenciesin Makassar,Indonesia,whichraises doubts
as to whether trengthening the capactty of local parfiaments i
the most effetive way to iprove the quelity of public services
delivered by government agencies A description of this study
i ollowed by a discussion of the results and their implications
for those seeking to improve the quality of services delivered by
government agencies. The main objective of the research was to
compare the capacty of diferent local government agencies—
namely, the Revenue Office, the Bank, the Clean Water
Company and the Registrar Office—in Makasear to delver
services o the public, and to examine how internal and external
factors contribute to government agencies’ service delivery
capacty. Internal factors refr to the organisation and human
tesoutces dimensions of government agencies, while external
factors refer to bureaucratic and politcal accountability as well
as competition, Thus, this study carris out bwo main tasks: st
it asesses Local government agencies”service delivry capcity;
and, second, it explains whigthe capacity is asitis,

For degeee of accountabilty, the study adopts Romzek
and Dubnicks view that the existence of authoritative actors,
inside or outside public agencies, with the power to define and
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control expectations, and the degree of control these actors
have over agency decisions and actviiesare two criical factors
shaping the accountability of public organizations. (Romzek
and Dubnick 1987:228) As the four agencies under study are
il Makassar local government agencies the Makassar Mayor as
the chief executive s one of the internal authoritative actors in
this study. In the case of the Bank and Clean Water Company;
which are regarded as for-profit local government companes,
the Badan Pengawas (BP), or board of supervisors, similar to
 Board of Direclors in commercial corporations, is another
internal authoritaive actor to which these two agencis are
accountable. The Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
or local pariament, which has the responsibility to approve,
supervise and politcally control all decisions and policies of the
Mayor and the Makassar local government,isthe only external
authoritative actor in this study. Depending on the nature
of the supervision and control exercised, the accountabiity
mechanism involving the Mayor and the BP can be regarded
as administraive, bureaucratic or organisational accountability
whereas the accountabiity mechanism invalving the DPRD can
be regarded as poliical accountabiliy,

The study assessed two dimensions of the agencies’
accountabiity to the Mayor, the BP and the DPRD. The frst
dimension was the authorltative actors’ capacity to influence
the agencies. This was anlysed from interaction patterns
between the Mayor, the BP and the DPRD on the one hand
and the agencies on the other hand. Factors considered were
the frequency with which the Mayor, the BP and the DPRD
used sanctions or incentives, and the frequency with which
the agencie anticipated the views of the Mayor, the BP and the
DPRD tomwards the polictes to be made. The second dimension
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was the qualty of communication between the authortative
actors and the agencies. This was analysed by looking at the
quality and quantityof information about the agencies recived
by the Mayor, the B and the DPRD, and ot the evel ofscrutiny
applied by the Mayor, the BP and the DPRD to the information
received. (For details see Imbarrudin 2003,

For the first part of the study the insttutional capacty
of the local government agencies was measured by thelr
ability to deliver qualty services as assessed by their clients
The clients wete surveyed to determine their expectations and
perceptions of the quelity of servces delvered by the four local
government agencies across ive qualty dimensions. (Zeithaml,
Parasuraman and Berry 1990) From the gap score between the
quality of services the clents expect to recetve (expectation)
and the quality ofsrvices the clients saw themselves as actualy
teceiving (perception), the study concludes that the overall
insitutional capacity ofthe local government agencies studied
was teativly low or unsatisfactory

Foral fouragencies,the angibles dimensiopghich relats
tothe appearance of the physica facilites, equipment, personnel
and communication materials of the agency, consisently receved
the lowest score, followed by the relabilty, responsiveness
asuranceand empathy dimensions.In termsof otal gap sore for
the ive dimensions, only the Bank obtained a positive gap sore,
meaning only the Bank was able to detver services of a qualiy
higher than that expected by clents. The four ocal govemment
agencies studied can be racked according to- institutiona]
capactty from most satisfatory fo least satisactory, as follows
first (most satsfactory institutionel capacity)_the Bank; second,
the Registrar Offce;third, the Revenue Offce; fourth the Clean
Water Company (leastsaisctory institutonal capacity).
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Some previous studies indicate that age, gender,
occupation, income and maritel status correlate to cifizen
satsfaction with the delivery of diflrent public services, while
other previous studies obtaln opposite results. The current
study, however, finds that, as measured by the Spearmans tho
correlaton coeffcint, the different gender, age, marital status
and education backgrounds of the clients surveyed did not
affct their expectations or perceptions of service quality. It
may be inferred, then, that ths study was relatively accurate
in measuring the different institutional capacies of the
local government agencles studied without the influence of
tespondents demographic diferences

The second part of the study reveals that,in general, the
accountability of the local government agendes studied was
teatively weak. The Mayor, the BS and the DPRD had relatively
Low Levels of influence in terms of important decisions made
by the agencis, and the quality of communication befween
these actors and the agencies was relaivly poor. Most of these
authoritative actors had ltle influence on important decisions
due to a lack of interaction in the decision-making processes
between the actors and the agencies' management, the absence
of sanctions, and the lack of antiipatory reactions from the
agencies. Communication between the Mayor, the DPRD and
the BP on the one hand and the agencies on the other was
ilso generally poor, because although the authoritative actors
possessed an abundant quantity of information about the
agencies, they lacked the interest and capabiliy to scrutinise
that information.

Onlythe BPin the Bank was potentiallyinfhuential because
of the existence of a more effective communication sjstem
betwcen the lower-level staff and the managers, and because
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in making important decisions the Bank always anticipated
the reactions of the BP. In general, however,the study revealed
that the degree of administrative and poliical accountabiiy
in ll of the four agencies was low. Thus, it can be inferred that
the degree of accountabiity of the Makassar local government
agencies n the casestudies does not havea sgnificant impacton
the agencies performance because, despitethe fact thatthey all
have  simularly low degree of accountability their performance
varies gretly

I ccountability does not make a diffeence, then, what
does? The rﬁ reveals that compefition makes a diffrence
and internal factors are also important. Although a number of
conditions rmust be met before a situation can be considered a
pefectly competitve market, this study defines competition
simply by the existence of more than one organisation or
person providing or supplying similar goods o services. This
defniton implies that of the four agencies studied only the
Bank experiences competition from other individuals and
orgenisations offering simdar services to its own. The Bank
competes with national overnment and provincial government
banks, with private banks, with cooperatives and with illegal
money usurets o provide banking and financal services to the
public in Makassar.The Clean Water Companyand the Revenue
Office are monopolistic agencies, because the servicesthey offer
ate ot obtainable from any other organisaton.

Even though most ofthe publi believes thatthe Regstrar
Office is a monopolistic agency, the services it delivers can be
obtained from any other registrar office in Indonesta regardless
of ones domiclle. Therefore, the Makassar Registrar Offce in
factcompetes with other registrar offces throughout Indonest,
espectally with the registrar office of the local governments in
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neighbouring cities and regions. Since people do not realse
this possiblity services delivered by the Registrar Office were
tegarded as monopolisi forthe purposes ofthis study.

From the evidence collcted in the case studies the study
concludes that the level of competitiveness of the environment
in which the local government agencies operate does affet thei
capacity o serve their cents. The Bank, which experiences the
most competitive environment, was rated as having the most
satsfactory capacity to provide services o fs clients. Operating
ina very competitve environment causes the Bank o infroduce
a number of innovative policies to improve the quality of
s services, The evidence also shows that even the threat of
competiion is sufficent to generate fncentives for fmproving
the performance of government agencies. This was shown in
the case of the Registrar Office. Though most of this agency’s
clients believe that it is a monopoly, the management and staff
are aware that their agency competes with other registrar offces
in other local government areas and have thus created policies
to fmprove thelr services. As a resul, the Registrar Office was
ranked second behind the Bank in terms of client saifaction
with services delivered.

The relationship between the level of competiiveness
of the environment in which the local government agencies
operate and their capacity to serve ther clients was also evident
i the cae ofthe Clean Water Cormpany and the Reverue Offce
These agencies are monopolies and wete rated by respondents
as having a poor capacity to deliver services to their cients
Although the staff challenged the view that the poor quality of
the services thattheir agencies deliver telates tothe monopolistc
environment in which their agencies operate, they did believe
that the existence of competitors would force them to improve
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their performance. It was alo revealed that there wasa tendency
for staff in the monopolistc agenles to fake active steps to
mainfain the monopolistic statusof their agencis orto dectease
the degree of competiton.

Within the organisation dimension, a number of fators
differentiate etween satisfactordly performing local government
agencles and unsatisactordly performing local government
agencies. First, taff in the former had clearer objectives and
standards to meet than stafin the atter, while ole ambiguity
because of unclear tasks and objectives was experienced more
by staffin the later

Second, the organisational structure and decision-
making processes within the local government agencies that
petform pootly are more hierarchical and there i litl or no
stff participation in decision-making processes. Staf have lss
conttol and flexbilityin carrying out theirtasks and in making
decisons in dealing with their cients. On the other hand, the
agencies thatperform satisactorly implementalesshierarchical
management style. Vertical communication between lower-
level and managerial-level staffis intense but harmonious and
intimate, with lower-level staff wilng to nteract and exchange
views with, and communicate thir deas to, higher-evel staf.

Third, lack of horizontal communication, coordination
and teamwork among steff was identified more offen in the
local government agencies that were considered unsatisfactory
petformers. Management commitment to- deliver quality
services lso diffes between the satisfactorly performing and
unsatisactorly performing agencies. The management in
the saisfctorlly performing agencies constanly show their
commitment to improving performance not only by taking
but also by acting, whereas in the unsatisfactorily perforrming
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agencies the steff perceive that management commitment to
orgenisational performance s only thetorical

Fourth, the relationship between incentives in terms of
monetary rewards and performance i mixed. The wages ofstaff
in the two for-profit agencies in the study are relaively higher
than the wages oftaffim the other two agencies. However, ofthe
two for-profit agencies, the Bank performs saicactorly while
the Clean Water Company was ated by respondentsas the worst
of the four agencies studied. Besides monetary incentives, non-
monetary incentives such as promotion also affct the agencies’
capacity to deliver quality services, as does the existence of
disincentives for poor performance and a clear link between
petformance and incentives.

Fifth, as with the impact of monetary incentives on the
agencles’capacty to delver quality services, the study’ findings
tegarding the relationship between the availabiiy of physical
tesources and the performance of local government agencies
were also mixed. Having the offie bulding in poorestcondition
and acking basic offce amenities such as desks and utensl, the
Revenue Offce also has an unsatisactory capacity to deliver
quality sevices, The most unsatisfactory performer, hoviever,
wasthe Clean Water Company, despit the fact that is has more
and better physical resources o draw on than the other agencies.
The study showed that it is bpproptiateness of the faclties
to the abilties of staf and to the services being provided,
rather than the quantity and modernness of the faciktie, that
contributes most significantly fo the capacity of the agencies
to deliver services. For example, the Clean Water Company
continues to manvally detect and posiion eaking pipes because
none of the staff can operate the agency’s underground pipe-
leaking detectors, while the staff of the Regisrar Offce beleve
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that it i quicker to prepare registrar certificates with a manual
typenriter than with computers because pre-printed forms for
tegisrar cerificates are eastr to acjust in a manual typewrier
than in the computer printer

Finally,the study also investigated whether the capacity of
the local government agencies to deliver quality servicesto their
dlients is affected by the qualty of their human resources and
the ways they recruil, utlse train, re-train, retein and develop
thei taff. In regards o the educational background ofthe taff
of the four agencies studied, the taff o the unsatisfactordy
petforming agencies have a relatively low level of education,
with @ significant number having finished only junior high
school r primary school In contrast, only one staf mernber in
the satifactorly petforming agencies has a junior high school
background.

In the area ofsaffrecruitment,the study found evidence
of nepotism and pattonage, practies widely admitted by both
stafl and management in the Clean Water Company. The
recruitment and selection processes in the Bank (the most
satsfactorly petforming agency), on the other hand, are more
transparent, with new recruits having to undergo a three-
month probationary period to assess whether they are qualified
and suitable for the positions they have been employed to il
Only when this probationary period s over ate staff employed
on & contract basis, and regular performance appraisals are
undertaken before contractsare renewed.

Some instances of underutilisation of staff were found
in the most unsatistactorily performing agency (the Clean
Water Company). In this agency, staffare often placed without
consideration of their slls and knowledge, which could be
approximately determined from ther educational background.
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Staff motivation sufers when, for example,staff with technical
or engineering qualiications are old to perform adinistrative
tasks, or when staffwith accounting or econormics backgrounds
are required to do technical work or operate machines. The
underutilsation of personnel s further evident in the use of
third parties or contractors to perform a number of awxiiary
services, without terminaing or redesignating the staff whose
jobs or functions have been contracted out. Improvements in
service quality and cost- effeciveness ate often ciled as two
benefits to be gained from the use of contractors rather than
permanent employees. I the case of the Clean Water Company,
however, neither benefit was achieved, since clents rated the
servicesperformed by the contractorsas unsatisfactory and cost
savings werenot madebecause permanent taff whose functions
had been contracted out g not assigned other duties.

Like other studieﬁhe current research found that
tetadning persornel s not amajor issue i the Indonesian publi
sector. Thus, although stff are sometimes dissatsfed with
certainaspects oftheir organisations, theytendto want to remain
employed as public servants and show no intention of leaving
their jobs. Relative job security, cultural or traditional attitudes
and lack of alternative employment were cited as the reasons
why retaining personnel is not a srious problem in Indonesia.
(Lippincott 1957:116-8) Finally, despite acknowledging the
importance of raining, none of the local government agencies
studied have a clear policy on training to develop the technical
and managerial capabilis of their personnel

Conclusion

The results of the study reported here clearly show that
improving public accountabilty is not the mos! effective way
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to inuprove the qualty of services delivered by Indonesian
local government agenices. Internal factors and the presence
or absence of compettion have more impact than the degtee
of accounteblty. The esuls of the study are condistent with
the resuls of many other studies in showing the insttutionsl
petformance i5 dependent on organisaional factors and on
the capacities of the individuals managing and operating the
organdsationsn question. Thus, the most effective nterventions
to-mprove the capacty of local government agencies in
Indonesiamay e those taken within theagencies organisational
and human resources dimensions The study shows that staf in
the unsatisactordy performing agenciesdo not fullyunderstand
what they are supposed to achieve in their organisations. Ifthis
i to be cortected, then management in these agencies need to
communicateto staff not only what i expected from them but
iso wha the agencies ar trying to achieve. Also, staff must be
given eedback about the performance so thatthey understand
how wel they are performing in relation to the standards and
expectations their organisation has set for them. In addition,
the relationship between staff performance and monetary and
non-monetary incentives must be clear and transparent. Snce
the current performance apprasal system for goverment
employees in Indonesia cannot diflerentiate between good and
poor performers,  new performance appraisal scheme must be
established based on the merit principle

Empowering  staf and  strengthening  vertical
communication between staff and management can o
improve the capactty oflocal government agencies However, f
staffareto become more efective then they must also be given
the opportunity to participate in training and thus achieve the
confidence and competence they need to make decisions that
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can help increase their agencies” capacity to delver quality
services to their chents, To facitate communication and thus
maximise employee contributions to organisational objective,
the relationship between management and stff must be made
les hierarchical, and staff members need to be given greater
flexibiity to carry out their tasks. Malgment also needs
to faclitate horizontal communication, coordination and
teamwork among taff. taff need to see that management are
committed toimproving agency performancenotonly bytalking
but also by acting, Finally, agencies should ensure not only that
theyhave adequate physical esources butalso that ther physical
tesources are appropriateto the tasks o be performed and tothe
competercy of staff.

In regards to human resources management, a number
of interventions in the recruitment, utilisation and retention of
staf could be implemented n order to increase the agencies’
capacity to deliver quality services. For example, unless
nepotism and patronage are eiminated from staff ecruitment
processes,local government agencies may continueto pass over
the most capable people available in the lsbour market. Locil
government agencies mustalo be abl to post their saffto the
most appropriate positions in the organisetion so hat steff can
fully utlse their skill and knowledge

Inconclusion, it must be reiterated that increased political
accountabiity does not necessarly resultin improved delivery
of public services by government agencis. At the very leas,
efforts to increaseaccountability need to be accomspanied by real
atention to the way in which public organisations are managed
and operate if fmprovernents in petformance ate to be made.
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SOCIAL MARKETING DAN KORUPSI

TAHUN lalu,kalau tidak salah ingat, sejumdab organisas
masyarakat di Jakarta menyesalkan stasiun televisi swasta yang
menghentkan penayangan iKlan layanan masyarakat “Idam
Warna Warn{” Menurut sf pemilik ilan, selain masth terikat
Konirak, penarikan 1klan tersebut akan menjadi ancaman besar
terhadap kebebasan bereksprest secara umurn, Walaupun tidak
semnpat mekhat iklan layanan masyarakat tersebut dan terlepas
art silang-pendapat mengenai masalah ini, Kan layanan
masyarakat sepet it adalah salah satu contoh social marketing
yang sudah sangat uas digunakan untuk melakukan perubahan
sosial Perbedaannya, dinegara yang kebebasan berpendapatnya
nyata dan sistem hukumnya. tegak, hampir tidak terdengar
social markefing seperti ini menimbulkan Ketegangan atau
ekses negat. Walaupun banyak juga di antara kan Lyanan
masyarakat tersebut yang termasuk kontroversial untuk ukuran
masyarakat di negara itu. Untuk Indonesia, social marketing
ila Tslm Warni Warni sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk
menggalang partisipasi masyarakat luas memerangi Korupsi

Secara sedethana social markefing dapat diartikan sebagi
rangkaian kegiaan yang terencana dan- terkontrol uniuk
mempengaruhi masyarakat agar menerima atau menolak nila-
nilai atau ide-ide sosial tertentu (Kotler dan Zaltman 1971).
Di banyak negara, scial marketing sudah menjadi fenomena
sehart-har dan digunakan baik oleh lembaga pemerintah
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maupun oleh berbagai organisasi- non-pemerintah unfuk
mengajak masyarakat menerima nila-nila sosial baru dan/atau
meninggalkan nili-niai sosial lama. Di Australia, misalnya,
hampir setiap saat pemirsa televist disugubi ilan layanan
masyarakat yang menggambarkan seorang dokter membelah
u jantung manusia di atas sebuah meja operasi. Jantung
pertama mengeluarkan darah merah, segar dan bersih. Jantung
Kedua, miik seorang perokek, mengeluarken darah hitam
pekat, kental dan menjjikkan.

Lin halnya dengan, Kantor Urusan Jaln dan Transportasi
Austraia, tidek merasa risi menampikan Kan layanan
masyarakat yang cukup mengerikan tetap! memberikan pesan
yang Kuat. Misalnya, ada klan yang menggambarkan sebuah bis
sekolah menabrak pohon Karena sopirnya mengantuk. Iklan ain
menggambarkan resigapangberbeda antara sopi yang memakal
dan yang tdak memakaisabuk pengaman ketlk tefadi abrakean.
Kepala sopir yang tidak memakai sabuk pengaman remuk
dan berlumuran darah sedangkan sopir yang memakai sebuk
pengaman hanya menderia cedera ringan ditangannya.

Di Kanads, sehin servan mengurangi komsumsi
temmbakau, social markefing semacam i juga dipaka untuk
meningKatkan sportvitas dan fair play di setiap pertandingan
olah raga, Di Amerlka, social marketing digunakan antara
hin oleh Departemen Kesehatan untuk mengurangi tingkat
Kehamlan-yang-tak-diinginkan (ninfended preghancy), wa-
manya di kalangan remajo. Organisast Keagamaan di negara
ini juga menggunakan social markefing untuk menghimbau
orang-orang Amerka agar lebih rjin mengunjungi gerejo Di
Vietnam, usaha pemerintzh untuk meninghatkan Kesadaran
masyarakat tethadap safe sex dan perhunya mengurangi tingkat
Kehamlan juga dilzKukan melalui social markefing.
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an berlumuran darah sedangkan sopir yang memakat sbuk
pengaman hanya menderita cedera ringan ditangannya,

Di Kamads, schin seruan mengurangl komsumsi
ternbakau, social markefing semacam i juga dipakal untuk
meningkatkan sportivitas dan fair play di setiap pertandingan
olah raga. Di Amerika, social markefing digunakan antara
Lain oleh Departemen Kesehatan untuk mengurangi tingkat
kehamilan-yang-tak-diinginkan (ininfended pregnancy), wta-
manya di kalangan remaja. Organisast keagamaan di negara
ini juga menggunakan social markeling untuk menghimbau
orang-otang Amerika agar lebih rajin mengunjungi gereja. Di
Vietnam, usaha pemerintah untuk meningkatkan Kesadaran
masfarakat tethadap safe sex dan perhunya mengurangi ingat
kehamilan juga dilakukan melalud socal marketing
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Sammpai sat nd Indonesia masih pemegang rekor sebagai
salah satu negara yang tingkat korupsinya tertinggi di dunia.
Hartan Fajar, beberapa harl terakhir in, kemball memuat
pendapat berbagai kalangan yang menyatakan bawa hampir
95-99 % el pemerintahan dan polik di negara in menderita
penyakitkorup. Walaupunberbagailembagaswadayamasyarakat
yang mencurahkan pethatian terhadap pemberantasan korupsi
sudah semakin banyak. Namun pengetehuan tethadzp bahay
laten korupsi masth sangat minim. Akibatnya, Ketkutsertaan
masyarakat luas pada usaha-usaha pemberantasan Korupsi
juga masih sangat terbatas seperti yang dikelukan oleh Ketua
Indonesia Corruption Watch belum larna ini. Di ain pihak, para
prakist dan akademist yang menaruh perhatian pada masalah
Korupsi umumnya sepakat baliwa ketedlibatan masyarakat luas
(civilsociety) adalah salah satu faktor yang sangat menentukan
bethasilnya usaha-useha memerangi korupsi

Social marketing sebenarnya dapat digunakan untuk
meninghatkan  ketebatan  masyarakat terhadap  useha-
useha memerangi Korupsi. Hal ini dapat terjadi Karena social
marketing dapat memiiki tiga level elek yang berbeda. Pada
tingkatan petama, social markefing mampu menyadarkan atau
memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang nila-
nilad sostal tertentu. Jadt levelini bersiat kognitf seperti yang
ditunjukkan oleh umumoya klan layanan masyarakat, Pada
tingkatan kedua, social marketing dapat membuat masyarakat
meyakini nlai-nilai sosial yang diperkenalkan pada level
pettama tadi schingga mereka mencintal atan membenci
nilad-nila sostal tersebut. Pada level selanjutnya (ketiga), social
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markefing sanggup mengubeh perilaku masyarakt sejalan
dengan keyakinan mereka terhadap niai-niai sosal yang baru
diperkenalkn.

Dalam hubungannya dengan usaha-usaha pemberantasan
Korupsi maka level pertama socil markefing dapat menigkatkan
pengelahuzn masyarakat mengenai Korupsi dan segala dampak
buruk yang ditimbulkan. Akibatnya, masyarakat dihareplan
tkan meyakini behwa Korups termyata sangat merugikan
sehingga membangkitkan Kebencian mereka terhadzp siapa
stfa yang berperaku korup dan menaruh hormat epada
mereka yang berperilaku bersh. Pada tehap selanjutya,
dengan pengatahuan dan Keyakinan yang mereka mil,
masyarakat dharapkan akan mengubah perilaku mereka dan
bersedia- meninggalkan niai-niai sosial lma yang mereka
milik, khususnya yang menumbuh-suburkan perilaku korupst
Keberhasilan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) di
Hongkong dan negara bagian New South Wales (Australia,
antara Lan, ditentukan oleh keberhasilan mereka melakukan
social markefing melalul berbagai publikast, brosur, film,
billoard, dan ilan layanan masyarekat ditelevis.

Di Indonesia, heberhasilan social markefing untuk
memperkenalkan nilat-nilai sosial baru sudah ditunjukan
beberapa tahun yang Llu. Sangat sulit rasanya melupakan
bagaimana celoteh seorang wandta selengah umur yang
mengajak masyarakat unfuk melaksanakan hak pikihnya secara
emokratis pada pemiliban umum yang lau dengan ucapan
“Tnga-inga badftar rame-tame!. Dilhami oleh “nona inga-
inga” ini dan menindaklanjuti imbauan para ulgwpshaberapa
wakiu yang Lau, siapa tahu dalam waktu yang tidak tetlelu
lama, dari layar televisi yang sudah diniliki oleh sebahagian
besar rumah tangga di Indonesia, kita akan menikmati sebuah
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tklan layanan msyarakat yang diskeipsinya kurang lebih seperti
berdkut i

Seorang ibu yang berbacan tambun dan dipenuhi dengan
berbagai perhiasan emas, furun dari sebuah sedan mewalh
Dengan agak ergesa-gesa sang ibu masuk ke dalar sebuah rumah
yang tanpak sederhana tetapi terawat. Di hadapan fuan rumaky
seorang pria- berusia lonjut yang memakai sorban, sang b
dertgan agak erbata-bata, memohon agar i tuar rumah bersedia
menyalati mendiang suaminya yang baru saja meninggal. Tiba-
fiba, tanpa diduga, dengan tenan dan penh percaya dir i fuan
rumah berkata, "Ah, suami bu kan Koruptor Jadi, saya Kira, dia
fdak perl disembahyangl”,

Tentu saja ilan layanan masyarakat ini hanya imajnas
belaka dan setting ceritra yang Lebih batk dapat dibuat oleh
sinias-sinias Indonesia, Namun demikian, hal ind hanya bisa
terwujud apabila ada kebebasan berekspresi dan stasiun
televisi tidak merasa tetancam oleh tindakan-tindakan anarki
dari mereka yang tidak sepakat dengan materi-materi socia
markefing yang disiarkan.
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tlan ayanan masyarakat yang diskripsinya kurang ebih seperti
berdkut .

Seorang ibu yang berbadan tambun dan dipenuhi dengan
berbagai perhiasan emas, turun dari sebuh sedan mewah
Dengan agak trgesa-gesa sang ibu mastuk kel sebuah rumal
yang fampak sederhan tetapi terawat. Di hadapan tuan rumaky
seorang pria berusia lanjut yang memakai sorban, sang by,
dengan agak terbata-bata, memohon agar i tuan rumah bersedia
enyalati mendiang suaminya yang baru saja meninggal. Tiba-
tba, tanpa diduga, dengan tenang dan penvh percaya dir situan
rumah berkata, "Ah, suami ibu kar koruptor Jods saya kira, dia
ldak perl disembahyangl”

Tentu saja idan layanan masyarakat ini hanya imajinasi
belaka dan sgiingngeritra yang lebih batk dapat dibuat oleh
sinias-siniasmia. Namun demikian, hal fni hanya bisa
terwujud apabila ada kebebasan erekspresi dan stasiun
teevisi tidak merasa terancam oleh tindakan-tindakan enarki
darl mereka. yang tidak sepakat dengan materi-materf socia
markefing yang disiarkan.
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MOBIL DINAS DAN KORUPSI

PENASEHAT Komisi Pemberantasen Korupsi (KPK),
Abdullah Hehamahua, beberapa wakiu yang lelu menyatakan
bahwa penggunaan kendaraan dan peralatan kantor sepert
laptop, telepon, dan inventaris lainnya untuk keperluan
pribads atau di luar urusan dinas sudah merupakan perbuatan
Korupsi. Pernyataan ini mungkin “mengagetkan” bagi banyak
pihak karena sudah terbiasanya pegawai negeri di Indonesia
menggunaken fasittas negara di luar urusan dinas. Sudah
menjadi rahasia umum di kelangan pegawai pemerintah i
negeri ini, mobil dinas tidak hanya digunakan unfuk keperhuan
dinas tetapi uga digunakan "pemildknya untuk aneka kegiatan
pribadi, mulai dari mengantar anak sekolah, meneman kegiatan
berbelania hingga pknik Lihatlah di Kota Makassar, misalnya.
Pada jam-jam masuk dan pulang sekolah, dapat dipastikan
Kita akan melihat mobil-mobil dins, dengan berbagal merek
dan gaya,terparkir di depan sekolah, mulai TK sampat dengan
sekolah anjutan, untuk menurunkan dan menaikkananak-anak
dari “pemilK’ mobil-mobil dinas tersebut. Di kota Mekassar
ini, kita juga akan dengan mudah menemukan Kendaraan
dinas terparkir di pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan, mulai
dar mal-mal dan kefe-kafe modeten sampat dengan warung
Kopi atau pasar-pasar tradisional, aik pada waktu pagi stang,
maupun malam hari. Bahkan, d setap iring-iringan Kendaraan
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pengantar pengantin pun di daerah ind, hampir pasti kita akan
selalu menemukan kendaraan dinas terselip di antaranya.
Walaupun - mungkin - mepagngethan bagi  banyak
Kalangan, dari perspektiflmu administrasi negara, pengguinaan
fsilitas negara sepertikendaraan dinas untuk keperhuan pribadi
seperti in sudah sejak awal diyakin sebagai periaku korupst
Nye (1979), misalnya, mendefiniskan korupsi sebagi perilaku
yang menyimpang dari tugas-tugas atau peran publk karena
pertimbangan pribadi (keluarga, teman), Karena pertimbangan
tangatau status, atau karena melanggar aturan. Termasuk dalam
Kategori menurut Nye, perflaku sepeti suap, nepotisme, dan
penggunaan fasiltas publk untuk kepentingan pribadi
Penggunaan fasiltas Kantor seperti mobil dinas untuk
Keperhuan pribadi dikategorikan sebagai korupsi karena pada
dasarnya. perilaku ind juga merugikan dan menguras uang
negara, Dikatakan menguras uang negara Karena belanja untuk
Keperhuan mobil dinas tentunya tidek hanya sebatas pada
pembelian bahan bakar tetapijuga termasuk pengeluaran yang
berhubungan dengan pemeliharaan, penggantian suku cadang
sampai dengan perbaikan kerusakan kendaraan apabila terjadi
Kecelakaan. Sudah menjadi Kenyataan bahwa biaya perbaikan
mobil dinas tetap dibebankan kepada pemerintah walaupun
Kerusakan atau kecelakan tejach pada saat mobil dinas tersebut
digunakan di huar Keperhuan dinas. Dengan gambaran seperti
ini dapat dibayangkan betapa beratnya beban yang harus
ditanggung negara karena penyalahgunaan Kendaraan dinas ni.

Meniru Gamawan

Melihat besarnya potensi - kerugian negara ekibat
penggunaan kendarzan dinas secara tidak akuntabel, mungkin
kita perlu melibat apa yang dilakukan oleh Gamawan Fauz
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yang bagi praktisi pemerinfahan ?Indonesia pasti pernah
mendengar nama ind. Sebelum terpikh menjadi Gubernur
Sumatera Barat, Gamawanmenjabat sebagai BupatiSolok selama
dua periode; tahun 1995-2000 dan 2000-2005. stimewanya,
walaupun pemilihan bupti yang dilekukan oleh anggota DPRD
pada wektu tu ditengarai sengat kental dengan prakek-prakiek
money polites, Gamawan tidak pernah mengeuarkan satu sen
pun uanguntuk terpitih menjadibupati Gamawan adalahbupati
yang memperkenalkan tunjangan daerah setelah menghapus
semua honor-honor yang secara tidak adl diterima hanya oleh
pegavai negert yang terbat dalam proyek. Gamawan juga
yang menginisiasi pelayanan sau pinfu - yang saatini banyak
dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya - untuk memudahkan
pelayanan perizinan.

Dalam hubungannya dengan penggunaan kendaraan
dinas, gebrakn terakhir Gamawan mungkin dapat mejai
teladan bagi para gubernur, wallots, dan bupati yang
ada di daerah ind. Mengakhirl tahun 2008, tepatnya pada
tanggal 30 Desember Gamawan, menandatangand Peraturan
Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 112 Tahun 2008
yang mengatur penggunzan kendaraan dinas operasional di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Secara umum pergub
ini mengharuskan semua mobil dinas masuk "Kandang setelah
jam Kerja atau setelah urusan yang menyangkut pekerjaan
dinila selesa. Mobl dinas tidak bisa agi tbawa pulang tetapi
harus diparkir i kantor masing-asing, Menurut perhitungan
pemerintah Provinsi Sumatera Baral, hebifekan memarkir
Kendaraan dinas setelah jam erja atau setelah urusan dias
selesal ini, dapat menghemat anggaran pemerintah provinsi
sampai dengan Rp. 47 milir rupiah sefahun. Jundah ini
pun setelah dikurangt dengan permberian ingentif Rp 2 juta

154

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

yang bagi praktisi pemerintaban di Indonesta pasti pernah
mendengar nama ini. Sebelum terplih menjadi Gubernur
Sumatera Barat, Gamawan menjabat sebagai Bupai Sk selama
dua-periode; tahun 1995-2000 dan 2000-2005. Itimewanya,
laupun pemilihan bupatyang dilakukan oleh anggota DPRD
pada waktuitu ditengarai sangat kental dengan praktek-praktek
morey polifcs, Gamawan tidak pernah mengeluarkan satu sen
punuang untuk terpilihmenfadibupati Gamawan adalah bupati
yang memperkenalkan tunjangan daerah setelah menghapus
semua honor-honor yang secara tidak adil diterima hanya oleh
pegawai negeri yang terlbat dalam proyek. Gamawan juga
yang menginisasi pelayanan satu pintu - yang saat ini banyak
dicontoh oleh pemerintah dacrah Lainnya - untuk memudahkan
pelayanan perizinan.

Dalam hubuggeanya dengan pengounzan kendaraan
dinas, gebrakan ler%r Gamawan mungkin dapat menjadi
teladan bagi para gubernur, walkota, dan bupatl yang
ada di dacrah ini. Mengakhiri tahun 2008, tepatnya pada
fanggal 30 Desember Gamawan, menandatangani Peraturan
Gubernur (Pergub) Sumatera Batat Nomor 112 Tahun 2008
yang mengatur penggunaan kendaraan dinas operasional di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Secara umum pergub
ini mengharuskan semmua mobi dinas masuk "kandang setelah
jam Kerja atau setelah urusan yang menyangkut pekerjaan
dinilanai. Mobil dinas tidak bisa lagi ibawa pulang tetapi
harus diparkir di Kantor masing-masing, Menurut perhitungan
pemerinta Provinsi Sumatera Baral, kebijakan memarkir
kendaraan dinas setelah fam kerja atau setelah urusan dinas
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sebulan bagi pejabat setingkat kepala dinas sebagat pengganti
biaya-bolak-balk, rumah-Kantor tanpa mobil dinas. Selain
penghematan Keuangan negara, kebijakan seperi ini juga dapat
menjaci pembelajaran yang tak ternila harganya kepada anak-
anak kita - pemimin bangsa masa depan - tentang apa yang
patut dan tidek patut dilekukan pada saat mereka menjadi
pejabat pemerintah. Pembelajaran yang sama dapat diberikan
Kepadaistri-str atausuami-suami yang kebetulan pasangannya
menikmatifaslitas publik, mobil dinas misalnya.

Komitmen dan Pengawasan

Usaha-usaha penghematan keuangan negara seperti ini
hanya dapat terwujud apabila ada komitmen darf pimpinan
pemerintah daerah. Pada awelnya, kebijakan Gubernur
Sumatera Barat ini hanya diperuntukkan bagi PNS muli dari
levelkepaladinas hinggajajaran palingbawah. Nemun demikian,
berdasarkan masukan dari berbagai pihak Pergub Nomor 112
Tahun 2008 tersebut kemudian divevist dengan memasukkan
gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris duerah sebagai bagian
yang harus tunduk pada Kebiakan tersebut. Satu-satunya
“kesitimewaan” bagiketiga pefabat teras iniacalah bafwa mobil
dinas mereka tidak perlu diparkir di Kantor gubernur, tetepi
di rumah dinas masing-masing. Walaupun diparkir di rumah
dinas, Gubernur Gamawan menjamin “kalou selesai kerja dan
saya mau pergl ke kebun, saya harus pakai mobil pribadi Tidak
bolch pakai mobil dinas” Sekeli lagl, Gubernur Gamawan
memperbhatkan komimennya sebagi seorang pemimpin.
Pernimpin yang elekdf seperti Kta orang-orang bijak, adelah
pemimpin yang memberi faku-teladan, bukan yang hanya
bicara retorika belaka.
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Selain komitmen pimpinan, Kebehasilan kebfakan sepert
inijuga akan ditentokanoleh pengawasan dan dukungankebijakan
hinnya. Penggunaan kendaraan dinas di huar jam Kerja atau
untuk keperluan pribads semakin dimungkinkan karena adanya
Kebijakan pemberian pela hitam bagisejurlah pejabat sehingga
membuka Kesempatan mobi dinas “berubah” menjadi mobi
pribadi Oleh karenaitu, kebfekan memberikan pelathitam untuk
Kendaraan dinas operasional di ingkungan pemerintah daerah
sudah waktunya. dihentlan. Lembaga-lembaga. pengawasan
independen yang ada seperti Ombudsman dibentuk sejaktzhun
2007 di Makassar) dan media massa seperti pada Harian Tribun
Timur edisi 28/07/2009 memasang foto mobildinas yang iduga
milik pejabat salah satu pemerinta kota di provinst ni. Foto
ini menarik karena nomor polisi mobil pelat merah tersebut
beruseha diseenbunyikan dan sedang terparkir di depan sebuah
Kae yang identlk dengan tempat menghibur diri, pada jam
Kerja. Tidak ada informasl apakah sang pemilik kendaraan
sedang berdinas atau sedang menghibur dirf di kafe tersebut.
Tulisan ini- menguraikan bagaimana penomena seperti ini
sebenarnya merupekan periku korups yang sangat merugikan
dan perlunya kebfakan untuk mengatasinya, mungkin dapat
juga meningkatkan perannya dalam mengawasi penyalagunaan
pemantaatan kendaraan dinas i

Terakhit, agar masyarakat umum dapat berpartisipas
dalam pengawasan penggunaan Kendaraan dinas, munghin
ada batknya apebia pada badan semua kendaraan dinas diberi
pengumunan dengan ulisan yang besar danmencolok. Misalnya,
“Mobal Operasional Pemnkot Mokassar. Hanya unfuk keperluan
Dinas. Silahkan SMS ke Nomor ... Apabila Anda melhat Mobil
I Disalahgunakan”.Semoga dengan tulisan sepertiind “pemilik
mobl dinas tersebut ebih sadar. Semoga.
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CORRUPT%N ININDONESIA: CAUSES,
FORMS AND REMEDIES

Introduction

Indonesia is one the worlds most corrupt countries
according to- studies conducted both by the Berln-based
organisation, Transparency International, and by the Hong
Kong-based organisation, Politcal and Economic Review Risk
Consultancy (Katz, 1995; A, 1995). Although it is unclear
exaclly what these organisations mean by ‘corruption; the
studies also suggest that the problem of corruption i not the
monopoly of developing countries, butlso a problem ofwestern
developed countries such asthe United State, Brtain, Germany
and France. Alatas (1990) clealy states that the problenn of
corruption s tranysmetic, that s, it nheres all politcalsystems.

This artice surveys various definiions of corruption
and explores why corrupt practices exist in public services.
It further analyses which of these definiions and rationcles
applyin the Indonesian context. By identifyin these sources of
corruption, this essay will finally propose some suggestions to
overcome the problems, and the diffcultes which maybe faced
in implementing the proposed solutions.
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Defining Corruption

The results of the studies mentioned above may have been
different if the definition of corruption applied was not a fixed,
uniform one, but based on what is believed in each country.
Gi-giving practices in many eveloping countries in Afrca
and Asia, based on traditional beliefs, honours ot socia status,
may have been categorised as corruption in western developed
counties, but ot by traditional gift-giving practitioners (AL,
1985). 1f the studies had also included the sale of state offices in
France and the United States this centry in the calculation of
the corruption indesx,the result may again have been different
Likewise, if the studis had been undertaken two hundred years
ago, such practices may not have been categorised as corrupt,
and the results would be different again.

Gould (1991) and Gardiner (1993) have argued that there
i 0 ingle definition of corruption which can be accepted by
ol peoples of diffeent places and times. Corruption may be
different from region to tegion, and from time to time. Some
authors such as Johnston (1982) and Heidenheimer etal. (1989)
have deined corruption implyas power r public role abuse for
private gain, but Nye (1979:417) proposed a more complex and
longer defniton of corruption, as:

Behaviour which deviates from the normal duties of a
public roe because of private-regarding (fanly, close private
dlique) pecuniary or status gain; or violate rules against the
exercise of certain types of private-tegarding influence. This
includes such behaviour as bribery (use of reward to pervert the
judgementofapersonina positon oftrust) nepotism (bestowal
of patronage by teason of ascripive relatonship rather than
meri ), and misappropriation (ilegal appropriation of public
tesources for private-egarcing uses).

158

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERIA
Defining Corruption

Theresults of the studies mentioned above may have been
different if the definition of corruption applied was not a fved,
uniform one, but based on what is beleved in each country.
Gift-giving practices in many eveloping countries in Africa
and Ada, based on traditional beliefs, honours or social status,
may have been categorised as corruption in western eveloped
countries, but not by traditional gift-givng practitioners (AL,
1985). I the studies had also included the sal of state offces in
France and the United States this century in the calculation of
the corruption index, the result tmay again have been different.
Likewise,fthe studies had been underteken two hundred years
ago,such practices may not have been categorised as corrupl,
and the result would be diffrent again.

Gould (1991) and Gardiner (1993) have argued that there
i 10 ingle definiion of corruption which can be accepted by
all peaples of diffrent places and times. Corruption may be
diferent from region to region, and from ime to time. Some
authors such as Johnston (1982) and Heidenhetmer etal. (1989)
have defined corruption simplyas power or publi role abuse for
private gain, but Nye (1979417) proposed a more complex and
longer definiion of corruption, as

Behaviour which deviates from the normal duties of 2
publi role because of private-regarding (famly, close private
clique) pecuniary or status gain; o violate rules against the
exercise of certain types of private-tegarding influence. This
includes such behaviour a bribery (use of reward to pervert the
judgementofpersonina position of trust nepotism (bestovel
of patronage by teason of ascrptive relatonship rather than
merit; and misappropriaion (illegal appropriation of publi
tesources for private-tegarding uses).

158




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

In- order to maximise recogniion of corrupt practices
among the Indonesian public servants, Nyes defintion is

adopted throughout this essay

Sources and Forms of Corruption

As with defnitions of corruption, theoriss disagree a to
why public servants behave corruptly.Thissection part discusses
some of these reasons and analyses which forms of corruption
are manfest in Indonesia

(2) Monopoly

Aller (1986), Rose-Ackerman (1987), and Mackintosh
(1992) point out that since the public sector, with ts limited
capacity,ontheone hand, i theonly provider ofertainservice
while large number of citizens, on the ofher hand, need those
paticular services, corrupt practices easily occur. Public sector
products, including, for inslance decisions and licences, are
valuzble because demand for ther usually exceeds supply. This
isworsened by expanding ol of the tateand the factthatofcial
procedures are usually time-consuming, uncertain, impersonal
and expensive (Johnston, 1993; Hope, 1987)

In Indonesia, bribes ate the most common form of
corruption in elation to the abuse of the monopoly function of
public sector. In economic jargon, Gy (1979) describes bribes
as the market price which should be paid by consumers to buy
certan goods in the form of cences or permits. For example,
to obtain an identificaion card (which is obligatory for adultin
Indonesia), driving icence, marriage, death or birth certificate
or documents from the immigration department quickly, an
applicant may have to pay up to bwenty times the officiel cost
(Schwarz, 1994:135).
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Furthermore, the price will certainly be more expensive
if the license or permit applied for is for productive business,
whether the permit i required to run  small shap or  big
company. 1 is widely known (Inside Indonesia, March 19952-
4), for example, that requests for an official licence for a new
commercial publication ate purpotedly granted only if twenty
petcent of the company stock i reserved for a senior officialin
the Department of Information. This excludes an additiond],
invisble monthly fee of five to ten millon rupiah (AUD §3,000-
6000). At present, this senior offical or his immediate fanly
owns shares i at least thirty-one Indonesia print publicatons,
in two private television stations, and in two peivate radio
companies (Inside Indonesia, March 1995:4).

(b) Low income and poverty

Poverty, or being paid ot a rate inadequate to meet
daily basic needs is another fector huring public servants into
corruption Tinbergen, 1993 inter alia). Inthe case of Indonesi,
Schrool (1980), Pauber (1980) and Soedarso (1969) agee
that widespread corruption in Indonesia is closely reated to,
among other actors, a means of supplementing excessively low
govenment salariesand nottoamass vastprivate fortunes. Asan
llustraton, Tonsi (1980) compared the salary of newlyrecruited
Indonesia police with their counterparts in Greece, (a relatvely
les rich country in the Buropean context), and elso compared
the prices of certain goods and services in both countris. Tansi
concluded that although the prices of basic goods and services
in Indonesia and Greece are similar, the salaties of the Greek
police are four times higher than those of Indonesfans.

It is not uncommon, then, if the ‘motorsts in any of
Indonesia cites view the police as collectors of an unoffcial road
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ta, ather thanas upholders ofthelaw (Schwarz, 1994:135). Not
only on the road, but elso on many occastons off the road, the
police wiltry o tax”the ones needing their services. Schwarz
mentioned his own experience. Whenhis car was stolenin 1991,
Schwarz needed a verification letter from the police in order to
collect on his car ingurance. A police captain would only ‘help
prepare the leterifhe was given USS 300 (Schwarz, 1994:135).

However, it may be argued that low income as 2
justification for corruption may only hold true for the ‘treet
level bureaucrats - although there are many Indonesian public
servants at this level who perform their dutes honestly. The
need o supplement a low income can not remain a justifisle
excuse for the senior oficial in the Department of Information,
for example, whose salary,together with other incentives and
privileges, must be more than adequate,

(c) Traditional value

While traditional giftgiving practices may resemble
corruption in the form of bribery; other traditional vaues may
have resulted in more nepotistic forms (Olowu, 1993 inter alia.
The most obvious Indonesian examples inthe recruitmentand
promotion of public servants, including military personnel, but
also occurs in selection for entry toschoolsand universies. The
criteria for public service recruitment and promotion in many
cases o longer follow Weber's model hatds the bureaucrats be
seected on thebasis ofmerit Rather it s based on patronageand
how biga bribe or so-called thanks-giving a candidate can offer
to the recruitment and promotion committee. Recruitment '
therefore not merely an administrative procedures,but provides
income for  relatives, supporters, clients or other patrons
(Palmier, 1985; Hague, et al,, 1993). Besides a political purpose
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to absorb unemployment into the publi sector; the patronage
system has also caused internal pressue to increase the size of
Indonesta administration from approgimately 420,000 public
servants in 1950 (Feith, 1962:83) to 4,030,220 in 1994 (Halligan
and Turner, 1995:31). This arge number of public servants may
230 be a factor preventing the payment of adequate salares
mentioned earlier (Palmier, 1985).

Furthermore, nepoism i also clearly at work among
major actors in Indonesias economy. Almost all Chinese
conglomerates teceive facilites from the government such that,
according to Bratanata, a leading crifc in Indonesia, o most
Indonesians, the word Chinese' s synonymous with corruption
(as cited by Schwarz, 19%498). The most popular faclity
awarded s a monopoly to provide certain goods and services, or
acontract to be he sole supplier o the government of particular
goods and services at rciculously inflated prices - up to 200
petcent more than market prices (Af, 1995:86).

(d) Public ignorance

Public perception is another crucia factor determining
a nations level of corruption. The more apathetic the society s
toward the corrupt practices, (as s the case in many developing
countries), the more widespread the government graft and
bribery wil be (ICAC, 19%4; Al 1985). Although a poll by
Tempo in 1980 shovwed that 43.8 percent of respondents named
corruption and abuse of porwer by public srvans as the most
dangerous clement in the country (Hamzah, 19914), the
Indonesian public seems to tolerate corruption. Two factors
may explain this phenommenon. Firstl, the people are apathetic
becausethey havelived with corruption for sucha long time that
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it has become  habi. The history of corruption in Indonesia,
according to Anderson (1972), egan in the ime of World Wr
11, when the arbitrary reduction of selaries through inflation
meant that in Less than four years the Indonesian rupizh sank
to one sixtieth of it previous value, Since then, corruption has
temain a stubbor featureof the republic.

Secondly, public ignorance toward corruption may
sometimes be related to cultural practices or traditions. Since
forty percent of the Indonesian population is Javanese, and
in many cases dominate the key positions in public sector
Javanese culture is often blamed for the practices of corruption,
collusion, and nepotism in the public service (Magns-Suseno,
1995). It 5 Javanese cultural imperative, for instance, to avoid
conflct, Javanese people may tend to tolerate corrupt practices
rather initiae conflics with the culprits by taking action or
teporting the problem. In addition, as a colonised people, the
mastet-servant relationship of colonialism Linger on. Publi
servants are Seen as the masters who ate aways tight, who
never make mistakes and thetefore can be blamed for anything
they do (Magnis-Suseno, 1984). Indeed, according to Schwarz
(1994:135), the very term ‘public servant s something of a
misnomer in Indonesta because in this ‘quasi-feudal culure, it
would be more accurate o say that governmen employees are
the ownes'of the nation and the general public thelr servants.

(¢) Forms of government

It i widely believed that democracy delegates certain
powers to society which may function a5 a check on the
abuse of power by the stae. The presence of strong poliica
parties and pressure groups, and freedom of press may offer
saleguards against arbitrary or corrupt decision-making (AL,

163

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

it has become a habit. The history of corruption in Indonesia,
according to Anderson (1972), egan in the ime of World Wer
Il when the arbitrary reduction of salaries through inflation
meant that in less than four years the Indonestan rupiah sank
to one sixteth of s previous value. Since then, corruption has
temain a stuborn feature of the republic.

Secondly, public ignorance toward corruption may
sometimes be related to cultural practices or traditions. Since
forty percent of the Indonesian population is Javanese, and
in mny cases dominate the ey positions in public sector,
Javanese culture i often blamed for the practices of corruption,
collusion, and nepotise in the public service (Magis-Suseno,
1995). It s a Javanese cultural imperative, for instance, to avoid
confict. Javanese people may tend to tolerate corrupt practices
tather initiae conficts with the culprits by taking action or
teparting the problem. In addition, as a colonised people, the
master-servant reationship of colonialism linger on. Publi
servants are seen as the masters who are abways tight, who
never make mistakes and therefore can be blamed for anything
they do (Magnis-Suseno, 1984). Indeed, according to Schwarz
(1994:135), the very term ‘public servanf s something of a
misnomet in Indonesia because in this ‘quasi-feud culture, it
would be more accurate to say that government employees are
the ‘owners'ofthe nation and the general public ther servants.

(¢) Forms of government

It is widely believed that democtacy delegates certain
powers to society which may function as a check on the
abuse of power by the state. The presence of strong political
parties and pressure groups, and freedom of press may offr
sufeguards against anitrary or corrupt declsion-making (AL,
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1983). Unfortunatel, although Indonesia has had democrati
institutions such as parkament, poliical parties and regular
clections since independence, in effect the government s st
far from demaocratic (Budiman, 1990; Crouch, 1990)

The elections, for example, which have been conducted
five times during SoehartoS presidency have been neither free
nor fair because it i evident that bribes and cheating are at
work in various forms (Liddle, 1992 inter alia). The candidacy
for members of partiarment (MPs) must be approved by the
governmen, and MP from the oppostion parties who might
enjoy populariy among voters are, then, denied candidature
(Liddle, 1992 Stanley, 1992). n fact of the 1000 merbers of
Peoples Consultaive Assembly (MPR), which decides who
should govern the country; only 400, being also members of
House of Representative (DPR), are elected. The other 600 are
appointed by the government (YLBHI, 1990:68). As a sesult
dlections which give the people a ‘vote' not a sy (Stanley;
1992:2), hardly effect any seal change in the way Indonesia i
governed (Frederick and Worden, 1992), and do nothing to
change the socio-poliical status quo

The press, which has been a very eflctive means in
preventing the government from abusing s power in many
countries (Cotbett, 1992) is also suffering in Indonesia
Although there are mote than 200 press publications, nearly 700
private radio stations and fvetelevision compans operatingn
the country, Indonestan journlists are not able o report fecly
because lthough the Indonesian Pancasia pess i free it must
als0 be ‘responsible (Indonesia Department for Information,
1994:221-2). No-one knows exactly whatis meant by a free and
tesponsible press, but twelve newspapers and magazines were
banned in 1974, fourteen others were closed four years later, s
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was one in 1990 - al for being ‘rresponsible. The latest media
dosure occurted in June 1994, when two leading Indonesia
news magazines, Tempo and Editor, aong with the tabloid
Detik, wete banned. Although the government gave the offcial
catse or their shut-down as ‘administrative falure it is widely
believed that these three weekles were banned because they
openly criticised some Ministers” policis (Utami et o, 1994;
Inside Indonesia, September 1994; Frederick and Worden, 1992;
Orentlicher, 1989).

Combating Corruption: Implementation Problems

From the evidence offred i the previous section, it could
be argued that serious and comprehensive anti-corruption
canmpaigns ate necessary - and must besustained - if corruption
isto be rooted out in Indonesia. Of course, after several decades
of entrenched corruption, it would be very difficult to totally
eradicate (Hope, 1987). However, in the Indonesian context
the {ollowing strategies may minimise corrupt practices in the
public sector

(a) Administrative reform

Comprehensive administraive reform in the form of
privatisation,deregulation, decentralisation, professionalsation
and commercialsation of public servicesds the irst thing which
should be done. Privatistion may take various forms from
contracting-out public servicesor functions or sellng offstate
assets (Samson, 1994; Lane, 1993). The underlying dea is not
to pit the private sector against the public sector, but rather
to establish competiion in order to minimise the monopoly
provision of public goods and services, and fo ensue the public
accountability of al providers. The normative perspective of

165

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

was one n 1990 - llfo being ‘iresponsble. The ltest media
dosure occurred in fune 1994, when two leading Indonesia
news magazines, Tempo and Editor, long with the tabloid
Detik, wete banned, Although the government gave the offcial
catse for their shut-down as ‘administrative falure it is widdly
believed that these three weekles were banned because they
openly criticised some Ministers” policies (Utami et al, 1994
Inside Indonesia, September 1994; Frederick and Worden, 1992;
Orentlicher, 1989).

Combating Corruption: Inplementation Problems

From the evidence offered in the previous secton, it could
be argued that serious and comprehensive anti-corruption
campaigns are necessary - and mustbe sustained - 1f corruption
isto be rooted outin Indonesia. Of course, after several decades
of entrenched corruption, it would be very difficult to totall
eradicate (Hope, 1987). However, in the Indonestan context
the following strategies may minimise corrupt practices in the
public sector

() Administrative reform

Comprehensive administrative reform in the form of
privatsation, deregulation, decentralsation, professionalisation
and commercialisation of publc servicess the st thing which
should be done. Privatisation may take various forms from
contracting-out public services or functions or selling offstate’s
assets (Samson, 1994 Lane, 1993). The underlying idea is not
to pit the private sector against the public sector, but rather
to establish compettion in order to minimise the monopoly
provision of publc goods and services,and to ensure the publi
accountabity of all providers. The normative perspective of

165




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

Vining and Weimer (1990) argues that goods and services
should only be produced by the government whete the supply s
not contestable (or competitive), and should be contracted with
public inancing when supply is contestable. The ‘exit and voice
theory of Hirschman (1970) also supports the privatisation
straegies for mindmising corruption. Public consumers will
teadtly et from goods and services offered by the public sector
whete a cheaper, better and incorrupt alternative s available

Indonesia i probably the most regulatory country in the
world with respect to permits and licences. To get married, to
entol n a school and university and even to have a discussion
among more than five people, one needs a permit from the
authorities (G, 1993). Since thisiencingactivity isacriical
arena of corruption, deregulation in this area may minimise
corruption. Detegulaion; hre, tefes o reducing or abolishing
unnecessary rules and regulations (Caiden, 1993). As a reorm
srategy, detegulation s based on the fact that thereds  positve
correation between corruption and the scope of government
activitis: the mote inferventionist the government, the greater
the risk of corruption. If some government activiies were
testicted or abolshed by deregulation policy, there would be
fewer vhicls for coruption. This may, howeve, have politca
implications, and these will be discussed later

Decentralsetion, according to Charlick (1993); Olowu
(1992) and Hope (1987, is an appropriate srategy with which
to minimise corruption especially n very centralised countries
such asIndonesia. However, decentralisation mustnot be merely
administrative, but must involve the delegation of eel authory
inchuding the authority to generate and reserve a portion of
local revenues. Local authorities must also be accountable
both to local and higher groups. Abuse of authority and public
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corruption i ess Hkely o occur i the rules which govern local
offictalsareatleas n part defined bylocal norms, evincing local
support and legiimacy. However, although the government has
publicly advocated  decentralisation program, it s one imited
to administrative functions, not fiscal functions.

Bahland Linn (1994) offer a number of factors to explain
why central governments, especially those in developing
countries, tend to keep centralsing their fisal functions
centraised. Three of those factors seem consistent with
Indonesian conditions. Firsty, fiscal centralisation allows the
central government to distribute funds proportionately among
differently wealthy regions. This s ustified by the fuct thatin
some Indonestan provinces (Such as those in the Nusa Tenggara
islands) the land i very dry without natural resources, while in
others (such as Sumatra and Kalimantan) the and is very fetlle
and rich in mineral resources. By etaining central authoriy,the
government i able to shift the wealth and revenues from the
richer to the pooter provines.

Secondly, local governments in almost every country
have very weak administrative practices and service delivery
capabiliies, such that taxes and other revenues may not be
optimallycollected iffinancial functions e decentrelise tolocal
government, I this i the case, however, the scaciy of human
tesources in local governments may be overcome by relocating
public servant from the headguarters to the ied, and by using
spectal incentives to Keep senior offcers in the fied. Finall
central governments may be afraid of social upheaval and state
disintegration if local governments are given fiscal autonomy,
The Indonesian central government may fear thatthe trauma of
aumber of eglonal movements for independence i the 19505
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and 19805, such as the Aceh Independence Movement and Papua
Independence Organisation, may reoccur (Schwarz, 1994)

Professionalisetion and - commercialisation of  the
Indonesian public servants, as has occurred in some state
enterprises, may also be helpful in minimising corruption.
Training is an important method because ‘no matter how
well qualified a peson may be at the time of recrutment,
becoming an effective and eficent public servant must be
taught and inculcated rather than asstmed (Hope, 1987:137).
Administrative training, however, should not be viewed merely
2 4 lechnocratic exercise, but its objective must include the
creation of commitment n public servants to national goalsand
values, including ethical personal behaviour and a strong work
ethic (Paul, 1983).

Because the number of Indonesian public servants s
50 large that it may be a crual factor in the governments
inabilty to increase the salaries, redundant personnel should
be retrenched through programs of phased deployment
and ety refirement. The governments ‘zero growth publi
service'progtam should be serioudy implemented, and where
tecruitment must occur, merit-based and performance-oriented
should be applied. The practce of recruiting the unemployed
into the public sector simply to improve the unemployment
staistics should be stopped, and programs which improve
employment opportunities outside the public sector should be
introduced. In addtion, to muinimise the temptation for public
servants o act corruptly in order to bolster their low incomes,
public sector slary levels should be teviewed to ensure that
wages cortespond to the cost of Eving, Smlrty, senior public
servants'salaries should be competiive with their private sector
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counterparts,and non-monetary allowances should aso be
introduced as partofthe fotal salary package.

(b) Public mobilisation

Perhaps the most important factor in controlling
corruption, according to Gardiner and Malec (1989), is
public commitment: nsistence on the part of the community
that corruption is intolerable. Therefore, public mobilisation
programs should be introduced in Indonesta. There are atlast
four factors contributing to the public ignorance and apathy
surrounding corruption in Indonesta. Firsdy, there is  lack of
information: citizens may not know that public servants are
corrupt, that corruption is costly o society and that corruption
affects them. Secondly, improper and traditional values as
described earlier may hinder public commitment: itizens, for
example, may believe that personal gain i the only thing that
counts and that public servants are supposed to look out for
themselves alone. Thirdly the public may lack opportundtis to
express s intolerance of corruption: citizens may not be abl to
teport corruption without retalation. Lasty, there may be no
incentive for a public commitment to anti-corruption reforms;
comparing the costs and benefits of the present situation with
those of 2 public sector,citizens may fel that they gain more
from corrupt government than they would from an honest
system, and may lose more from taking action than they would
gain (Gardiner and Malec, 1989:108-9).

Tosucceed, therefore, a public mobilisaion program must
address these four concerns. Both the Hong Kong and the New
South Wales Independent Commission Against Corruption,
for example, campaign against corruption through various
publications, brochues, flm and video compettions, seminars,
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discussions, and advertisements. This is expensive, of course,
but one mmust be considered against the larger sums of public
money which willbe saved i the programs ate successful (Clark,
1989; ICAC, 1994). Education in proper values and ethical
behaviour - beginning in schools - could also be introduced.
This might include, or example, cortecting the misconception
that an advantage is corrupt only when Large sums of money
or when highly-placed public servants are involved, or could
involie generating a sense of public pride in belonging to an
honest society. In short, a successful program  successfl
prograim willencourage citzens i four areas; not to participate
in corruption, to ‘blow the whistle” when they become awae
of specific instances of corrupt behaviour, to support honest
candidates for publc ofce, and to work for publi integeiy.

(c) Political reform

The Lt, but probbly the most important factor
determining the success ofanti-corruption reforms n Indonesia
i pokitca reform towards a democratic system of government.
A number of writers point out that democratisation has positive
effcts in reducing corruption, both in the public and private
sectors. The mote democratic a country; the mote Lkely
mechanisms will be put in place to monitor the performance
of administrators and bureaucrats, as well as the incentives
created to promote incorruptness and punishments mandated
to discourage corrupt practies (Noonan, 1984 nter ali).

Free press, that s, a press ot subject fo being banned
or censored by the authorities, can become an efectve
and efficient monitoring and controlling mechanism in a
democratic environment because it i easier, then, for the media
to investigate allegaions of corruption and expose them. In
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Japan, for exampl, the mass media exercise srong infhuence
on the public, and have an inportant role in revealing unfer
administrative actions and corruptions. 1t was the media
tevelation of an aircraftscandal which finally forced the popular
but high-handedPrime Miniser Kakuei Tanaka to esign from
office (Tashiro, 1988:219).

Political reform in Indonesia toward democracy may
see competitive elections, independent political parties and
vocal parliamentarians controlling the executive and refning
in corrupt practices. In India, according to Jain (1988);
paramentary control over the executive has been effetive not
onlyingeneral political control,but also in detalled examination
of government and public servansactivities. In contrasl there
isabundant evidenceshowing that thelevel of corruption found
in such quasi-totalitarian stae with very weak, rubber stamp
parliamentarians such as the former Soviet Unon, Eastern
Europe, and Peoples Republic of China, is enormous (Stmis,
192).

Politcal reform towards democracy i not only the most
important ant-corruption sttategy, but is also Lkely to be the
most iffcul to-achieve. The firt diffculty arises because the
s0-alled middle class - educated people of a certain level of
wealth (who, in many cases, such as in the South Korea and
Thatland, have become ffectve fighters for democracy) - is
not 4 true middle-class. Unlike their counterparts in other
countries who are successful because of their entrepreneuria
skill Indonesias businesspeople, mostly ethnic Chinese, are
very dependant on- government patronage various kinds of
protection and monopokies. Although economically powerfl,
but poltcall very weak (and well aware of the streek of anti
Chinese sentiment which runs through Indonesian society),
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these people have aninterestin maintaining the current poltical
system in which they can buy protection via personal alliances
with government offiiels or through financil contributions
to the institutions charged with mainfaining the stafus quo
(Schwarz, 1994).

Secondly, as some analysts argue, the politicel reform
toward dermocracy in Indonesta ill only be realised if the
initative comes from the old but powerful and influentia
presiden, Soeharto (Crouch, 1994 Tonquist, 1990). However,
it remains doubtfulas to whether the president would give up
after more than thirty years in power.

Conclusion

Corruptionisaproblemforboth developedand developing
counties. In Indonesta, corrupt practices are triggered by; the
monopaly functions of the public sector in delivering certein
services; poverty and low public sector incomes; tracitional
values;ignorance; and the form of government. Although some
straegies to combat corruption have been identified, these are
unlikely to succeed in Endonesia o long s the government
temains undemocratic.
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KINERJA ORGANISASI PUBLIK: DARI
KUANTITAS KE KUALITAS

Pengantar

KALAU KITA tidak mengukur kinerja maka kita tidak
fahu apa yanng Kita erjakan (di dalam organisasi) dan kita idak
mengerti di rgagg organisast sekarang berada (Shand 1997:2;
Scott 1994:15). Pernyataan ind menunjukkan betapa pentingnya
mengukur kinerja organisasl termasuk organdsasi- publik.
Namun demikian, pengukuran Kinerja organisasi publik sangat
didominasi oleh keiteo-Keiteria kuantitas dan cenderung
mengabaikan indikator-dikator kuabtas. Sebagai- contoh,
beberapa waktu yang laln Wlikota Makassar memberikan
penghargaan Kepada sejumbeh kepala dinas; camat dan lurah
dalam linglup Pemerintah Kota Makassar karena dinila telah
bethasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Keberhasilan
pata kepala dinas, camat dan lurah ini dinilai dari kemampuan
mereka mencapai atau bahkan melebihi target Pendapatan Al
Daerah (PAD) dan atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
ditetapkan (Fajar, 1 1/01/2001).Ini merupakan salah satu contoh
Klasik dimana kinerja organisasi publik sampai saat ini masih
idasarkan pada ukuran-ukuran kuantitas dan melupakan
kualtas. Pada artkel ini selain dipaparkan indikator-indikator
utama yg dominan digunaken delam mengukur keberhasian
suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah, juga akan
dikemukakan secara singkat adanya kecenderungan global
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Pengantar

KALAU KITA tidak mengukur kinerja maka kita tidak
tahu apa yangita erjaken (di dalam organisas) dan kita tidak
mengerti di mana organisasi sekarang berada (Shand 1997:22;
Scott 1994:15). Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya
mengukur kinerja organisasi termasuk organisast publk.

amun demnikian, pengukuran kinerja organisasi publik sangat
didominast oleh keferia-keiteria kuantitas dan cendenung
mengabakan indikator-indikator kualitas. Sebagai- contoh,
beberapa waktu yang llu Welkota Makassar memberikan
penghargaaépada sejunlah kepala dinas, camat dan lurah
alam lingkup Pemerintah Kota Makassar Karena dinila telah
berhasi melaksaan fugasnya dengan baik Keberhasilan
pata kepala dinas, camat dan lurah ini dinili dari kemampuan
mereka mencapai atau bahkan melebihi target Pendapatan Asl
Daerah (PAD) dan atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
ditetapkan (Fajar, 11/01/2001). Ini merupakan selah satu contoh
Hasik dimana kinerja organisasi publik sampai saat ini masih
didasarkan pada ukuran-kuran kuantitas dan- melupakan
ualitas. Pada artikel ini selain dipaparkan indikator-indikator
utama yg dominan digunakan dolam mengukur kebethasilan
suatu organisast termastk organisasi pemerintah, juga akan
dikemukakan secara singkat adanya kecenderungan global
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untuk mengukur kinerja organisasi publk dengan indikator-
indikator kualtas

Terminologi dan Pengukuran
Walaupun konsep mengenai inera organisasi- dan

bagaimana mengukurnya merupekan ‘issu utama dalam
setiap organisast (Scott 1994:15) dan berton-ton kertas sudah

dihabiskan untuk menjelaskan konsep ini’ (Haselbekke dan

Ros 1991:155), konsep itu sendiri masth kontoversial dan
mermbingungkan yang ditandat oleh tidek konsistennya isilah-
islahygdigunakandalam menjelaskankonsepmengenaikinerja
organisast. Goodman dan Pennings (1997x1-2) dan Cambell
(1977:14) misalnya menggunakan istlah kinerja_ organisasi
dan efektivitas secara bersamaan, Mark (1981:73) memasukkan
elektivitasdankinerja ke dalam defnisi produkiifitas sedangkan
Honnan den Freeman (1977:115) mengatakan bahwa kinerja
organdsast selalu berhubungan dengan output. Sebalikaya,
menurut Quina (1978:42), ‘produktifitashh sebenarnya yg
dischut sebagai kinerja organisast walaupun Hatry (1978:28)
menyatakan bahvia produktdfitas tidek hanya efekefitas teapi
juga efiiensi. Singkatnya, McGowan (1984:31) menyatakan
batwa ketika berbicara tentang kinerja organisasi orang sering
berada pada gelombang yang berbeda. Mereka menggunakan
kata effisiensi padahal yang dimaksudkan adalah efektvita
atau kualitas atau produktivitas. Oleh katena ito, perlu unfuk
mejelaskan secara singkat beberapaisitlah yg umumnya berasal
dari model produuks,suatu model yang paling sering digunakan
dalam wacana mengena kinerja organisast
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unfuk mengukur kinerja organisasi publik dengan indtkator-
indikator kualites.

Terminologi dan Pengukuran

Walaupun konsep mengenai kineria organisasi dan
bagaimana mengukurnya. merupakan issu utama dalam
setiap organisas? (Scott 199415 dan berton-ton kertas sudah
dihabiskan untuk menjelaskan konsep ini" (Haselbekke dan
Ros 1991:155), konsep itu sendiri masih kontoversial dan
membingungkan yang ditanda oleh tidek Konsistennya istilah-
istlahygdigugaon dalam menjelaskanKonsepmengenaikinerja
organisasi. Goodman dan Pennings (1997:1-2) dan Cambell
(1977:14) misalnya menggunakan istlah kinerja organisasi
dan efektivitas secara bersamaan. Mark (1981:73) memasukkan
elektvitasdan inerja ke dalam defnis produkfifitas sedangkan
Hannan dan Freeman (1977:115) mengatekan bahwa kinerja
organisasi selalu berhubungan dengan output. Sebelikya,
menurut Quinn (1978:42), ‘produklifitahh sebenarnya yg
disebut sebagai kinerja organisast walaupun Hatry (1978.28)
menyatakan bahwa produktifta tidek hanya efektiftas teapi
juga efisensi, Singkatnya, McGowan (198431) menyatekan
bahnwa ketika berbicara tentang kinerja organisast orang sering
betada pada gelombang yang berbeda. Mereka menggunakan
ata effsicnsi padahal yang dimaksudkan adalah efekivita
atau kualitas atau produkivitas, Oleh karena itu, perlu untuk
mejelaskan secara singkat beberapaisitlah ygumuninya berasal
dari model produksisuatu model yang paling sering digunakan
dalam wacana mengenai kinerja organisast
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Gambar 1. Model Produksi dar Kinerja Organisas

INUT =% PROSES % OUTUT = OUTCOME

BRSNS {osnd | EFEKTVITAS ot

Suber: Boyle, R, 1989, Managing Public Sector Performance: a

comparativesudy of performance moniforing ystems i the public and
private sectors, Tnstitue of Public Administration, Dubli:17.

Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis

Efsiensi dan efehtivitas bisa dikatakan sebagai dua stlah
yang paling populer dalam wacana kinerja organisasi walaupun
Kedua isilah ind seringkall digunakan secara tidak tepat
(Mulreany 1991:7). Secara umum efiiensi didefinisikan dan
diukur darirasioinputdan outputatau rasiodi mana input diubah
menjaci outpyffthat misalnya Gleason and Barnurm 1982:380;
Boyle 1989:19; Mulreany 1991:8; Carter, Kleinand Day 1992:37).
Berdasarkan definsi ini, organisasi yang efiien bisa dicapai
dengan meminimalkan input dan mempertahankan output
atau dengan mempertahankan input tetapi memaksimalkan
output atau secara bersamaan meminimalkan input dan
memaksimalkan output. Namun, banyak yang berpendapat
bahwia penggunaan istlah effisienst umumnyahanya dilihat setu
sist yaitu dalam arti meminimal input atan mengurang biaya
untuk menghasilkan sejumlab tertentu output (efisiensinput)
Islah efiiensi jarang digunakan dalam artf memaksimalkan
output atau meningkatkan peayanan dengan menggunakan
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Gambar 1. Model Produksi i Kinerja Organisas

INUT = PROSES —n OUTPUT [—% CQUTCOME

EFSIENSL |t ] EFERTIVITAS oot

Sumber: Boyle, R, 1969, Managing Public Sector Performanc: o
conpparative sty of erformance monitoring systems n the public nd
privat sectors, Ensttute of Public Administration, Dubli. 17,

Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis

Efisiensi dan efetvias bisa dikatakan sebagaidua istileh
yang paling populer delam wacana Kinerja organisasi walaupun
kedua istlah ini seringkali digunakan secara tidak tepat
(Mulreany 1991.7). Secara umum efisiensi didefinisikan dan
diukur darirasioinputdan outputataurasiodimanainput diubah
menjadi output (hat misalnya Gleason and Barnum 1982:380;
Boyle 1989:19; Mulreany 19915 Cartﬁlein and Day 1992:37).
Berdasarkan definisi ini, organisasi yang efiien bisa dicapai
engan meminimalkan input dan mempertahankan output
atau dengan mempertahankan input tetapi memaksimalkan
output atau secara bersamaan meminimalkan input dan
memaksimalkan output. Namun, banyak yang berpendapat
behvwa penggunaanistileh effsiens! umumaya hanya dilihatsatu
sist yaitu dalam arti meminimal input atau mengurangi biaya
unfuk menghasilkan sejurnlah tertent output (efisienst inpu).
Isilah efienst jarang digunakan dolam arti memaksimalkan
output atau meningkatkan pelayanan dengan menggunakan
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sejumlah tertentu input (efistensi ouput) (McGowan 1984:19;
Boyle 1989:19; Carter Klein and Day 1992:3

Berbeda dengan efisiensi, defenisi efektivitas Lebih
problematk dan membingungle  Menurut  Cameron
(1981:4-5) ada ennpat pendekatan yang dapat digunakan unfuk
mendefinisikan dan mengukur e@as organisast. Pertamz,
elektifitas dapat diukur darf sejauh mana sebuah organisasi
mencapal tujuannya. Pendgbagn yang disebut dengan Goal
Model ini mengastmsikan bahwa tujuan-tujuan organisasi
dideﬁnisikafgara jelas dan dapat diukur. Oleh karena it,
semakin banyak fujuan organisasi dapat dicapai, semakin
elekiflah organisast ersebut. Namun demikian, tidak sermua
tujuan organisasi dapat dinyatakan secara jelas danglerukur
dan oleh Karena tu pencapaian tujuan ianggap tid;Eelevan
untuk mengukur efektvitas organisest dan oleh Karena itulah
Carmeron (1981) mengusulkan pendekatan kedua yang disebut
Systemn-Resource Model. Menurut model ind, suatu organisasi
dapat dikotakan efektif Kalan organisasi tersebut mampu
memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan unfuk
menjaga kelangsungan organdsasi tersebut. Semakdn banyak
sumber daya yang dapat dikumpulkan oleh sebuah organisasi
darl lingkongannya, semakin efektflah organisasi tersebut
Dengan kata lain, kalan Goal Model menekankan pada output,
Systemn-Resource Model mengutamakan input.

Pendeketan Ketiga untuk mengukur efetifitas organisasi
disehut Internal Process Model yang menekankan pada proses
dun mekanisme Kerja dalam organisasl. Menurut model ini
sebuah organisasi dapat dikatakan efektif apabila proses dan
mekanisme Kerja di dalam organisasi tersebut berlangsung
amai. Hal ini ditendai dengan adanya rasa saling percaya
di antara pegawai dan mulusnya arus informasi horisontal

178

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

sejumlah tertentu nput (efistenst ouput) (McGowan 1984:19;
Boyle 1989:19; Carter, Klein and Day 1992:38)

Berbeda dengan efisiens, defenisi efekiivitas lebih
problematk dan membingungkan. Menurut  Cameron
(1981:4-5) ada exnpat pendekatan yang dapat digunakan untuk
mendefinisikan den mengukur efektivitas organisasi. Pertama,
elekiiftas dapat diukur darf sefauh mana sebuah organisasi
mencapai tujuannya. Pendekatan yang disebut dengan Goal
Model ini mengasumsikan bahwa tujuan-tujuan organisasi
didefunisikan secara jelas dan dapat diukur. Oleh karena itu,
semakin banyak tujuan organisasi dapat dicapai, semakin
elekiflah organisas tersebut. Namun demiian, tidak semua
tojuan organisast dapat dinyatakan secara jelas dan terukur
dan oleh Karena ifu pencapaian tujuan dianggap tidak relevan
tnfuk mengukur elektivitas organigeshdan oleh Karena ftlah
Cameron (1981) mengusulkan penﬁtan kedua yang disebut
System-Resource Model. Menurut model ind, suatu organisasi
dapat dikatakan efektif Kalan organisasi tersebut mampu
memperokh semua sumber daya yang dibutubkan untuk
menjaga kelangsungan organisasi tersebut. Semakin banyak
sumber daya yang dapat dikumpulkan oleh sebuah organisasi
ari linghungannya, semakin efektiflah organisasi tersebut.
Dengan kata lain, Kalau Goal Model menekankan padz output,
System-Resource Model mengutamakan input

Pendekatan ketiga untuk mengukur efektifits organisasi
disebut Entermal Process Model yang menekankan pada proses
dan mekanisme kerja dalam organisasi Menurut model ini
sebuah organisasi dapat cikatakan efekelf apabila proses dan
mekanisme kerja di delam organisast tersebut berlangsung
Qamai. Hal ini ditenda dengan adanya rasa saling percaya
di antara pegawi dan mulusnya arus informasi horisonta
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dan vertikal di dalam organisasi. Pendekatan tekabir dalam
mengukur fekivitas organisast disebut oleh Cameron (1981)
schagai Strategic-Consttuencies Model Elekifitas - suatu
organisasi menurut modelni iukur i sejauh mana organisasi
tersebut dapat memuaskan stakeholder-nya. Stakeholder ini
terdir dari orang-orang yang menyediakan input bagiorganisasi
atau mereka yang menggunakan output yang dihasilkan oleh
organisasialausiapasajaFmemilikikontakataudipengaruhi
oleh organisasi atau individu-individu yang perannya sangat
penting bagi Kelangsungan hidup organisast

Ekonomis (economy) adalah seleh satu istilah yang
sering juga ditemui dalam wacana Kinerja organisasi,
Walaupun penggunaannya tidak seluas efisensi dan elekiivitas.
Kemp (199L:180) dan Mulreany (1991:19) mendefiniskan
ekonomis dengan sederhana, vaitu pengadaan atau pembelian
input organisast semureh mungkin, Jackson dan Palmer
(1988:32) mengatakan bahwa ~ekonomis ~ dapat  dikur
dengan membandingkan biaya input akiual dengan biaya
input yang diperkirakan sebelumnya sedangkan Flyn dkk
(1988:38) menyatakan bahwa cknomis dapat dicapai dengan
meminimalkan penggunaan sumber daya. Defenisi ekonomis
yang ebih komprehensif adalah mendapatkan atau membel
jisa yang sestai dengan tingkat ualitas fertentu yang
dinginkan dengan harga serendah mungkin (Carter dkk
1992:37). Perpaduan optimal antara ekonomis, efisiensi dan
elektivitas indah yang dikenal dengan istlah value for money
(Boyle 1989:20).

Input, Proses, Output dan Outcome

Apakah Kinerja organisasi diukur berdaserkan efiensi,
elektivitas atau produktivtas, penggunaan terminologi seperti
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an vertikal di dalam organisesi. Pendekatan tekahir dalam
mengukur efekivitas organisasi disebut oleh Cameron (1981)
sehagsgSrategic-Constituencies Model, Efekifas - suatu
organisasimenurut modelini diukur darisejauh mana organisasi
tersebut dapat memuaskan stakeholder-nya. Stakeholder ini
terdi darl orang-orang yang menyediakan inputbagiorganisasi
atau mereka yang menggunaken output yang dihasilkan oleh
organisasiatan siapasaja yang memniliki kontak atau dipengaruhi
oleh organisasi atau individu-individu yang perannya sangat
penting bagi kelangsungan hidup organisasi.

Ekonormis (economy) adalah salah satu istilah yang
seing juga ditemui dalm wacama Kinerja organisasi
walaupun penggunaannya tidak sehvas efisiensi dan elektivites.
Remp (1991:180) dan Muleany (199L:19) mendefinisikan
eonomis dengan sederhana, yaitu pengadaan atau pembelian
input organisasi- semurah mungkin, Jackson dan Palmer
(198832) mengatokan babwa ~ekonomis dapat  diukur
dengan membandingkan biaya input akiual dengan biaya
input yang diperkirakan sebelumnya sedangkan Flyn dkk.
(1988:38) menyatekan bahwa eknormis dapat dicapai dengan
meminimalkan penggunaan sumber daya. Delenist ekonomis
yang lebih Komprehensif adalah mendapatkan atau membel
fisa yang sesuai dengan tingkat Kualitas tertentu yang
diinginken dengan harga serendah mungkin (Carter dkk
1992:37). Perpaduan optimal antara ekonomis, efisiensi dan
elekiivitas indah yang dikenal dengan istlah value for money
(Boyle 1989:20).

Input, Proses, Output dan Outcome

Apakah Kinerja organisasi diukur berdaserkan efsensi,
elekiivitas atau produkiivitas, penggunaan terminologi seperti
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input, proses, ouput dan outcome tidak bisa dihindari, Oleh
Karena it isila-isileh ini fuga akan dijelaskan secara singhat
Input orgenisast adalah semua sumber daya yang dibutuhkan
agar organisasi dapat menghasilkan barang atau jasa, Input ini
dapat berupa tenaga Ketja, gedung dan peralatan (Downs and
Larkey 1986:6; Boyle 1989zlﬁérter, Klein and Day 1992:36).
Proses diarfiken bagaimana suatu organisasi melakukan
Kegiatan-kegiatannya, menghasilan dan- mendistribusikan
batang dan jasa yg diprodus yang dapat juga diukur dengan
itlah kualitas (Boyle 1989:18; Carter, Klein and Day 1992:38.
Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
organisast yang dapat dibedakan menjadi output antara dan
output akhir (Dlowns and Larkey 1986:; Boyle 198%:18; Carter,
Klein and Day 1992:36). Output antara adaleh kapasias suatu
organdsast unfuk menghasikan barang dan jasa sedangkan
output akhir adalah barang dan jasa aktual yang mampu
dihasikan oleh organisasi tersebut. Jumah tempat duduk
i suatu pesawat terbang atau Kereta api misalnya dapat
dikatakan scbagai output antara sedangkan jumlzh penumpang
sebenarnya yang diangkut oleh pesawat dan kereta apt tersebut
adalah outputakbir (Boyle 1989:18)

Outcome atau dampak atau impak atau konsekwensi
sosial adalah akibat atau hasi akhir dari barang dan jasa yang
dihasikan oleh suatu organisasi terhadap masyarakat dan
lingkungannya secara menyeluruh (Arvidsson 1986:625; Levit
and Joyce 1987:41; Flynn dkk. 1988:36; Haselbekke and Ros
1991:156). Hasil akhir dari pelayanan kesehatan, pendidikan
dan keamanan oleh polisi misalnya secara berturut-tirutadalah
masyarakat ang lebih sehat dan lebih berpengetahuan dan
lingkungan yang anan. Namun demikian,seringkalijugaterjadi
ketidaksepakatan dalam menentukan output dan outcome
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input, proses, ouput dan outcome tidak bisa dihindari. Oleh
Karena it istilah-istilzh ini uga akan dilaskan secara singkat
Input organisasi adalah sermua sumber daya yang dbutuhkan
agar organisast dapat menghasilkan barang atau jasa. put ini
dapat berupa tenaga kerja, gedung dan peralatan (Downs and
Larkey 1986:6; Boyle 1989%18; Carter Klein and Day 1992:36).
Proses diartikan bagaimana suatu organisasi melakukan
kegiatan-kegiatannya, menghasilan dan- mendistribusikan
batang dan jasa yg diproduk yang dapat juga divkur dengan
itilah kuakitas (Boyle 1989:18; Cater Klein and Day 1992:36).
Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
organisasi yang dapat dibedakan menjadi output antara dan
output akhir (Downs and Larkey 19865 Boyle 1969:18; Carter,
Klein and Day 1992:36). Output antara adalah kapasitas suatu
organisasi untuk menghasikan barang dan jasa sedangkan
output akhir adalah barang dan jasa aktual yang mampu
dihasikan oleh organisasi tersebut. Jumbah fempat duduk
i suatu pesawat terbang atau Kereta api misalnya dapat
dikatakan sebagai output antara sedangkan jumlah penumpang
sebenarnya yang diangkut oleh pesawat dan kereta api tersebut
adalah output akhir (Boyle 198%:18).

Outcome atau dampak atau impak atau konsekwenst
sostal adalah akibat atau hasl akhir dart barang dan jasa yang
dihasikan oleh suatu organisast terhadap masyaralat dan
lingkungannya secara menyelunuh (Arvidsson 1986:629; Levit
and Joyce 1987:41; Flynn dkk. 1988:36; Haselbekke and Ros
1991:156). Hasil akhir dari pe]ayanﬁ(esehatan, pendidikan
dan keamanan oleh polisi misalnya secara berturut-turutadalah
masfarakat yang lebih sehat dan lebih berpengetahuan dan
lingkungan yang aman, Namun demikian, seringkalijugaterjad:
ketidaksepakatan delom menentukan output dan outcome
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darf suatu organisasi. Sebagai contoh, Carter dik (1992:37)
menganggep hasl wtan sebagal output dan masyarakat yang
lebih terdidk sebagai outcome dari pelayanan pendidikan oleh
sekolah sedangkan Levitt dan Joyce (1987) menilai hasi ujan
schagai outcome,

Kinerja Organisasi Publik: Menuju Kualitas Pelayanan

Selain Froversi terminologi ada kekhawatitan bahwa
penguburan Kinerfa organisasl yang terlalu memfouskan
pada aspek kuantitas seperti efisiensi dan efektivitas dapat
berdampak negatf terhadap Kualitas pelayanan (Brudney and
Motgan 1988:63-4; Boyle 1989:21; Mulreany 1991:23; Carter
Klein and Day 199240). Oleh karena fu semakin hari semakin
banyak argumen yang menghendeki agar pengukuran kinerj
organdsast publik juga cilengkapi dengen uuran-ukuran
Kuakitaspelayanan yang dapat erupa tingkatkepuasan penerima
jasa, apakah meeka it disebut pelanggan atau Klen atau war?
negara (that miselava Donnelly dkk 1995; Navaratnam an
Harris 1995; Nash 1996; Chiu 1997; Claver dkk 1999: Dae]]y
1999; Kloot 1999). Hal ind sejalan dengan pendapat Peter
(1998) yang menyatakan bahwa adrministrast publik di tahun
2000 adalah administrasi yang melayans iennya. Halin terjadi
Karena semakin tingginya tunfutan masyarakat agar pemerintah
memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperbatikan
dengan sunggu-sungguh keinginan-keinginan dari masyarakat
yang dilayani. Oleh Karena it funfutan, keinginan dan kritkan
darimasyarakat agar tidak ditanggap secara megatftetapt harus
dilihat sebagat masukan yang dapat membantu setiap organisasi
pemerintah dalam memahami kebutuhan masyarakat, dalam
mengembangkan, mengkomundkasikan dan mendistribusikan
pelayanan publk, serta dalam menila tingkat kepuasan
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arl suatu organisast. Sebagai contoh, Carter dk (1992:37)
menganggap hasil uan sebagal output dan masyarakat yang
leb erdidik sebaga outcome dard pelayanan pendidikan oleh
sekolah sedangkan Levitt dan Joyce (1987) menlai hasi] wjian
sebagai outcome.

Kinetja Organisasi Publik: Menuju Kualitas Pelayanan

Selain kontroversi terminologt ada kekhawatiran bahwa
pengukuran Kinerja organisasl yang terlalu memfokuskan
pada aspek kuantitas seperti efisiensi dan efektivitas dapat
berdampak negatf terhadap Kualites pelayanan (Brudney and
Morgan 1988:63-4; Boyle 1989:21; Mulreany 1991:23; Carter,
Kletn and Day 199240). Oleh karena tu semakin hari semekin
banyak argumen yang menghendaki agar penguuran kinerj
organisasi publik fuga diengkapi dengan uhuran-tkuran
ualitaspelayanan yangdapat berupa tingkatkepuasan penerima
fasa, apakah mereka it disebut pelanggan atan Khen atau warga
negara (ihat miselnya Donnelly dkk 1995; Navaratnam and
Harris 1995; Nash 1996; Chiu 1997; Claver dkk. 1999; Donnelly
1999; Kloot 1999). Hal ini sejalan dengan pendapat Peters
(1998) yang menyatakan bahwa administrast publik di tahun
2000 adaleh administrasi yang melayan Kliennya. Halin teradi
Karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah
memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperhaikan
engan sungguh-sungguh kefnginan-keinginan darf masyarakat
yang dilayani. Oleh karena it tuntutan, keinginan dan kritkan
darl masyarakat agar tidak ditanggap secara negatiftetapi harus
dilihat sebagai masukan yang dapat membantu setiap organisasi
pemerintah dalam memahami kebutuhan masyarakat, dalam
mengerbanglgen mengkomunikasikan dan mendistribustkan
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masyarakat terhadap Kualitas pelayanan publk yang diterima
(Rosentraub, Harlow and Thompson 1979:302; Winkler 1987;
Plfrey dkk. 1992, Thomas and Palrey 1996; Girishanker 1998).

Konsep Tentang Kualitas

Walaupun desekan agar pengukuran kinerja organisas
publik juga menggunakn indikator-indiktor seperti Kualites
pelayanan, konsep tentang kualtas it sendirt tidek mudah
untuk didefinisikan kerena konsep inisulit untuk dikuantifikas
elusif dan tidak bebas nilai. Selan itu pemahaman tenteng
Kualitas uga berubah seiap wakiu. Secara tradisional misalnya
batang dan jasa berkualitas diartikan sebagai barang dan jusa
eksusif yang bisa memberikan rasa bangga bag pemilik atau
penerimanya. Pengertian ini sama sepert persepsi Kebanyakan
orang tentang Universitas Oford atau Cambridge atau memilii
mobil Roll Rojyee (Green 1994:13).

Konsep tentang kualtasjuga sering dihubungkan dengan
pengertian yang umumnyaberlaku pada industri manufaktur di
mana kualitas diartikan sebagai menyediakan barang atau fasa
yang bebas-cacat. Atau, kualitas dihubunghan dengan barang
atau asa yang memenubi spesifiasi atau standar yang telah
ditetapkan (Crosby 198459 Boyle 1989:21; Nightingale and
ONeil 1994:8; Gaster 1995:38; Tjiptono and Diana 1995:25).
Menurt Green (1994:13) penetapan standar-standar pelayanan
yang banyak ditemul saat ini pada organisast-organisas
publk untuk meningkatkan akuntabiltas dan daya tanggap
banyak dipengarubi oleh defenisi kualitas seperti ini. Dengan
defenis seperti ini, standar-standar yang berbeda untuk setiap
organdsast yang betbeda dapat dibuat. Barang atau jasa yang
tidak memenuhi standar-standar tersebut dapat dikategorikan
sebaga tidak berkualitas.
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Konsep tantang kualitas hanya akan bermakna apabil
dihubungkan dengan manfeat atau kegunaan dari suatu barang
afau jasa. Oleh karena it kualitas juga Kadang dartikan schagai
Kesesuaian dengan tujuan atau manfaat dari barang dan jusa
tersebut (Juran 1989%15; Nightingale and O'Netl 1994, Gaster
1993:38). Defenist kualitas ini menurut Green (19915) paling
banyak diamut oleh para pengambil keputusan dan prakis
Kebijakan publik. Alasannya adelah apabila tujuan dari suatu
organisast publik sudah dinyatakan, kualitas organisasi publik
tersebut dapm mudeh diukur dengan melthat apakah
barang dan jasa yang dihasilkan sesual dengan tujuan atau
manfzat yang ingin dicapat oleh organisas tersebut. Terakhr,
Konsep tentang Kuakitas yamkin paling populer saat ini
adalah barangdan jasa yang memenubiataumelebihikebutuhan
dan harapan pelanggan dan oleh karena itu harus dientukan
oleh pelanggan.

Mengukur Kualitas Pelayanan

Sejlan dengan definisi terakhir tentang Kualitas yang
dikemmukakan sebelumnya, Donelly dkk. (1995:16) beranggapan
bahwa  pendekatan yang paling nyata unfuk mengukur
Kuakits pelayanan adalah dengan menanyai pelanggan karena
bagaimanapuw pelangganlah yang paling tahu bagaimana
Kuakits pelayanan yang mereka terima. Oleh Karena tu idaklzh
mengherankan Kalau survey kepuasan pelanggan semakin hari
semakin populer dlzkukan bukan hanya oleh organisesi swasta
tetapi juga oleh organisasi publik khususnya di negara-negara
maju. Hasil dari survey kepuasan pelanggan atan masparakat
inf dijadtkan sebagai salah satu incikator untuk menentukan
keberhasilan suatu organisaﬁ(. Di Indonesia sayangnya,

survey untuk melhat bagairana tingkat kepuasan masyarakat
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terhadap pelayanan yang diberfian masih sangat jarang
dilakukan oleh organisasi publik

Walaupun survey kepuasan pelanggan sudah menjadi hal
yang humrab di berbagai negara maju, instrumen survey yang
digunakan umumnya hanya mengukur persepsi masyarakat
terhadap kualtes pelayanan yang mereka terima. Instrumen
survey tersebut tidak memberikan kesempatan Kepada
masyarakat untuk mengekspresikan kualias pelamyang
mereka harapkan (Churchill and Suprenant 1982 Woodruff
Cadotte and Jenkins 1983, Bolton and Drew 1991). Oleh karena
Kualitas pelayananitu ditentukan oleh dua variabel ytu persepsi
terhadap kualitas pelayananyangsebenarnya dierima (perceived
service) dan harapan terhadap kualitas pelayanan (expected
service) (Gronroos 1984), maka setiap instrumen survey
Kepuasan pelanggan seharusnya mengukur kedua v@ in
Perbedaan atau gap antara Kualias pelayanan yang dibarapkan
dengan Kualias pelayanan yang sesungguhnya diterma ftlah
yang menentukan Kualias pelayanan suatu organisasi publik.
Gap yang besar diantara dua variabel menunjukkan rendahnya
Kualitas pelayanan sedangkan gap yang hecil menggambarkan
tingginya kualitas pelayanan suatu organisasi publik

Dengan mengukur Kedua variabel yang disebutkan
fadi, ada beberapa manfaat ain yang bisa diterina oleh suatu
organdsast publik Pertama, dengan mengetahui harapan
masyarakat para pengambil Keputusan dan manajer dalam
organdsast. memahami tidak hanya kualitas pelayanan yang
sudah diberikanolehorganisasingatetapijuga dapat mengetahui
apakah ualitas elayanan tersebut sucah sesuai dengan harapan
masyarakat atau belum. Kedua, dengan mengetahui harapan
masyarakat dapat juga diketahui apakah karakeristik pelayanan
yang dianggap penting oleh suatu organisasi pemerintah sama
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engan karekteristk pelayanan yang dianggap penting oleh
masyarakat. Sebagai contoh, apakah masyarakat cukup puas
engan pelayanan yang lamban aselkan biayanya murzh atau
masyarakat sebenarnya tidak Keberatan membayar ebih mahal
asalkan pelayanan yang diterima cepat dan tepat. Dengan kata
lin informasi mengenat hatapan masyarakat dapat membantu
pengambil keputusan untuk meningkatkan kualita pelayanan
sestat bahkan melebihi harapan masyarakat

Penutup

Kinetja organisasi publik i megara kita sampai
st masth didominasi oleh wkuran-ukuran kuantites dan
cenderung melupakan indikator-indiketor kualitas. Seiring
dengan tingat demokeatisasi yang semakin tinggi yang
ditandad dengan semakin gencarnya tuntutan masyarakat agar
pemerintahan Semakin pedull pada tunfutan masyarakatnya
yang menginginkan pelayanan yang berkualitas maka Keiteri
Kuakitas sudab seharusnya menjadi selah satu indikator dalam
mengukur keberhasilan suatu organisasi publik Salah satu
intrumen yang dapat dilakukan untuk memenuhi funfutan
masyarakat tersebut adalah dengan melakokan survey kepuasan
pelanggan yang akan mengukur tidak hanya kualitas pelayanan
yang sudah diterima tetapi juga Kualitas pelayanan yang
diharapkan oleh masyarakat.
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INSTITUTIONAL CAPACITY:
AN ANALYTICAL FRAMEWOR

THE MANY functions of thep%icsector Or governmen
can broadly be grouped into three broad categoris; that is
policy-making, servicedelivery and oversightand accountability
(World Bank 2000:xi). Most of these functions are performed
by various public sector intitutionsand, in order o successfully
petform these tasks, public sector institutions have to have
a teltively high level of capacity. In the early introduction of
institutional development programs (nstitutional building and
insttutional strengthening periods) public institutions and
their capacity were approached and analysed by looking at the
individual organisation and not at the broader environment
or sector. However, it is argued in this article than since the
early 19805 the institutional capacity and analysis has been
undertaken from a more comprehensive or systemic perspective
(Morgan 1999).

For example, the UNDP applies a three-level conceptual
approach to analyse and assessthe capacity of public institutions
ina systernic manner. As shown in Figure 2.1, the three evelsin
this approach, which can also be used to analyse factorsthat may
hinder the capactty of government institutions are the system,
the entity, and the individual levels. In the UNDP approach,
capacty ssues should be analysed at these different levels, and
programs focusing on institutional or capaciy development in
developing countries should recognise and take into account the
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iner-play and inter-connectedness of factors within these three
levels (UNDP 1997; UNDP 1998)

Figure21A Ihregwe] approach to ngttutional capacity

Individual

Source: UNDP, 1997, Capacity Development, Technical Advisory Paper
2, UND New York: 25

The individuallevel refers toﬁ skills and competencies
oftaffavalablein each individualinstitution and the work ethic
that the stff embrace in performing their functions eficienty
and efectively within the entity or within abroader context. The
entity or organisation level relates to an organisations structures
and working mechanisms, its working culture, andits resources.
Howerer, the organisational capacity is ikewise infhuenced by
external factor inthe wider institutional environment such as
poliical, economic and culturalfators. Lastl, the system Level
tefers o the national and regional regulatory framework, end
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Figure 2.1 A three-level approach to insfifutional capacity

Individual

Source: UNDP, 1997 Capacity Development, Techwical Advisory Paper
3 UNDP New York. 25
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policiesthat manage the institutions, and how these institutions
inter:elate interact and depend on each other. Although it s
the most complex level in the UNDP approach to analysing
capacity, the question of capacity has shifted from the entity/
organdsational levelto this system level because analysis at this
level also comprehensively includes factors within both the
entity and individua levels (UNDP 1998:7-10).

In line with the UNDPs threelevel approach, but
inserting more detail, Hilderbrand and Grindle (1997) argue
that factorsinfluencing the capacity of government institutions
can be analysed by grouping these factors into five diferent
dimensions. These dimensions are the action environment
dimension, the public sector institutional context, the task
network dimension, theorganisation dinmension, and the human
tesources dimension, The following sections briefly analyse the
factors influencing institutional capacity in each of these five
dimensions as set out inthe framework shown in Figure 2.

1 The action environment

The first dimension, that i, the action environment
dimension, teferstothesocial political,and economic conditions
of a country in which public sector institutions perform their
activities. Hilderbrand and Grindle argue that good poltical
and soctal stabilty with sound economic conditions facltate
the ability of government to perform it functions. On the other
hand, a highlevel of politicalnstability and soctal conflict makes
it diffcultfor government machinery to function (Hilderbrand
and Grindle 1997:37). In line with Hilderbrand and Grindles
argument, but more specifically, Reiney (1991:Chapter 2)
identifes the environmental factors that may impact on the
capacity of public organisations as the general science and
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technological stage of a country; the government system, the
level of prosperity and the characteristics of population, as well
a8 the predominant values,atttudes, and belief of the society.
The more conducive these factors in a country are, the more
capableare ts public organisations to perform their functions.

Based on their case studies, Hilderbrand and Grindle
(1997:39) indicate that factors within the action environment
are much mote important a5 constraints in some countries
than in others. For example, experience in the Central African
Republic leftlttle doubt that untl basic conditions of economic
evelopment, political commitment, and social stabilty are
put in place, fitle can be done long other dimensions that
would contribute to improving public sector performance. In
Motocco, by contrast, capacity buikding initiaives would not
need to pay much atiention to improving a generally posiive
or at least benign action environment. In other cases, while
the action environment was far from ideal, interventions at
other levels could do much to redress the capaciy gaps that
were identified. For example, despite having a less favoureble
economic environment because of considerablylower per capita
income, St Lanka was able impressively to improve the capacity
of its public administration by directing its imited resources
to support human development in all levels (Hilderbrand and
Grindle 199429).

189

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

technological stage of a country, the government system, the
level of prosperty and the characteristics of populaion, as el
a8 the predominant values, atttudes, and belief of the society:
The more conducive these factors in a country are, the more
capable are its public organisatons to perform their unctions.

Based on their case studies, Hilderbrand and Grindle
(1997:39) indicate that factors within the action environment
are much more important a5 constraints in some countries
than in others. For example, experience in the Central African
Republi lef lttle doubt that untl basic conditions of economic
evelopment, political commmitment, and socil stabilty are
put in place, litle can be done along other dimensions that
would contribute to irmproving public secter performance In
Morocco, by contrast, capacity buikding indfiatives would not
need o pay much atiention to improving a generally positive
or at least benign action environment., In other cases, while
the action environment was far from ideal, interventions at
other levels could do much to redress the capacty gaps that
were identified. For example, despite having a less favourable
econonicenvironment because of considerablylower per capita
income, Sti Lanka was able impressively to improve the capactty
of its public administration by directng its imited resources
to support human development in all levels (Hilderbrand and
Grindle 199429).

189




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

Figure 2.2 A fve-dimensional framework
of institutional capacity
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Source: HfIder@ﬁid, ME, and Grindle, M.5, 1997, Buldingsustainabl
capacity in the public sector: what can be done!” in M.S. Grindle (ed.)
Getting Good Government: capacity bulding in the public sectors of

developing countries Harvard University Press Harvand:36

A number of other studies have shown how factors
within this action environment dimension have affected the
capactly of the public sector in diffrent countris (see, for
example, Polidano 2000; Osei-Hivedie 1998; Migdal 1988). For
example, Migdal (1988) has comprehensively analysed how
ethnc fragmentation in many developing countries has created
social and politicalinstability that has disabled state institutions
by weakening their implementation capacity. ~ Whereas in
economic terms, Polidano (2000:811) asserts that a severe
economic crisis can reduce public sector capacity in many

190

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

Figure 2.2 A five-dimensional framework
of ingtitutional capaciy
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Getting Good Government: capacity building in the public sectors of

developing countries, Harvard University Press, Harvard:36

A number of other studies have shown how factors
within this action environment dimension have affected the
capcity of the public sector in diflerent countris (see, for
example, Polidano 2000; Osei-Hivedie 1998; Migdal 1988). For
example, Migdal (1988) has comprehensively analysed how
efhnic (ragmentation in many developing countries has created
soctal and political instablity that has disabled state institutions
by weakening their implementation capacity. - Whereas in
economic terms, Polidano (2000:811) asserts that a severe
economic crisis can teduce publc sector capacity in many
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counties in two ways. Firstly, an economic downturn reduces
capacity because governments have fo make sharp cutbacks
to the public sector. Secondly, economic crisis weakens the
capacity of publicinstiutions because the purchasing power of
the-already-low-paid public offcals i reduced which compels
them to seek alernative means of earning theirlving

Indonesta is probably one of the best exampls of how
social, political, and economic conditions have weakened the
capacity of public ngtitutions. Before the Asian economic ciss
in 1997, together with Hong Kong, Japan, Melaysia, Singapore,
South Korea, Taiwan, and Thailand, the World Bank (1993:1-3)
included Indonesia as one of the miracle countries in East Asfa
because of s high economic performance n terms of average
anual growth rae and a steady decrease of inequality (see also
Schwarz 1994:57). In terms of poverty alleviation, in 1990 the
World Bank reported that for the Last twenty years Indonesia
had the highest annual reduction in the inddence of poverty
amongst all countries studied (1990:43). In 1971, 68 million
Indonesian people were considered as poor. In 19%0, even
with a 50 percent increase in population, the nurmber of people
considered as poor had fallen to 18 millon (Neishit 1997:18h
According o Hill (1994:55), one of thereasonsfor hismpressive
achievement was the existence ofa stable economic and poltical
environment, although the government sometimes had to take
tough and unpopular decisions.

However, the capactly of Indonestan publicinstitutons to
deliver public services severely deteriorated following the Asian
economic crisis, which in Indonesia was followed by social
disorder, poliicalrestructuring, and the outbreak of debiltating
communalconfictsacrossthe country. The quality and quantity
of government-provided social servces, such as education and
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health, decined because of budget reductions. For exarple
public spending on health during the crisis was dramatically
cut, reslting in deining standards of care (BPS, Bappenas
and UNDP 2001:39). The availbilty of most antlbiotics and
contraceptives declined at public health facllites and public
health centres seemned to be closed more frequently than they
were open (Knowles ef al. 1999:29-30). In terms of poverty
alleviation, the tesults achieved before the Asian financlal criss
were teversed. For example, those Living in poverty rose to
atound 24 per cent of the population in 1999 from just 12 per
centin 1996 (UNDP 2001:2-4).

2 Public sector institutional confext

A second dimension of insttutional capacity the
public sector institutional context, refers to the overall rules
and procedures that govern government organisations and
employees actoss the country. In other words, this dimension is
concerned with the nature of public sector employment which
includes the adequacy of rewards and incentives, the existence
of petformance evaluation, recruitment, and promotion
procedures for government employees, and formal and nformal
influences that affect how public institutions function. It i
augued that bettr institutional capacity n public organisationsis
impossible to achieve unless government salaries and incentives
are able o attract a capable worklorce and there are some rules
and guidelines about organisationalstructures, job descriptions,
hiring procedures, information systems, and performance
standards (Hilderbrand and Grindle 1997:37). Bolger (20003)
groups together both the action environment and public sector
institutional context and calls this the enabling environment.
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In developed countris, the important role that factors
withinthis dimension play, in determining the capacity of publi
organizations, has been well addressed. I the Unifed States, or
example, Volcker (1990:33) points out that the commitment
to performance cannot long survive ... unless the government
provides adequate pay, ecognition for jobs done, accessible
training, and decent working conditions: In Singapore, one of
the reasons that the Singaporean government can aftract and
tetan its high calbre public servants and sustain the capacity
ofits public sector organisations has been salary levels that are
extremely high by international standards (Quah 1995:337-4).
Inmany developing countries, however,the exsting conditions,
policies, and regulations within this dimension are generally
not conduciv for public sector organisations to improve thedr
capacity (see, for example, Mengers 2000; Werlin 1991b). In
termsofsalary for example, a common expression among public
servants in Eastern Burope, indicating the relationship between
their Low salary and their low productvity and, therefore the
lack of capacity ofthe organisations, has been the government
pretends to pay s, and we pretend to work' (Werlin 1991b:198).

Interms ofhiringand ring systems,another factor within
the public sector intitutional contest identified by Hilderbrand
and Grindle, and others, is that an open and competitive
tectutment system, in which individual organisations possess
significant autonomy fntermns ofelection, ncreases the capactly
of public organdsations to petform (Hilderbrand and Grindle
1997:45; Nunberg 1992:21). Again, in developed countries this
kind ofopen and competitve recruitment system haslong been
in place. In Australia,for example, it s believed that recruitment
based on merit i the ffe-blood" of  professional public service
(McCallum 1984:237-49). Therefore, tensions somefimes occur
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between individual departments or organisations wanting fo ge
the staf they want as soon as possible, and the national public
service authority wanting to make sure that the merit principle
is always strictly applied. In many developing countries where
famdly and kinship relationships il influence secruitment
decisions,civl servants, politcians and military offcal areal
expected to use their positons to asist or repay their families
by recruiting them info government organisations (Hague f .
1992:361).

Simiarly, performance ~ evaluation and  career
advancement of government employees in many developing
countries s not based on a meri system, with impcts which
demoralise employees and negatively influence the capacity of
government insttutions (Ozgediz 1983:49). It may be true that
many developing countries have equipped themsebes with
meritocracy rules and proceduresfor public ector employment.
However, these rules and procedures sometimes exist only on
paper and notfn practice because public sector employment is
politiised for the sake of powerful lites who want to maintzin
their positions (Nunberg 1992:36).

Indonesia has experienced fundamental changes in the
lat s years, following the resignation of President Soeharto
after being in power for three decades. One of the changes has
been the introduction of new faws that give local government
extensive responsibilty and authority. Although the new local
government law gives local governments the opportunity
to create their own local rules and procedures, most local
governments continue to aplythe existing national ivil service
rules and procedutes. In general, these civil service rules and
proceduresacknowledge that both ocal and central government
institutions and personnel in Indonesia are part of the national
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administration or bureaucracy, and therefore bothare governed
by the same rules and procedures (for extensive Indonesian civi
service rules and procedures, see, for example, Halligan and
Turner 1995 Rohdewohld 1995).

Apart from the rules and procedures governing publi
employment, formal and informal power telationships are oneof
the factors within the public sector ngtitutional context that can
affct the capacity of public institutions o perform it functions
(Filderbrand and Grindle 1997:37). I the context of municipel
local governments in Indonesta, the formal as well as informal
power telationshipsbeween localgovernma'nstitutions andthe
Mayor in the municipaltes) of the Governor (n the province,
as the highest chief executive, as wellas the local parfiment,
which has politcal oversight responsibities, are ncluded in this
dimension. Theoretically, the formal reationship befween the
local government institutions and the Mayor orthe Governor can
be seen in the context of administratve accountabilit, whereas
the formal relaionship between the local overnmentingtitutions
asthe instrumentsof the local executive with the local pariament
can be seenn the context of pliical accountablity

Schacter (20000:9) indicates that lack of accountabilty s
one of the factors thatweakensthe capaciy of public nsttutions
in Sub-Saharan Africa, whereas Ical (198790-1) believes that
the existence of poltical pressure 15 a surrogate for market
competition which.can have posiive impacts on the institutional
performance of government agencies. Others argue that the
higher the degree of accountabiity that the authoritative entiy
exercises over the government agencie, the better the capacity
of the agencies in tems of their capacity to delver servicesand
be responsive towards their clients (see, for example, Haque
1994; Hughes 19%4:Chapter 10; Thynne and Goldring 1987).
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3 Task network dimension

Performing particular functions or delivering specifc
public services someimes needs not a single but a number of
government organisations. Therefore, a third dimension, the
task network, which relates to the ability of an organisation to
bring together other organisations to perform particular tasks,
can also influence the capactty of public sector institutions.
Hilderbrand and Grindle argue that the better the abilty of
an organisafion to coordinate with other organisations, the
better the capacty of the organisation to perform its functions
(Hilderbrand and Grindle 1997:13).

The irmportance of coordination in development ierature
is not 2 new issue. For example, wriing about the institutional
dimension in regional development, Cheema (1980a6)
obscrved that good coordination amongst government
organisations ensured that limited resources were eficently
used and not wasted, conflicting goals were climinated, and
ovetlapping functions were educed. Cheems conclusion was
that good coordination amongst government organisations
could be achieved by standardisation, by planning or by
mutual acjustment. Coordination by standardisation could be
implemented by creating procedures and rules that govern the
actions of each organisation info an independent relationship,
whereas coordination by planning could be carried out by
setting the boundaries for the interdependent organisations
to-govern their actions. Coordination by mutual adjustment
was seen s dependent on the willingness of the organisations
involved to modify ther internal operations for rectprocal task
intetdependency (Cheema 198027).

Hildesbyodand Grindleindicatethatalackofcoordination
that weakens the capacity of public sector agencies can occur
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between agencies setting polices and those implementing them.
In‘more recent times there is elso an issue of ‘coordination
among diferent providers, including separate government
and private organisations’(Hilderbrand and Grindle 1997:46).
However, in the case that stmilar public functions or services
ate delivered o provided by different organisations, it can also
be argued that the capacity of an organisation to perform it
functions is dependent more on its abilty to compete, than to
coordinate with, other organisations. In other words, within
the task netwark dimension, coordination is important to the
capacity of an agency particularly when its functions can only
be performed in cooperation with other organisations. On the
other hand, the pressure of competition is more relevant to the
capacity of an agency when it competes with other agencies to
delver smilar functions.

For example, reviewing 159 institutions in developing
countries Israel (1987) concluded that most of these institutions
enjoyed a monopoly or near monopoly. However, with raiays
being the exception, institutions that were exposed to some form
of competition had a higher level of insitutional performance
than those that were not (lsrael 1987:101-2). More recently
the World Bank acknowledged the potential contribution of
competitve pressure to the success of development programs
and the increasing empirical evidence supporting the need
to introduce competition into public sector organisations to
improve thei institutional capacity (Pradhan 1998:35-6).

4 Organisational dimension

The organisational dimension of capcity is used by
Hilderbrand and Grincle torefer o the structures, processesand
tesources of the organization, and management styles adopted
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by members of the organisation. Their view i thatthe capacity
of nstitutions i affected by, among other things, how gols are
established, how tasks are structured, how authority relations
are defined, and how incentives and disincentives are provided
(Hilderbrandand Grindle1997:37).Forexample, it isargued that
the dLarity of organisational goals affects insttutional capacity
because clear organisational goals can guide staff to perform
their tasks and responsibikities (Zeithaml ef l. 1990:83). On the
other hand, vague organisational goals do not help the creation
of a sense of mission and commitment amongst staf, which
ate also important to the capacity of institutions to perform
their functions (Flderbrand and Grindle 1997:49). Rainey
(1991:33) indicates that the vagueness of organdsational goals
and objectives is more observable in government agencies and,
indeed, is one of fatures that ifferentate publi organisations
from private organisations,

At this point human resources management practies
become significant in an organisatiorls abiity to achieve it
goals. Apart from organisational objectives, the goals that
each individual within the organisation should achieve must
ilso be clear and understandable, Therefore, the exitence
of 4 job description, which can guide individuals within the
organisation o achieve their own goals,isanother factor within
the organisational iznension thataffcts capacity of nstitutions,
IFall individuals in an organdsation complete their goals, the
units goals will be achieved, and then the organisations overall
objectves will be accomplished. On the other hand, when staff
do not understand what is expected from thern, and how to
accomplish that expectation, tole ambiguity may emerge and
the overall objectives of the organisaton will not become a
teality (Robbing 1994:199).
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Rewarding individuals within organisations who have
successfully performed in accordance with the job description,
and punishing those who have filed, is another factor that may
contribute to better institutional capcty. In general, a human
tesources management approach will argue that to motivate
individuals within the oganisaton to erformwell hey mustbe
rewarded and punished in accordance with their performance
(Abow 1990). However,to be able to firly reward and punish
individuals within an organisation, the organisation should be
equipped with a workable performance appraisal system. This
petformance appraisal should be able to differentiate between
individuals who perform well and those who perform badly
and should be applied impartiall,

The style of management adopted within an organisation
is another important factor that deternines whether o not an
insitution has the capacity to perform its unctions. Generally,
aless hierarchical management approach, a high prticipation
of lower leve taf in decision-making processes, and an fnfense
but ess formal communication and interaction style befween
management and lower evel stalisseen by the human resources
management approaches as ikely to contribute posiively to the
capacily of organisations o perform their functions and achieve
their objectives (lughes et al. 1996; Werlin 1991; Yoder and
Eby 1990).

The avalabiity of physical resources needed by
individuals within the organisations o perform their functions
i als0 an impartant contrbution to capacity of an instiution.
In their study, Hilderbrand and Grindle (1997:50) show that
government institutions occupying aged, badly maintained
and abused buildings which lack office equipment tend to have
a signifcantly lower capacity to perform their functions than
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organisations having more convenient and pleasant offices and
adequate office equipment (Taylor 1992; Phllips 1991).

5 Human resources dimension

Because organisations fnvolve groups of people working
together nter-dependenly to achieve common goals, managing
those human resources is one dimension that can significanty
constrain or assst the capacity of organisations to perform.
This is particularly crucial for public organisations because
generally governments are not able to recruit the best people
in the workforce,either because the financial reward s not as
atractive as in private companies or because of the problem of
corruption. In addition, many governments can not aford to
tran their public servants to improve their capacty. Therefore,
the UNDP (1998:10) believes that humanresourcesare central to
capacity development and is the mostcritical actor to consider
in analysing capacity. According to Hilderbrand and Grindle
(1997:14) this fiith dimension of capacity relates to the ability
of an organisation {o recruit utlise,train, and retain employees,
especialy those who are managertally, professionally, and
technically capable. Factors within this dimension have long
been concerns both in public and private sector organizations,
and have been extensively discussed under the buman resources
management lerature (see, for example, Torrington and Hall
1998; Noe ef . 1996; Stone 1991).

For example, recrutment and inital placement ofstaffare
decisive in determining the continuing quality and capacty of
public organisations (Nunberg 1992). A merit-based ecruitment
system has been argued as one of the reasons for success in
some Aftican counteies, and spofled and politicised recruitment
practices have been blamed for the continuing dysfunction of
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many publc institutions n other African countries (Catlttand
Schuftan 1994; Oluwu and Smoke 1992; Gulhati 1991; Phillps
1991). Apart from recruitment, eflective utilsation of persornel
within the organisation plays an important role in determining
whether or not taffcan contribute maximally to te capcty of
the organisation to perform its functions. Generlly, saff will
not be posiively mofivated to contribute to the suceess of the
organisation when they believe that their talents to carry out
the tasks are not appropriately acknowledged and considered
(Hilderbrand and Grindle 1997). Simlarty, it s unlikely that saff
wil be satisied with their jobs f theyare working n a position
which does not match their skills (Yoder and Eby 1990).

Retaining skiled taff is another irmportant factor within
the human resources dimension which may determine whether
or not the capacity of public insttutions can be sustainable.
It is not unusual for highly trained and skilful government
employees to move o private organisations or even to go
overseasin search ofbetter jobs leading toa deterirationin the
capacity of public organisations (Franks 1999). Finaly, training
isanother alternative that can significantly improve the capacity
of government nstitutions. Consequently it is hardly surprising
that international aid organisations place a very high prioriy
on staf training (Catlet and Schuftan 1994 Werlin 19910).
However, it is also sometimes argued that improvements in the
performance of staff, which can contribute to improvement of
organisational capacity as  tesultof attending training, i too
often zero (Carter 1991).

Conclusion

The capacity of public institutions to perform their
functions varies and is afected by a number of factors, Early
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approaches analysed public instituions and their capacity
based on the individual organisation and not on the broader
environment or sector. However, there has been an increasing
argument o suggest that a more comprehensive perspective
or systemic apptoach should be used to analyse institutional
capacity,

One of the systemic approaches to analyse ingtitutions
and factors affecting their capacty is Hiderbrand and Grindlef
five-dimensional framework. This approach argues that
eterminans affecting capacily of public insitutions can be
found in one or more of these five dimensions; that is, the action
environment, the public sector institutional context, the task
network dimension, the organisation, and the human resources.
Within the action environment dimension, factors that may
affect capacity indlude the overall economic development as
wellassocial and poliical stability of a couniry wheteas within
the public sector institutional context, rules and procedures that
govern these insitutions, incuding formal and informal power
telationship, ae factors that may determine capcity of public
ingtitutions.

Within the task network dimension, the capacity of
institutions can be affected by two broad factors. Fistl, in the
case of particular functions being performed by a number of
insitutions, the capacity of an institution depends on s abiiy
to coordinate and cooperate with other institutions. However, in
the case that a number of institutions perform similar functions,
the pressure of competiton is believed to influence positvely
the capacity of an intitution.

Differentinstitutionsoperating within asiuilar economi
sodal and political environment, governed by similar rules
and procedures, may still have difterent capacity. This happens
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because the capacity of institutions may also be affected by
factors within the organisational dimension which include how
goals are established, how tasks are structured, how authority
teations are defined, and what management syles are adopted
within individual institutons. Finally, diflerences in capacity
may also stem from the different capabiliy of the human
tesources avaiable i different institutions and different human
tesources management practices adopted by these ngttutions,
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within individual institutions. Finally, differences in capacity
may also stem from the difleent capability of the human
tesources avalable in different institutions and different human
tesources management practices adopted by these institutions.

203




ORGANISATIONAL PERFORMANCE OF
HIGHER EDUCATION

Introduction

ORGANISATIONAL or institutional performance of
higher education, according to (Findlay, 1990:123), (Bormans,
1987:183) and (Lindsay; 1981:687), has only begun to attrac
considerable public interest in the early 1970, Before that
time, higher educational institutions in many countries had
been regarded as strictly autonomous” that, diffrent from
primary and secondary education, they were not subject to
any evaluation (Sizer, 1992:141). Therefore, any attempts to
evaluate higher educational institutions, (Cameron, 1978:609)
adds, would face skepticism and defensiveness in the academic
community because it was Seen as scrutindsing or controling
higher education. Itis,according o fSasggs, 1990:2),hardto deny
that three developed countries namely the Undted Kingdom,
the Netherlands and Australia have arguably been the pi
of the introduction of performance measurement 'm%
education. Althoughsignificant contextual differences may exit
(Segers, 1990:2) contitue, a number of similar circumstances
may be pointed out as the reasons for the development and
introduction of petformance indicators i higher education in
these countries

Firstly, economic crises fotce the governments in many
countries to cut public spending and the budgets of government
agencles including higher education instituions. Secondly,
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as the consequence of budget pressure, government agencies
including universites have been required to-economically
acquire and efciently use thdr resoutces to effctively achieve
thetr institutional or departmental objectives (Ball, 1994417).
Lastly, there were assumptions ot the ministerial level that
higher educational institutions had operated ina very ineficient
way. Although these assumptions were not documented and
diffcult o prove, universites had been required to adopt
management and administration technology and move away
from collegial system of operation (Segers, 1990:2). In short,
(Findlay, 1990:125) concludes that the debate on the need for
petformance (7 il higher education closely rlates o
the ‘mounting pressures for greater accountabliy, geater velue
for money, and for evidence of quality of delivery.

Other authors such as (Bormans, 1987:183) have also
described somme issues which Lead to the widespread application
of organisational performance indicators in higher educational
ingtitutions in the developed countries ingtpeestf70s, These,
among others, areas follows

188

(1) the raise of unemployment among university graduates

(2) the public awareness that higher educational insitutions
have lost contact with the work force,

(3) the number of university student drop-ous increased
or the time spent to fiish their graduate stucies
unacceptably longer, and

(4) the public widespread concern that neither within higher
educational ingtitutions not within the government
had been interested in standards and quality of higher
education (Bormans, 1987:183).
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In the 1990 the issue of performance measurement
in higher educational institutions has got more momentous
attention and become a global debate (Segers, 1990:1)(Bal,
1994:418)(Sizer, 1992:133)(Cave, 199047). Apart form the
circumstances alread yghissused, (Ruppet, 1995:14:15) observes
that in the case of American higher education, the phenomen:l
application of performance indicators has been triggered by two
othercontrastingrealities. On theone hand, highereducationhas
been valued more importantly by states a aresearch and public
service center to seek solutions of a various modern problems
whereas general public has praised higher education degree asa
guarantee for better economic achievernent (Ruppet, 1995:14).
The similar trend can be found in Australia, where according to
(AHEC, 1992:4), most areas of professional i have structured
higher education programs asthe basis for entry’ and nationally
both basic and applied research efforts have been dominated
by the contributions of higher educational institutions. On the
other hand, however, therehasalso beena mounting ‘kepticism
and scrutiny’ among American people towards all public or
government soctl infrastructures including higher educational
institutions (Ruppet, 1995:15).

Production Model of Higher Educational Institutions

Ewvell (1994:12) arguethat despitethe diflerences of oals,
objecives, and activities of each American higher education
insfitutions, Jour approaches commorly appled to measure
organisational performance of higher educational institutions
may be identifed. Firsty, inputs, process, outputs o production
model, which aims atjudging the value added acquired by the
students duringheirstudy time. Thismaybe doneby, forexample,
assessing the students performance before starting ther studies
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and prior to graduating day. Secondly, resource eficiency and
effectiveness approach, which is designed to measure whether
main resources, such as academic staf, rooms, and equipment
have been utilsed efciently and effectively. Ratio analysis or
similar techniques, according o (Layzell, 1998:104), have been
commonly used in this approach. Thirdly, performance of
higher educational nstitutions may also be measured against
country need or return of investment, assuming that higher
education i an important long-term investment for a country.
This approach assesses whether higher educational institutions
serve the country needs or not. Lastly, performance of higher
educational intittions is measred by ther abiity to flfllthe
needs o their constumers. (Layzell 1998:104) indicates that his
approach s heavly influenced by the consumerismbeliefthat
the prime objective of any organisation s o stisy the needs of
s individual conurmer,

It is interestingly, however, that measurement of
organisational performance of higher educational institutions
in the lterature has been traditionally dominated by the
production model approach (Bormans, 1987:188)(Cullen,
1987:171)(Frackmann, 1987:153)(Dochy; 1990:146-8)(Johnes,
1990Chapter 4) combined with resource eficiency and
effectiveness measurements. (Bormans, 1987) even state that
arguments and discussions on organisational performance of
higher educational institutions are not valid unless they are
based on the combinations input, process and outputindicators.
Higher educational institutions have been seen as production
units or firms, processing inputs to produce outputs with is
simplest model may be drawn as in Figure 1

Inputs are resources utdized by the institutions such
as administrative and academic staf, students; equipment,
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buildings, and other faciliies. Process relates to academic or
non-academic and managertal or administrative activiies to
transform inputs nto outputs. Outputs themselves are products
of three primary functions of higher educational institutions,
that i, teaching, research and public services (Dochy, 1990:143)
Figure 1. Simplest production model
of organisational performance

INPUTS “:'> PROCESS NDC> QUTPUTS

resources efficiency results

effectiveness goals

Source: Based on Frackmann, E, 1987, Tessons Io??eamt fromt a
decade of discussons on performance indicators Infernational Journal
of Institutional Management in Higher Educaton:11(2)149-62, and
Dochy, £, Segers, M., and Winen, H, 1990, ‘Selecting performance
indicators: a proposal as a result of research in L. Goedegebuure, P
Maasen, and D) Westerheijden (eds), Peer Review and Performance
Indicators: qualty assessment in Britsh and Dutch higher education,
Utrech, Uitgemenj Lenma.

(Johnes, 1990:51) observe a number of cruxes that have
auguably prevailed the wide application of production model
in measuring higher educational insitutions. The model, for
instance, i able o estimate quantitatively the input-output link,
which may be tilised to predict what each higher educational
insitution can produce with given avadable inputs. Inaddition,
the model i also able to supply relevant information of the
possible consequences on outputs i the size and combination of
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inputs change. Therelore, by knowing the inputs of each higher
educational institution in 2 country, the model may also be used
to measure comparably whether each insitutions ‘actual output
has maiched up to s ‘expected”output (Johnes, 1990:31). By
assuming that higher educational institutions produce a singular
uniform product, (Johmes, 1990:51) furthermore propose 2
formula to measure outputs based on a simplified production
model s follows:

Figure 1. Production tmodel formula for measuring higher

education outputs =
65
y =f{lkter)

Where
¥ =output (e teachingand resear
| =labornpus (e.g. academnic and non-academic taff)
k = capital inpus (e, buidings and equipment)
t =technical knowledge (e, knowledge of academic staf)
¢ = consmables (e.g heating and telephone]
1= raw material (eg. sudeats)

Source:Johmes, | and Taylor, |, 1990. Peformuance Indtcators in Higher
Edcation, Buckingham, Open University Press:51

Despilwularily, the application ofproduction model
inmeasuring petformance ofhigher educationalinstitutionshas

also been controversial. (Frackmann, 1987:151), for example
summarizes ‘skepticism and criicism in the higher education
communiy concerning performance indicators which have
been based on production model. Production model, for
example, ends to measure organisational erformance of higher
educational institutions quantitatvely although the outcome of
higher education performance s qualit. The tendency of over-
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Despiteits popularity theapplication of productionmodel
inmeasuring performance ofhigher educational institutionshhas
also been controverstal. (Frackmann, 1987:151), for example,
summarizes ‘Skepticism’ and ‘criticsny'in the higher education
community concerning performance indicators which have
been based on production model. Production model, for
example, tends to measuze organiational erformance of higher
educational institutions quantitatively although the outcome of
higher education performance s quality. The tendency of over-
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teliance’ on numerical values in measuring performance of
higher educational institutions has also been asserted in (Ball
1994419). They tefer specificaly to the performance indicators
published by British Committee of Vice Chancellors and
Principals in 1987, which can be used to measure performance
of Britih higher educational institutions. Citing Elon (1967)
and Kitkwood (1989), (Ball, 1994419) argue that among 39
petformance indicators published by the commilttee, ho less
than 33 are concerned purely with the expenditure of money
and poor of teaching and research indicators. One explanation
for this (Ball, 1994:419) add, is because performance indicators
were developed in relation to avatlabiity of data in the school
statistics or teport.

On the other hand, according to- (Johnes, 1990:34),
attempting to quantify, for instance, outputs of higher
educational ingtitutions also causes ‘serious problem’ The
number of graduates and degrees awarded and the graduates’
first jobs and salaries all may be calculated. However, this
calculation does not show obviously the teaching outputs of
an educational institution. Similarly, measuring quanttatively
tesearch output of a university may be in terms of number of
tesearches undertaken, total budget spent or the researches, or
number of publications in journels of books. However, none of
these quantitaive assessments show the quality of the research
oufput,

In addition, production model also tends 1o treat
educational  institutions ke any other conventional
organdsations, producing a uniformly mass product. On
the conttary, higher educational instituions, according to
(Frackmann, 1987:150) and (Johnes, 1990:31),in fact, produce
mote than one quile different outputs, which can not easily be
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petformance indicators published by the committee, o less
than 33 are concerned purely with the expenditure of money
and poor of teaching and research indicators. One explanation
for this (Ball, 1994:419) add, s because performance indicators
were developed in relation to availabiity of data n the school
statistics or teport,

On the other hand, according o (Johnes, 19%0:54),
attempting to quantiy, for instance, outputs of higher
educational ingtitutions also causes ‘Serious problem. The
number of gtaduates and degrees awarded and the graduates’
frst jobs and salaries all may be calculated. However, this
caleulation dogs not show obviously the teaching outputs of
an educational institution. Similarly, measuring quantitatively
tesearch output of a university may be in terms of number of
tesearches undertaken, total budget spent for the researches, or
number of publications in journals of books. However, none of
these quanitative assesstents show the quality of the research
oufput,

In addition, production model also tends fo treat
educational  institutions ke any other conventional
organisations, producing  undformly mass product. On
the contrary, higher educational institutions, according to
(Frackmann, 1987:150) and (Johnes, 1990:51), in fact, produce
more than one quite different outputs, which can not easily be
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added together. Broadly speaking, for instance, an educational
instution produces outputs not only drawing from teaching
actvites Lke graduates, but also from research actvites ke
publications, from consulancy or similar actvites, and from
public service actvites, Furthermore,even within these general
teaching research and public service functions, each individual
higher educational insttution may stll have its own uniqueand
different objectives (Johnes, 1990:32-3). Therefore, (Frackmann,
1987:150) argues that applying production model also means
professing to compare something that is not comparableand
simplifying the complexity and diversity of higher education
and science.

Furthermore, what constitutestnputs, process, and outputs
in the production model are ‘bhurring or confusing’ (Layeell
1998:106). (Kogan, 1989:11), for example, argues that at the
furthest end of analysis the gagats of an educational institution
i fust the same as the inptﬁat i, the students themselves.
In addition, estimating inputs and outputs relationships for
particular outputs of a higher education institution may also be
difficult because a single input may contribute to a number of
different outputs. Time spent by teaching staf o sead articles
and books for their research activities often also contribute
significant input into their teachings. Sinularly, teaching may
also have important feedback on the research being undertaken
(Johnes, 1990:52).

Organisational Effectiveness Of Higher Educational
Institutions

Performance of higher education institutions has also
extensively been discussed in term of effectiveness for instance
by (Antia, 1976)(Cameron, 1978)(Cameron, 1981)(Cameron,
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199%) (Lindsay, 1981)(Yorke, 1987). Compared to- others
however, Cameron's 9 effectiveness dimensions and criteria of
higher educational intitutions have arguably one of the most
significant contibutions in the study of effeciveness in higher
education’ (Lysons, 1990a:287). The applicabilty of Cameron
dimensions and criteria has also been empiricaly tested with
a relatively consistent result in Australin higher education
(Lysons, 1988)(Lysons, 1990a)(Lysons, 1993) as well as in
United Kingdom higher educational institutions (Lysons, 1992)
(Lysons, 1996)(Lysons, 1998).

Table XX. Effectiveness dimensions and criteria of higher
educational institutions

No. Dime Criteria

1. | Student The degree of satisfaction of students
educational  |with their educational experiences at
satisfaction | the ingtitution

2 | Student The extent of academic attainment,
academic | growth, and progress of students o the
development | institution

3. (Student career | the extent ofoccupational development
development | of students, and the emphasis on career
development and the opportunitis for
career development provided by the
institution
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4. |Student
personl
development

Student development in nonacademic;
non-career oriented areas eg. socially,
emotionally, or culturally, and the
emphasis on personal development
and- opportunities provided by the
institution for personal development

. (Faculty and
administrator
employment
satisfaction

Satisfaction of  faculty - members
and administraors with job and
eployment a the institution

6. | Professional
development
and qualiy of
the faculty

The extent of professional attainment
and development of the faculty, and
the amount of stimulation toward
professional development provided by
the institution

7. | Systems
openess and
communty
interaction

Crifetfa indicated the emphasis placed
on dnteraction with, adaptation to, and
service in the external environment

. [Ablityto
acquire
1ES0UICeS

The ability of the ingttution to
acquite resources from the external
envitonment, such as good students
and faculty inancial support, et

9. | Organisational
health

Criteia indicated benevolence, vitality
and viability i the internal process and

practices at the nstitution

12

Source: Cameron, K. 1978. Measuring organisational effctvenes in
insitutions of higher education, Adwministratie Science Quarter

23(4)604-33
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Cameron's eflectiveness dimensions and criteria of
higher educational institutions have also been praised as based
on empirical investigation, not on seflection, and probably
the most comprehensive ones (see Table XX)(Yorke, 1987).
These nine dimensions and critera of effectiveness have been
empiricaly tested and supported with two subsequent studies.
Administrators and academic department heads were sampled
from sixinstitutions forthe irst study (Cammeron, 1978) and from
41 institutions for the second study (Cameron, 1981b). Both
studies utiised two types of questiommone containing 58
iems asking perceptions of the institution and the other asking
for factualor objectiveinformation. Factor analytic procedures
of both studies, as mentions earlier, supported the Camerons
9 effectiveness dimensions and crieria of higher educational
ingtitutions.

Moreover, Camerorls effectiveness dimensions and
criteria ate said to be comprehensive because the dimensions
and crieria cover different aspects of four organisational
effectiveness perspectives. Student educatonal satisfaction,
student academic; career and personal development, faculty
and administrator employment satisfaction, and professional
developmentand qualityofthe faculty dimensions,for examples
telatetothehuman reationmodel of organisationaleffectiveness.
Furthermore, atleast two dimensions, that i, system operness
and communtty interaction and the ability to acquire resources
teptesent the open ystem model of organisational effctiveness.
Lastly, the organisational health dimension may cover both
the internal process model and the raional goal model of
organdsational efectiveness because this dimension may be
achieved by, among others, good interdepartmenta reation and
communication and good long-term planning and goal setting
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TQM Perspective on Institutional Performance of Higher

Education
Total Qualty Management (TQM) or Continuous Quality

Improvemnent (CQU)isastyleor conceptofmanagementpractce
that has been developed and practiced successfully worldwide
for several decades (Shers, 1993:1)(Sytsma, 199:2). Being
intially applied only n the business or manufacturing industry
the concept, however, has increasingly been introduced in a
number of higher educational institutions although it has not
yet universally accepted (Nugtaha, 1997:1)(Barret, 19975)
(Feast:1-2). It is pointed out by (Sherr, 1993:1) that some
colleges and universites begin to acknowledge that TQM
principles are ‘more compatible with higher education’ than
other management tools.

Ina very short description, TQM may be said as a s
of managerial principles and tools, which can be utised by
organdsations consciously and systematically pursuing quality
(Dooris, 1994:51)(Seymour, 1995:145 . The pillarsor foundations
of TQMare astollows:focusing oncustomer saisfactfon,process
and continuos improvement, working with facts and sstematic
analyss, respecting people and collzboration as organisation is
seen as a system (Lews, 1994 Chapter 3. The ideas of qualiy
and focus on customer satisaction and process are probably
the most rlevant issues in applying TQM approach to measure
organisational petformance of higher educational nstitutions.

Firstly, TQM approach in asessing performance of higher
educational institutions i arguably important and relevant
because,as its nameimplies, tplacesqualityserviceasapremium
objective of institutions. (Ruben, 1995:157), for inslance,
argues that higher education can be viewed as service ndustry.
Consequently, kke any other service organisations, the long-
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term existence of a higher educational insitution reles heavly
onits ablity to provide excellence and value in it services and
being recognised as doing so'(Ruben, 1995b:5). Low quality of
service experiencing by the constiuents ofa higher educational
institution may be transformed straightly into institutional
image. This image, in turns, will form individual decisions to
whether or not o atiend, support, or tecommend theinsfitution.
In short, the service quality of a higher educational nstitution
decides ts exstence.

Moreover, since 1950s higher education, according to
(Browne, 1984 :48), has grown so fastin terms of productivty
both in developed and developing countries Putting it another
way (Oxenham, 1990 :101) state that quantitative expansion of
schools and universiies both in developing and industrialised
countis has been at historically unprecendented rates. Inthe
United States alone total entollment has grown more than 400
petcent,from 27 millionto 13 milbon insitutionshas grownby
mote than 80 percent, rom 1,800 to 3,300, and spaced occupied
increased more than 500 percent, rom 500 million o 3 billion
square feet (Rush, 1995 :109-10). In Nigeria, the growth of
universiy system has even been described as phenomenal,from
only four universities with around 3,646 students in 196210 29
universities with around 160,767 students in 1987 (Watkins,
1992.:453).

This policy of providing wider educational apportunitis
by a relatively high quantitaive expansion of schools and
universites hasbeen made n the expense of qualiy. (Oxenhanm,
1990 :102) point out that although good qualty of schools
and universities may still be found, the qualty of most
schols and universiies in many developing countries has
been ‘unsatisfactory. Since, on the one hand, both expanding
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educational system quantiatively and raising fs quality cost
money while, in the other hand, such a quantitaive expansion
has already taken place, higher educational institutions should
now, according to (Watking, 1992 :436) and (Rush, 1995 :114)
focus more on pursuing qualty. Otherwise, countries e
Brazil, Mexico, India and Nigeria that prioritse to provide mass
education may never be as successfl as Japan and South Korea
that according to (Oxenham, 1990 :121) deliberately chose
to-provide good quality universal primary education before
providing lrge scale secondary and teriary education.
Secondly, TQM approach in assessing performance of
higher educational insitutions is reevant and essental because
it i also heavily process oriented (Rago, 1994:61). Whereas,as
has been discussed earlier, performance indicators in higher
education have been dominated by production model with
quantitative statistcs such as the number of students enrolled,
degrees awarded, or student-lecturer ratio (Bormans, 1967
:188)(Cullen, 1987 :171)(Frackmann, 1987:153)(Dochy; 19%
:146-8) Johnes, 1990 :Chapter 4). Production model focusing
on inputs, also known as the ‘resource model (Seymous, 1995
1152), which has also been widely appled in accrediting colleges
and universites, assume that high-quality outputs wil resul
from the high-quality inputs (Lews, 1994 10)(Marchese, 1995
:138). While it may be true that better resources may positvely
telate o the quality of outputs, this approach in fact only cearly
show what goes into an educational institution but not what
happens inside and what comes out of it. Dissatishied with
input-focus, performance of higher educational institutions
has also been focused on outputs such as graduate achievement
and employment. Again, however, this approach does not
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give enough information on process inside the educational
institutions (Lewis, 1994:11).

Production model of measuring performance of higher
educational institutions, whether it focuses on inputsor outputs,
i clealy ignored the process (Doors 1994 55). On the other
hand, (Kogan, 1989 :11) suggests that higher education is
essentially process-oriented activiies which not only; at the
furthest end of analysis the output s the same as the input,that
i, the students themselves, but also its outcomes are not easly
measured and defined. Therefore, (Kogan, 1985% :14) adds,
assessment s more meaningfully directed towards the processes
50 that the satisfaction enjoyed, the experiences received, and
the syle use, become more elevant. It s supported by (Barnett
1989 :34) suggesting that since the quality of teaching and
learning can not be assessed divectly, educational process is s
just essential as the outcome. “Unless we get the educationsl
process ight, (Barmett, 1989 39) atrms, the learning outcomes
we seek will not folow.

Thirdly besidesbeingaserviceindustry, higher educational
institutions, (Lewis, 1994:92-3) and (Coate, 1995:131) assert, are
also customer-driven organisations, whose sccesses, ashasbeen
proven repeately and become a truth, depend on their abiltes
to satisfy thelr customers. This customer atisfaction focus,
where the customers deciding the quality, is arguably another
televance and importance of using TQM approach in assessing
petformance of higher educational ins6tutions (Marchese, 1995
(138). Although commonly believed as possessing multple
constituencies, the concept of customers especially in higher
education, howeves, needs further discussion.

In general, customers of higher educational ingttutions
may be just grouped between internal and external. Internal
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customers inchude, for instance, students, academic (faculty)
and non-acadennc staff while external custorners are, among
others, parents, employers, tax payers, and donors (Ruben,
1995a )(Ruben, 1993b :12)(Coate, 1995 :131)(Marchese, 1995
:138). (Lewis, 1994 92-3) make further differentiation between
academic and administrative internal customers and between
direct and indirect external customers (Table xx). Direct
external customers are those ¢ither the recipients of higher
education outputs or those from whom the higher education
teceives inputs whereas indirect external customers are those
that impact the decisions and operation of higher education.

Table xx. The customers of higher educational institutions

Infernal External

Academic | Administrative |  Direct | Indirect

o Students [0 Students |0 Employers o Tax

v Academic [+ Non- v Parents Payers
Staft Academic + Donors

(Faculty) | Staff

Source: Based on Lewis RG. and Smith, D.H, 19%. Total Quality in
Higher Education, 8t Lucie Press, Delray Beach:93

Lewis and Smiths (1994) classihcation clearly shorws
that students are both academic and adminisrative internal
custommers of higher educational institutions. Consistent
with the TQM approach, therefore, any higher educational
insitutions should consequently seek to satify their students’
needs because their qualty also depends on their students’
satsfaction. Nonetheless, acadenic staffor faculty specially have
traditionallybeen uneasy and reluctant tothe idea of students a5

209

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

customers include, for instance, students, academic (faculty)
and non-acadernic stafls while external customers are, among
others, parents, employers, tax payers, and donors (Ruben,
1995a )(Ruben, 1995b :12)(Coate, 1995 :131)(Marchese, 1995
:138). (Lewis, 1994 92-3) make further differentiation between
academic and administrative internal customers and between
direct and indirect external customers (Table xx). Direct
external customers are those either the recipients of higher
education outputs or those from whom the higher education
teceives inputs whereas indirect external customers are those
that impact the decisions and operation of higher education.

Table xx. The customers of higher educational institutions

Internal External

Academic | Administrative | Direct | Indirect

o Sudents |0 Students |0 Employers o Tax

o Acdemic [» Non- o Parents Payers
Staf Academic + Donors
(Faculty) | Staf

Source: Based on Lewis, R.G. and Smith, D.H, 1994, Total Qualty n
Higher Education, §t Lucie Press, Delray Beach.93

Lewis and Smiths (19%4) classihcation cleady shows
that students are both academic and administratve internal
customers of higher educaional institutions. Consstent
with the TQM approach, therefore, any higher educational
institutions should consequently seek to satisfy their students’
needs because their quality also depends on their students’
satisfaction. Nonetheless academic staft orfaculty specall have
traditionallybeen uneasy and reluctant to the idea of studentsas

219




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

customers of higher educational institutions (Phillps, 1989 1)
(Ruben, 1995b ). Instead, students are seen s products and only
professors who know what s best for students because students
themselves are not capable of judging their own long-term self
interest, Students only need to takethe medicines given, whether
or ot they like them (Bageaeqn, :1)(Chizmar, 1994:181).

Acustomer may be defimed asabuyeror user ofa product
or service (Besterfied, 1995 :38)(Marchese, 1995 :138)(Sytsmma,
1996:5). Since students take courses, spend money at university’s
canteen and bookshop, pay rent for dorm and use many other
services, they definiely it the definiion (Nugraba, 1997 :1-2).
Although the student-professor relationshi, for example, is
certainly more complex IhWIe customer-supplier and may
not be in the sense that the customer is always right, (Sytsia,
1996 :6) maintains that the relationship clarly involves the
student as customer. Supporting Sytsmas view, (Bateman, :1)
suggest thatthe idea of student as customer s healthier that the
traditional and professorial paternalistc view which can Tead
to complacency, stagnation, alure to check how much is realy
learned and retained, and the working hypotheses that students’
needs coincide with professors” interets

Teaching Quality and Student’s Assessment

It i universally accepted that teaching, restarch and
public service have been the main functions of higher education
(Frackmann, 1987 :166)( Cave, 1990 :52)(Dochy, 1990 :143).
Therefore, performance and reputation of higher educational
ingtitutions should incorporate these functions. However,
authors such as Lewts and Smith (Lewds, 1994 :10) argue that
among these three teaching is considered a the core function
of higher educational nstitutions. Simlarly, for years Australian
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government has also considered good teaching as one of the
fundamentalaimsofhigher education'in thecountry (Australian
Department @ploymenl 1991 :36). Consequently, any
quality assurance in higher education should be focused in
teaching quality and improving quality of other functions of
higher educationalinstitutions should stem from the conviction
that it can and should enhance and enrich student learning
(Lewis, 1994:10).

On the contrary, however, teaching qualiy has generally
been seen as  mysterious entty’and, therefore, compared to
tesearch, it has been unsatilactordly included in performance
indicators and in shaping the reputation of higher educational
institutions  (Barnett, 1989 :26). Barnett, former A
Registrar of Briish Council for National Academic ﬁ
(CNAA) exemplifies and clarifes further:

The Universityof Oxford has a worldwide reputation, but
i 5 a reputation which is o  large degree - f not entirely -
independent of the quality of the educational experience of s
undergraduates. Nor s it 2 reputation buit on the qualty of
teaching It i a reputation bult surely argely on the Universiy’
tecord in scholarshipand research, the resourcesat itscommand,
and even 15 age. The quality of its teaching and learning can
hardly befactors, for they are not matters over which theretsany
public knowledge. The point can be generalised: the reputations
of our institutions of higher education are largely independent
of the quality of teaching (1989:27).

Barnetts quotation clearly shows that, compared 1o
teaching quality, research has been taken for granted, or at
least, dominating indicators in assessing the qualty of higher
educational institutions. On the other hand, studis on the
relationship between restarch and teaching quality in higher
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education have produced mixed results. Gamett and H
(Garnett, 1995 :57) for instance argue that ‘research an
teaching are not in conflict” but rather ‘genuinely symbiotic
Contradictordy, however, ~ (Brew; 1995 :36) point out that
there is no support for the bekif that quality in research is
necessary for or even supportive of quality in teaching, In
addition, after substantially reviewing Lterature on teaching
and research (Terenzin, 1994 :30) conclude that the belief that
good rescarchers ate good eachers s one of the myths o igher
education. Teaching excellence for (Gibbs, 1995 :149) i even
in direct condlict with restarch excellence, both competing for
academics” atention and only one of them s rewar#e
arguments indicate that there is now an urgent need o base
assesstment of the performance ofigher educational institutions
on teaching quality. The question then is how to define and
meastred teaching quality. However, before defining teaching
quality and discussing how it may be measured, the concept of
quality itself which is believed to be elusive (Green, 1994 :13)
(Meli, 1994 :38) may need to beacknowledged brefl.
Arguably the concept of quality has been interpreted
changeably overtime. Tradtionally quality has meant supplying
exchustve and exceptional goods or services, which wil give
horor to the owners or users. 1t i, according to ((Green, 19%4
:13), like the common perception of people about the Oxford
and Cambridge Universities or the Rolls Royee but the concept
is not much applicable in assessing higher education as a
whole. Secondly, the concept of quality has been associaed
with conformance to a specification or standard, which i
originated from the manufactoring indusries (Crosby; 1984
:59)(Nightingle, 1994 :8)(Gastﬁ995 :38)(Tiiptono, 1995
25). The introduction of customer charters and the like in
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many government agencies to improve accountability and
tesponsiveness of public organisat'a, according to (Green,
1994 :13), has been inspired by the approach to qualty. This
approach, (Green, 1994 ) adds, may also be applied in higher
education inﬂch different standards may be developed for
different types of institutions and any products or services of
that fall outside the standards will not be categorised as having
qualty

Thirdly, quality may also be defined as fitness for purpose
or use. Quality is meaningless without relating to the purpose
of product or service (Juran, 1989 :15)(Nightingale, 1994 :9)
(CGaster, 1995 3. Althoughit s debatable what the purposes of
higher education should be and who should decide the purpose,
this definition of qualty has been, according to (Green, 19%
:13),the most favorable for higher educational policy makers
and analysts, Once the purpose of higher education has been
stated by who ever they are, the quality may then be judged by
the extent the product or service meets the purpose.

Probably the latest and arguably the most frequently used
definition of quality in modern Lfe is meeting or surprising
customer’ needs and expectations and therefore it i judged by
the customers (Green, 19%4:17). Despite the fact that higher
education has multiple customers, this research, as has been
extensively argued earler, views students as the core customers
of higher education. Adopting this laest definition of quality
qualty teaching n higher education in this research s therefore
defined as the teaching that is meeing or surprising students
needs and that is judged by the students. It s  pragmatic
defnition considering that the definition of quality teaching or
g0od teaching or eflective teaching itslf, according to (Lally,
1994:7-8), not only faces practical and philosophical difficulie
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but elso ‘does not factltate the development of instruments
which attempts to examine teaching quakty from the focus of
teaching as process.

Student assessment of teaching quality at university
i actually not 2 new idea. (McKeachie, 1969 ) for instance,
has indicated that as the customer of teaching evaluations by
students provide the best citerta of teaching qualiy. A number
of studies over time have also proved that students assessment
of qualty tgeshige s multidimensional, relible and stable
teatively vld against a variety of indicators, and relatively
unaflected by variety of variables hypothesised as potential
biases (Marsh, 1975 )(Marsh, 1977 )(Marsh, 1979 )(Mazsh, 1961
)(Marsh, 1982a )(Marh, 1982b ) (Marsh, 1984 )(Marsh, 1987 )
(Watkins, 1992)

(Lally, 1994 :25) argues that currently student rating
questionnaites or surveys are the most popular rating scales
used. There are atleast threealready developed instruments that
may be applied in thi research, namely:

1. The Course Experience Questionnaire

This nstrument has been used by Austraian Department
of Education and Training to assess teaching quality across
insitutional and discptine areas (Lally, 1994:)

2. The Students’ &?uations of Educational Quality (SEEQ)

This instrument s designed by Marsh with a consistenty
high reliability ested upon correlation among items designed
to measure the same factor and correlation among responses
by students n the same course (Marsh, 19822 ). The long-term
stablity of this instrument has also been proved (Overall, 1980
) as welas it vlicity against the former students (Marsh, 1977
J, against student achievement as measured by an objective
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examination in multi-section courses (Marsh, 1975 pmagainst
teachers’ evaluation of their own teaching effectivenesﬁsﬂh,
1979)(Marsh, 1982b ), and againstaffective course consequences
such as applications of course materialsand plans to pursue the
subject further (Overall, 1980 ). (Marsh, 1984 ) has also proved

that the instrument has been relativelwpaired by potential
bias sichas cass size, expected grade, and prior subjectinferest

3. The Instructional Rating From g

This instrument measures seven component of efectve
teaching such as, among others, presentation clrity and
personal attention. This instrument has been developed and
tested its velidity by Frey (Evey, 1973 )(Frey, 1978 ) (Frey, 1975 ).

25

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

examination in multi-section courses (Marsh, 1975 ), against
teachers evaluaton of ther own teaching effeciveness (Marsh,
1979)(Marsh, 1982b ), and againstaffective courseconsequences
such as applications of course materials and plans to pursue the
subject further (Overall, 1980 ). (Marsh, 1984 ) hasalso proved
that the instrument has been relatvely unimpaited by potentia
bias suchas class size, expected grade, and prior subject interest

3. The Instructional Rating From

This instrument measutes seven component of eflctive
teaching such as, among others, presentation clarity and
personal attention. This instrument has been developed and
tested its validity by Frey (Frey, 1973 ) (Frey, 1978 ) (Frey, 1975 ).

20§




PELAYANAN PUBLIK ERA OTONOML:
MASIHKAH SEPERTI YANG DULU?

Pengantar

PELAKSANAAN ofononi daerah merupakan salah
satu perubahian sikniflkan pada penyelenggaraan negara i
Indonesia dewasa ini. Di antara berbagai faktor pembenar
dilaksanakannya ofonomi daerah, yang paling sering dikutip,
aalah agar pemerintah depat memberikan pelayanan publik
yang berkualitas Kepada masyarakat. Hal ini dapat terjdi
arena dengan adanya otonomi daerah maka pemenuhan
Kebutuhan masyarakat ates jasa pubik akan dilakukan oleh
unit pemerintahan terdepan, yang berada paling dekat dengan
masyarakat, dan, oleh Karena itu, yang paling mengetahu apa
Keinginen masyarakat.

Usaha-usaha untuk dapat memberikan pelayanan publik
yang berkualitas Kepada masyarekat nampaknya memang
sudah tidak dapat ditunda-tunda lagl. Hal ini disebabkan oleh
semakin Kuatnya tunfutan masyarekat seiring dengan semakin
membatknya tingkat pendidkan dan semakin bebasnya
masyarakat unfuk menyuarakan tunfutan-funfutan merek.
Tulisan ini mencoba melihat kembeli apakah pelaksanzan
ofonomi daerah beberapa tahun terakhir ini telah berhasi
merubah wajah pelayanan publik kita menjadi- semakin
berkualitas dengan menggunakan indikator yang telah
ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,
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Delayanan Publik Prima

Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
§1 Tahun 1993 mengisyaratkan bahwa pelayanan publk atau
pelayanan masyarakat atau pelayanan umum adalah segala
bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah di pusat,di daetah dan di ingkungan Badun Usaha
Mik Negara/Daerah(BUMMN/D) dalambentukbarangatau jasa,
bak dulam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarekat
maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-
ndangan. Dari batasan ind sedikitnya ada dua hal yang perlu
untuk dikomentari. Pertama, batasan ini masih menganggap
pemerintah seagai pelaku tunggal penyediaan pelayanan
publik di Indonesia. Hal tentu safa tidek lagi sejelan engan
Konsep good governance yang sudah menjadi kecenderungan
global termasuk d Indonesia Karena Konsep ind mengangeap
batwa saat ini organisast pubLk (stafe), sektor swasta (private),
dan masyarakat vl sociey) seharusnya secara bersama-sama
dalam peyediaan pelayanan publik

Kedua, darl batasan pelayanan umum di atas dapat
juga disimpulkan bahwa pelayanan publik yang disediakan
oleh organisast pemerintah, ada yang memang merupakan
Kebutuhan masyarakat tetapi ada juga yang pada dasarnya
tidak dibutuhkan oleh masyarakat tetapi sekedar dalam rangka
pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata
lan ada pelayanan pubkk yang memang kebutuhan masyarekat
tetapi ada juga yang merupakan kebutuhan pemerintah. Tidak
bisa dipungkici bahwa pelayanan publik sepert air bersth
lstdk, dan telepon, misalnya, memang merupakan Kebutuhan
masyarakat. Tetapi pelayanan publk seperti surat nikah, Kartu
Tnda Penduduk (KTP), dan artu kuning pada dasarnya
bukan merupakan kebutuhan masyarakat. Bukankah yang kita
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Pelayanan Publik Prima
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butuhkan sebenarnya adalah istri atau suami tetapt bukan surat
nikah Demikian juga yang dibutubkan oleh para pengangguran
adalah pekerjaan, bukan kartu kuning, lronisnya, masyarakat
Kadang kala lebih sulit mendapatkan pelayanan publk yang
pada dasarnya mereka tidak butuhkan seperti ni dibandingkan
dengan pelayanan publk yang merupakan kebutuhan mereka.

Mengukur Pelayanan Prima

Pelayanan prima’ sepertinya sudzh menjadi kosa kata
wajib yang harus iucapkan oleh setiap pejabat pemerintah kalau
ditanya pelayanan yang bagaimana yang seharusnya mereka
berikan kepada masyarakat, Namun demikian, banyak diantara
mereka yang dengan fasih menyebutan prase initidak mampu
menjelaskan apa yang sebenarnya mereka maksudkan dengan
pelayanan prima itu. Sedangkan untuk dapat memberikan
pelayanan yang prina, para penyedia jasa, baik i perusahaan
swasta maupun organisasi- pemerintah, harus mengetahui
bagaimana pelanggen atau masyarekat menilai Keprimaan
pelayanan yang dibertkan.

ZeithwydanParasunaman(l985)mengemukakan
lima dimensi yang umumnya digunakan oleh masyarakat/
pelanggan dalam menilaiapakah pelayanan yang mereka terima
i prima (berkualias) atau tidak, Pertams, masyarakat akan
merdlai apakeh kantor dan fasilitas ik termasuk penampilan
pegavai dan sarana di kantor yang memberikan pelayanan
tersebut prima, Pentingnya dimensi bukit-hngsung (tangibls)
alam menlai Kualitas pelayanan ini didasari pada asumsi
sederhana bawa kenyamanan fempat bekerja dan penampilan
pegawai yang menyenangkan akan berpengaru positf tethadap
Kepuasaan masyarakat yang menerima pelayanan tersebut,
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Leithaml, Berry dan Parasunaman (1985) mengemukakan
lima dimensi yang umumnya digunakan oleh masyarakat/
pelanggan dalam menilai apakah pelayanan yang mereka erima
i prima (berkualitas) atau tidak, Pertama, masyarakat akan
menilai apakah kantor dan fasilitas fisk termasuk penampilan
pegawai dan sarana di kantor yang memberikan pelayanan
tersebut prima. Pentingnya dimensi bukti-langsung (angibls)
alam menilal Kualits pelayenan inf didasari paca asumsi
sederhana bahwa kenyamanan tempat bekerja dan penampilan
pegawat yang menyenangkan akan berpengaruf positfterhadap
kepuasaan masyarakat yang tenerima pelayanan tersebut,
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Kehandalan (reliabilty) adalah dimensi Kedua yang
digunakan oleh masyarakat dalam menilai apakeh pelayanan
yang metcka ferima itu prima atay tidak Dimensi ini
bethubungan dengan Kemampuan suatu instansi pemerintah
dalam memberikan pelayanan sesvai dengan wakiu yang
dijanjikan. Ketiga, masyarakat juga menilai keprimaan
pelayanan publik yang mereka terima dari daya tanggap
(responsiveness) pegawai yang memberikan pelayanan tersebut.
Keempat, masparakat juga mendambakan adanya jaminan
(assurance) terhadap pelayanan publik yang mereka terima.
Berdasarkan dimensi ini, maka pelayanan publik hanya dapat
dikatakan prima apabila pelayanan tersebut bebas dari babaya
dan pegawal yang memberkan pelayanan harus terpercaya,
Terakbir, masyarakat juga membutuhkan Kemudahan dalam
bethubungan dengan instansi atau pejabat yang memberikan
pelayanan yang dibutuhkan (ermpatly).

Kondisi Pelayanan Publik di I%sia

Surat Keputusan Menpan No. 81 Tahun 1993 yang dkuip
pada awal tulian ini sebenarnya sudah mengadopst dimensi-
dimensi pelayanan prima yang diielaskan sebelumnya dalam
menetapkan sembilzn Kriteria dalam memberikan pelayanan
publik yang prima kepada masyaraket. Ringkasan ke sembilan
Kritera ini akan dijelaskan berikut ini yang dilengapi dengan
berbagai dlustrasi pakeh kariteria in sudeh iimplementasikan
delam memberdkan pelayanan publik di negara kita dan
bagaimana serupa diwujudkan di negara hin.

1. Resederhanaan. Dimensiini menghendakiagar pelayanan
publik diberdkan secara mudab, cepat, tepat dan tidak
berbelit-belit serta mudab difahami dan dilaksanakan
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Kehandalan (reliability) adalah dimensi Kedua yang
digunakan oleh masyarakat dalam menila elayanan
jang mereka terima ity prima atau tidak Dimens ini
berhubungan dengan kemampuan suatu instansi pemerintah
Qalam memberikan pelayanan sesuai dengan wakiu yang
ijanjkan. Retiga, masyarakat jugs meniai keprimaan
pelayanan publik yeng mereka terima dari daya tanggap
(responsiveness) pegawai yang memberikan pelayanan tersebut.
Reempat, masyarakat juga mendambakan adanya jaminan
(assurance) terhadap pelayanan publik yang mereka terima.
Berdasarkan dimens ini, maka pelayanan publik hanya dapat
dikatakan prima apabila pelayanan tersebut bebas dari bahaya
dan pegawai yang memberikan pelayanan harus terpercaya.
Terakbir, masyarakat jugs membutuhkan kemudahan dalam
berhubungan dengan instansi atau pejabat yang memberikan
pelayanan yang dibutuhkan (empathy).

Kondisi Pelayanan Publik di Indonesia

Surat Keputusan Menpan No. 81 Tahun 1993 yang dikutip
pada awal tulisan nf sebenarnya sudah mengadopsi dimensi-
dimenst pelayanan prima yang dijelackan sebelumnya delam
menetapkan sembilan Kriteria dalam memberkan pelayanan
publik yang prima kepada masyerakat. Ringkasan ke sembilan
Kriteri ini akan dijelaskan berikut inf yang cilengkapt dengan
betbagai ustrast apakeh kariteria inf sudzh ditmplementasikan
Qalam memberikan pelayanan publik di negara kita den
bagaimana serupa diwtjudkan %ara Lain

1. Kesederhanaan. Dimensiini menghendakiagar pelayanan
publik dibertkan secara mudah, cepat, tepat dan tidak
berbelit-belit serta mudah difahami dan dilaksanakan
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oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan fersebut.
Kenyataannya, mash banyak ~persparatan  unfuk
mendapatkanpelayananpublikyang erkesan fidakmudah
dan berbelit-belit Contoh, dalam hal menjad pelanggan
telepon dan listrk, misalnya, pemohon mash harus
melampirkan berbagai persyaratan. Sedangkan, Konon
abarnya, untuk mendapatkan sambungan telepon baru
di Australia, pemohon cukup menelepon kantor telepon
selempat dan jasa telepon akan didapatkan dalam waktu
dua jom. Uang jaminan dan biaya penyambungan dapat
dibayar bersamaan dengan pembayaran rekening bulan
berdkutnya. Tidak ada persyaratan hin dan prosedurnya
sangat sederhana,
L Kejelasan dan epastian. Dimensi ini- mensyaratkan
organisasi pemerintah untuk memberikan informastyang
jeas dan pasti menyangkut prosedus, persyaratan, unit
Kerjaatau pejabat yangberwenang dan bertanggungiawab
dalam memberlen pelayanan serta biaya/tarf wektu
penyeleszian pelayanan. Dalam kenyataannya masih
banyak organisasi publik yang belum dypapmernberikan
epastan waktu penyelesaian pelayanﬁ taif yang
harus dibayar oleh masjarekat, Masih maraknya prakick-
prakiek suap, uang rokok, uang semir, uang pelcin
alau apapun namanya membuat tarif atau biaya yang
harus dikeluarkan oleh masyarakat unfuk mendapatkan
pelayanan yang sama menjads sangat bervariasi.
3. Keamanan. ]ndikaé?wa dimensiini terpenuhi apabila
proses serta hasil pelayanan memberikan sasa aman,
nyaman, dan kepastian hukum bagl masyaraket, Jadi
apabila masih ada heluhan masyarakat tentang paket-
peket pos mereka yang berkurang isinye, atau tanah
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oleh masyarakat yang membumP;elayanan tersebut.
A

Kenataannya, mash banyak ~persyaratan —untuk
mendapatkanpelayanan publk yangterkesantidakmudah
dan berbelit-belit Contoh, dalam hal menjads pelanggan
telepon dan listrk, misalnya, pemohon mash harus
melampirkan berbagai persyaratan. Sedangkan, Konon
kabarnya, untuk mendapatkan sambungan telepon baru
(i Australia, pemohon cukup menelepon kantor telepon
setemmpat dan jasa telepon akan didapatkan dalam wakdu
du jam. Uang jaminan dan biaya penyambungan dapat
dibayar bersamaan dengan pembayaran rekening bulan
berikutnya. Tidak ada persyaratan hin dan prosedurnya
sangat sederhana,

. Kejelasan dan Kepastian. Dimensi ini- mensyaratkan

organisasi pemerintah untuk membgike informast yang
jelas dan pasti menyangkut prosedus, persyaratan, unit
Kerjaatau pejabat yang berwenang dan bertanggung fawab
alam memberkan pelayanan serta biaya/tarf waku
penyeleszian pelayanan. Dalam kenyataannya  masih
banyak organisast publik yang belum dapat memberikan
Kepastan waktu penyelesaian pelayanan dan tarf yang
harus dibayar oleh masyarakat Masih marakaya prakiek-
prakiek suap, uang@ Uang semir, uang pelicin
atan apapun namanya membual tarf atau biaya yang
harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan yang sama menjadsisangat bervariasi,

3. Keamanan. Indikasi bahwa dimens! ind terpenuhi apabila

proses serta hasi pelayanan memberikan rasa aman,
nyaman, dan kepastian hukum bagi masyarakat, Jadi
apabila masth ada kelohan masyarakat tentang paket-
paket pos mereka yang berkurang isinya, atau tanah
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mereka yangsudah bersertifkat tetapi igugatoleh pihak
lin dengan dasar serfifikat kepemitkan yangadli (setifkat
ganda), maka dimensi ini belum dapat dikateken sudzh
terpenuhi.

4. Keterbukaan. Dimepsielai mewajibkan organisast publik
untuk menginform% secara ferbuka segala hal yang
berhubungan dengan pemberian pelayanan, badk diminta
maupun fidak diminta, ager mudah diketabui dan
difehami oleh masyarakat. Di Canberra, ibukota negara
Australia, kewaiiban seperti ini dioperasionalkan dengan
menyebarhuaskan informast tersebut di tempat-tempat
rmum sepertmal,bis umum, gerefa, dan pasar. i dalam
negeri, masth banyak persyaratan-persyaratan pelayanan
publk yang disimpan di dalam lact yang hanya diketabui
olehorang-orang tertentu. Atau, ditempelkan d; belakang
pintu sehingga tidak bisa terkhat oleh masyarakat yang
membutubkan pelayanan.

5. Efisiensi. Pelayanan publk yang mempertimbangkan
faklor efisienst akan membatasi persyaratan pelayanan
hanya pada hal-hal yang berkadtan langsung dengan
pencapaian Sasaran pelajanan dan mencegeh adanya
pengulangan pemenuhan persyqpemad, menjadikan
lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah
safu persyaratan untuk hampir semua urusan masyarekat
di Kantor lurah atau camat sangat bertentangan dengan
dimenstini. Mendapatkan Kartu Tanda Penduduk adalah
hak setiap warga negara, baik yang sudah, maupun yang
belum melunasi PB. Foto copy kartu pegawai dan atau
K terakhir sebagai salah satu persyaratan dalam setiap
kenaikan pangkat pegawai negerl juga tidak sejalan
dengan prinsip efistensi ind. Bukankah Kartu pegaiai dan
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mereka yang sudah bersertiikattetapi digugat oleh pihak
lain dengan dasar ertiftkat kepemilikan yang ash (etiikat
ganda), maka dimensiini belum dapat dikatekan sudzh
terpenuhi

4. Keterbukaan. Dimenst ini mewajtbkan organisasi publik

untuk mengmforchara terbuka segala hal yang

berhubungan dengan pemberian pelayanan, batk diminta
maupun fidak diminta, agar mudah iketahui dan
difzhami oleh masyarakat. Di Canberra, ibukota negara
Australia, kewagiban seperti ni dioperasionalkan dengan
menyebarhuaskan informasi tersebut di tempat-tempat
um sepertimal,bis umum, gerefa, dan pasar. Didalam
negeri, masih banyak persyaratan-persyaratan pelayanan
publik yang disimpan di dalam laci yang hanya diketahui
oleh orang-orang tertentu. Atau, ditempelkan di belakang
pintu schingga tidak bisa terkhat oleh masyarakat yang
membutubkan pelayanan.

jensi. Pelayanan publik yang mempertimbangkan

tor efisiensi akan membatasi persyaratan pelayanan
hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan
pencapaian sasaran pelayanan dan mencegah adanya
pengulangan pemenuhan persyaratan. Jadi, menjadikan
lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah
safu persyatatan untuk hampir semua urusan masparakat
di Kantor lurah atau camat sangat bertentangan dengan
dimensiini. Mendapatkan Kartu Tanda Penduduk adalah
hak setiap warga negara, baik yang sudah, maupun yang
belum melunasi PBB. Foto copy Kartu pegawai dan atau
SK terakhir sebagai salah satu persyaratan dalam setiap
kenaikan pangkat pegawai negeri juga tidak sejalan
dengan prinsip efsiens ni. Bukankah Kartu pegawai dan
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K terakhir tidak pernah berubah sehingga foto copy
fahun-tahun sebelumnya mash ada pada arsip bagian
kepegawaiamBKD atau BKN?

6. Ekonomis. Dimensi ini mengandung arti pengenaan
biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan
mempethatikan nai pelayanan, kemampuan masjarakat
G Ketentuan perundangan yang berkku. Dalam
kenyataannya masih banyak organisasi publk yang
mengabaikan dimens ini. Contoh yang sangat mudah
dilihatadalah belum seorang pun pemilik kendaraan yang
pernah saya temui yang membayar biaya Surat Tanda
Nomor Kendarannya (STNK) sesuai dengan jurah yang
tertera padaaran STNK tersebut

7. Keadilan yang metata adalah dimensi yang mengandung
art bahwa jangkauan pelayanan harus seluas munglin,
merata, dan diperlakukan secara adil bagiseluruh lapisan
masfarakat. Apabia dimensi ini diwujudkan di rumah
fahanan atau lembaga pemasyarakatan, misalnya, maka
tidakakan adalaginarapidana yang bisa memidki ruangan
Khusus yang lapang, berkarpet, berpendingan udara,
dan bertelevis sementara narapidana hinnya berdesak-
desakan i sel-sel yang semapt dan pengap dengan hanya

beralaskan l?
§. Ketepatan wakiu. Dimensi yang berarti pelaksanaan
pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam hurun
Wakiu yang telah ditentukan, ini yang mungkin paling
betat dipenubi oleh banyak organisasi. Pada umumnya
masfarakat menuntut ketepatan dan bukan kecepatan
waktu pelayanan. Dengan kata hain masyarekat dapat
memahami kemampuan pemerintah dan oleh karena itu
dzpat menunggu untuk mendapatkan pelayanan asalkan
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K terakhir tidak pernah berubah sehingga foto copy
fahun-tahun sebelumnya masth ada pada arsip bagian
Kepegawaian atau BKD atau BKN?

6. Ekonomis. Dimensi ini mengandung arti pengenaan

biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan
memperhatikan nilaf pelayanan, kemampuan masyarakat
G Ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam
Kenyataannya masih banyak organisasi publik yang
mengabatkan dimen ini, Contob yang sangat mudah
dilihatadalah behum seorang pun pemilikkendaraan yang
pernah saa temui yang membayar biaya Surat Tanda
Nomor Kendarannya (STNK) sesuai dengan jumlah yang
tertera pada lembaran STNK tersebut.

7. Keadilan yang metata adalah dimmensi yang mengandung

artl bahwa jangkavan pelayanan harus seluas mungkin,
merata, dan diperlakukan secara adil bagiseluruh lapisan
masyarakat. Apabila dimensi ini diwujudkan di rumah
fahanan atau lembaga pemasyarakatan, misalnya, maka
tidakakan adalagi narapidana yang bisa memiiki ruangan
Khusus yang lapang, berkarpet, berpendingan udara,
dan bertelevis sementara narapidana linnya berdesak-
desakan di sel-el yang sempit dan pengap dengan hanya
beralaskan .

8. Ketepatan wakiu. Dimensi yang berarti pelaksanaan

pelavanan masyarakat dapat diselesaikan delam kurun
Wakiu yang telah difentokan, ini yang mungkin paling
berat dipenuhi oleh banyak organisasi. Pada umumaya
masyarakat menuntut ketepatan dan bukan kecepatan
Wakiu pelayanan. Dengan kata lain masyarakat dapat
memahami kemampuan pemerintzh dan oleh karena it
dapat menunggu untuk mendapatkan pelayanan asalkan
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pelayanan tersebut dapat diterima sesuai dengan waktu
yang dijanjikan.

Dart uraan dan contob-contoh yang digambarkan
tadi, nampak jelas babwa. pelayanan publk yang diterima

aleh masyar@a saat ini belum dapat dikatakan prima.
Oleh Karena itu, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah

di lndonesi%xm mampu mewujudkan fujuan mulia
peningkatan Knalitas pelayanan publk, seperti yang sering
iagung-agungkan selama ini. Mudah-mudahan inf hanya
masalah wekto. Mudah-mudahan wewtjudkan pelayanan
berkualitas melalui ofonomi daerah bukan retorika belaka.
Semoga.

JAN
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pelayanan tersebut dapat diterima sestai dengan wakdu
yang dianiikan.

Dart uraian dan contob-contoh yang digambarkan
tadi, nampak jelas bahwa pelayanan publk yang diterima
oleh masyarakat pada saat inf belum depat dikatakan prima.
Oleh Karena itu, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah
di Indonesia belum mampu mewujudkan tujuan mulia
peninghatan Kualias pelayanan publlk, seperti yeng sering
iagung-agunghan selama ini Mudah-mudahan ini hanya
masalah waktu. Mudah-mudahan wewujudkan pelayanan
berkuitas melalui otonomi daerah bukan retordka belaka.
Semoga.

JAN




PDAMDIBUANG SAYANG

PDAM Makassar sedang dirundung malang, Setehh
dinonakeifkan beberapa minggu, Direbtur Utama akhirnya
diberhentikan darf abatannya. Tulisan i tidak dimaksudkan
untuk semakin memperkeruh kekisruhan yang sedang melanda
perusshaan ini tetapi sekedar membagl “temuan” hain dari
penelitan yang dilakukan oleh penulis beberapa tahun i,
yang mencoba mengungkap sejunlah aspek internal organisas
yang ditengarai sebagai penyebab lemzhnya Kinerja PDAM
pada saat it Aspek internal yang dimaksudkan dalam tulisan
ini adalah bagaimana persepsi karyawan terhadap dirl mereka
dan persepst karyawan dalam hubungan mereka dengan pihak
mangjemen. Informasi dalam tolisan ini didasarkan pada
informasi yang terkumpul melaui wawancara mendalam (in-
depth interview) dan diskus kelompok: (focus group discussion)
dengan karyawan PDAM pada berbagai level dan unit, bk
yang berada di Kantor pusat maupun yang bertugas di unit
unit pelayanan. Oleh karena it sejurnlah pernyataan Karyawan
sengaja dikutip langsung untuk menguatkan argumen yang
dikemukakan (selengkapnya bisa iibat Imbaruddin 2003). Apa
pun endingceritra tentang PDAM dan sapa pun nantinya diberi
amanzh menjadi nakhoda, temuan-temuan” yang dipaparkan
dalam tulisan ini semoga dapat menjadi bahan renungan yang
dibuang sayang,

Lediss
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PDAM Makassar sedang dirundung malang, Setelah
dinonakifkan beberapa minggu, Direktur Utama akhirnya
diberhentikan darijabatannya. Tulisen ind tidak dimaksudkan
ntuk semakin memperkeruh kekisruban yang sedang melanda
perusahaan ini tetapi sekedar membagi “temuan’ lin dari
penclitan yang dilakukan oleh penulis beberapa tahun Ll
yang mencoba mengungkap sejumlah aspek internal organisasi
yang ditengarai sebagai penyebab lemahnya kinerja PDAM
pada saatitu. Aspek internal yang dimaksudkan dalam tulisan
ini adalah bagaimana persepsi karyawan tethadap diri mereka
dan persepsi karyawn dalam hubungan mereka dengan pihak

m]anajemen. Informasi dalam tulisan ini didasarkan pada

informast yang terkumpul melalui wawancara mendalam (i
depth interviw) dan diskust kelompok: fusgsgegup dliscusion)
dengan karyawan PDAM pada berbagat level dan unit, batk
yang berada di kantor pusat maupun yang bertugas di unit-
nit pelayanan. Oleh Karena i, Sejunlah pernyataan karyawan
sengaja dikotip langsung unuk menguatkan argumen yang
dikemukakan (selengkapnya bisa dlihat Embaruddin 2003). Apa
pun endingceritra tentang PDAM dan siapa pun nantinya diberi
amanah menjadi nakhod, “temuan-temuan” yang dipaparkan
dalam tulisan inf semoga dapat menjads bahan renungan yang
dibuang sayang,

Aok
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Untuk dapat memberikan Kontribusi optimal, setiap
pegawai di dalam organisast harus mengetahui dengan jelas
ipa yang dibarapkan dari mereka. Ketidakielasan peran
(role ambiguiy) akan mengakibatkan pegawai tidak mampu
berbuat, merasa serba saleh dan bingung Karena mereka tidak
paham bagaimana kinetja meteka akan dinila dan diapresias
Sayangnya, ketidakielasan peran dialami sejurmlah Karyawan
PDAM. Sejumah Karyawan Kunci berkomentar babwa
sejujurnya mereka tidak mengerti apa yg diharapkan oleh
manajemen Karena yg paling sering ditekankan hanya disiplin.
Karyawan Lainnya berujar “kami tidak yakin apa tugas kami dan
oleh Kaena it Kamnt hanya menebak-nebak s

Slain ketidakelasan peran, sejumlzh Karyawan juga
merasakan bahwa beban dan jends pekerjaan yang diberikan
mustahil untuk diselesadkan apabila Kondisi yang ada tidak
diperbatki. Ironisnye, usulan Karyawan untuk memperbaiki
Kondist dimaksud - agar Karyawan dapat memenub apa yang
diharapkan dari mereka - tidak mendapat sespon positf dari
pihak mangjemen. Hal ini melahirkan konflk dalam diri
Karyawan yang berakibat pada menurunnya semangat kerja
Sebagai contoh, unit yang diminta meyelesaikan tunggakan
tekening pelanggan menemukan bahwa hampir 50 persen
tunggakan berasal darl perumahan yang masth kosong karena
belum ditermpati atan rumah yang (bangunannya) sudah
tidak ada tetapi rekeningnya terus diteritkan. Mengharapkan
Karyawan mengurangi tunggakan dari rekening seperti ini
tentu saja tidak mungkin. Sayangnya, usulan untuk menghapus
tekening bodong seperti ini - agar tidak terhitung sebagai
tunggakan - tidak mendepatkan respon dari manajemen.
Akibatnya, aryawan pada unit yang menangani tunggakan
tekening mengalamikonflk peran (role conflict Karena dituntut
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Untuk dapat memberikan Kontribusi optiral, setiap
pegavai di dalam organisasi harus mengetahui dengan jelas
apa yang diharapkan dari mereka. Ketidakielasan peran
(role ambiguity) akan mengakibatkan pegawai tidak mampu
berbuat, merasa serba salah dan bingung Karena mereka tidak
paham bagaitmana kinerja mereka akan dinila dan diapresiasi.
Sayangnya, ketidakdelasan peran dialami sejumlah karyawan
PDAM. Sejumlah Karyawan Kunci berkomentar bahwa
sejujurnya mereka tidak mengerti apa yg diharapkan oleh
manajemen karena yg paling sering ditekankan hanya disiplin.
Karyawan lainnya berujar “kami tidzk yakin apa tugas kami dan
oleh Karena itu kami hanya menebak-nebak sae’

Selain ketidakielasan peran, sejumbah Karyawan fuga
merasakan bahwa beban dan jends pekerjaan yang diberikan
mustahil untuk diselesaikan apabila Kondisi yang ada tidak
diperbaikd. Tronisnya, usulan Karyawan untuk memperbaiki
Kondisi dimaksud - agar Karyawan dapat memenuhi apa yang
diharapkan dari mereka - tidak mendapat respon positf dari
phhak mangjernen. Hal ini melahirkan konflk delem diri
aryawan yang berakibat pada menurunnya semangat kerja.
Sebagai contoh, unit yang diminta meyelesadkan tunggakan
tekening pelanggan menemukan behwa hampir 50 persen
tunggakan berasal dar perumahan yang mash kosong Karena
belum ditempati atan rumah yang (bangunannya) sudah
tidak ada tetapi rekeningnya terus diterbitkan. Mengharapkan
Karyawan mengurangl tunggakan darl rekening seperti in
tentu saf tidak mungkin. Sayangnya, usulan untuk menghapus
tekening bodong sepert inf - agar tidak terhitung sebagai
tunggaken - tidak mendapatkan respon dari menajemen.
Akibatnya, Karyawan pada unit yang menangani tunggakan
tekening mengalami konflk peran (role conflc Karena dituntut
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untuk melakukan pekerjaan yang diyakini mustahil untuk
tercapai 162

Pemberdayaan Karyawan (karyawan enpowermen)
yang secara Sederhana dapat diartikan sebagai penyebaran
pengambilan keputusan tidak hanya pada pimpinan atau kantor
pusat) diyakini sebagai salah satu kia yamg dapat meningkatkan
Kinetja sebuah perusehaan. Keyakinan ini didasarkan pada
Kenyataan babuwa pegawai yg pling dekat dengan masalah yang
terjadiadalahorangyangpaling tepatuntuk membuat keputusan
dan memecahkan masalah tersebut. Sayangnya, pemberdayean
Karyawan dan unit-unit pelayanan PDAM dirasakan masih
sangat terbatas. Keadaan ini digambarkan dengan gamlang oleh
seorang karyawan yang mengatakan bahwa walaupun sudah
ada unit-unit pelavanan, mash banyak keputusan yang harus
memninta oforisasi dari kantor pusat sehingga memperlambat
pelayanan. Karyawan ini mencontohkan bahwa keputusan
level rendah seperti pengadaan material untuk melayani
pelanggan baru masih harus minta persetufuan dari kantor
pusat. Akbatnya, unit-unit pelayanan seringheli tidak mampu
mekokan pelayanan yang cepat hanya karena otorisasi dari
Kantor pusat yang tidak segera didapatkan.

Kerja sama tim (feam work) adalah kunct keberhagllan
organdsast, Kerja sema tim hanya dapat terwujud apabia
Komunikasi vertkal (antara Karyawan dan manajemen) dan
Komunikasi horisontal (antra Karyawan dan antar unit) erjalin
dengan bak. Keluhan saleh sorang Kepala unit berlkut ini
menunjukkan betapa mangjemen PDAM masih perlu bekerja
Keras untuk membangun kerja sama tim melalui peningkatan
kualitaskomunikasivertikaldanhorisontal didalam perusahaan.

“Unitkam selalu disalahkan dengan besarnya tunggakan
pada hal maseloh tunggakan bukan saleh Kami. Bolanya
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unfuk melakukan pekerjaan yang divakini mustahd untuk
tercapai.

Pemberdayaan Karyawan (karyawanf empowermmen)
yang secara sederhana dapat diartikan sebaga penyebaran
pengambilan keputusan (tidek hanya pada pimpinan atau kantor
pusat) diyakini sebagai saleh satu kit vang dapat meningkatkan
Kinerja sebuah perusahaan. Keyakinan ini didasarkan pada
enyataan baiwa pegawai yg paling dekat dengan masalah yang
terjadiadalah orangyang paling fepat untuk membuatkeputusan
dan memecahkan masalah tersebut. Sayangnya, pemberdayaan
karyawan: dan unit-unit pelayanan PDAM dirasakan masih
sangatterbatas. Keadaan inf digambarkan dengan gamlang oleh
seorang karyawan yang mengatakan bahwa walaupun sudah
ada unit-unt pelayanan, mash banyak keputusan yang harus
meminta otorisest dari kantor pusat sehingga memperlambat
pelayanan. Karvawan ini mencontohkan bahwa keputusan
level rendah seperti pengadaan material untuk melayani
pelanggan baru mash harus minta persetujuan dari kantor
pusat. Aldbatnya, unit-unit pelayanan seringkali tidak mampu
melkukan pelayanan yang cepat hanya karena otorisest dari
antor pusat yang idak segera didapatkan.

Kerja sama tim (feam work) adaleh kunci keberhasilan
organisast. Kerja sama tim hanya dupat terwujud apabila
komunikasi vertkal (antara Karyawan dan manajemen) dan
kormunikasi horisontal (antra Karyawan dan antar unit) tefalin
engan baik. Keluhan salah seorang Kepala unit beriut ind
menunjukkan betapa manajemen PDAM masih perlu bekerja
Keras untuk memnbangun ketja sama tim melaluf peningkatan
kualtaskomuntkasivertikal danhorisontal di dalamperusahaan.,

“Unit kami selalu disalahkan dengan besarnya tunggakan
pada hal maselah tunggakan bukan saleh Kami. Bolanya
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bukan mati sama kami. Kami sudah melaksanakan tugas dan
tanggung jawab unit kemi. Kami sudah melaporkan kepada
manajemen dan unit-unitlain apa yang harus dilakuken (unfuk
menanggulangi masalah tunggakan), tetap! tidak ada respon
dari mereka, Kami tidak mau menyelahkan unit-unitain tetapi
memang kami tdak perna duduk bersama, mendiskustkan apa
yang harus dilakukan untuk mengatasi semakin meningkatnya
tunggakar’

Kinerja organisasi tidek dapat hanya dibebankan
kepada Karyawan tetapi terutema merupakan tanggung
jawab mangjemen. Komitmen Karyawan dalam peningkatan
Kinerja akan terbangun hanya fika mereka yakin bafuwa pihak
manajemen juga memilkikomitmen yang ama. Dan komitmen
manajemen tidek cukup hanya ditunjukkan dengan perkataan
teapi terutama harus dibuktikan dengan tindakan, seperti yang
diungkapkan karyawati bertkut ni

o, juaran direksi memang selalu - menyebutkan
pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan. Sepert sekarang,
setiap orang ngornorg tentang pelayanan prima. Tetapisaya pkir
mereka hanya ngomong. Ngomong doang. Saya mengatakan
demikian karena. usulan-usulan kami untok meningkatkan
pelayanan tidak direspon pibak manajemen. Mereka tidak
tertarlk dengan usulan kami. Ty artinya apa yang mereka
Katakan tentang pentingnya pelayanan prima carita fi. Benar,
nggak?”

Tidak adanya Komitmen nyata pihak  manajemen
menjacikan Karyawan Kehilangan motivasi untuk berbuat
yang terbaik bagl perusabaan. Seorang manajer menengah
meyakini bahwa di antara 60-an karyawan (pada saat it
hanya sektar seratusan orang yang bekerja serius dan punya
Komitmen, Selebihnya adelah Karyawan yang “bekerj
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bukan mati sama Kani. Kami sudah melaksanakan tugas dan
tanggung jawab unit Kami. Kami sudah melaporken Kepada
manajemen dan unit-unitain apa yang harus dilakukan (untuk
menanggulangi masalah tunggakan), tetapi tidak ada respon
darl mereka, Kami tidak mau menyalahkan unit-unitain tetap!
memang kami tidak pernah duduk bersama, mendiskusikan apa
yang harus diakukan untuk mengatasi semakin meningkatnya
tunggak

Kinerja organisasi tidak dapat hanya dibebankan
kepada Karyawan tetapi terutama  merupakan tanggung
jawab manzjemen. Komitmen Karyawan dalam peningkatan
Kinerja akan terbangun hanya jika mereka yakin bahwa pihak
manajemenjuga memiliki komitmen yang sama. Dan Komitmen
manajemen tidak cukup hanya ditunjukkan dengan perkataan
tetapi terutama harus dibuktikan dengan tindakan, seperti yang
diungkapkan karyawati berikut ini.

T, jaaran direksi memang selal - menyebutkan
pentingnya meningkatkan kualites pelayanan. Seperti sekarang,
setiap orang ngormong tentang pelayanan prima. Tetapisaya pikir,
mereka hanya ngomong. Neomong doang. Saya mengatakan
demikian karena usulan-usulan kami untuk meningkatkan
pelayanan tidek direspon pihak manajemen. Mereka tidak
tertark dengan usulan Kami. T artinya apa yang mereka
katakan tentang pentingnya pelayanan prinma carita fi, Benar,
nggok?”

Tidak adanya Komitmen nyata pihak manajemen
menjadikan Karyawan Kehilangan motivasi untuk berbuat
yang terbaik bagi perusahaan. Seorang manajer menengah
meykin bahwa di antara 60-an Karyawan (pada saat it
hanya sekitar seratusan orang yang bekerja serius dan punya
komitmen. Sckebihnya adalah Karpawan yang “bekeri

Al




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

semaunya, bukan seharusnye’ Selain lemahnya. komitmen
mandjemen, ketidakielasan kebijakan pemantaatan pegawai
dan pengembangan Karir Karyawan juga menadi salah satu
penyebab lemzhnya kormitmen Karyawan ferhadap peninghatan
Kinerja perusahaan. Seorang Karyawan yang sudah mengabli
selama 12 tahun menila bahwa sistem penemmpaten pegawai
belum mengacu pada the right man in the right job yang
didasarken pada analss jabatan. Akibatnya, ada Karyawan
yang tidak mampu bekerfa secara maksimal karena mereka
berltar belakang teknik mesin tetapi ditempatkan di bagian
administrasi. Sebaltknya, ada yang berlatar belakang ekonomi
dan akuntensd ditermpatkan di laboratorium kima,
Karyawanjuga beranggapan bahwasistem pengembangan
Karir pegawal yang berdasar merit dan transparan belum
dimplementastkan. Kalau ada mutasi, miselnya, karyawan tidak
bisa mengira-ngira ke mana mereka akan dipindahkan. "Kami
hanya tahu etk kami menerima SK mutasi dari personalie
Akibatnya, Karyawan merasa perkembangan Karirnya tidak
past. Mereka kecewa dan menjads egois. Akhirnya karyawan
mementingkan dirinya sendiri Karena “tidak ada jaminan
Kalau kami mendahulukan pelanggan dan bekerja baik akan
mendapatkan penghargaan dari- perusabaan. Selain tidak
memahami kebijakan ~penempatan dan - pengembangan
Karir pegawai, karyawan juga kurang mengetahui kebijakan
perusshaan - menyangkut pelathan untuk  peninghatan
Kompetenst karyawan. Akibatnya, ada pegawal yang seharusnya
sudah pensiun tetap! masih dipekerjakan karena pengetabuan
dan keterampilan mereka masth dibutubkan oleh perushaan.
Regenerasi karyawan berjalan lamban, Lemahnya Kebijakan
peninghatan kompetensi aryawan mengakibatkan mubasirnya
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semaunya, bukan seharusnye’ Selain lemahnya Komitmen
mandjemen, ketidakielasan kebijakan pernanfaaten pegawai
dan pengembangan karir Karyawan juga menadi salah satu
penyebablemahnya komitmen Karyawan terhadap peninghatan
kjnerjwahaan. Seorang Karyawan yang sudah mengabi
selama 12 tahun menilai bahwa sistem penempatan pegawai
belum mengacu pada the right man in the right job yang
didasarkan pada analiss jabatan. Akibatnya, ada karyawan
yang tidak mampu bekerja secara maksimal karena mereka
berlatar belzkang teknik mesin tetapt ditempatkan di bagian
administrasi, Sebaliknya, ada yang berltar belakang ekonomi
dan akuntansi ditempatkan di laboratorium kimia,
Karyawanjugaberanggapan bahwasistem pengembangan
arlr pegawai yang berdasar merit dan transparan belum
dimplementasikan, Kalau ada mutasi,misalnya, karyawan tidak
bisa mengira-ngira ke mana mereka akan dipindahkan, "Kami
hanya tahu Ketka kami menerima SK mutasi dari personalid
Akibatnya, karyawan merasa perkembangan Karirnya tidak
pasti. Mereka kecewa dan menjads egois. Akhirnya karyawan
mementingkan dirinya sendirt karena “tidak ada jaminan
alau kami mendahulukan pelanggan dan bekerja baik akan
mendapatkan penghargaan dari perusahaan’. Selain tidak
memahami kebfakan penempatan dan  pengembangan
Karir pegawai, Karyawan juga kurang mengetahui kebijakan
perusahaan - menyangkut pelathan untuk - peningatan
kompetensi Karyawan. Akibatnya, ada pegawai yang seharusnya
sudah pensiun tetapi masih dipekerjakan kazena pengetabuan
dan keterarmpilan mereka masth dibutuhkan oleh perusahaan.
Regenerasi Karyawan berjalan lamban. Lemahnya Kebijakan
peningkatan Kompetenst karyawan mengakibatkan mubasirnya
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petalatan-peralatan canggih yang dimik perusehaan “karena
tidak ada yang bisa mengoperasikan’

Akhirnya, semoga apa yang dipaparkan pada tulisan ini
bermanizat bag jajaran direksi perusahaan di masa yang akan
datang, Siapa pun mereka,
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peralatan-peralatan canggih yang dimiliki peruschaan “Karena
tidak ada yang bisa mengoperasikan’

Akhirnya, semoga apa yang dipeparkan pada tulisan ini
bermanfaat bagi jajaran direksi perusehaan di masa yang akan
datang, Siapa pun mereka,
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MANAJEMEN PELAYANAN MASYARAKAT

Pendahuluan

SALAH satu perubahan besar padamasyarakat Indonesa
dewasa ini, yang terjadi akibat semakin membatknya tingkat
pendidikan dan Kesejahteraan, adalah semakin besarnya
tuntutan agar aparatur pemerintahdapat memberikan pelayanan
yang berkualies. Tuntuten pelayanan yang berkualits fersebut
misalnya, dapat kita baca di media massa hampir setap hari
dalam bentuk Keluhan-keluhan ataupernyataan-per
keberatan terhadap pelayanan publik yang diberika%l:
aparatur permerintah baik ity di tinghat pusat atau df daereh,
Harlan Fejar Ujung Pandang beberapa wakdu yanglalu, misalnya,
mermberitakan masyarakat Limbong Kab. Luwu yang berteriak!
Katena Kantor Camat sering kosong, PT. Tekom yang tidak
menggubris pengaduan taril pulsa yang terus membengkak
dan telepon yang tidak berdering, pengurusan KTP di Ujung
Pandang yang berbulan-bulan dengan biaya melangit dan protes
masyarekat terhadzp pelayanan Rumah Sakit Unnum Kalabahidi
Alor Timur NTT. Daftar keluhan ini akan sangat panjang jika
kita mampu menghimpunnya dart berbagai media massa terbt
di tanah air. Selin semakin maraknya eluhan masparakat,
perubahan global yang gejalanya sudah sernakin terasa dewasa
ini, teah memacu persaingan yang Semakin tafam di berbagai
sektor ekonorn, investasi, barang dan jasa, juga menuntut di
tingkatkannya pelayanan kepada masyarlat.
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MANAJEMEN PELAYANAN MASYARAKAT

Pendahuluan

SALAH satu perubahan besar pada masyarakat Indonesia
dewasa ini, yang terjadi akibat semakin membaknya tingkat
pendidiken dan Kesejahteraan, adelah semakin besarnya
tuntutan agar aparatur pemerintah dapat memberdkan pelayanan
yang berkualitas. Tuntutan pelayanan yang berkualits tersebu,
misalnya, dapat kita baca di media massa hampr setap hari
dalam bentuk keluhan-Keluhan atau pernyataan-pernyataan
keberatan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh
apatatur pemerintah baik itu di tingkat pusat atau i daerch.
Harian Fojar Ujung Pandang beberapa waktu yang by, misalnya,
memberitakan masyarakat Limbong Kab. Luwu yang berteriak’
arena Kantor Camat sering kosong, PT. Telkom yang tidak
menggubris pengaduan taril pulsa yang terus membengkak
dan telepon yang tidak berdering, pengurusan KTP di Uung
Pandang yang berbulan-bulan dengan biaya melangt dan protes
masfarakat erhadap pelayanan Rumah Sakdt Umum Kalababi di
Alor Timur NTT. Datftar keluhan ini akan sangat panjang fika
Kita mampu menghimpunnya dari berbagai media massa terbi
di tanah air Selain semakin marghayy keluhan masyarakal,
perubabian global yang gejalanya sudah semakin terasa dewasa
in, telah memacu persaingan yang semakin tajam di berbagai
sektor ekonom, investasi, bareng dan josa, juga menuntut di
fingKatkannya pelayanan kepada masyarakat.
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Oleh karena tu sangatla tepat apabila GarisGaris Besar
Haluan Negara 1993 mengamanatkan agar upaya perbetkan dan
peningkatan mutu pelayanan Kepada masyarakat mendapatkan
pethatian secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan secara
Konsisten oleh selurub jajaran aparatur negara dalam segala
tingkatan kecll untuk menjamin terwujudoya. pelayanan
masyarakat yangberkualitas Seperangkat peraturan perundang-
undangan telah dilahirkeanuntuk hal in, antara ain, Keputusan
Menpan No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana
Pelayanan Uum dan No. 6 Tehun 1995 fentang Pedoman
Penganugrahan Pila Abisatyabake bagi Unit Kerja/Kantor
Pelayanan Percontohan, dan Instruksi Presiden No. 1 Tehun 1995
tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur
Pemerintah Kepada Masyarakat, Pendidikan dan Pelatihan
sepert ini, tentu juga diharapkan agar dapat menghasilkan
aparatur pemerintah yang mampu memberikan pelayanan yang
berkualites kepada masyarakat

Pengertian dan Ruang Lingkup

Pelayanan Kepada masyarakat dapat dilaksanakan
batk oleh instansi pemerintah (publik), organisesi swasta
(proftt), maupun oleh lembaga swadaya masyarakat (non-
proft. Bagi “msi pemerintah, pelayanan masyarakat atau
pelayanan wmum adaleh segala bentok kegiatan: pelayanan
yang dilaksanakan oleh Ingtansi Pemerintah di Pusa, di Dacrah
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah delam
bentuk barang atau fasa, baik dalam rangka upaya pementhan
Kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
petaturan perundang-undangan (Kep. Menpan No. 81 Tahun
1993).

Al

BIROKRASI AKUNTABILITAS KINER]A

Olwna it sangatlah tepat apabila Garis-Garis Besar
Haluan Negara 1993 mengamanatkan agarupaya perbaikan den
peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat mendapatkan
pethatian secara sunggub-sungguh dan dilaksanakan secara
onsisten oleh selurul jajaran aparatur negara dalam segala
tingkatan kecll unfuk menjamin terwujudnya. pelayanan
masfarakatyangberkualitas. Sgaesanokat peraturan perundang-
undangan telah dilahirkanuntuk hal in, anfara ain, Keputusan
Menpan No. %Nm 1993 tentang Pedoman Tatalaksana
Pelayanan Unnum dan No. 6 Tehun 1995 tentang Pedoman
Penganugrahan Piala Abdisatyabakti bagt Unit Kerja/Kantor
Pelayanan Percontohan, danEnstruksiPresidenNo. 1 Tohun 1995
tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur
Pemerintah Kepada Masyarakat. Pendidikan dan Pelatihan
sepert ini, tentu juga diharapkan agar dapat menghasilkan
aparatur pemerintah yang mampu memberikan pelayanan yang
berkualias kepada masyarakat.

Pengertian dan Ruang Lingkup

Pelayanan Kepada masyarakat dapat cilaksanakan
baik oleh instansi pemerintah (publiK), organisasi swasta
(proft), maupun oleh lembaga swadaya masyarakat (non-
proft). Bagi instansi pemerintah, pelayanan masyarakat atau
pelayanan umum adelah segala bentuk kegiatan' pelayanan
yang dilaksanzkan oleh Instansi Pemerintzh di Pusat,di Daerah
an di lingkungan Badan Usaha Miik Negara/Dacrah dalam
entuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuban
kebutuhan masyarakat maupun delom rangka pelaksanaan
peraturan perundang-undangan (Kep. Menpan No. 81 Tahun
1993).
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Dari pengertian di atas terthat jelas bahwa egiatan
pelayanan asyarakat itu terdir darf berbagai bentuk
yang dilaksanakan' oleh instansi-pemerintah (1) di pusat
(misalnya departemen, inspeklorat enderal, direktoratjenderal
(2) di daerah (misalnya Kantor camat, dinas Kebershhan,
puskesmas}; (3) di lingkungan BUMN (misalnya kantor pos,
PLN; Telkom}; (4) di lingkungan BUMD (misalnya PDAM,
BPD}; 3) vang berwujud barang (misanya bahan baker, bera);
(6) yang berwujud jasa (misalnya. telepon, listik, pos); (7)

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (misalnya air beram

bahan bakar); dan (8) dalem rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan (misalnya KTP, IMB, SIM).

Asas dan Klasifikasi Pola Pelayanan

Agar depat memberikan pelayanan yang bersifat
sederhana, terbuka lancar, tepat,lenghap, wajardan terjnghau,
Kep. MenpanNo.81 Tohun 1993 mensyaratkan bahwa pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat harus mengandung unsur-
unstr dasar sebagai bertkut:

L. Hik dan kewaiban bagt pemberi maupun penerima
pelayanan urmum harus jelas dan diketahud secara past
oleh masing-masing pihak

2 Pengaturan sefigp bentuk pelayanan umum harus
disestaikan dengan Kondist kebutuhan dan kemampuan
masarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
teap berpegang pada efisenst dan efekivites.

3. Mutu proses dan hasil pelayanan umumharus diupayakan
agar dapat memberi Keamanan, kenyamanan, keluncaran,
dankepastianhukum yangdapatdipertanggungiawaban.

i)
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Dari pengertian di atas terlhat jlos bahwa kegiatan
pelayenan umum/masyarakat it terdiri dart berbagai bentuk
yang dileksanakan oleh instansi pemerintah (1) di pusat
(muisalnya departemen, inspektorat jenderal,direbtoratjenderal
(2) di daerah (misalnya Kantor camat, dinas Kebersihan,
puskesmas); (3) di lingkungan BUMN (misalnya Kantor pos,
PLN; Telkom}; (4) di lingkungan BUMD (misalnya PDAM,
BPD); (3) yang berwujud barang (misanya bahan baker, beras);
(6) yang berwujud jasa (misalnya telepon, listdk, pos); (7)
unfuk memenuhi kebutuhan masyarakat (misalnya air, beras,
bahan bakar); dan (8) dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan (misalnya KT, IMB, SIM)

Asas dan Klasifikasi Pola Pelayanan

Agar dapat membertkan %{anan yang bersifat
sederhana, terbuka, lancar, tepa,lengkap, wajar dan terjngheu,
ep. Mertpan No.81 Tahun 1993 mensyaratkan bahtwa pelayanan
yang diberkan kepada masyarakat harus mengandung unsur-
tnsur dasar sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban bagi pemberl maupun penerima
pelayanan umum harus jelas dan diketehu secara pasti
oleh masing-masing pihak.

1. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum  harus
disesuadkan dengan kondisl kebutuhan dan kemampuan
masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan
petaturan perundang-undangan yang berlaku dengan
tetap berpegang pada efisensi dan efektivitas.

3. Mutu proses dan hasil pelayanan umumharus diupayakan
agar dapat membert keamanan, kenyamanan, kelancaran,
dan kepastian hukum yangdapat dipertanggungiawabkan.

i)
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4 Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh
Instansi Pemerintah terpaksa harus mahal, maka
Instansi Pemerintah yang bersengkutan berkewajiban
memberi peluang kepada masyarakat unuk ikut
menyelenggarakannya sesual peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Sedangkan Kasifkast pola manajemen pelayanan umum
sesta dengamltusan Menpan No. 81 Tahun 1993 adaleh
sebagai berdkut

1. Pola Pelayanan Fungsional
Pelayanan ini dilakokan oleh Instansi Pemerintah sestai
dengan tugas, fungst, dan kewaiibarnya.

2. Pola Pelayanan Satu Pintu

Pelayanan semacam ini dilakukan secara tunggal oleh
satu Instansi Pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang
dari Instansi Pemerintah terkeit hinnya yang bersangkutan

3, Pola Pelayanan Satu Atap

Jenis pelayanan ind dilakokan secara terpadu pada
satu tempat/lokasi oleh beberapa Instansi Pemerintah yang
bersanghutan sesuad kewenangannya masing-masing,

4, Pola Pelayanan Secara Tetpusat

Pelayanan secara ferpusat dilakukan oleh Ingatansi
Pemerintah yang bertindak selakuk Koordinator tethadap
pelayanan Instansi Pemerintah hinnya yang terkait dengan
bidang pelayanan umum yang bersangkutan

Kualitas Pelayanan Masyarakat

Kata kualitas sudah sangat umum digunakan dalam
Kehidupan kit sehari-hart sehingga era sekarang in sering juga
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4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh
Instansi Pemerintah terpaksa harus mahal, maka
Instansi Pemerintah yang bersanghutan berkewajiban
memberi peluang kepada masyarakat unuk dhut
menyelenggarakannya sesuai peraturan  perundang-

ndangan $berlaku.

Sedangkan Klasifkasi pola manajemen pelayanan umum
sesta dengan Keputusan Menpan No. 81 Tabun 1993 adalah
sebagai berdkut:

L. Pola Pelayanan Fungsional
Pelayanan ini dilakukan oleh Instansl Pemerintah sesuai
dengan tugas, Fungsi dan Kewajibannya,

1. Pola Pelayanan Satu Pintu

Pelayanan semacam ind dilakukan secara tunggal oleh
satu Instansi Pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang
(ari Instansi Pemerintah terkeit hinnya yang bersangkutan

3. Pola Pelayanan Satu Atap

Jenis pelayanan ini dilakuken secara terpadu pada
setu temmpat/lokasi oleh beberapa Ingtansi Pemerintah yang
bersanghutan sestai kewenangannya masing-masing,

4, Pola Pelayanan Secara Terpusat

Pelayanan secara terpusat  dilakukan oleh Insatansi
Pemerintah yang bertindak selakuk Koordinator tethadap
pelayanan Instansi Pemerintah lainnya yang terkeit dengan
bidang pelayanan umum yang bersangkutan

Kualitas Pelayanan Masyarakat
Kata kualfas sudah sangat ummum digunakan dalam

Kehidupan Kita sehart-hari sehingga era sekarang ini sering juga
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disebut sebagai era Kualias. Hampir setiap orang menginginkan
Kualitas atas barang atau jasa (pelayanan) yang mereka peroleh,
Walaupun banyak di antaranya yang merasa kebingungan ketia
diminta unfuk menjelaskan apa yang mereka maksudkan
dengan barang atau jasa Hﬂerkualilas il

Para ahli mendefimisikn kualitas berdasarkan sudut
pandangnya  masing-masing Karena Kualitas merupakan
onsep yang abstrak (Tjiptono dan Diana, 1995:24-7). Ada
yang, misalnya, menggunakan pendekatan  transendetal
(Transcendental ~ Approach)  dan  beranggapan  babwa
Kualitas itu hanya dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit
dioperasionalkan, tetapi ada juga yang menganggep bawa
Kualitas sebaFakteristik atau atribut yang dapat diukur
(Product-based Approach). Pendapat yang menggunakan
pendektan pengguna atau pemantaat (User-Based Approach)
mendasarkan pemikirannya pada kenvataan bahwa Kualites
tergantung pada orang yang memandangnya. Barang atau jusa
yang paling berkuakitas menurut pendekaten ini adalah yang
paling memuaskan kebutuhan penggunanya. Di sis lin, ada
juga pendekatan yang beranggapan bauwa yang menenfukan
Kualits tu bukan Konsumen yang menggunakan barang atau
jasa tetapi oleh orgunisasi penyedia yang menentukan standar-
standar kualitas (Manfacturing-based Approach). Pendekatan
terakhi terhadap kualitas adalah pendekatan yang memandang
ualitas darf segi nilal den harga (Value-bsed Approach)
Dengan pendeatan ind kualitas menjadi haF sangat relatif
Karena barang atau jasa yang memiliki kualites pling tinggi
be]umtentuyangpalingﬁai.

Walaupun pengertian ualitas sangat bervariasi dan
sangat tergantung dari pendekatan yang digunakan, secara
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disebut sebagad era Kualias. Hampir setap orang menginginkan
ualits atas barang atau jasa (pelayanq mereka peroleh,
Walaupu banyak di anfaranya yang merasa kebingungan ketika
diminta untuk menjelaskan apa yang mereka maksudkan
dengan barang atau jasa yang berkualias it

Para ahli mendefinisikan kulitas berdasarkan sudut
pandangnya masing-masing karena fplds merupakan
konsep yang abstrak (Tjptono dan Diana, 1995:24-7). Ada
yang, misanya, menggunakan pendekatan transendetal
(Transcendental ~ Approach)  dan  beranggapan  bahwa
ualitas itu hanya dapat dirasekan atau diketahu tetapi sulit
dioperasionalkan, tetapi ada juga yang menganggap bahwa
ualitas sebagai Karakteristk atau atribut yang dapat diukur
(Product-based  Approach). Pendapat yang - menggunakan
pendekatan pengguna atau pemantzat (Uler-based Approach)
mendasarkan pemikirannya pada Kenyataan bahwa Knalias
tergantung pada orang yang memandangnya. Barang atau jusa
yang paling ber}% menurut pendekatan ind adalah yang
paling memuaskan kebutuhan penggunanya. Di sii ain, ada
jiga pendekatan yang beranggapan bahwa yang menentukan
ualits it bukan Konsumen yang menggunakan barang atan
jasa tetapi oleh organisasi penyecia yang menentukan standar-
standar kualitas (Manafgebysing-based Approach). Pendeatan
terakhi terhadap kuatitas adalah pendekatan yang memandang
bualitas dari segi nilal dan harga (Value-based Approach).
Dengan pendekatan ind kualitas menjadi hal yang sangt relati
arena barang atau jasa yang memilki Knalitas pling tingei
belum tentu yang paling bernilal

Walaupun pengertion kualtas sangat bervariasi dan
sangat tergantung dari pendekatan yang digunakan, secara

M4




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

umum terdapat beberapa persamaan clemen-clemen schagal
berikut:

+ Kualitas merupakan suatu usaha untuk memenuhi atau
melebihi harapan pengguna barang atau jasa (pelanggan
alau masyarakat);

v Kualitas selalu mencakup batang, jasa, menusia, proses
an lingkungar; dan

v Kualitas merupekan Kondist yang selelu berubah (apa
yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap
Kurang berkualitas di masa yang akan datang).

Menilai Kualitas Pelayanan Masyarakat

Para penyedia jasa, baik it perusahaan swasta maupun
organisasi pemerintah agar dapat memberlkan pelayanan
yang berkualitas harus mengetahui bagaimana pelanggan
atau masyarakat menilai ualitas pelayanan yang diberikan.
Leitham], Berry dan Parastmaman (1985) mengemukakan 5
Karakteristik yang umumnya digunakan dalam mengevaluasi
ualitas pelayanan sebagai berdkut

1. Bukt ngsung (tangibls) yang melipud fastitos fislk
pelengkapan, pegaai, dan sarana komunikasi

1. Kehandalan (reabiity) yakni Kemmampuan memberikan
pelayanan yang dianiikan dengan segera dan memuaskan.

3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu Keinginan para stf
ntuk membantu para pelanggen atau masjarakat, dan
memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (asstrance) mencakup kemampuan, kesopanan,
dan siat dapt dipercaya yang dimilki para staf bebas
dar bahaye, resko aau Keragu-aguan.
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urmum ferdapat beberapa persamaan clemen-tlemen sehagai
berikut:

+ Kualitas merupakan suatu usaha untuk memenubi atau
melebihi harapan pengguna barang atau jasa (pelanggan
ata masyarakat);

v Kualitas selahu mencakup barang, josa, manusia, proses
(an lingkungan; dan

v Kualitas merupakan Kondisi yang selalu berubah (apa
yang dianggap berkuaitas saat ini mungkin dianggap
kurang berkualita di masa yang akan datang).

Menilai Kualitas Pelayanan Masyarakat

Para penyedta fasa, baik itu perusahaan swasta maupun
organisasi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan
yang berkualitas harus mengetahui bagaimana pelanggan
dtau masyarakat meniai kuakitas pelayanan yang diberikan.
Zeitham dan Parasunaman (1985) mengemukakan 5
Karakterigtk yang umumnya digunaken dalam mengevaluas
Kualitas pelayanan sebagai bertkut:

1. Bukti langsung (tangibls) yang melipud fastitas fsk
perlengkapan, pegawai, dan sarana komundkasi.

1. Kehandalan (reliabity) yakei kemampuan memberkan
pelayanan yang dijanfkan dengan segeradan memuaskan

3. Daya tanggap (responsivenes) yaifu keinghnan para slaf
Untuk membantu para pelanggan atal masfarakat, dan
memberikan pelayanan dengan tanggap.

4, Jaminan (asurance) mencakup kemampuan, kesopana,
dan sifat dapat dipercaya yang dinlki para staf bebs
(i bahaya, resiko atan keragu-raguan.
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5. Empati meliputi kemudahan dalem melakukan hubungan
komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para
pelanggan atau masfarakat,

Gronroos, sebagaimana dikutp oleh Edvardsson, dkk
(1994), mengemukakan enam kriteria yang biasanya digunakan
leh pelanggan atan masyarakat dalam menilai Kualites
pelayenan yang diberikan, yait

1. Professionalism and Skils, di mana pelanggan atau
masjarakat  menjadari bahwa  organisasi  yang
memberikan pelayanan, Karyawan, sistem operasiondl,
din sumberdaya fisk memiliki pengetabuan dan
ketrampilan yang dibutubkan untuk  memecahkan
masalah mereka secara profesional

2. Atttudes and Behaviour, di mana pelanggan atau
masarakat merasa babwa Karyawan Kantor (contact
person) menaruh perhatian terhadap merekadanberusaha
membantu dalam memecahkan masalah mereka secara
spontan dan senang hati

3. Accessibilty and Flexibilty, di mana organisas lokasi,
fam kerja, karyawan dan sistem kerjanya dirancang
sedemikian rupa sehigga pelanggan atau magyarakat
mudah melakukan akses dan bersiat fleksibel delam
menyesuatkan dengan kondisi pelanggan atou magyarakat
yang dilayani.

4. Reliabity and Trustworthiness, di mana pelanggan il gyg
masfarakat yakin bahwa apapun yang terjadi mereka
dapat - mempercayakan segala sesuatunya  kepada
organisasitersebut beserta Karyawan dan sistemnnya

5. Recovery, di mana pelanggan atau masyarakat menyadari
bahnwa bila tetjadi sesuatu yang tidek diharepkan maka
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5. Empati melipui kennudahan dalam melakukan hubungan
Komundkasi yang baik, dan memahami kebutuhan para
pelanggan atau masfarakat,

Gronroos, sebagaimana dikutip oleh Edvardsson, dkk

# mengemukakan enam kritetia yang biasanya digunakan
0

pelanggan atau masyarakat dalam menilal hualits

pelayanan yang diberikan, yaitu:

1. Professionalism and Skills, di mana pelanggan atau
masyarakal  menyadari babwa  organisad  yang
memberikan pelayanan, Karyawan, sistem operasional,
dn sumberdaya fisk memiliki pengetahuan dan
ketramplan yang dibutubkan untuk  memecahkan
masalah mereka secara profesional

2 Mttudes and Behaviowr, di mana pelanggan atan
masyarakat merasa bahwa Karyawan Kantor (condact
person) menaruh perhatianterhadap mereka dan berusaha
membantu dalam memecahkan masalah mereka secara
spontan dan senang hati

3. Aucessiblty and Flexibilty, di mana organisasi, lokas,
jam berja, Karyawan dan sistem Kerjanya dirancang
sedemikian rupa sehigga pelanggan atau masjarekat
mudah melakukan akses dan bersiat fleksibel delam
menyestatkan dengan Kondisi elanggen atou masjarekat
yang dilayan.

4. Reliablty and Trustworthiness, i mana pelanggan atau
masyarakat yakin bahwa apapun yang terjadi mereka
dapat - mempercayakan segala sesuatunya ~kepada
organisasitersebut beserta Karyawan dan sistemnya,

5. Recovery, i mana pelanggan atau masyarakat menyadari
bahwa bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan maka
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organisast penyedia jasa tersebut akan segera mengambl
tindekan untuk mengendalian situasi dan mencar
pemecahan yang tepat

6. Reputation and Credibiity, di mana- pelanggan atau
masyarakat meyakin babwa organisasi penyedia jusa
dapat dipercaya dan memberikan nila atau imbalan yang
sestai dengan pengorbanannya,

Hubungannya dengan pelayanan aparatur pemerintah
di Endonesia, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara (1996), menggunakan sembilan kriterla pelavanan yang
bak. Ke sembilan keitera tersebut bertkut ini juga difadikan
acuan da]anqberian Penghargean Abdisatyabakti bagi
Unit Kerja yang dianggep telah memberikan pelayanan prima
Kepada masyarakat:

1. Kesederhanaan, - yang mengandumﬂi prosedur/
tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepal
tepat, tidak berbelit-belit, mudh difahami dan mudah
dilaksanakan oleh masyarakat yang memninta pelayanan.

2. Kejelosan dan kepastion, dalam  prosedur/tatacara
pelayanan, persyaratan teknis maupun adinistrai, unit
Kerjaatau pejabat yangberwenang dan bertanggung awab
alam memberkan pelayanan, rincian biaya/taril dan
fata cara pembayarannya, dan jadwal wakiu penyelesaian
pelayanan.

3. Keamanan, yang mengandung art proses serta hasil
pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan,
dan dapatmemberikan kepastian hukum bagi masyarakat

4. Keterbukaan, di mana segala hal yang berhubungan
dengan pemberian pelayanan waid - diinformasikan
secara terbuka agar mudah diketahud dan difahami oleh
masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta

A1
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organisasi penyedia jasa tersebut akan segera mengambl
findokan untuk mengendalikan situasi dan- mencart
pemecahan yang tepa.

6. Repuation and Credibilty, di mana pelanggan atau
masyarakat meyakini bahwa organisast penyedia jasa
dapat dipercaya dan memberikan rla atau imbalan yang
sestai dengan pengorbanannya.

Hubungannya dengen pelayanan aparatur pemerintah
(i Lngomesis, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negﬁﬁ), menggunakan sembian kiteria pelayanan yang
bak. Ke sembian keiteria tersebut berdkut ind juga difadikan
acuan dalam pemberian Penghargean Abdisatyabakt bagl
Unit Kerja yang dianggap telah memberikan pelayanan prima
Kepada masyarakat

1. Kestderhanaan, yang - mengandung arti - prosedur/
fatacara pelayanan distlenggarakan secara mudah, cepat,
tepat, tidak berbelt-belit, mudah diféhami dan mudah
dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2 KejelasandanRepostian,  delam  prosedur/tatacara
pelayanan, persyatatan tekois maupun adrministratf, unt
erjaatau pejabat yang berwenang dan bertanggung jaweb
alam memberkan pelayanan, rincian biaya/taril dan
fatacara pembayarannya, dan jadwel wakiu penyelesaian
pelayanan,

3. Keamanan, yang mengandung arti proses serta hasl
pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan,
dan dapat memberikan kepastianhukum bagi masyarakat

4. Keterbukaan, di mana segala hal yang berhubungan
dengan pemberian pelayanan waiib diinformasikan
secara lerbuka agar mudah diketahui dan difahami oleh
masyarakat, baik diminta maupun tidak dimvinta
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5. Efisiensi, mengandung arfi bahwa persyaratan pelayanan

hanya dibatast pada halhal yang berkaitan langsuung
dengan pencapaian sasaran pelayanan dan dicegah
adanya pengulangan pemenuban persjaratan,

6. Ekonoms, mengandung art pengenaan biaya pelayanan
harus ditetepan secara wajar dengan memperhatikan

nila pelayanan, kemnampuan masyarakt, dan kelentuan

pertndangan yang berlaku.

7. Keadilon yang merata, mengandung arti cakupan/
fangkauan pelayanan harus seluas mungkin, merata, dan
diperlakukan secara adil bagdseluruh lapisan masyarakat.

8. Ketepatan wakt, mengandungartipelaksanaan pelayanan
masfarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.

§. Kriteriakuanftatif,yangantaralain meliputjumlah warga/
masfarakat yang dilayend, lamanya wakiu pemberian
pelayanan (dihitung secara rala-rata), penggunaan
peranghat-perangkat moderen unfuk mempercepat dan
mempermudah pelayanan, dan frekuensi kelohan ateu
pujian dari masyarakat penerima pelayanan.

Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Untuk  dapat  meningkatkan ~ kualtes ~ pelayanan,
dibutuhkan usaha-usaha dan strategt yang menyelugghedan
berkesinambungan. Pendekatan Tofal Quality Management
dan Total Quality Service yang secara singkat akan diterangkan
bertkut ini mungkin dapat digunakan di organisast-organisas
pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan Kualitas
pelayanan kepada masyarakat.
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5. Efsensi, mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan
hanya dibatasi pada hal-hel yang berkeitan langsung
dengan pencapaian sasaran pelayanan dan dicegeh
adanya pengulangan pemenuhan persyaratan,

6. Ekonomis, mengandung art pengenaan biava pelayanan
harus ditetepkan secara wajar dengan memperhatkan
nili pelayanan, kemampuzn masyarakat, dan ketentuan
perundangan yang berlaku

7. Keadilan yang merata, mengandung arti cakupan/
jangkauan pelayanan harus seuas mungkin, merata, dan
diperlakukan secara adil bagt selurul apsan masyarakat

8. Ketepatan wakts, mengandungartipelaksanaan pelayanan
masyarakat dapat disclesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.

9. Kriteriakuanftatiyangantaralain meliputjumlahwarge
masyarakat yang diayani, lamanya waktu pemberian
pelayanan (dihitung secara rata-rata), penggunan
petangkal-perangkat moderen untuk mempercepat dan
mempermudah pelayanan, dan frekuenst kelohan atau
puijan dart masyarakat penerima pelayanan.

Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Uniuk  dapat  meningkatkan ~kualtas  pelayanan,
dibutuhkan usaha-usaha dan strategi yang menyeluruh dan
berkesinambungan. Pendekatan Total Quality Management
dan Tofal Quality Servce yang secara singkat akan diterangkan
berdkut ini mungkin dapat digunakan di organisasi-organisas
pemerintah dalam usaha untuk meningkathan Kalitas
pelayanan kepada masyarakat
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1. Perubahan Visi Pelayanan

Perusahaan penyedia jasa swasta sangat memanjakan
para pengguna jusa atau pelanggannya karena keberadaan
perusahaan tersebut sanga tergantung dari para pelanggannya.
Hal ini harus dilakukan arena para pelanggan dapat dengan
mudah mencarl perusahaan penyedta jasa yang Lin kalau
mereka merasa tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas
darf perusehaan sebelumnya (pasar pelanggan). Sebalikaya,
pelayanan jasa yang disediakan oleh organisasi pemerintah
unumnya bersifat monopoli sehingga masyarakat  tidak
mempunyai alternatf lain untuk dapat memenubhi kebutuhan
pelayanan fasa tersebut (pasar’ penyedia jasa). Kondist sepert
iniah yang mendorong pegawai negeri memberikan pelayanan
yang tidak maksimal kepada masyarakat, Selain it dikalangan
masyarakat Indonesia ada persepsi keliru yang menganggap
pekerjaan ‘melayani” sebagai hal yang hina/rendah sehingga
tercipta gejala umum yang menganggep pegaai negeri itu
bukannya melayani tetapi inta dilayan oleh masyarakt.

Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan pelayanan
masyarakat yang berkualites, diperlukan adanya perubahan vis
pelayanan pada organisasi pemerintah, Pegawai neger! pada
semua jenjang harusdisadarkan bahwa pembentukan organisasi
pemerintah dan penganghatan pegawai negert tak lain adalah
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang secara implisi
mengisyaratkan babwa pegawai negerilah yang sebenarnya
membutuhkan masyarakat dan bukan sebaliknya. Bukankah
belanja negara, termasuk untuk membayar gji pegawai neger
adalah uang masyarakat yang ditarlk melalui berbagai jenis
pajak? Pada dirl setiap pegawai neger juga harus difanamban
asa Kebanggaan jika dapat membertkan kebahagfan dan
Kepuasaan kepada orang ain melalui pelayanan masyarekat
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1. Perubahan Visi Pelayanan

Perusahaan penyedtia jasa swasta sangat memanjakan
para penggua jasa atau pelanggannya karena keberadaan
perusahaan tersebut sangt tergantung dartpara pelanggannya.
Hal ini harus dilakukan karena para pelanggan dapat dengan
mudsh mencari perusahaan penyedia jasa yang hin Kalau
mereka merasa tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas
arl perusahaan sebelumnya (pasar pelanggan). Sebaliknya,
pelayanan jasa yang disediakan oleh organisast pemerintah
umumnya bersifat monopoli sehingga masyarakat  tidak
mempunyai allernaff lain untuk dapat memenuhi kebutuhan
pelayanan jasa tersebut (pasar’ penedia jasa). Kondist sepert
inlah yang mendorong pegawai negeri memberikan pelayanan
yang tidak maksimal kepada masyarakat, Selain it di kalangan
masyarakat Indonesia ada persepsi keliru yang menganggap
pekerjaan ‘melayani” sebagai hal yang hina/rendah sehingga
tercpla gejla umum yang menganggap pegawal negert it
bukannya melayani tetapi minta cilayani oleh masyarakat

Oleh karena ito, untuk depat menciptakan pelayanan
masyarakat yang berkualitzs, diperlukan adanya perubahan visi
pelayanan pada organisast pemerintah. Pegawal negeri pada
semua jenjang harusdisadarkan bahwa pembentukan organisasi
pemerintah dan pengangkatan pegawai negeri tak lain adalah
unfuk memenuhi kebutuhan masyarakal, yang secara implisi
mengisyaratkan bahwa pegawai negerilah yang sebenarnya
membutuhkan masyarakat dan bukan sebaliknya, Bukankah
belanja negara, termasuk untuk membayar gaji pegawai nege
adalah vang masyarakat yang ditarlk melalui berbagai jenis
pajak? Pada dir setiap pegawai negeri juga harus ditanamkan
nasa hebanggaan jlka dapat memberikan Kebahagian dan
kepuasaan kepada orang lain melalui pelayanan masyarakat

49




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

yang berkualitas. i negara maju, profesi melayani merupakan
profes yang paling mulia, Mengapa tu harus menjadipekerjaan
yang hina di negeri ini? Perubahan vis pelayanan ini tentunya
merupakan tugas dan tanggung jawab dari setiap pimpinan
pada unit Kerjanya masing-masing.

2. Pemberdayaan Pegawai dan Kerjasama Tim

Usaha  menciptakan ~pelayanan - masyarakat  yang
berkualias bukan hanya tugas sebahagian, tetapi keseluruban
anggota organisast. Oleh Kerana itu, semua pegawai pada
semua level organisasi harus diberdayekan yang secara
onseptual bermakna memberikan ojpasssi, wewenang, dan
Kepercayaan serta mendorong meteka unfuk kreatifagar dapat
merampungkan tugasnya sebaik mungkin. Setiap pegawai
diberi keleluasan untuk mengambil tindakan-tindakan yang
dipandang tepat dalam rangka melayani masyaraka, termasuk
melayani keluhan meraka.

Dengan pemberdayaan (empowerment) pegawai maka
mereka dapat memberikan tespon secara angsung dan lebih
cepat kepada masyarakat; memiiki rasa memiliki' yang tinggi
terhadap pekerjaannya dan merasa dirinya berarti dalam
organdsast; dapat berintegras dengan masyarakat secara lebih
hangat dan antusias dun depat menjadi sumber ide bagi
penciptaan pelayanan yang andal.

Dernikian fuga dengan ketja sama tim yangelpabllam
unitketjadiyakini dapat memberikan pelayanan yang lebih bk
Kepada masyarakat, Perlunya ketja sama tim iﬁasari pada
Kenyataan bahwa pemikiran dariduaorang atau ebih cenderung
lebih baik daripada pemikiran satu orang saa; konsep sinergi (1
+1> 2); dapatnya anggota organisas (im) saling mengenal dan
saling percaya sehingga mereka dapat saling mernbantu.
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cepat kepada masyarakat; memiiki rasa memilki' yang tinggi
terhadap pekerjaannya dan merasa dirinya berarti delam
organisas}, dapat berintegrasi dengan masyarakat secara lebih
hangat dan antustas dan; dapat memjadi sumber ide bag
penciptaan pelayanan yang andal

Dernikian juga dengan ketja sama tim yang baik dalam
unitketjadiyakini dapat memberikan pelayanan yang ebih baik
epada masyarakat. Perlunya kerja sama tim ini didasari pada
enyataanbahwa pemikiran dariduaceangataulebih cenderung
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3. Pendidikan dan Pelatihan

Bagaimanapun  terampl  dan  berpengetahuznnya
searang pegavai ketika diterima, men@awai negeri yang
berkualias dan dapat memberikan pelayanan yang prima
Kepada masyarakat membutuhkan pelatihan, baik itu berupa
in-house atau on-site training, external atau outside fraining,
atau Kombinasi keduanya. Pendidikan dan pelatihan inf sangat
petlu mengingat kualtes pegawai negert yang ada sekarang,
persaingan global, perubehan dan tuntutan masyarakat yang
cepat dan terus-menerus, perkembangan teknologi  dan,
perubahan demografi yang sangat pesat di negara kita.

4, Perbaikan menyeluruh dan berkesinambungan

Menciptakan pelayanan masyarakat yang berkualita
bukanlah pekerjaan yang dapat diwujudkan dalam semalam.
Hal ini hanya dapat terjadiapabila semua unsur dalam organisasi
dapat memberikan dukungan yang signifkan, menyeluruh dan,
terus-menerus. Untuk iy, sekali lag, Komitmen darf seluruh
anggota organisasilah yang akan menentukan berhesil ideknya
usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakatini.
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3. Pendidikan dan Pelatihan
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seorang pegawai ket diterima, menjadi pegawai negeri yang
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kepada masyarakat membutuhkan pelatihan, batk itu berupa
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4, Perbatkan menyeluruh dan berkesinambungan

Menciptakan pelayanan masyarakat yang berkualita
bukanlah pekerjaan yang dapat diwujudkan dalam semalam.
Halinihanya dapatterjadiapabilasemua unsur dalamorganisasi
dapat membertkan dukungan yang signifian, menyeluruh dan,
terus-menerus. Untuk itu, sekali lagi, komitmen dart seluruh
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usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini.
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STUDI BANDING DPRD: PERSEKONGKOLAN
EKSEKUTIF-LEGISLATIF

TIDAK bisa dipungkirl bahwa studi banding sudah
menjadi salah satu indikator “keberhasilan” DPRD seat fni. Bagi
DPRD-DPRD Kabupaten dan ota, wibawa mereka sepertinya
diukur dariseberapa banyak kota-Kota di ndonesia (Knususnya
Jowa.dan Bali) yang sudah distudibandingl. Sedangkan bagi
anggota DPRD propinsi,studi banding yang dianggap sepadan
bagi mereka minimal negara-negara tetangga. Walaupun kata
studi banding sebenamya bermakna badk, masyarakat saat
ini mengartian studi banding dengan sangat negatif berupa
ngelencer, lesiran, hura-hura, ateu foya-foyasecaragratiskarena
dibiayad oleh uang rakyat

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan mengapa kesan
negatif masyarakat cukup beralasan dan bahwa rangkaian studi
banding yang dilzkukan oleh anggota DPRD adalah selah satu
buk bahvwa DPRD dan pemerintah daerah sebenarnya tidak
saling berseteru sebagaimana kesan yang terjadi selama ini
melainkan melakukan persekongkolan unfuk Kepentingan
mereka masing-masing. Selain ito, tulien ini juga akan
menyoroti mengapa persengkokolen seperti ini terjadi dan
mengapa pemerintah daerah apalagi DPRD tidak akan mungkin
menghentikan kegiatan stud; banding,
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EKSEKUTIF-LEGISLATIF

TIDAK bisa dipungkiri bahwa studi banding sudah
menjadi saloh satu nctkator “keberhasilan” DPRD saatin. Bagi
DPRD-DPRD kabupaten dan Kota, wibawa mereka sepertinya
diukur dartseberapa banyak kota-Kota di ndonesta (Khususnya
Jawa dan Bali yang sudah distudibandingi. Sedangken bagi
anggota DPRD propinsi,studi banding yang dianggap sepadan
bagl mereka minimal negara-negara tetangga. Walaupun kata
studi banding sebenarnya bermakna bak, masyarakat saat
ini mengartkan studi banding dengan sangat negatif berupa
ngelencer, plsiran, hura-hura, atau foya-foja secaragratskarena
dibiayai oleh uang rakya.

Tlisan ini akan mencoba menjelaskan mengapa kesan
negatif masyarakat cukup beralasan dan bahwa ranglaian studi
banding yang dilakukan cleh anggota DPRD adalah salah satu
buki bahwa DPRD dan pemerintah daerah sebenarnya tidak
saling berseteru sebagaimana kesan yang terjadi selama ini
melainkan melakukan persekongkolan untuk Kepentingan
mereka masing-masing. Selain itu, tulisen ini juga akan
menjoroti mengapa persengkokolan seperti ini terjadi dan
mengapapemerintah daerah apalagi DPRD tidakakan mungkin
menghentikan kegiatan studi banding,

2]

25




BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA

Tiada hari tanpa studi banding. Begituleh Kira-Kira
ungkapan yang dapat digunakan untuk menggambarkan
berita-berita seputar studs banding anggota DPRD yang dapat
kita baca setiap hari di media massa lokabdan nasional. Tahun
anggatan ini, misalnya, 45 orang anggota DPRD Sulavesi Utara
dijadwalkan akan mengunjungt Amerika, Cina dan beberapa
negara i Eropa. Studi banding yang akan menelan biaya
sebanyakRp. | Smiliarini, katanya, dipastikanzkan memberikan
nild tambah bag propinsi Sulawesi Utara (Kompas 29/8/2002).
Beberapa bulan yang lalu kita juga dihentaken oleh rencana
studi banding anggota DPRD Jawa Timur ke negara-negara
Eropa yang akan menghabiskan sekitar 60 persen anggaran
DPRD Jatm yang berjummlah 79 miliar! (fawa Pos, 11/3/2002).

Ada beberapa kriteia yang sebenarnya bisa digunakan
untuk menai dan membenarkan sinyalemen masyarakat
bahwa kunjungan ifu idak ada manfaatnya.

Pertama, dari segi elekiivifas nampak jelas bahwa
kunjungan itu hanya menghamburkan vang Karena studi
banding memerlukan persiapan yang jelas, matang serta
Kapasitas yang memada dari mercka yang akan melaksanakan
studi banding tersebut. Jika ingin membandingkan sebuah
sisteny (pendidikan, pelayanan publi, perusahaan daerah,
petanian, atau apapun) di huar negerl, maka si pembanding
sudab harus memahami sistem yang ingin dibandingkan agar
dapat melihat perbedaan dengan sistem yang hin. Sementara
iu masyarakat paham betul bahwa banyak anggota DPRD yang
merupakan poltst Karbitan dan oleh karena itu tidak memiliki
pengalaman dan Kemampuan yang memadai

Apalagijika tujuan mereka adalah untuk promosiinvestas
- lasan standar yang digunakan lama ini. Pengetahuan para
anggota DPRD menyangkut potens, fasies, dan sarana yang
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Tiada hart tanpa studi banding, Begitulah Kira-Kira
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unfuk menilai dan membenarkan sinyalemen masyarakat
bawa kunjungan it tidak ada manfaatnya,

Pertarma, dari segi elekiivites nampak jeas bahwa
kunjungan ity hanya menghamburkan vang karena studi
banding memerlokan persizpan yang jelas, matang serta
Kapasitas yang memadai dart mereka yang akan melaksanakan
studi banding tersebut. Jika ingin membandingkan sebuah
sistem (pendidikan, pelayanan publi; perusahaan daeh,
pertanian, atau apapun) di luar negeri, maka si pembanding
sudah harus memahami sistem yang ingin dibandingkan agar
dapat melibat perbedaan dengan sistem yang hin. Sementara
I masyarakat paham betul bahwa banyak anggota DPRD yang
merupakan politsi karbitan dan oleh karena itu tidak rmemliki
pengalaman dan kemampuan yang memadai
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anggota DPRD menyangkut potensi, fasiitas, dan sarana yang
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dimitki daerah serta halhal penting lainnya yang menjadi
pertimbangan bagi para investor asing untuk menanamkan
modalnya sangat tendah. Menarik investor asing yang sudah
menanamkan modalnya di Jakarta saja tidak mampu dilakukan
oleh banyek pemerintah daerah. Belum gl hal-hal fekeis
innya sepert terbatasnya. kemampuan bahasa asing dan
negosiasi.

Kedua membandingkansatusistem dengansisterlainnya
tidak selau memerlukan kehadiran fiskk sf pembanding kecual
apabila pengamatan merupakan satu hal yang harus dilakokan,
Kebanyaken informast yang didapatkan oleh anggota DPRD
Ketika melzkuken studi banding adaleh informast yang tidak
mernerlukan pengamatan secara langsung terhadap objekaya.
Membadingkan sistemn pendidikan, misalnya, yang diperlukan
aalah informas! mengenatkurikulum, proses belajar mengajar
di mana kewenangan pengarbilan keputusan, den priorites
anggaran, bukannya gedung sekolah ataw warma Seragam
murid. Karena itu, surnber informasi sepertt ini bisa diperoleh
tanpa harus berkunjng ke negara lain. Internet, buks, orang
yang pernah beljar di luar neger, perwekilan negara asing di
Indonesia, perwaklan Indonesia diluar negeri adalzh beberapa
sumber informast yang bisa dimanfaatkan secara murah

Ketiga, mungkinkah kita mempeljari sistera statu
negara hanya dengan sebuah kunjungan Satu atau dua hari saja”
Secara logika sehat, Ketika seseorang berkunjung ke Eropa atau
Amerdka, maka kondisi stk orang tersebut di har pertama
dan kedua masih belum sehat betul untuk berpikir. Lantas, apa
yang bisa dilakukan dan dihasikan Kalau bukan sekedar jalan-
jalan dan belanja? Tidak hetan apabila ada pejabat pemerintah
negara bagian di Australia yang merasa tidak perlu melakukan
persiapan Khusus untuk menerima kunjungan delegasi parlermen
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dariIndonesia. Seain karena jadwal yang telah disepakati ering
tiak ditepat, letak pusat pertokoan dan termpat wisatajauh lebih
penting daripada matertyang akan dibicarakan. Sinyalemenni
dengan terus terang dibenarkan oleh seorang anggota DPRD
propinsl di Jawa yang pernah diwawancarai penuls. Secara
terus terang dia mengatakan bahwa sebetulnya studi banding
tidak pernah menghasilkan apa-apa kaena umumaya mereka
hanya ingin jalan-jalan. Katanya, kapan lagi bisa bepergian ke
luar neger secara grats?

it

Ada beberapa bl yang bisa menelaskan mengapa
rangkaian studi banding yang dilokukan oleh anggota DPRD
yang sudah jelas merupakan kegiatan penghamburan uang
tekyat tetap menjadi salah satu mata anggaran fevorit i setiap
daerah.

Pertamma, Kesedtioan eksekutif untuk mengalokasikan
anggaran studi banding terkalt dengan kelangsungan
Kekuasaan pimpinan eksekutif daerah. Gubernur, Bupati atau
Walikota bukanlzh penguasa tunggal lagi seperti yang pernah
berlangsung i era Orde Baru. Pergeseran dari execufive heany
ke legslative heavy dalam peta polik telah menegaskan adanya
Keluasaan legisatif Dikhawatican, Kelau eksekutf tidzk mau
menyediakan anggaran untuk studi banding, kelangsungan
Keluasaan pimpian eksekutf dapat diakhir misalnya melalui
petolakan laporan pertanggungiawaban (LPJ).

Kedua,eksekutif membutuhkan persetujuan DPRD untuk
setiap ustlan anggaran yang dituangkan delom RAPBD. Di
sinilah proses tawar-menawar dan persekongholan berlangsung
antara eksekutif dan legilatf. DPRD hanya akan menyetujui
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Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan mengapa
tangkaian studh banding yang cilakukan oleh anggota DPRD
jang sudah jelas merupakan kegiatan penghamburan vang
rekyat tetap menjadi salah satu mata anggaren favorit i setiap
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Pertama, Kesediaan eksekutif untok mengalokasikan
anggaran studi banding ferkait dengan kelangsungan
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Kedus, eksekutif membutubkan persetujuppDPRD untuk
sefiap usulan anggaran yang dituangkan dalam RAPBD. Di
snilzh proses tawar-menawar dan persekongkolan berlangsung
antara eksekutif dan legiatif. DPRD hanya akan menyetujud
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RAPBD yang diusulkan apabila di dalamnya termuat anggaran
yang diminta oleh DPRD, termastk pos anggaran untuk studs
banding; Sebagai imbalannya, maka DPRD harus menyutujui
semua usulan eksekut, Hasilnya, banyak perda-perda yang
tetap disahkan DPRD walaupun perda-perda tersebut anch
dan menggelikan, sepert perda retrbusi sertfat kelahiran
hewan dan perda retribust parkir walaupun sekedar berhenti
menurunkan anak i depan sekolahnya. Persekongkolan n juga
mermperoleh legitimasi darl PP 11012000 tentang Kedudukan
Keuangan DPRD yang antara menetapkan balnwa besarnya
biaya kegiatan DPRD berdasarkan Klasifikasi PAD. Dengan kata
hin, semakin tinggi pendapatan suatu daereh, semakin besar
persentase anggaran DPRD.

Terakhir, sampai saat ini kemampuan menghabiskan
anggaran yang dialokasikan masih dianggap sebagai suatu
Keberhasilan dan menyisakan anggaran sebagai suatu kegagalan.
Sistem anggaran sepert ini juga turut menyuburkan kegiatan-
Kegiatan pengamburan uang rakyat seperti studi- banding,
Oleh Karena it anggota DPRD Jawa Timur beberapa waktu
yang llu tetap bersikeras untuk melaksanakan studi banding
walaupun Kota Surabaya pada saat itu sedang dilanda masalah
beat seperti banir, sampab, pedagang kaki lima, dan lin-Jain
Karena anggaran sudah tersedt, biarpun langit runtub, studi
banding harus jaan terus. Begitulab, kira-Kira semboyan yang
dipegang teguh para wakl rakyat

Jadi, karena ini persekongkolan saing menguntungkan,
tidak mungkin mengharapkan eksekutif apalagilegisatif untuk
menghentikan keghatan stud; banding,
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RAPBD yang diusulkan apabila di dalamnya termuat anggaran
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persentase anggaran DPRD).

Terakhir, sampai saat ini kemampuan menghabiskan
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kegiatan pengamburan vang rakyat seperti studi banding,
Oleh Karena itu, anggota DPRD Jawa Timur beberapa waktu
yang lalu tetap bersikeras untuk melaksanakan studi banding
alaupun kota Surabaya pada saat itu sedang dilanda masalah
etat seperti b sampah, pedagang kaki lima, dan fain- .
Karena anggaran sudah tersedia, biarpun langit runtub, studi
banding harus jaan terus. Begitulah, kira-Kira semboyan yang
dipegang teguh para wakil rakyat.

Judi, arena ini persekongkolan saing menguntungkan,
tidak mungkin mengharapkan eksekutif apalagd egisatf untuk
menghentikan kegiatan studi banding,
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PELICIN DI LEGISLATIF

BEBERAPA hari terakhir Harian Fajar menurunkan
laporan tentang maraknya uang pelicin yang diberikan oleh
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada oknum anggota
legislatf agar anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan
tidak dipangkas pada saat pembahasan di egisatil. Menurut
sinyalemen harfan i jum@ng pelicin yang dibayarkan
SKPD bervariasi, antara Rp. 25 juta sampai Rp. 150 juta,
tergantung nilai anggaran kegiatan yang diusulkan oleh SKPD
tersebut. Bahkan laporan tersebut, dengan jelas menyebutkan
beberapa SKPD yang telah memberikan vang pelicin, engkap
dengan jumnlah nominal yang telah dibertkan (Fajar 21/01/09).

Lagu Lama

Pemberian uang pelcin dan semacamnya kepada anggota
legislatf untuk memuluskan pembabasan atau mendapatkan
persetujuan terhadap rancangan kebiakan (undang-undang
atau peraturan daerah) sebenarnya bukan hal baru dan terjadi
bukan hanya pada tingkat daerah (DPRD) tetapijuga paca level
nasional (DPR). Prakdek seperti inf khususnya mulai terasa
sejak lembag legistai - sebagai slah satu hasi dart reformasi
- iberi peran legisasi dengan kewenangan yang sangat besar
(egislatve heavy). Pada saat masth duduk sebagat anggota DPR,
Khoah Indar Parawangsa, dalam satu seminar, menjelaskan
bagaimana okaum anggota DPR mejac calo-calo proyek dalam
setiap pembahasan anggaran (APBN). Para bupati, gubernu,
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sinyalemen harian ini, jumdab vang pelicin yang dibayarkan
SKPD bervariasl, antara Rp. 25 juta sampai Rp. 150 juta
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dan “utusan-utusan” departemen dan ernbaga pemerintah non-
departemen, pada waktu itu, sibuk melobi calo-calo proyek ini
agar mendapatkan alokasi anggaran sebesar-besarnya e dactah
atau departemen mereka masing-masing. Imbalannya? Selain
dalarn bentuk vang pelcin, calo-calo proyek ini - sebagaimana
islahyangdiberikan - menginginkanagarpada saat pelaksanaan
Kegiatan nantinya, tender-tenderproyekharusdiatursedemikian
rupa agar dimenangkan oleh rekanan yang direkomendasikan
oleh calo-caloproyekini. Bisa ditebak, pemenang tender proyek
tersebut pasti memiliki hubungan dengan anggota dewan atau
calo proyek (7) yang telah “berjasa’ meloloskan proyek tersebut
alam pembahasan anggaran di legicatf. Hanya saja seperti
(mnaaf) orang yang buang angin - yang baunya jelas terasa tetapi
sangat sulituntuk menuuk hidung pelaku - praktek-praktek di
lernbaga techormat sepertiin, seama i, hanya bisa irasakan
terjadi etap sulit dibukkan.

Sejumlah Kasus korupst yang ditangani oleh Koms
Pernberantasan Korupsi (KPK) akhir-akbhir ini menegaskan
dugaan bahwa perilaku tidak terpuji anggota legslaif seperti
ini memang bear adanya. Kasus suap yang mekbatkan okoum
Pemerintah Kabupaten Bintan dan anggota Komisi IV DPR agar
mendapatkan persetujuan dewan mengenai alh fungst lahan
hutan lindung menfads Kota Bandar Seri Bintan membuktikan
batwa perilaku suap anggota legislaif tidak hanya tetjadi pada
pemmbahasan anggaran tetapifuga pada produk-produk legicas
innya Halmqa terhat padakastus suap yang metbatkan
sejumlzh anggota DPR dalam Kaitannya dengan pemiihan
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dalam penyelesaian
Kasus LBl gtopialim hubungannya dengan amandemen
UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Delam sermua
Kasus ini, vang pelcin diberikan kepada anggota legislatif agar
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memnilh atau menyetujui kebijekan sesuai dengan keinginan
pemberi uang pelcin

Sistem Penganggaran dan Inferiority Complex

Kembali ke sinyelemen adanya vang pelicin dalam
pembahasan anggaran di DPRD Kota Makassar, dapat
dikatakan bahwa salah satu penyebab terjadi hal ini adalah
Karena masth lemahnya sistem penganggaran pemerintah.
Sistem penganggaran berbasis Kinerfa yang selama inf iklaim
pemerintah pada hakekatnya belum diaksinakan secara
menyehuruh. Pada sistem anggaran berbasis kinerja, misalnya,
audit yang dilakukan seharusnya adalah audit kegiaten. Secara
singkat dapat diielackan bahwa dengan audit kegiatan meka
mulai pada tahap perencanaan kegiatan auditor sudah meminta
justikasidariSKPD mengapastatu kegiatan perludilaksanakan,
apa saja outpus dan outcomes dari Kegiatan tersebut, dan apa
dumpak yangakan terjadiapabia kegfatan tersebut dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan. Anggaran dialokasikan hanya apabila
Kegiatan tersebut mendapatkan justiikesi yang kuat (money
follows activite). Pada Kenyataannya, sampat saat ini, audit
yang dilakukan masth pada aspek kevangan. Audit semacam
inf lebih menekankan pada pertanggungiawaban keuangan
ibandingkan dengan pertanggungiawaban keglatan. Dengan
Kata lain, sepanjang pertanggungiawaban Keuangan dianggap
memenuhi syarat manfaat dart kegitan yang lakukan SKPD
mejadi nomor duz. Penekanan pada pertanggungiawaban
Kevangan sepert ini lah yang, antara hain, membuka peluang
teradinya laporan Keuanganatau kegiatan AftE Depat dipastikan
batwa uang pelicin, kalau memang terjad, yang dikeluarkan
oleh SKPD aken diambil dari laporan Kegiaten atau kegiatan
Al tersebut. Sangat tidak mungkin apabila pembayaran uang
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pelicin tersebut akan ditanggung oleh pejabat SKPD yang
bersangkutan, Oleh karena itu, untuk meminimalkan terjacinya
perilku korup seperti ini maka penyempumzan- sistem
penganggaran pemerintah perlu untuk terus dilakukan.

Selain kelemaban sistem penganggaran maraknya uang
pelicin dapat juga disebabkan karena besarnya Kewenangan
yang dimiki oleh lembaga legihatif untuk melakukan
pengawasan politk tidak diimbangi dengan kemampuan yang
dimilikioleh para anggotanya. Untuk dapat menjalankan fungsi
pengawasan dengan efeki, kapasitas anggota legislatif harus
melebihi atau sedikitnya seimbang dengan Kemmampuan yang
dimili oleh ehsekutif. Karena Kemmampuan anggota legilatif
kita saat ini masih jauh dibandingkan dengan Kemampuan
eksekutif maka yang terjadtiadalab semacam neriorify comples.
Orang yang menderita penyakit ini berusaha menunjukkan
ekuatannya” untuk  menyembunglhan kelemahan yang
dia miliki. Anggota legisatf akan mencari cara lain unfuk
menunjukkan - superioritasnya sebagai  kompensasi ates
ketidakberdayaan mereka bethadapan dengan legisatf. Antara
lin' dengan memperlambat proses pembahasan anggaran
atau produk legislast innya apabil tidak diberi vang pelicin,
Gejala inferority complex anggota legislatif juga ditunjukn,
misalnya, kaky mereka mencampuri semua urusan eksekutif
dengan tidak mengindahkan adanya batasan wewenang yang
jelas antara kebijakan yang dapat dan tidak dapat dintervensi
legislatif. Karena perilaku korup seperti ni juga bersumber da
tendahnya kemampuan anggota egisltif maka seain perbatkan
sistem penganggaran seperti yang dielaskan sebelumaya,
useha-usaha sistematis dan menyeluruh untuk meningkatkan
Kualitas para anggota egislaf juga mendesak untuk diakuken,
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of Psychology Kunming- China ; (5) Traning Effective Urban
Infrastructure Programme - Mayor and Exekutive Roundtable
- Cities Development Inatiati ves for Asta (CDI) n Singapore;
dan (6). Diklat Kepem'ma’m (Latpim Tingkat 1).

Tercatat di Komisi Pemilhan Umum (KPU) Calon
Wakdl Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota Makassar
(Piwalkot) 2013, Mofivasinya menjadi Wakil Waliota
adalah untuk merealisir dan melanjutkan pengabdiannya di
Pemerintahan Kota Makassar: (1) Mendorong Terlaksananya
Delegasi Kewenangan Waliota kepada Camat 2007 (2) Tim
Perumus Kebijakan Penerapan Pakta Integrites Pemerintah
Kota 2007 (3). Mengadvokasi Pendirian Ombudsman Daetah
Kot Makassar dan menjadi Sekoetaris Tim Rekruitmen
Komisioner Ombudsman Daerah Kota Makassar 2007 ().
Mengadvokasi Pendirian Lersbaga Pemantau Independen
Pengadaan Barang dan Jasa Pemmerintah Kofa Makassar
Kerjasama Transparansi Internasional Indonesia 2011, (3)
Memfastitas terbentuknya TIM CSR dan PKBL Pemerintah
Kota Makassar 2011, (6). Mendorong terbentuknya Kl
Bisnis Kecamatan Pemerintah Kota Makassar 2011(7). (7).
Membentok Tim Fastitator, Advokasi dan Pendampingan
Pelaksanaan Mostenbang Kecamatan Kota Makassar 2011,
(8). Merumuskan Konsep Pelaksanaan Anggaran Kinerja
(Remmunerasi) bagt Pegawai Negert Sipil lingkup Pemerintah
Kota Makassar Ketjama Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin 2011, (9). Mewakdl
Walikota bersama Ombudsman Daerah dan Kopel Sulawesi
mendorong Judicial Review Undang Undang No 37 Tahun
2008, tentang Ombudsmnan Republfifndonesia 2010 hingga
2011, (10). Mendorong Rencana Akst Daetah Pemberantasan
Korupsi (RADPK) Kota Makassar Kerjasama Kopel Sulawesi,
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Tekh menulis beberapa buk, terbaru (2015)
“Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan
Politk dilndonesia”
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Politk di Indonesta
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Amir Imbaruddin lahir di Makassar 7 Juni 1964. Di kelas VI
Sekolah Dasar, menjelang ujian akhir, sekolah meminta
identitas siswa untuk keperluan ijazah. Karena “sok tahu’,
tanpa bertanya kepada orang tua, saya memberi data kelahiran
6 Juli 1964, bukan 7 Juni. Karena kesalahan ini, sejak itu, semua
dokumen administrasi atas nama saya sengaja “disalahkan”
atau diseragamkan menjadi 6 Juli 1964. Setiap tahun, saya
mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari teman-teman
dan keluarga dua kali.

Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Malino, kota kecil di
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang sejuk cenderung dingin. Setamat Sekolah
Menengah Pertama tahun 1980, saya melanjukan pendidikan pada Sekolah
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